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Engkau terang bagi jalanku
Yang senantiasa menuntunku pada sumber air
kehidupan
Bagi—M'u-;iwa dan rohku memuji kemuliaan-Mu
Engkau yang senantiasa menjiwai setiap karyaku
Bentukiah daku seturut kehendak-Mu
Tanamliah jiwaku pada tepi Mezbah-Mu
Dan sirami daku dengan berkat dan kasih-Mu

Agar senatiasa berbuah cinta kasih

(ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR)
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adik-adikku, serta teman-temanku yang selalu
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan
Manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam
kehidupannya. Untuk dapat melaksanakan hubungan tersebut memerlukan sarana
penghubung atau yang sering disebut dengan komunikasi . Komunikasi adalah
hubungan kontak antara manusia baik individu maupun kelompok. Manusia sejak
lahir telah berkomunikasi dengan lingkungannya, berupa gerak dan tangis yang
pertama pada saat lahir merupakan bentuk komunikasi yang paling sederhana.’
Ada beberapa unsur yang minimal diperlukan dalam proses komunikasi,
yaitu:’
a. sumber atau source
b. pesan atau message
c. saluran atau media
d. penerimaan atau receiver.
Berdasarkan dari keempat syarat tersebut media atau sarana yang digunakan untuk
berkomunikasi terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi
Dahulu manusia menggunakan asap atau burung sebagai alat komunikasi tetapi
sekarang telah banyak tersedia sarana alat komunikasi, salah satunya adalah

telepon .

' AW Wijaya, , Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, ed. 1, cet. II, Bumi Aksara, Jakarta
1993, h. 1.
’ Ibid.
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Telepon adalah sarana komunikasi yang tidak asing lagi bagi kita saat ini.
Hampir seluruh kegiatan manusia menggunakan telepon karena telepon telah
menjadi suatu kebutuhan pokok selain sandang, pangan, dan papan. Telah banyak
rumah, perkantoran, rumah sakit, dan tempat-tempat lainya baik itu sarana umum
dan khusus ataupun sifatnya pribadi menggunakan saluran telepon. PT.
Telekomunikasi Indonesia. Tbk (untuk selanjutnya ditulis Telkom), perusahaan
yang sahamnya mayoritas milik negara, sebagai perusahaan penyelenggara
komunikasi telepon dengan sistem sambungan tetap. Kebutuhan masyarakat yang
cukup besar akan sarana telepon belum sepenuhnya terpenuhi oleh Telkom, hal ini
discbabkan faktor teknis yaitu ketiadaan sarana atau kesulitan untuk membangun
jaringan saluran telepon khususnya di tempat yang letak geografisnya sulit
dyangkau . Salah satu upaya yang dilakukan Telkom untuk memecahkan masalah
tersebut berupa program warung telekomunikasi (untuk selanjutnya ditulis
wartel). Pembangunan wartel dan pengelolaannya dilakukan dalam hubungan
kerjasama antara pihak penyelenggara telekomunikasi dengan pihak swasta sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga yang
mengatur, dalam hal ini PT. Telkom.

Pembentukan wartel merupakan gagasan dari Benny. S Nasution,
KAWITEL VIII Nusa Tenggara, pada tahun 1984 untuk menjawab besarnya
kebutuhan sarana telekomunikasi ditengah ketiadaan kepastian sentral telepon.
Gagasan tersebut yaitu:

I. tempat yang tidak terlalu besar tetapi ditata untuk menyenangkan pemakai,
(x4x6m°).

2. dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi terpadu
3. dilengkapi dengan saluran 2-5 saluran telepon .
4. berada di tempat-tempat pusat aktivitas seperti pertokoan dan daerah
tujuan wisata.
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5. dapat dibangun secara cepat sesuai kebutuhan.

6. punya identitas lanyaknya seperti pom bensin Pertamina ataupun
Kentucky Fried Chiken yang walaupun gedungnya berbeda, akan tetapi
dari jarak jauh orang sudah mengenal keberadaannya.

7. dapat dimiliki dan dioperasikan oleh swasta sebagai layaknya pompa
bensin Pertamina.’

Istilah wartel mudah diingat, menimbulkan kesan yang biayanya murah dan
dirasakan lebih akrab . Istilah wartel pertama kali digunakan oleh Unit Pelayanan
Telekomunikasi dengan persetujuan direksi Perumtel, atas jasanya maka Benny S.
Nasution mendapat Gelar Doktor Honoris Causa . Gagasan wartel tersebut
terdaftar dan mendapat hak cipta di Dirjen HPCM Departemen Kehakiman RI per
Januari 1995, sedang istilah wartel tersebut sebagai merek pada tanggal 12 Juni
1996. Mulai tahun 1993 PT. Telkom hanya mengeluarkan rekomendasi
sedangkan, izin dikeluarkan oleh Kanwil Parpostel. Sejak tahun 1998, izin wartel
dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Perhubungan. Wartel pertama sekali tahun
1984 dibangun di Legian, Bali, dengan alasan banyaknya wisatawan
mancanegara. Untuk mendirikan wartel pada waktu itu sekitar 12 juta rupiah
untuk membiayai sewa tempat plus peralatan teknisnya. Hasil pendirian wartel
tersebut secara mengejutkan dapat memberi keuntungan 18 juta dalam jangka
waktu satu bulan pertama, dengan hanya membuat sambungan telepon dan teleks.
Hal ini berarti investasi untuk mendirikan “:artel dapat kembali atau break even
point dalam jangka waktu satu bulan. Telkom sangat senang atas keuntungan yang

dapat diperoleh dari usaha bisnis waretel. Pada tahun 1997 sepuluh persen dari

pendapatan Telkom berasal dari usaha wartel sedangkan, pada tahun 2000

3« Sejarah Wartel”, www.sejarah wartel.com, dikunjungi pada tanggal | September 2004
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berkembang menjadi 24%. Hal ini menandakan usaha wartel cukup menjanjikan
keuntungan besar sebagai peluang usaha.*

Perkembangan dunia usaha dalam bidang saluran telekomunikasi
mengalami perubahan yang cukup besar dengan adanya UU No.36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat yang bersifat menentang
segala bentuk persaingan usaha tidak sehat Dahulu Telkom memegang hak
monopoli untuk penyelenggaraan sambungan komunikasi lokal dan Sambungan
Langsung Jarak Jauh (SLJJ). Sedangkan untuk penyelenggaraan saluran
internasional atau Sambungan Langsung Internasional (SLI) dimonopoli PT.
Indosat dengan kode 001 dan 008 (kode akses 008 dulunya milik PT. Satelindo
yang telah merger dengan PT. Indosat sehingga kini kedua akses 001 dan 008
menjadi milik PT. Indosat ). Pemberlakuaan UU No. 36 Tahun 1999 dan UU No.
5 Tahun 1999 telah membuka kesempatan luas untuk mengadakan kompetisi
persaingan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Upaya pemerintah untuk memulai kornpetisi persaingan usaha dibidang
penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dengan beberapa tahapan.
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 1999 tentang Cetakan Biru
Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia Bab VI 4.1.1 Hak
Ekseklusif, butir 17 membuat batas waktu kepemilikan hak esklusif yaitu: ’

a) penyelenggaran jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan
langsung jarak jauh nasional diizinkan untuk dilakukan oleh PT. Telkom

sampai dengan tahun 2005;

b) penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan
internasional diizinkan untuk dilakukan oleh PT. Indosat dan PT. Satelindo

sampai dengan 2004;

* Ibid.
* Lampiran Isi Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 tahun1999, Bab V1.4.1.1.
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¢) penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal

diizinkan untuk dilakukan oleh PT. Telkom sampai dengan tahun 2010;

Alternatif KSO yang disempurnakan tentang langkah-langkah reposisi dan

strukturisasi PT. Telkom dan PT. Indosat yaitu:(’

a.

E:

menetapkan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam
Cetakan Biru™ Kebijakan Pemerintah Tentang Reformasi
Telekomunikasi™;

mengusahakan pengesahan Undang-Undang Telekomunikasi yang baru
oleh DPR;

memberi izin prinsip kepada PT Telkom untuk menyelenggarakan jasa
telekomunikasi tetap sambungan internasional dan kepada PT Indosat
untuk jasa telekomunikasi tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh Nasional
dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal (regional);

menerbitkan semua perizinan PT. Telkom dan PT. Indosat mengenai
penyelenggaraan jasa telekomunikasi di luar jasa intinya (core business);
menyelesaikan masalah KSO antara PT Telkom dengan mitra KSO-nya
serta mengadakan restrukturisasi internal PT. Telkom dan PT. Indosat;
memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. Telkom untuk
menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan internasional pada
tahun 2005;

memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. Indosat untuk
menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan jarak jauh nasional
pada tahun 2006;

memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT . Indosat untuk
menyelenggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal pada tahun
2011;

Pemerintah telah mempercepat kebijakan duopoli dari rencana semula. Hal ini

dimulai sejak 1 Agustus 2002, PT.Telkom menerima kompensasi atas berakhirnya

hak monopoli dan hak ekseklusif jaringan telepon tetap lokal dan SLJJ (tahun

2003) Pemerintah memberikan PT.Telkom izin pengoperasian DSC 1800 dan

SLI. PT.Telkom sebenarnya telah menyelenggarakan Internet Teleponi Untuk

Keperluan Publik (ITKP) atau yang dikenal dengan istilah Voice Over Internet

Protocol (VolP) dengan kode akses 017 sejak 25 Juli 2001. Kode akses 017

digunakan untuk pelayanan Internasional. PT.Indosat memperoleh hak untuk ikut

® Ibi

SKRIPSI
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serta dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi telepon lokal dan SLIJ sejak
tanggal 17 April 2003 dengan Keputusan Menteri Nomor.130 Tahun 2003.
Sedangkan untuk PT. Telkom memperoleh hak untuk ikut seta dalam
penyelenggaraan SLI sejak tanggal 13 Mei 2004 dengan Keputusan Menteri
No:162 tahun 2004 berkode akses 007.

PT. Telkom mendapatkan kode akses SLI 007 dan ITKP 017 , dan PT.
Indosat memiliki kode akses SLI 001 dan 008. Sedangkan Indosat mendapatkan
kode akses SLJJ 011 artinya jika konsumen jasa SLJJ dahulu menggunkan kode
akses SLJJ milik PT. Telkom misalnya tujuan Bandung maka kodenya 022.
Angka 0 pada kode tersebut sebagai kode PT. Telkom, sedangkan angka 22
menunjukkan kode area wilayah Bandung. Sehingga jika konsumen ingin
menggunakan jasa SLJJ milik PT. Indosat untuk tujuan Bandung maka kode yang
yang digunakan adalah 01122 yang kemudian diikuti nomor telepon tujuan.®

PT. Telkom dalam  menjalankan usahanya menerapkan kebijakan
Normally Closed dan Normally Open. Kebijakan Normally Closed maksudnya,
akses SLI milik pelanggan semuanya akan ditutup, kecuali ada permintaan
pelanggan untuk membuka akses tersebut. Sementara untuk pelayanan SLI 007,
PT. Telkom memberlakukan kebijakan normally open. Artinya, semua nomor
pelanggan Telkom bisa menggunakan untuk mengakses jalur internasional dan
PT. Telkom akan memblokir jika pelanggan menghendaki. PT.Telkom mengubah
Perjanjian Kerjasama ( disingkat PKS ) dengan penyelenggara wartel untuk

menjadi Warung TELKOM, bahwa Warung TELKOM hanya boleh menjual

7, “Persaingan Tidak Sehat di Bisnis SLI ", Kompas, Rabu 11 Agustus 2004, h. 28
¥ “ Duopoli Diharapkan Terealisasi Bulan Ini “, Bisnis Indonesia, Minggu 4 September 2003 h.
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produk Telkom dan jika tidak maka akan diblocking menutup akses operator
yang lain.’

PT. Telkom mulai membuat kebijakan tentang wartel dalam wajah baru,
dimulai sejak tahun 2003 lalu dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi PT.
Telkom Nomor. 39/HK 220/Jas- 51/2003 tentang Pengelolaan Outlet Telkom
Melalui Warung TELKOM pada tanggal 17 Juni 2003. Ada pandangan dari pihak
PT. Telkom bahwa dengan dikeluarkannya UU Nomor.36 tehun 2003 tentang
Telekomunikasi memberi kebebasan untuk membuat Warung TELKOM. Selain
itu adaanya pertimbangan kebutuhan komunikasi yang sangat besar sehingga PT.
Telkom menganggap penting untuk mencari jalan alternatif sebagai sarana untuk
memecahkan masalah dengan membuat Warung TELKOM.

Ada pandangan bahwa wartel identik dengan Warung TELKOM yang
menyediakan produk Telkom. Wartel jelas berbeda dengan Warung TELKOM.
Wartel bersifat umum yang menyediakan lanyanan jasa telekomunikasi dari
penyelenggara manapun dan yang dapat menjadi penyelenggara Wartel adalah
badan hukum, badan usaha, koperasi maupun perorangan dan berstatus sebagai
dinas berbayar yang dikenai biaya abodemen. Sedangkan Warung TELKOM
merupakan outlet Telkom yang hanya menyediakan produk jasa Telkom dan
berstatus dinas berbayar tidak dikenai biaya abodemen. Pihak yang dapat menjadi
pengelola Warung TELKOM harus berbentuk badan hukum, badan usaha, dan

koperasi. '

[
Ibid
' “Wartel Dan Warung Telkom”, www google.com, dikunjungi pada tanggal 1 September 2004
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Untuk lebih memperjelas perbedaan antara Wartel dan Warung TELKOM

maka Penulis akan mencoba menguraikan dalam bentuk skema berikut :

WARTEL
! Penyelenggara Wartel !
D | pedeaii: madecaes ) e
Penyelenggaraan Wartel (- — (___ """ |
Bentuk : Badan Hukum,

Badan Usrha, Koperasi dan
Perorangan

. .e r - r
b 1o PegamianKegasama [ - pryepowm }
L
|
|
[
l
|

R —— e e e

l

Wartel

'

Sifat Kemitraan

I

Status :
Dinas berbayar yang
dikenai biaya Abodemen

'

Umum :
Menjual kembali berbagai produk jasa
dari  operator penyelenggara jasa
telekomunikasi yang berbeda

Gbr. Diagram Wartel
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Warung TELKOM
] Pengelola Warung [
i TELKOM | e Wadaiee § e
_______________ r
- f=—p PomuaRdamen .| promsowm
[ Pengelolaan Warung e
I Bentuk : Badan Hukum, | TELKOM
| : |
( Badan Usaha, Koperasi |
| !

S Kot | ]

Warung TELKOM

'

Sifat Kemitraan

'

Status :
Dinas berbayar tidak
dikenai biaya Abodemen

'

Khusus :
Hanya menjual produk  jasa
telekomunikasi milik PT TELKOM

Gbr. Diagram Warung TELKOM

Persaingan usaha antara PT. Telkom dan PT. Indosat tampak jelas pada
bidang penyelenggaraan jasa Sambungan langsung Internasional. PT. Indosat
menggunakan kode akses 001dan 008, sedangkan PT. Telkom menggunakan SLI
007 dan ITKP 017. Persoalan muncul ketika terjadinya pemblokiran kode akses
SLI 00ldan 008 milik PT. Indosat. Pemblokiran SLI 00ldan 008 terjadi di

beberapa daerah, seperti Batam, Medan, Jakarta, dan Surabaya.'' Pengaksesan

' “Telkom dan Indosat Sama —sama Salah”, www.Sinar Harapan.co.id/ ekonomi/ 2004/ 0621/
telel. htm | dikunjungi pada tanggal 4 September
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SLI 001 dan 008 untuk panggilan keluar negeri (outgoing ) tidak dapat dilakukan,
yang terjadi adalah pengalihan akses (re rooute) ke ITKP 017 milik PT. Telkom.
Pemblokiran yang dilakukan oleh PT. Telkom dirasakan telah menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat. PT. Telkom seharusnya menjalankan kegiatan
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kesimbangan
antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum sesuai dengan UU
Nomor. 5 Tahun 1999. 2

PT. Indosat melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(vang kemudian ditulis KPPU) tentang pemblokiran kode SLI 001dan 008 di
beberapa wilayah Indonesia. KPPU bersifat independen, yang terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain, sebagai pelaksana UU No. 5
Tahun 1999. KPPU sebagai pengawas persaingan usaha harus memperhatikan
tujuan awal pembentukan UU No. 5 Tahun1999 yaitu:"

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. mewujudkan iklim usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku
usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

¢. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d terciptanya efektifitas dalam kegiatan usaha.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tentang latar belakang Wartel dan Warung TELKOM

terkaitkan dengan persaingan usaha di bidang penyelenggaran jasa telekomunikasi

antara PT. Telkom dan PT. Indosat, maka penulis mengambil rumusan masalah

sebagai berikut:

'2 pasal 2 UU No.5 tahun 1999
" Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999
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1. Apakah perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dan pengelola Warung
TELKOM merupakan perjanjian tertutup yang dilarang oleh UU Nomor. 3

Tabun 1999 ?

t

Apakah pemblokiran yang dilakukan oleh PT. Telkom pada Wartel
merupakan kegiatan penguasaan pasar yang dilarang UU Nomor. 5 Tahun

1999?

3. Penjelasan Judul
Judul yang saya gunakan dalam skripsi mi adalah “Pemblokiran SLI 001
dan 008 dan Penjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM oleh PT.
Telkom yang Mengakibatkan Persamgan Usaha Tidak Sehat™. Ada beberapa hal
vang perlu penulis jelaskan yaitu:
1. Blokir

Blokir dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J. S
Poerdarminta adalah menahan supaya tidak dapat keluar masuk (diambil )'*.

2. Peganjian
Perjanpan menunut pasal 1 butir 7 UU Nomor. 5 tahun 1999 adalah suatu
perbuatan satu atau dua pelaku usaha untuk mengikatkan din terhadap satu
atau lebih pelaku usaha lainnya dengan nama apapun, baik tertulis maupun
tidak tertulis .'*

3. Wanmng TELKOM

" W. J. S. Poerdarminta, Kanmus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h.
146
'* Pasal 1UU No. 5 Tahun 1999
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Warung TELKOM menurut Pasal 1 butir 25 dan 26 Akta Perjanjian
Kejasama Pengelolaan Warung TELKOM adalah Outlet TELKOM yang
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain atau kepada suatu badan
hukum, badan usaha dan koperasi.'®
4. Persaingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan pasal 1 butir 6 UU Nomor.5
Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan
usaha V7
Makna secara keseluruhan dan judul “Pemblokiran SLI 001 dan 008 dan
Penjanpian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM oleh PT.Telkom vang
Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat”™ adalah untuk mengetahu
karaktenstk Perjanjian ~ Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM dan
Pemblokiran SLI 001 dan 008 pada Wartel oleh PT. Telkom vang dapat

4. Alasan Pemilihan Judul

Judul “Pembokiran SLI 001 dan 008 dan Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Warung TELKOM oleh PT. Telkom yang Mengakibatkan Persaingan
Usaha Tidak Sehat” dipilih dalam penulisan sknipsi ini, karena maraknya bisnis
usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi sambungan internasional yang

memberikan keuntungan besar. Pada pelaksanaan kompetis1 antara penyelenggara

16« Akta Perjanjian Pengelolaan Warung TELKOM antara PT. TELKOM dan Koperasi Wartel
Pembangunan, Surabaya , 2004 , h.4.
"7 Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999, Loc. Cit.
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jasa Telekomunikasi terjadi persaingan tidak sehat, walaupun telah ada UU No. 36
tahun 1999 dan UU No.5 Tahun 1999. Disamping itu penulis juga ingin
menganalisa hubungan Perjanjian kerjasama dan Pemblokiran dengan timbulnya

persaingan usaha tidak sehat

S. Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi dibuat dengan dengan tujuan sebagai berikut;
a. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
b. Untuk memberi gambaran nyata tentang permasalahan perjanjian
kerjasama pengelolaan Warung TELKOM dan pemblokiran SLI 001 dan
008 pada Wartel oleh PT. Telkom menurut perspektif UU No .5 Tahun
1999.
¢. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat
dan terutama kepada penyelenggara jasa telekomunikasi agar menyadari
pentingnya persaingan usaha secara sehat menurut perspektif UU No. 36

Tahun 1999, dan UU No. 5 Tahun 1999.

6. Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yang
bersifat normatif yaitu pendekatan masalah yang bertumpu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan  dengan
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permasalahan perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM dan
pemblokiran SLI 001 dan 008 pada Wartel yang dilakukan oleh PT. Telkom.
b. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari
dua kelompok yaitu:
1.Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diambil dari peraturan
perundang-undangan yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diambil.
2.Bahan Hukum Sekunder
yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan , yang berupa literatur
—~literatur ilmiah dalam bentuk, buku-buku, surat kabar dan artikel-artikel yang
berasal dari media elektronik yaitu internet.
¢. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dan
diklarifikasi serta dianalisis secara normatif kualitatif dan hasil akhir akan
dipaparkan secara deskripsi.
d. Analisa Bahan Hukum
Bahan-bahan Hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum perimer
maupun sekunder tersebut dilakukan analisa berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia yang datanya diperoleh dari bahan hukum
primer kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan
hukum sekunder.
7. Pertanggung Jawaban Sistematika
Dalam penulisan Skripsi, penulis menyusun sistematika yang dibagi dalam

empat bab sebagai berikut:
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Bab 1 merupakan Bab Pendahuluan yang memberikan gambaran umum
tentang skripsi yang dibuat. Pada bab ini dibicarakan mengenai latar belakang
yang mendasari dibuatnya skripsi ini beserta permasalahan yang menggambarkan
tema skripsi secara keseluruhan dan tujuan penulisan.

Bab Il membahas karakteristik perjanjian kerjasama pengelolaan Warung
TELKOM antara pihak pengelola Warung TELKOM dan PT. Telkom sebagai
perjanjian tertutup yang dilarang UU No. 5 Tahun 1999.

Bab [II membahas pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel yang
dilakukan oleh PT. Telkom, akibat pemblokiran terhadap persaingan usaha, dan
kegiatan penguasaan pasar yang dilarang UU No.5 Tahun 1999.

Bab IV merupakan bagian penutup dan berisi kesimpulan atas hasil
pembahasan dari bab kedua dan bab ketiga serta berisi saran yang diharapkan
bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum

persaingan usaha.
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BAB II
PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN Warung

TELKOM MERUPAKAN PERJANJIAN TERTUTUP

Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM
Jenis Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM

Pasal 1338 (1) Burgerliik Wetboek (Untuk selanjutnya ditulis BW)
menyatakan -

“Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka vang membuatnya.” Arti pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa
undang-undang memperbolehkan bentuk perjanjian dapat dibuat secara
tertulis atau hisan.

Nicuwelmis mengemukakan pendapat bahwa peramjian yang dibuat
secara tertulis vang memuat lentang objek perjanjian dan prestasi masing-
masing pihak dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya hubungan
hukum diantara dua belah pihak '*

BW mengatur ketentuan tentang jenis-jenis perjanjian secara khusus.
Perjanjian vang diatur secara khusus di dalam BW disebut dengan perjanjian
bemama (Benoemd, Specified) yaitu perjanjian yang mempuuyai nama
sendiri. Maksudnya perjanjian —perjanjian tersebut diatur dan diberi nama

oleh undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak dilakukan atau

13 Njewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , terjemahan Djasadin Saragih Fakuhtas Hukum
Universitas Airlangga. Surabaya , 1985, h. 84.
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terjadi di dalam masyarakat.'® Perjanjien bernama diatur di dalam BW Buku
111, Bab V sampai dengan Bab X VIII, ditambah titel VII A.* Perjanjian yang
tidak diatur di dalam BW , tetapi perjanjian ini berlaku dalam kehidupan
masyarakat  di sebut  sebagai  pemjanjian  tidak  bernama
(Onbenoemd, Unspecified).”’  Untuk  mempermudah  pengkualisifikasi
perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama maka digunakan tiga teor
vaitu:
1. Teon Absortie

Menurut teori ini diterapkan ketentuan-ketentuan perundang —undangan

dari pada persetujuan (perjanjian) yang dalam persetujuan tersebut yang
paling menonjol .

2. Teori Combinatie
Menurut teori ini persetujuan dibagi dan kemudian atas masing-masing
bagian tersebut diterapkan ketentuan-ketentuan perundang- undangan
yang berlaku untuk bagian tersebut.

3 Teon Sui Generis
Memurut teori ini ketentuan-ketententuan dari pada persetuyjuan —
persetujuan yang terdapat dalam persetujuan campuran yang diterapkan
secara analogis

Perjanjian kerjasama  Pengelolaan Wanung TELKOM  merupakan
perjanjian tidak bernama (onbenoemd, unspecified). Perjanjian kerjasama
pengelolaan Warung TELKOM bertujuan untuk membuat Warung TELKOM
sebagai perpanjangan tangan pihak Telkom atau outletnya pihak PT. Telkom
yang khusus menjual kembali produk-produk milik PT. Telkom. Bentuk
kerjasama antara pihak Pengelola. Warung TELKOM dan PT. Telkom tidak

diatur secara khusus di dalam BW titel ke VII A

19 no
Ibid, h. 19.
2 R Setiawan, Pokok — Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta. Cet. V, Bandung, 1994 , hal. 51
! Ibid.
2 Ibid.
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Perianjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM ~ Scbagai
Perjanjian Bakn

Perjanjian Pengelolaan Warung TELKOM yang dibuat pthak PT. Telkom
dan Pengelola Warung TELKOM mi1 merupakan suatu perjanjian yang telah
disusun terlebih dahulu oleh pihak PT. Telkom yang kemudian disepakati
oleh kedua belah pihak sebagai perjanjian kerjasama. Perjanjian i disebut
sebagal perjanjian Standar atau standard contract atau juga disebut sebagai
perjanjian baku. Mengenai perjanjian baku ini ada beberapa pengertian yang
dibuat beberapa ahli yaitu:

Hondius merumuskan perjanjian  baku adalah sebagar  benkut:
“Stadraardvoorwaarden Zijn Schriftelike concept  bedingen welke zijn
opgasteld om zonder orderhandeling omternt hun inhoud opgenomen ie
worden i een gewoonlijk onbepaald aantal nog te  sluiten
overeenkomestenvan bepaald aard”. Artinya perjanjian baku adalah konsep
perjanjian tertulis vyang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya
dituangkan dalam perjanjian yang tidak terbatas dan sifatnya tertentu.”

Drooglever Fortuijiin - merumuskan dengan:”contracten waarvan een
belangrijk deel van de inhould word bepaald door een vast sementel van
contracts bedingen . Artinya perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan
dalam susunan perjanjian.*

Manam Darus Badrulzaman menerjemahkan perjanjian-perjanjian baku
sebagai perjanjian yang memiliki patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum

dibakukan berarti bahasa itu ditentukan ukurannya, patokannya, sehingga

¥ Mariam Darus Badrulzaman ,Ancka Hukum Bisnis, Alummi , 1994, hal 47
* Ibid.
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memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum. Mariam Darus
Badrulzaman mengklasifikasikan ciri-ciri perjanjian baku vaitu:”*

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang mempunyai posisi
vanyg lebih kuat dani debitur;

2. Debitur sama sekali tidak ikut inenentukan isi perjanjian itu;

3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur tersebut terpaksa menerima

perjanpan itu;

bentuknya tertulis;

5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual;

e

Sutan Remy Syahdeni merumuskan bahwa perjanjian baku adalah sebagai
perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pihak
pemakai dan pihak lain yang pada dasamya tidak mempunyai peluang untuk
merundingkan atau untuk meminta perubahan . Sutan Remy Syahdeni
menekankan bahwa hal spesifik dan obvek vang dipenjanjikan, lebih
tegasnva vang dibakukan bukan formulimya melainkan klausulanya
perjanjian. *

Vera Bolger menamakan perjanjian baku dihubungkan dengan sifat
masalnya sebagai take it or leave it contract artinya  jika debitur menyetujui
salak satu syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau sama
sekali menolak. Kemungkinan mengadakan perubahan tidak ada sama
sekali.”’

Penulis berpendapat bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian
kerjasama yang dilakukan oleh pithak PT. Telkom dan Pengelola Warung
TELKOM adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi antara masing-masing

pihak karena bentuk kerjasama adalah bersifat kemitraan. Perjanjian baku

* Ibid, h. 46.
Sutan Remi Syahdeni, Pemmpam Kebebasan Berkontrak dan P

Pihak dalam Peqjanjian Pabanknnhﬁmesw,lnﬁthﬂ&nknhﬂmhkaﬁa, 1997
hal . 75.

7 R.
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dibuat dengan tujuan untuk mempermudah atau efisiensi waktu, tenaga, dan
biaya yang harus dikeluarkan.

Perjanjian baku antara pihak pengelola Warung TELKOM dan PT.
Telkom mengikuti persyaratan sahnya suatu perjanjian pasal 1320 BW
yaitu:

a. sepakat mengikatkan din;

b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

¢. suatu hal tertentu ;

d. suatu sebab yang diperbolehkan:

Terkait juga pasal 1338 BW bahwa perjanjian kerjasama tersebut
haruslah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian dan kebebasan
berkontrak.

Perjanjian baku yang telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak ( asas pacta sunt servanda ). Perjanjian ini
diakui selama para pihak tetap menyepakati, akan tetapi untuk mencegah
tindakan sewenang-wenang maka undang-undang membatasi vang diatur
dalam pasal 1337 BW yang menyatakan :

“Suatu klausula dilarang, apabila klausula itu dilarang oleh undang-undang
atau bertentangan dengan moral, atau ketertiban umum.” Artinya bahwa tidak
bisa suatu perusahaan barang atau jasa yang membuat perjanjian yang
merugikan konsumen ataupun pelaku usaha lainnya. Tetap ada batasan bahwa
suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang —undang, moral dan

ketertiban umum. >

% Ibid, h.118.
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Pasal 1339 BW menyatakan:
“persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas
dinyaatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut
sifatnva dani persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau
undang-undang " Artinva bukan hanya ketentuan dan kepatutan, kebiasaan
dan undang-undang yang membolehkan atau berisi perintah yang mengikat
atau berlaku suatu perjanjian tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang
atau berisi larangan yang berlaku bagi perjanjian.”

Objek Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM

Perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM antara pihak PT.

Telkom dan pengelola Warung TELKOM membahas tentang pengelolaan

warung Telkom. Pengelolaan Warung TELKOM merupakan objek kerjasama

vang disepakati para pihak. Lingkup kerjasama dalam pengelolaan outlet

Telkom melalui Warung TELKOM tertuang dalam perjanjian kerjasama

pasal 2 vaitu:*

. Telkom dan Pengelola sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling
menguntungkan dalam pengelolaan outlet Warung TELKOM melalu
warung telkom yang dilakukan pengelola dengan fasilitas layanan

2. lingkup kerjasama dalam pengeloalaan outlet Telkom melalui Warung
TELKOM sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi :

a. penjualan produk jasa dan pelayanan Telkom yakni:
1. produk pelayanan jasa telepon dasar ;
2. produk jasa lainnya;
3. produk jasa multimedia;
4. produk jasa sambungan telepon dan atau;
5. pelayanan;
b. pelayanan dan pemanfaatan elemen-elemen Brand Warung

TELKOM yang meliput: :
1. neon box sesuai house styie telkom |

29 4y -
- Ibid.
¥ “Akte Perjanjian Pengelolaan Warung Telkom ~ Op. Cit., h. 4.
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2. pemasangan stiker dan leaflet produk telkom serta elemen brand

Warung TELKOM lainnya.;
¢. pembinaan manejemen Warung TELKOM meliputi:

1.pelaksanaan kunjungan lokasi dengan memberikan konsultasi dan
evaluasi minimal sekali setahun

2.pelaksanaan forum komunikasi Warung TELKOM minimal dua
kali dalam setahun dalam rangka pembinaan pengembangan
bisnis;

3.program training SDM Warung TELKOM minimal sekali setahun

Perjanjiar; kenjasama pengelolaan warung telkom dilakukan dalam jangka
waktu yang lamanya yang telah ditentukan oleh pihak PT. Telkom. Lama
jangka waktu tersebut dimuat dalam pasal 4 perjanjian tersebut yang
menyatakan:’

. Jangka waktu kerjasama pengelolaan oulet Telkom melalui Warung
TELKOM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini
berlaku selama 3 (tiga ) tahun serta dapat diperpanjang kembali atas
kesepakatan kedua belah pihak selama pengelola tiadak melanggar PKS
maupun ketentuan perundang undangan vang berlaku;

Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2)

pasal in1 pengelola tidak mengajukan perpanjangan perjanjian ini,maka

Telkom berhak memutuskan perjanjian ini dan disambung fasilitas

telekomunikasi Warung TELKOM ;

3. Apabila pengelola sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini masih
berminat melanjutkan operasional Warung TELKOM tersebut, maka
akan dilakukan dengan ketentuan seperi pengajuan Warung TELKOM
baru;

4. Perjanjian ini akan dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali. Apabila dan
hasil evaluasi terjaadi peningkatan performansi Warung TELKOM,
maka dapat dilakukan akreditasi ulang dan peningkatan tipe Warung
TELKOM. Sebaiknya apabila dan evaluasi yang dilakukan oleh
Telkom, pengelola tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan
Telkom maka perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak walaupun
masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum
berakhur;

2

Y Ibid h 5.
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d. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM akan selalu memuat

tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak Pengaturan tentang hak dan

kewajiban sangat penting dalam pelaksanaan dari perjanjian kerjasama yang

disecpakati. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pengelola Warung

TELKOM,

Hak pengelola Warung TELKOM meliputi yaitu:**

a.

b.

2
h.

menentukan biaya penggunaan layanan produk Telkom pengguna, dengan
ketentuan maksimal sebesar tarif yang berlaku;

memungut dari pengguna biaya percakapan dan tanf domestik
(lokal SL1J) termasuk airtime, dan penggunaan produk Telkom beserta
PPN-nya ;

memungut biaya layanan yang baik kepada pengguna, vang besamya
ditentukan oleh pengelola namun tidak melebihi 10% dan tanff
percakapan pelanggan biasanya serta tidak digabungkan dengan tanf
pulsa;

mendapatkan harga khusus dan lanyanan produk Telkom vang dijual
sesuai ketentuan Telkom.

Mendapat intensif jika produksi percakapan lokal dan SLIJ setiap
bulannya kurang dari Rp 1000.000.- (satu juta) dan bantuan promosi
sesuai ketentuan Telkom ;

Mendapat jaminan Img,kat layanan atas pengeloiaan Warung TELKOM
sebagaimana dimaksud pasal 12 penjanjian ini;

Mendapat hak penggunaan dan pemanfaaatan elemen-elemen Brand
Warung TELKOM . ;

Mendapatkan pembinaan manajemen Warung TELKOM;

Disamping itu diatur juga mengenai Kewajiban Pengelola Warung TELKOM

yaitu:

33

a.menyediakan :

1).Ruangan gedung bangunan, yang memadai untuk pengelolaan
pelayanan jasa telekomunikast,

2). Ruang tunggu;

3). KBU untuk pembicaraan telepon;

4). Petugas untuk layanan Warung TELKOM;

5). Instalasi kabel rumah, gedung (IKR/G);

2 Ibid. b6
“Ibid .h 7
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6).Perangkat telekomuniknsi yang diperlukan Warung TELKOM sesuai
spesifikasi Telkom ,baik untuk PTUS maupun pesawat faksimili:
b.menginformasikan secara trasparan kepada pengguna, tarif, percakapan dan
biaya layanan (surcharge) dalam bentuk tabel yang dipasang di Warung
TELKOM;

c.menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pengguna jasa

telekomunikasi melalui Warung TELKOM;
dmelaporkan gangguan telekomunikasi yang ada di Warung TELKOM
kepada Telkom melalui nomor telepon 147;

¢.menjaga keamanan perangkat telekomunikasi yang dikelola, diopearasikan
agar setiap saat berfungsi dengan baik, termasuk akurasi PTUS yang
menyangkut perhitungan pulsa;

f. menjaga dan meningkatkan citra Telkom;

gmemasang Neon Box dan logo Telkom pada lokasi pengelolaan outlet

Telkom melalui Warung TELKOM dan tidak memasang logo maupun
stiker dan operator lain dalam bentuk apapun;

h.hanya memasarkan produk Telkom:;

L. mempertanggungjawabkan dan menyetorkan pendapatan Warung TELKOM

sebagaimana yang dimaksud pasal 8 perjanjian ini;

J- mengizinkan telkom untuk melakukan promosi produk dan lavanan Telkom
di Warung TELKOM;

k. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pemasaran produk
Telkom ;

I. menangani keluhan atau komplain pengguna jasa telekomunikasi di
Warung TELKOM sepanjang hal tersebut merupakan tanggung jawab
pengelola;

m. menggunakan jaringan Telkom;

n.  menvetorkan membayar seluruh pendapatan dari  tafik jasa
telekomunikasi Telkom sesuai tagihan berikut PPN-nya kepada Telkom;

0. menggmunakan tarf jasa telekomunikasi Warung TELKOM sesuai
ketentua yang berlaku ;

p- melunasi tunggakan yang terkait dengan kepemilikan lokasi/ tanah yang
digunakan untuk Warung TELKOM merupakan tanggungjawab pengelola
untuk menyelesaikan;

r. membebaskan Telkom dani tuntutan pengguna atas kesalahan yang di
lakukan oleh pengelola dalam pengelolaan Warung TELKOM;

Sedangkan pihak PT.Telkom juga mempunyai hak dan kewajiban dalam
pelaksanaan kerjasama .Hak PT. Telkom vang tertuang dalam perjanjian
kerjasama yaitu:**

a. hasil pemenksaan sebagaimana yang dimaksud avatl (satu) butir d
menagih seluruh pendapat dan trafik jasa telekomunikasi produk Telkom

Ybid, H. 7.
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yang diperoleh dari pengelolaan outlet Warung TELKOM yang dikelola
oleh pengelola sesuai tagihan L-11 atau bukti pemakaian lainya;

b. memperoleh sepenuhnya PPN jasa telekomunikasi;

¢. melakukan promosi produk dan layanan di Warung TELKOM;

d. melakukan pengecekan opersional terhadap perangkat di Warung

TELKOM pada waktu —waktu tertentu dan mengisolir apabila diketahui

adanya penvimpangan setting timer pulsa dan atau penyimpangan lainya;

memberikan peringatan dan rekomendasi perbaikan Warung TELKOM

kepada pengelola apabila berdasarkan pasal ini terjadi penyimpangan:;

£ mengisolir fasilitas telekomunikasi yang terkait dengan Warung
TELKOM vang dikelola oleh pengelola, apabila pengelola tidak
menyertakan pendapatan sebagrimanaa dimaksud dalam pasal 8 avat (2)
penanjian ini;

2. melakukan bloking (menutup) akses lavanan milik operator lain dari
Warung TELKOM;

h. memberikan apresiasi kepada pengelola yang berprestasi;

o

Yang menjadi kewajiban PT. Telkom yang tertuang dalam perjanjian
kerjasama yaitu™:

a. menyediakan dan memasang jaringan telekomunikasi berupa sambungan
telepon . faksimili, untuk pelayanan jasa telekomunikasi :

b. memehihara, menjaga kehandalan perangkat dan memperbaiki perangkat
telekomunikasi milik telkom agar selalu dapat berfungsi dengan baik;

c. nenyediakan dan memasang fasilitas sambungan tambahan sepanjang
memungkinkan dengan status dinas berbayar;

d. membenkan jaminan tingkat layanan atas pengelolaan outlet Telkom
melalut Warung TELKOM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12
perjanjian ini;

e. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia dalam
pengelolaan outlet Telkom melalui Warung TELKOM;

f. mengizinkan penggunaan logo Telkom:*

I.S

“Mh.?
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Unsur-Unsur Perjanjian Tertutup Dalam Perspektif Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang berbagai bentuk perjanjian dan

kegiatan yang dilarang, karena akan menyebabkan persaingan usaha vang tidak

sehat. Perjanjian-perjanjian yang dilarang tersebut terdiri dari yaitu® -

6.

1. Oligopoli

yaitu penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat oleh beberapa pelaku usaha secara bersama-sama dengan
pembuatan perjanjian. Penguasaan atas produksi barang dan atau jasa
lebih besar dari 75% pangsa pasar.

penetapan harga

yaitu :

a. perjanjian penetapan harga yang harus dibayar konsumen yang
terjadantara pelaku usaha dengan pesaing (horizontal price fixing) -

b. perjanjian penetapan harga oleh pelaku usaha yang mengakibatkan
konsumen membayar harga yang berbeda dengan pembeli yang lain
untuk barang dan jasa yang sama;

¢. perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar melalui perjanjian
honizontal, dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ;

d. penjanjian penetapan harga maksimal secara maksimal atau vertikal atau
vertical maximum price fixing yang mengisyaratkun penerima barang dan
atau jasa tidak akan menjual kembali dengan harga lebih rendah dari
harga yang ditentukan;

pembagian wilayah yaitu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya membuat

perjanjian yang maksudnya membagi wilayah atau alokasi pasar barang dan

atau jasa yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat ;

pemboikotan yaitu terbagi dalam dua bentuk berupa:

a  penanjian horizontal untuk menghalangi pelaku usaha lain pada usaha
yang sama,baik tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeni (prevention
to enter a business)

b penanjian guna menolak penjual setiap barang dan atau jasa pelaku usaha
lam yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing
dalam hal ini menghalangi dan membatasi usahanya pasal 10.

Kartel yaitu penjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan
mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat
mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Trust yaitu pembentukan, penggabungan perusahaan atau persercan yang

lebih besar dengan tetap mempertahankan identitas perusahaan anggotanya

dengan tujuan mengontrol produksi barang dan atau jasa

o

*" Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha , Galatia Indonesia , Bandung, 2002, h. 82.
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7. Oligopsoni yaitu perjanjian penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan
oleh beberapa pelaku usaha sehingga mereka bisa mengendalikan barang dan
atau jasa pada pasar yang bersangkutan yang menguasai lebih dari 75%
pangsa pasar ;

& Integrasi vertikal yaitu penguasaan serangkaian proses barang tertentu mulai
dari hulu sampai ke hilir atau proses yang berlanjut atas sesuatu layanan jasa
tertentu oleh pelaku usaha; :

9. perjanjian tertutup yaitu perjanjian tertutup terdini dalam berbagai bentuk
seperti:

a. Penjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak peneriina barang dan atau jasa
tersebut hanya boleh memasok barang tersebut;

b. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima jasa harus bersedia
barang dan jasa lain dari sipemasok (tying arrangement);

¢.  Penanjian tentang harga atau potongan harga barang dan atau jasa lain
dan pemasok (conditional tying in)

d. Perjanjian pemotongan harga barang dan atau jasa syarat penerima barang
dan atau jasa tidak akan membeli produk yang sejenis dani pemasok yang
lain (Conditional exclusive dealing);

10.penjanjian dengan pihak luar negeri yaitu pelaku usaha yang membuat
perjanjian dengan pihak luar negeri yvang memuat ketentuan yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat;

Perjanjian tertutup dilarang dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 pada
pasal 15 yang menyatakan ** :

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peraktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa
tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dan pelaku
usaha pemasok

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan
harga barang atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha
yang menerima barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa
pelaku usaha yang menerima barang barang dan atau jasa dan pelaku

usaha pemasok :
a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dani pelaku usaha
pemasok; atau .

a. tidak akan membeli barang ddan atau jasa yang sama atau sejenis dari
pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. ™

** Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999
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Ada empat jenis perjanjian tertutup yang dilarang oleh pasal 15 tentang

perjanjian tertutup. Masing-masing perjanjian tersebut adalah sebagai berikut

- 40
}":utu:4l

a. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima barang dan atau
Jasa hanya memasok barang dan atau jasa tersebut pada pihak tertentu
atau pada tempat tertentu atau pada pihak tertentu. Dengan kalimat
lain, perjanjian ini melarang atau mewajibkan seseorang penerima
barang dan atau jasa memasok kepada pihak tertentu.

b. perjanjian yang mensyaratkan bahva pihak penerima barang dan atau
Jasa lain  dan pemasok (tving-in arrangement)

¢. perjanjian tentang harga atau potongan harga barang dan atau jasa
dengan penerima barang dan atau jasa harus membeli barang dan atau
jasa lainnya dari pemasok (conditional tying-inj

d. Perjanjian tentang harga atau potongan harga barang dan atau
potongan dan atau jasa dengan syarat penenma barang dan atau jasa
tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dan
pemasok(Conditinal ~ exclusive dealing). Penjelasan pasal 15
menegaskan bahwa pengertian memasok mencakup tindakan
menyediakan pasokan, jual beli, sewa mevewa, dan sewa guna usaha
(feasing ).

Perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang No. 5 tahun1999 tersebut
(vide pasal 15) adalah sebagai berikut yaitu:*'

(1) Penenma produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada
pihak tertentu saja;

(2) Penenma produk tidak akan membeli kembali produk tersebut kepada
pihak tertentu saja ;

(3) Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada
tempat tertentu saja;

(4) Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada
tempat tertentu |

(5) Penenma produk harus bersedia membeli produk lain dan pelaku usaha
pemasok tersebut. Inilah yang disebut dengan Tie-in Arrangement atau
Tving Arrangement

(6) Penenma produk diberikan potongan harga jika bersedia membeli produk
lain dan pelaku usaha pemasok;

(7) Penenima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk
dan pelaku pesaing dan pelaku pemasok.

“AnS:smO,QEuLILS’I
*' Munir Fuady , Hukum Anti M i Men Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999, b 71
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Agar mudah mengetahui adanya perjanjian tertutup yang dibuat oleh para
pelaku usaha yang dapat menghambat persaingan usaha yang tidak sehat,
sebaiknya harus mengetahui unsur-unsur perjanjian tertutup. Unsur-unsur
perjanjian yang dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tertutup yaitu:

adanya suatu perjanjian

perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lainnya

perjanjian tersebut memenuhi salah satu unsur sebagaimana yang
dimaksud dalam angka 1sampai dengan angka 7 tersebut diatas.

tidak disyaratakan bahwa perjanjian tersebut harus dapat mengakibatkan
terjadinya monopoli atau persaingan curang.

o O

-

Sedangkan di Amerika Serikat mengenal perjanjian tertutup dengan

nama’ Tying Devies * atau Tying Arrangement * atau disebut juga " Tie-In",

yang diatur di dalam Section 3 the Clayton Act. Untuk dapat dikategorikan

melakukan 7ying Arrangement harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan yaitu™:

1. tindakan tersebut harus membawa dampak bagi perdagangan. Jika
pengaruh tersebut tidak cukup signifikan, maka tindakan melakukan

perjanjian tertutup atau tying arrangement masih diragukan.

N

tindakan 1mi harus melibatkan dua jenis produk barang dan atau jasa yang
berbeda. Dalam hal imi apakah masmng -masing pthak menawarkan
produk secara terpisah, apakah jumlah dalam setiap paket sangat berbeda,
dan juga apakah para pembeli di haruskan membayar secara terpisah bagi
masing-masing produk, dan akhimya apakah sebagai dan produk tersebut
tersedia secara terpisah bagi para pembeli lainnya.

3. pihak yang dikenakan pasal i haruslah mempunyai kekuatan pasar yang

dapat “memaksa” pihak lainnya mengikat perjanjian tertutup tersebut,

2 Ihid h. 71
B Asnil Sitompul, Prakick Monopoli Dan Persaingan usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU
No. 5 Tahun 1999) . Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 58.
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sbagai contoh bila sebuah pasar swalavan menolak untuk menjual telur
dan merupakan satu-satunya swalayan yang ada di daerah tersebut, maka
hal ini swalayan tersebut dianggap mempunyai kekuatan pasar yang dapat

menekan pembeli untuk mengadakan perjanjian tertutup.

3. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM Merupakan

Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

Penjanjian pengelolaan Warung TELKOM merupakan salah satu bentuk
perjanjian yang dapat menghambat persaingan bebas . Perjanjian yang dilakukan
antara PT. Telkom dan pengelola Warung TELKOM telah menghambat PT.
Indosat sebagai operator SLI dalam memasarkan produk jasa telekomunikasi.
Penjanjian kerjasama yang dibuat tersebut merupakan perjanjian secara sepihak
vang dibuat oleh PT. Telkom vyang biasa disebut perjanjian baku. Klausula
perjanjian kerjasama pasal 5 ayat (2) huruf h mensyaratkan bahwa pihak
pengelola  Warung TELKOM hanya akan menjual produk-produk jasa PT.
Telkom.

Perjanjian yang mensyaratkan larangan menjual produk jasa dan layanan
milik PT. Indosat secara nyata sangat merugikan. Tindakan PT. Telkom ini
tujuannya adalah untuk memaksa dan menyingkirkan pesaingnya vaitu PT.
Indosat sebagai saingan berat, karena merupakan salah satu operator
telekomunikasi yang terbesar selain PT. Telkom di Negara kita. Perjanjian yang
demikian dikategonkan sebagai perjanjian tertutup sesuai pasal 15 ayat 3 huruf b
UU No. 5 Tahun 1999 vang bersifat per se. Ada berbagai teori hukum anti

monopoli dalam sejarah yang digunakan sebagal sarana untuk membantu
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membuktikan bahwa suatu kegiatan, perjanjian yang dilarang, dan posisi
dominan dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. Teori-teori tersebut terdiri dari yaitu:**
1. Teon keseimbangan (Balancing)
Teon ini lebih menitik beratkan kepada pertimbangan apakah tindakan itu
lebith menjurus kepada penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya
dapat lebih mempromosikan pasar tersebut. Teori ini mempertimbangkan
faktor ekonomi dan sosial termasuk pengusaha kecil sehingea di USA
teon 1n1 dikenal dengan teon kemasyarakatan.
2. Teon Per se
Teon ini menitik beratkan kepada struktur pasar tanpa terlalu
mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial vang lebih luas.
Pendekatan ini dilakukan oleh penganut teori per se adalah kaum
structuralist dengan paham structuralism. Menurut teori ini misalnya
pertukaran  informasi harga antara pihak kompetitor dianggap
bertentangan dengan hukum anti monopoli.
3. Teon Rule of Reason
Teon ini lebih berorentasi pada prinsip efisiensi. Teori ini diterapkan
dengan menimbang antara akibat negatif dari tindakan tertentu terhadap
persaingan dengan keuntungan ekonomis. Di USA digunakan teori ini
dalam kasus Chicago Board of Trade v. United States vang diputus
pengadilan tahun 1918 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut:

* Munir Fuady , Op. Cit . h. 46
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a.Apakah tindakan itu dapat mengakibatkan pembatasan atau mengatur
atau sebaliknya malah meningkatkan persaingan;

b.Harus memperhatikan fakta-fakta khusus yang berlaku dalam bisnis;

c.Kondisi sebelum dan sesudah terjadi pengekangan persaingan:

d.Sifat dan pengekangan persaingan ;

e Akibatnya dan pengekangan apakah langsung (pasti) atau hanya
penyebab perkiraan saja (proximate cause)

Analisis keluar (Out Analisysis )

Teon ini menganalisa apakah tindakan yang dilakukan pelaku usaha itu

menimbulkan efek yang negatif bagi pelaku usaha lain.

Analisis kekuatan pasar (Market Power )

Teonn yang menganalisa sturktur kekuatan pasar, agar tindakan dan

pelaku usaha dapat dikatakan suatu pelanggaran hukum anti monopoli.

Doktrin pembatasan tambahan (Ancillary Restraint)

Teori mi menckankan tidak semua monopoli atau pembatasan

persaingan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum anti monopoli.

Hanya perbuatan-perbuatan yang yang langsung dan segera (direct and

immediate ) yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum.

Teon1 Rule of Reason yang dikembangkan

Teorn ini adalah pengembangan dan teon rule of reason, untuk

menentukan apa yang dianggap dilarang dan yang penting untuk

persaingan, sehingga mencegah terjadinya efek pemberantasan ant

monopoli yang berlebihan.
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8. Teon Per Se Modemn
Pengembangan teori ini yang menetapkan suatu tindakan itu sebagai
pelanggaran hukum tanpa memperhatikan efeknya terhadap persaingan.
Misal kasus drizona v Maricopa Seciety tahun 1982 di USA tentang
penetapan harga bersama yang dianggap mengekang persaingan, maka
penetapan harga dianggap bertentangan dengan hukum anti monopoli.

Pembuktian dani perjanjian kerjasama pengelolaan warung telkom cukup
menggunakan teori Per Se, sesuai sifat perjanjian tertutup pasal 15 UU No. 5
Tahun 1999. Pendekatan vang dilakukan dengan Per Se melihat tindakan-
tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup. maka hal itu
telah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran persaingan usaha tidak
sehat, tanpa harus memperhatikan akibat, tindakan tersebut telah menimbulkan
dampak negatif terhadap persaingan usaha. Klasula perjanjian kerjasama tersebut
yang menyatakan hanva menjual produk jasa dan lavanan Telkom, telah
memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup yang ditetapkan UU No. 5 Tahun
1999, sehingga cukup menjadi dasar atau alasan untuk menggugat pithak PT.
Telkom telah melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Pendapat Kissane dan Benerofe bahwa suatu tindakan ilegal secara Per Se
apabila”_.it fall into class of act that court have determined are so obviously anti
competitive that little or no analysis of the case at hand are necessary to rule the
act illegal. ” Berdasarkan pendapat ini bahwa adanya tindakan bersifat anti
persaingan oleh pengadilan dianggap nyata-nyata bersifat anti persaingan
sehingga analisis terhadap fakta-fakta di sekitar tindakan ini tidak terlalu penting

untuk menentukan tindakan tersebut melawan hukum. Hal im telah cukup tanpa
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harus analisa lebih jauh terhadap alasan-alasan dilakukan tindakan itu,
pengadilan menentukan bersifat ilegal **

Kaplan merumuskan per se apabila, hambatan perdagangan dianggap
sebagai per se illegal jika secara inherent bersifat antikompetitif , tidak ada
keuntungan yang diraih dari tidak adanya maksud lain selain untuk menghalangi
atau melumpuhkan persaing,an.%

Putusan Mahkamah Agung Amerika Senkat dalam kasus Northern

FPasific Railroad Co. v. United States , Miners mengatakan bahwa Per Se
Approach diterapkan terhadap:
“..activities which because of their pernicious effect on competition and lack
of any redeeming are conclusively persumend to be unreasonable and
| therefore illegal without elaborate inquiry as to the precise harm they have
caused or bussines execuse for their use.” "

KPPU scbagai lembaga vang berwenang dalam pengawasan dan
penegakan hukum persaingan dapat memberi sanksi adminitrasi kepada PT.
Telkom yang telah melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat
berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 tahun 1999 tentang kewenangan KPPU . PT.
Telkom telah melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam bidang
telekomunikasi sesuai pasal 15 ayat 3 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 10
jo pasal 25 UU No.36 tahun 1999 jo pasal 20 jo pasal 21 PP No. 52 tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Persyaratan yang ditetap oleh PT.

Telkom agar hanya menjual produk jasa dan layanan PT. Telkom adalah batal

 Ari Siswanto , Op Cit , h. 65.
“ Patnership for Business Competition_, Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengatur di

Indonesia, Jakarta , 2001, h. 63.

Ani Siswanto, Loc. CiL
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demi hukum karera klausula tersebut bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999

dan UU No. 36 Tahun1999.
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BAB I
PEMBLOKIRAN SLI 001 DAN 008 PADA WARTEL MENGAKIBATKAN

PENGUASAAN PASAR

1. Pemblokiran SLI 001 dan 008 Pada Wartel

Wartel dalam menjalankan usaha pelayanan jasa telekomunikasi
menggunakan janngan yang dimiliki oleh PT. Telkom. Status sambungan yang
dimibki oleh Wartel merupakan status sambungan telekomunikasi dinas
berbayar. Status sambungan dinas berbayar dituangkan dalam perjanjian
kerjasama penyelenggaraan warung telekomunikasi antara pihak PT. Telkom dan
pihak penyslenggara Wartel vaitu:*

(1).Sambungan telekomunikasi Wartel berstatus sambungan
telekommumikasi dinas berbayar;

(2).Pulsa yang timbul akibat penggunaan sambungan sambungan tersebut
dalam ayat (1) pasal im adalah pulsa yang dijadikan dasar perhitungan
pendapatan Wartel, disamping unsur-unsur pendapatan lainnya yang
diselanggarakan oleh penyelenggara;

(3).Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disamping
dikurangi dengan hak pevelenggara sesua dengan ketentuan yang

berlaku, sisa pendapatan tersebut ayat (2) dituangkan dalam kwitansi
tagihan (model L-11) dan memjadi hak Telkom yang harus dibayar

oleh pelenggara;

PT. Telkom melakukan pemblokiran SLI 001 dan 008 pada berbagai
wilayah seperti daerah Medan, Batam, Jakarta, dan Surabaya. Hal im, berawal
dan keluhan pengguna jasa telepon pada Wartel ketika mengakses SLI 001 dan
008 ke luar negen ternyata tidak bisa. Konsumen telepon yang mengunakan jasa
SLI 001 dan 008 dialihkan oleh operator Telkom ke Telkom Global 017 yang dan

segi kualitasnya jelek sehingga konsumen tidak dapat menelepon dengan baik.

“ “Akte Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Antara PT. Telkom dan
Koperasi Karya Bersama “, Surabaya , 2003, h. 4.
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Akibat dari pemblokiran SLI 001dan 008, maka pihak penyelenggara Wartel turut
merasa dirugikan karena scharusnya memperoleh keuntungan dari penjualan
produk jasa SLI 001dan 008. Pihak Pengelola Wartel juga merasakan tekanan dari
pthak PT. Telkom agar menutup akses dari jaringan diluar Telkom. Asosiasi
Penggusaha Warnung Telekomunikasi Indonesia yang kemudian disingkat (APWI)
melaporkan pemblokiran SLI 00ldan 008 yang dilakukan oleh PT. Telkom.
Tindakan pemblokiran i telah ditindak lanjuti, dan telah mendapat peringatan
dan Dirjenpostel dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
Kebijakan pemblokiran SLI 001 dan 008 oleh Telkom , akibat tmtutan equal
access Telkom dalam peluncuran Warung TELKOM dan Telkom Global 017
tanggal 31 Agustus 2003 .*

PT. Telkom melakukan pemblokiran menggunakan metode re route. Metode
re route mempunyai pengertian bahwa setiap pelanggan vang ingin melakukan
panggilan mternasional melalui SLI 001 dan 008 dialihkan pada kode akses
Telkom Gelobal 017 milik PT. Telkom. Telkom Global 017 milik Telkom
memiliki kualitas yang sangat jelek dibandingkan dengan layanan jasa sambungan
internasional dengan kode 001 dan 008. Hal ini bukan hanva merugikan
konsumen yang tidak memperoleh pelayanan komunikasi yang baik akan tetapi
juga pihak penyelenggara Wartel yang scharusnya mendapat keuntungan.
Pemblokiran hanya tegjadi pada panggilan Internasional (ouf going) dan bukan
panggilan dari luar negen (incoming).

PT.Telkom dalam menjalankan usahanya menerapkan kebijakan normally

open dan normally closed. Kebijakan normally open digunakan oleh PT. Telkom

“? “Telkom Tekan Wartel Ganti WT “, www. Indonesia.com /bpost/ 62004/ 14/ ekbis /
ekbis] htm, dikunjungi senin ,14 Juni 2004
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dalam keadaan semua nomor pelanggan dapat digunakan untuk mengakses jalur
miternasional dan PT. Telkom akan memblokir jika pelanggan menghendaki.
Sedangkan kebijakan normally closed relevan digunakan dalam bisnis SLI untuk
mencegah percakapan ke Iuar negeri yang tidak sesuai dengan dengan permintaan
pelanggan.  Kebijakan Normally closed hanya berlaku bagi  sambungan
internasional selain produk dari PT. Telkom, seharusnya normally closed harus
berlaku bagi setiap kode akses seperti 001, 008. 007 dan 017 tanpa ada
pembedaan. Alasan lain PT. Telkom menerapkan kebyakan Normally closed
karena alasan untuk mengurangi Bad debt, akan tetapi hal ini terbantah oleh pihak
PT . Indosat sebab resiko tersebut ditanggung oleh PT. Indosat >’ PT. Telkom
dalam menjalankan usahanya seharusnva melaksanakan kewajiban interkoneksi

antar operator penvelenggara jasa pelayanan telekomunikasi .

2. Penguasaan Pasar Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri
maupun bersama pelaku usaha lain, yang mengakibatkan terjadinya peraktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau;

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk
tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu
atau;

c¢. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;

Dengan demikian, kegiatan penguasaan pasar yang dilarang oleh Undang-undang
Anti monopoli tersebut (vide pasal 19,) adalah sebagai berikut:*

a. Menolak pesaing

"'“PmutganTuiademdiBimisSLl" Op. Cit. h. 28.
MumrFuadv Op. Cit, h. 80.
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Hal yang dilarang adalah jika seorang pelaku usaha secara sendiri atau
bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalangi-
halangi pelaku usaha tertentu yang melakukan kegiatan usaha yang sama
pada pasar yang bersangkutan. Menolak dan menghalangi-halangi dilarang
Jika dilakukan secara tidak wajar misalnya bukan alasan ekonomi seperti
suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

b. Menghalangi konsumen
Kegiatan dilakukan oleh pelaku usaha sendini atau bersama-sama yang
sifatnya menghalangi pihak konsumen dari pelaku usaha pesaingnya
untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku
usaha pesaing. Hal ini jelas sebagai tindakan penguasaan pasar.

¢. Pembatasan peredaran produk
Kegiatan vang dilakukan sendiri atau bersama dengan pelaku usaha
lainnya untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau
Jasa pada pasar yang bersangkutan.

d. Disknminasi
Tindakan berupa diskriminasi terhadap pelaku tertentu (pesaing) jelas
tidak etis dan berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik sehingga
dilarang.
Tindakan Pemblokiran yang dilakukan oleh PT. Telkom juga dilarang

dalam UU No. 36 Tahun 1999 Pasal 19 yang menyatakan bahwa:

SKRIPSI PEMBLOKIRAN SLI 001 ... ANDRIAN H TUMANGGOR




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

40

Penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  wajib, menjamin  kebebasan
penggunanya memilth janngan telekomunikasi lan untuk  pemenuhan
kebutuhan telekomunikasi.*

Bagian pemelasan pasal 19 UU No. 36 Tahun 1999 diatur tentang jaringan
yang terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang
sama, maka pengguna jaringan jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya
untuk memilih salah satu jaringan yang terhubung melalui penomoran yang
ditentukan. Pasal im mempertegas kewajiban para penyelenggara telekomumnikasi
yang masing-masing telah terhubung jaringanmya dengan perjanjian interkoneksi
untuk:menjamun tetap tersedianya jasa dan janngan penyelenggara lain yang telah
terkoneks: 1tu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi konsumen atau pengguna,
atas ketersediaan pilihan jasa itu konsumen untuk memilih jenis jasa dan jaringan
mana yang akan digunakan, jika pengguna atau konsumen telah memilih satu
Jenis jasa dan satu janngan penyelenggara untuk mengadakan komunikasi
telepon, maka tidak dibenarkan melakukan routing atau perubahan rute hubungan
dan pengguna ke jaringan penyelenggara lainnya tanpa sepengetahuan pengguna.
PT. Telkom sebagai penyedia jaringan tetap lokal dan jasa telepon lokal vang
telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan PT. Indosat sebagai penvedia
jasa SLI 001 dan 008 dan jaringan tetap sambungan internasioan| sesuai pasal 19
UU No. 5 Tahun 1999 berkewajiban untuk menjamin konsumen atau pengguna
untuk menjamin tetap tersambungnya atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008
Indosat sebagai pilihan jasa selam 017 atau 007 milik PT. Telkom , menjamin

kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa telepon internasional baik 001, 008, 007

*2 Pasal 19 UU No.36 Tahun 1999
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atau 017 agar tidak akan melakukan perubahan rute atau rowting ke
penyelenggara lainya tanpa sepengetahuan pengguna.>

Perjanjian kerjasama antara Penyelenggara Wartel dan PT. Telkom tidak ada
kerjasama langsung karena Kepmenhub No. 46 Tahun 2002 hanya mengatur
antara penyelenggara Wartel dan penyelenggara jaringan telek&ntmﬁkasi bukan
dengan penyedia jasa telepon atau janngan lamn, dan jpka ada perganjian
mterkoneksi penvelenggara jaringan dengan penyelenggara jarngan lain maka
sesual pasal 19 UU No. 36 Tahun 1999, penyelenggara jaringan itu de jure
berkewajiban menjamin akses pada pelanggannya atau pengguna  untuk
menggunakan jasa penyvelenggara lamnya yang telah tennterkoneksi itu tanpa
perlu mewapibkan badan usaha penyelenggara wartel vang hendak menjual jasa
telepon lain harus mengadakan perjanjian kerjasama terlebih tersendini dengan
penyelenggara janngan telekomunikasi lain vang telah interkoneksi.”*

Pelaku usaha dalam menjalankan usaha terkadang melakukan tindakan curang
untuk menyingkirkan pelaku usaha lainnya yang dianggap sebagai pesaing. Heinz
Lampret menyebutkan tindakan persaingan tidak sehat yang melanggar moral
vang baik. Secara non limitatif Heinz Lampret membenkan contoh tindakan yang
tergolong sebagai persaingan curang, antara lain vaitu:>

a. Mempengaruhi  konsumen melalu tipuan atau informasi yang

menyesatkan;

b. Memalsu merek dagang pihak lain;
¢. Menginmkan barang yang tidak dipesan sehingga menyebabkan penerima

dalam posisi dipaksa;
d. Membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekkan pesaing
¢. Melakukan boikot;

. Penurunan harga secara tidak wajar,

* Thid.
Jin-l
5 Arie Siswanto , Op Cit. h. 47
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Anderson mengatakan bahwa konsep persaingan yang sehat (fair competition)
dan persaingan tidak sehat (unfuir competition) berkantan dengan metode
persaingan. Persaingan tidak sehat sebagai pesaingan yang melanggar moral yang
baik, dan Anderson mendasarkan konsep persaingan tidak sehat etika usaha.
Mengacu pada hukum Amerika Senkat (Codes of Fair Competition and Fair
Trade Commission Act) Anderson mengidentifikasi Tindakan-tindakan sebagai
metode persaingan curang yaitu: ™

Menyebarkan informasi palsu tentang produk pesaing;
Meremehkan produk pesaing:
Menyerang pribadi pesaing;
Mengganggu penjualan produk pesaing;
Merusak produk pesaing;
Menghambat pengiriman produk pesaing;
Mengintimidasi konsumen produk pesaing;
Menyuap pembeli produk pesaing;
Mengatur boikot terhadap produk pesaing;
Mematai-matai pesaing secara ilegal;
Mencuri rahasia perusahaan pesaing;
Mengganggu pesaing melalui pengajuan gugatan palsu;
. Membuat kesepakatan untuk menyingkirkan pesaing darn pasar;
Membujuk pekerja perusahaan pesaing untuk mogok:;
Menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi;
Memberikan pengurangan harga secara tidak wajar, baik secara langsung
maupun melalu diskon;

PepgEFTEEREmMOAD OB

3. Penguasaan Pasar Sebagai Dampak Negatif Pemblokiran SLI 001 Dan
008 Pada Wartel
Pemblokiran vang dilakukan oleh PT. Telkom terhadap SLI 001 dan 008
yang terjadi pada wartel merupakan suatu kegiatan pelaku usaha yang dilarang
oleh UU No.5 Tahun 1999. Tindakan ini merupakan suatu bentuk kecurangan
dalam menghadapi persaingan yang terbuka. Pemblokiran ini bukan hanya

merugikan pibak PT. Indosat sebagai pesaing tetapi juga pihak konsumen yang

% Ibid . h. 48

SKRIPSI PEMBLOKIRAN SLI 001 ... ANDRIAN H TUMANGGOR




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

43

menggunakan jasa telepon. Pemblokiran yang dilakukan PT. Telkom dianggap
sebagal bentuk kegiatan penguasaan pasar yang dapat menyebabkan persaingan
usaha tidak sehat.

PT. Telkom scharusnya dalam memalankan persaingan  harus
n hatikan tujuan dan kompetisi yang seharusnya membernikan keuntungan
baga konsumen. Konsumen lebih diuntungkan apabila mutu, ketersediaan, dan
pilihan barang dan atau jasa yang terpenuhi. Pemblokiran yang dilakukan PT.
Telkom merupakan tindakan yang menghalangi konsumen untuk menggunakan
jasa pelayanan telekomunikasi yang dimiliki oleh PT. Indosat. PT. Indosat dan
konsumen sepatutnya mendapatkan perlindungan hukem untuk memaga
persaingan usaha berjalan secara sehat.

Untuk membuktikan bahwa PT. Telkom telah melakukan suatu tindakan
penguasaan pasar, maka digunakan teori rule of reason. Penerapan teori rule of
reason tidak cukup dengan interpretasi secara gramatikal melalui undang-undang.
Pendekatan rule of reason perlu memperhatikan berbagai macam faktor-faktor
seperti latar belakang dilakukan tindakan tersebut, alasan-alasan bisnis dibalik
tindakan itu, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu. Setelah
memperhatikan faktor-faktor tersebut, barulah dapat dinyatakan suatu tindakan itu
bersifat ilegal atau tidak. Pendekatan secara rule of reason diterapkan pada
tindakan-tindakan yang berpotensi membawa dampak negatif bagi persaingan.
Penerapan rule of reason terhadap tindakan-tidakan yang diduga sebagai
pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dan ilustrasi sebagi

benkut. :
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Rule of Reason
UNREASONABLE ..} ILEGAL
FAKTOR-
TINDAKAN ! TERBUKTI |—p| FAKTOR
LAIN

\ REASONABLE 49 LEGAL

Pendekatan rule of reason digunakan untuk mengakomodas: tindakan-tindakan
vang berada dalam grey area antara legalitas dan 1ilegalitas. Dengan analisa rule
of reason, tindakan-tindakan vang berada dalam grey area yang berpengaruh
positif terhadap persaingan diperbolehkan. Pendekatan rule of reason seakan-akan
menjamin pelaku usaha untuk melakukan suatu tindakan, sepanjang reasonable.”’

KPPU sebagai lembaga vang mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan dan penegakan hukum persaingan dapat memben sanksi. Menurut
pendapat Syamsul Maarif sebagai Wakil Ketua KPPU, bahwa KPPU memiliki
kewenangan yang fuas dari meémiliki empat tugas utama vaitu:™

1. Fungsi hukum, sebagi satu-satunya institusi yang mengawasl
implementasi perundangan ini;

2. Fungsi administrasi, karena komisi bertanggung jawab mengadopsi dan
mengimplementasikan perundangan;

3. Fungsi penengah, karena komisi ini menerima keluhan-keluhanan dani
pihak swasta, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab
dengan semua pihak yang terlibat dan mengambil keputusan;

4. Fungsi polisi, karena komisi ini bertanggung jawab terhadap keputusan
vang diambil;

KPPU dalam menangani perkara mengikuti prosedur benkut mi yaitu

pertama-tama sekretaris mempelajan gugatan tersebut apakah telah memenuhi

persyaratan. Jika telah memenuhi persyaratan, komisi melakukan investigasi awal,

vang harus diselesaikan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Jangka waktu tiga

* hid. h. 67
¥ “Diskusi Meja Bundar “. www. Colombia.edu /cw/csis/publication/oct.18baha. pdf. #scarch
=hukum® 20 persaingan (www. Yahoo.com ) dikunjungi tanggal 31 Desember 2004.
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puluh hari ini dapat berlangsung sangat ketat dan sulit untuk terlaksana dengan
baik. Setelah mvestigasi awal, jika semua anggota komisi mempelajari data yang
ada dan menemukan bukti yang cukup, komisi kemudian dapat memutuskan
untuk melaksanakan investigasi penuh. Investigasi formal dilakukan oleh sebuah
um panel dengan perpanjangan waktu tiga puluh han jika dibutuhkan. Tim panel
meminta semua pihak yang terlibat untuk turut serta berpartisipasi dan dapat untu
memnjau langsung tempat berperkara. Jika ada pihak yang menolak untuk
berkerjasama, maka tim panel dapat meminta aparat kepolisian, terutama untuk
mengikuti sesi tanya jawab. Selama proses investigasi tim panel dapat meminta
pendapat dan pihak lain yang menguasai mateni permasalahan. Setelah jangka
waktu tiga puluh han investigasi ditutup, komisi snudah harus mengeluarkan suatu
keputusan, yang harus dibaca dalam suatu sesi yang terbuka untuk umum. Hal ini
merupakan keputusan akhir KPPU vang bersifat mengikat. Pihak yang kalah dapat
mengajukan naik banding ke Pengadilan Negen dalam jangka waktu tiga puluh
hari. Jika pihak yang kalah dalam perkara selama jangka tiga puluh han tidak
menjalankan keputusan KPPU, maka dapat dimintakan penetapan pengadilan atau
pemeriksaan awal tindak kriminal >

KPPU menemukan berbagai fakta dilapangan dan regional barat misalnya
Batam, Medan, Riau Kepulauan, dan Aceh, ada keluhan secara tertulis dari:*’

a.pelanggan potensial Indosat ;
b.pengelola Wartel,

¢c. APWI/BPW Kabupaten Kerinci, Kodya Batam, Sumatera Utara;

* Ibid.
@ Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor : 02/ KPPU-1/ 2004 , h. 69.
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Keluhan dan wiiavah regional tengah vaitu daerah Pontianak, Balikpapan,

Jakarta, dan Surabaya, serta di regional timur yaitu wilayah Bali dan Makasar.

Adanya keluhan dari pengelola Wartel berdasarkan survey lapangan:®!

I. Tanggal 8 Agustus 2002 oleh tim Dirjen Postel dan PT. Indosat di Batam

2

-

3.

pada Wartel Raudah, sambungan 001 yang dialihkan ke 017 (tidak ada
record di SGI ) dan tanf dibebankan sesuai rate SLI-017, Wartel Bakar Mas
sambungan SLI 001 tidak berhasil ditemukan di layar monitor nomor ilegal,
Yantel Telkom: pelayanan SLI 001 telah ditutup sejak dioprasikan ITKP
017 yang muncul di layar momtor /ncorrect dialing. Atas kondisi ini Dirjen
Postel mengeluarkan Surat No. 1736 / VIII / 2002 tanggal 23 Agustus 2002;
Surat APWI Sumatera Utara No. 01/ APWI SU/ X / 2002, tanggal 24
Okotober 2002 perihal pemblokiran akses 001 dan (08 yang antara lain
bensi: tanggal 22 Oktober 2002 jam 16.00WIB telah terjadi pemutusan
akses telepon 001 dan 008 di beberapa Wartel khususnya kandantel Medan.
Pengusaha Wartel memohon agar PT. Telkom membuka kembali SLI 001
dan 008;

APWI BPW Kernnci mengajukan surat Nomor 001 /BPW / APWI —KRC /VI
diaktifkan pada bulan Apnl 2002 , maka 001 dan 008 tidak dapat digunakan
pada tanggal 28 Juni 2002 tentang permohonan pengaktifan SLI 001 pada
Kandantel Sungai Penuh Wilayah KUPP-Terlapor , Loksumawe Nomor 002
/ APWI / X/ 2002 tanggal 15 Oktober 2002 perihal mohon agar dibuka

kembali akses 001 dengan alasan sejak SLI Telkom 017 mulai;

“ Ibid.
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4. Surat teguran Dirjen Postel Nomor. 153 /Ditel/ 1 /2003 tanggal 30 Januari
2003 setelah menerima keberatan APWI Batam atas upaya terlapor melalui
peranjian kerjasama wartel dengan brand Warung TELKOM untuk tidak
menjual jasa telekomunikasi lain dan terlapor berhak untuk menutup;

5. Telah dua kali pertemuan koordinasi antara pemerintah, terlapor. dan Indosat
untuk menvelesalkan masalah mu vaitu tanggal 15 November 2002 antara
PT. Indosat, Deputi IV Meneg BUMN mengenai pemblokiran akses 001 dan
008 di residensial dan wartel, dan tanggal 3 Februari 2003 antara Dirjen
Postel, Terlapor, Indosat dan APWI mengenai pemblokiran SLI 001 dan
008-

6. KPPU juga mendapatkan bukti tertulis dan hasil penenyelidikan berupa surat
Nomor. 104/ YN 230/RE-1.D0G 09/ 2002 pada tanggal 4 September dan
terlapor kepada anggota APWI Batam vang memunta untuk menggunakan
kode akses 017, dan Surat 30 September 2002 , Nota Dinas Kadivre |
Sumatera Nomor. C. Tel. 351 / YNOOO/REI -112/2002 penthal penerapan
Element Brand Telkom di Wartel, dan surat Kamtyan Wartelko Padang
Nomor. 125 /YNOOO/ REI -D04. 09/ 2002, vang menyatakan bahwa mulai
bulan 1 Oktober 2002 September 2002 semua wartel segera mengadakan
perubahan pada papan nama yang semula Wartel digantikan menjadi warung
TELKOM dan diingatkan bahwa Telkom telah mempunyai produk untuk
percakapan internasional dengan nama Telkomsave dengan kode akses 017,
diharapkan seluruh Wartel telah disetting program Telkom save, sehingga
pelanggan dapat menggunakan kode akses 017 untuk percakapan

internasional
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PT. Telkom yang telah terbukti melakukan pemblokiran SLI 001 dan
008 pada wartel menimbulkan penguasaan pasar yang dilarang UU No. 5 Tahun
2004 dan UU No. 36 Tahun 1999. Perbuatan pemblokiran tersebut melanggar
pasal 19 huruf a dan huruf b UU No. 5 Tahun 1999 jo pasal 10 jo pasal 19 UU
No. 36 Tahun 1999 pasal 20 jo pasal 21 PP No. 52 Tahun 2003 . PT. Telkom
harus menerima sanksi tersebut dan segera menghentikan tindakan pemblokiran
SLL 001 dan 008 pada Wartel. PT. Telkom sudah sepatutiya  melakukan
pelayanan interkoneksi antar penyelenggara jasa layanan telekomunikasi yang
akan memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih dan menggunakan
Jjasa dani berbagai operator yang dikehendaki, serta pada akhimya menciptakan
kompetisi persaingan usaha vang sehat sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun

1999.
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

SKRIPSI

L.

Perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM yang dilakukan oleh
pithak PT. Telkom dan pihak pengelola Warung TELKOM merupakan suatu
perjanjian tertutup vang dilarang UU No. 5 Tahun 1999 vang dapat
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian kerjasama pengelolaan
Warung TELKOM telah memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup pasal 15
(3) huruf b UU No. 5 Tahun1999 yaitu: Klausula perjanjian kerjasama yang
berisi bahwa pihak pengelola Warung TELKOM hanya menjual produk-
produk jasa dari PT. Telkom. Berdasarkan teori per se bahwa perjanjian
Kerjasama pengelolaan Warung TELKOM yang dilakukan pihak PT. Telkom
dan pengelola Warung TELKOM sebagai perjanjian tertutup tanpa harus ada
pembuktian lagi, karena klasula tersebut telah cukup untuk menjadi dasar
bukti hukum untuk menyatakan PT. Telkom telah melanggar UU No. 5 Tahun
1999.

Pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel oleh PT. Telkom merupakan suatu
bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu melakukan penguasaan pasar. Hal
ini menunjukkan ketidaksiapan PT. Telkom untuk bersaing secara sehat dalam

kompetisi bisnis usaha pelayanan jasa telekomunikasi. Praktek pemblokiran

49
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SLI 001 dan 008 pada wartel termasuk kegiatan usaha yang dilarang UU No.

5 Tahun 1999. Praktek pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel tersebut

dapat dikategorikan sebagai penguasaan pasar pasal 19 huruf a dan b UU No.

5 Tahun 1999, karena didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Tindakan pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel merupakan tindakan
PT. Telkom untuk menghalangi PT. Indosat sebagai pelaku usaha pesaing
untuk menjual produk yang sejenis pada pasar yang sama;

b. Akibat pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel meyebabkan para
konsumen yang ingin menggunakan SLI 001 dan 008 tidak dapat

menggunakan jasa layanan tersebut; .

I1. Saran

SKRIPSI

1.

Karena perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM adalah suatu
perjanjian baku, yang dibuat secara sepihak oleh PT. Telkom, maka pihak
PT. Telkom perlu mengkaji ulang perjanjian baku yang dibuat dengan jalan
memperhatikan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai salah satu acuan hukum, agar
tidak ada lagi pelanggaran persaingan usaha sehat

PT. Telkom seharusnya melakukan penyesuaian segala kebijakan dan
tindakan yang diambil selama ini berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan UU
No 36 Tahun 1999 agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan jaminan
interkoneksi antar operator telepon dan kebebasan para konsumen untuk
memilih dan menggunakan layanan jasa operator yang berbeda. Dan perlunya
pemerintah untuk mengkaji ulang kebyakan yang dikeluarkan selama ini

tentang kebijakan duopoli dan kebijakan lainnya terkait kewenangan dalam
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menjalankan kegiatan usaha jasa telekomunikasi kepada PT. Telkom maupun
kepada operator lainnya agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 dan UU
No. 36 Tahun 1999. Hal ini diharapkan untuk mencegah kerancuan atau salah
penafsiran para pelaku usaha tentang kebebasan dalam menjalankan usaha

yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
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PUTUSAN
Perkara Nomor: 02/KPPU-1/2004

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia vang untuk selanjutnya
disebut sebagai Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang ".2-angan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No. 5

Tahun 1999, yang dilakukan oleh:----------

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., vang

beralamat kantor di Jalan Japati Nomor [, Bandung, Jawa Barat yang untuk

selanjutnya disebut TerlaApOr;-——--mmmm e

telah mengambil Putusan sebagai berikut:--- - -- -

Majelis Komisi: e

Setelah membaca Laporan Hasil Monitoring;-—--=--=----==s=smsemmmm oo

Setelah mendengar keterangan Terlapor;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----=-====mmmmmmmm oo

Setelah mendengar keterangan para Saksi Ahli; --

Setelah melakukan penelitian terhadap surat-surat dan dokumen-dokumen dalam

perkara ini;

Setelah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan usaha Terlapor;----------------=-----

Tentang Duduk Perkara

. Menimbang bahwa Laporan Hasil Monitoring yang dilakukan oleh Tim

Monitoring pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ---

I.1.  Bahwa implementasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No.
36 Tahun 1999, adalah terbukanya peluang bagi pelaku usaha-pelaku usaha

baru untuk memperoleh ijin sebagai penyelenggara telekomunikasi;------------
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1.2, Bahwa Terlapor melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara jaringan

telekomunikasi di Indonesia, yang mencakup jaringan tetap lokal dan jaringan

tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ);

1.3, Bahwa selain sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, Terlapor juga
menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang meliputi jasa teleponi dasar, jasa

nilai tambah teleponi, jasa multimedia, dan jasa lainnya yang terkait dengan

jaringan telekomunikasi;--

4. Bahwa sampai dengan berakhimya jangka waktu monitoring, Terlapor

mempunyai pelanggan jaringan tetap lokal sekitar 8,2 juta;

I.5.  Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2001 Terlapor memiliki ijin untuk
menyelenggarakan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) atau
yang lebih dikenal dengan istilah Voice over Internet Protocol (VoIP),
berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Nomor 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi

untuk Keperluan Publik;-- -

1.6.  Bahwa kemudian Terlapor menyelenggarakan layanan telepon internasional

dengan menggunakan kode akses 017 yang berbasis teknologi ITKP;---e-------

1.7. Bahwa layanan telepon Sambungan Langsung Internasional (SLI) telah
disediakan oleh PT. Indonesian Satellite Corporation, Tbk (PT. Indosat)
dengan menggunakan kode akses 001 dan kode akses 008 yang diakuisisi
oleh PT. Indosat dari pemilik sebelumnya yaitu PT. Satelit Palapa Indonesia

(PT. Satelindo);----------=------- i - .

1.8, Bahwa Tim menduga adanya tindakan pemblokiran terhadap SLI kode akses
001 dan 008 milik PT. Indosat, dengan cara-cara sebagai berikit:-------——--——-

1.8.1. Menutup layanan SLI kode akses 001 dan 008 di beberapa warung
telekomunikasi (wartel), dan menyediakan layanan internasional dengan

kode akses 017;

1.8.2. Mengubah perjanjian kerjasama dcngan pemilik Gvartel, bahwa wartel
hanya diperbolehkan menjual produk Terlapor dan Terlapor berhak
melakukan blocking/menutup akses layanan milik operator lain dari

wartel;
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1.9.  Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Monitoring menyimpulkan
bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999;=---mmm e

[.10. Bahwa selanjumya Tim Monitoring merekomendasikan kepada Komisi untuk
melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran Undang-

Undang No. 5§ Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor,--------------ceeccceeee

2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring dalam Rapat Komisi
pada tanggal 4 Desember 2003, Rapat Komisi memutuskan bahwa terhadap
monitoring tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang
dilakukan oleh Terlapor, perlu untuk ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan

Pendahuluan; o

3. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan rapat tersebut, Ketua Komisi melalui
Penetapan Komisi Nomor 02/PEN/KPPU/I/2004 tanggal 5 Januari 2004
menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif Nomor: 02/KPPU-
[/2004 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Januari 2004 sampai

T R I S e T T B ) S —

4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua
Komist mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 02/KEP/KPPU/1/2004 tanggal
5 Januan 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa
dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 02/KPPU-1/2004 yang terdiri
dari Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua, Ir. H. Mohammad Iqgbal dan Prof.
Dr. Didik J. Rachbini masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh
Siswanto, SP., Setya Budi Yulianto, SH., Mohammad Reza, SH., Marcus Pohan,
SH., dan A. Junaidi, SH., MH., LL.M., masing-masing sebagai investigator,
Endah Widwianingsih, SH., dan Vovo Iswanto, SH., LL.M., masing masing
sebagai panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi

Nomor: 02/SET/DE/ST/I/2004 tanggal 5 Januari 2004; R

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah

A

mendapatkan, meneliti dan menilai surat dan dokumen yang berkaitan dengan

perkara ini dan telah mendengar keterangan dari Terlapor dan saksi;----+-----------
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Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, keterangan dan identitas
Terlapor dan saksi telah dicatat, diakui dan ditandatangi oleh Terlapor dan saksi

dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk selanjutnya disebut BAP;-------eeeeveenae-

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 5 Pebruari 2004,

Saksi [ menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya layanan telekomunikasi internasional diselenggarakan
oleh PT. Indosat dengan kode akses 001, kemudian pada tahun 1995 PT.
Satelindo diberikan ijin yang sama untuk layanan telekomunikasi

internasional dengan kode akses 008. Sejak Nopember 2003, PT. Satelindo

telah bergabung dan melebur menjadi PT. Indosat;

Bahwa untuk lavanan telepon internasional, penyelenggaranya adalah
Terlapor dengan layanannya [TKP 017 dan PT. Indosat dengan layanannya

SLI 001 dan 008;----

Bahwa PT. Indosat telah membangun sekitar 20.000 Satuan Sambungan
Telepon (SST) yang tersebar di Jakarta, Surabayva, Medan, dan Batam, dengan
jumlah pelanggan sebanyak 5.000 di Jakarta dan 1.000 di Surabaya;------------

Bahwa untuk membangun jaringan dengan menggunakan kabel tembaga
diperlukan biaya sekitar USS 1.000/subscriber, dengan menggunakan fiber
optic diperlukan biaya sekitar USS 500/subscriber, dengan menggunakan

wireless diperlukan biaya sekitar USS 70-100/subscriber;----=-===---=---zmz--am--

Bahwa berdasarkan undang-undang, para penyelenggara jaringan wajib

interkoneksi untuk menghubungkan percakapan dari ujung ke ujung,

termasuk untuk percakapan antar negara (internasional);

Bahwa interkoneksi memang diwajibkan undang-undang, dan dalam

perjanjian kerjasamanya memuat ketentuan tentang biaya dan hal teknis lain

yang disepakati oleh para penyelenggara yang terkait;

Bahwa tindakan blocking sangat mudah dilakukan karena penggunaan sistem

komputerisasi di perangkat sentral, dan salah satu metode blocking adalah

mengalihkan akses (re route);
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8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Pebruari 2004,

Terlapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-

8.1.  Bahwa sejarah pendirian Terlapor dimulai sejak jaman Belanda dalam bentuk
PTT, vang selanjutnya diambil-alih oleh pemerintah RI menjadi Perusahaan
Negara (PN). Dalam perkembangannya terjadi perubahan PN menjadi
Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) dan pada tahun 1991 menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) yang selanjutnya pada tahun 1995 menjadi

Perusahaan Terbuka dengan mencatatkan sahamnya di bursa saham di

Jakarta, New York, dan London;

8.2. Bahwa saat ini pemegang sanain Terlapur adalah pemerintah RI sebesar 51%

dan publik, baik dalam maupun luar negeri, sebesar 49%;

£3. Bahwa Terlapor memiliki ijin untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa

telekomunikasi secara penuh;-- s s

84. Bahwa dengan memiliki ijin untuk menyelenggarakan jaringan
telekomunikasi, maka tidak otomatis mendapat ijin sebagai penyvelenggara

jasa telekomunikasi, mengingat ijin penyelenggaraannya berbeda:---------------

8.5.  Bahwa Terlapor adalah salah satu operator jaringan tetap, selain PT. Indosat,

PT. Ratelindo, dan PT. Batam Bintan, dengan pangsa pasar sekitar 95%;------

86. Bahwa penguasaan pangsa pasar tersebut karena adanya hak eksklusivitas
untuk lokal dan SLJJ yang dimiliki Terlapor berdasarkan Undang-Undang
No. 3 Tahun 1989;--m-mmmmmmme o oo oo oo

8.7. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, maka hak
eksklusivitas tersebut akan dihilangkan dengan memperhitungkan kompensasi

atas hak eksklusivitas tersebut, namun hingga saat ini kebijakan tersebut

belum efektif berlakinj-----m-mmmmmmmmmm e e e e

8.8. Bahwa untuk dapat menyelenggarakan jaringan atau jasa telekomunikasi
didahului dengan adanya ijin prinsip dari pemerintah yang memuat lingkup
usaha dan target pembangunan yang harus dilakukan, selanjutnya akan
dilakukan uji layak operasi, dan ketika sudah memenuhi syarat layak operasi,
maka pemerintah akan menerbitkan ijin penyelenggaraan sebagai dasar

pengoperasian bagi penyelenggara tersebut;
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Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, para

penyelenggara yang telah memiliki ijin penyelenggaraan termasuk Terlapor

dipersyaratkan untuk memperbaharui lisensinya; —

Bahwa Terlapor saat ini memiliki ijin yang disebut modern licensing, untuk
menyelenggarakan jaringan dan jasa secara penuh (full service network

provider), termasuk didalamnya adalah lokal, SLJJ, SLI, multimedia, dan

lain-lainnya;-----

Bahwa untuk penyelenggaraan SLI, Terlapor menjalin kerjasama dengan PT.
Indosat (kode akses 001) dan PT. Satelindo (kcde akses 008), karena
pemegang lisensi SLI adalah PT. Indosat dan PT. Satelindo;---------------------

Bahwa 1jin SLI vang dimiliki Terlapor saat ini masih dalam tahap uji layak

operasi dan belum sampai pada ijin penyelenggaraan; -

Bahwa jasa layanan ITKP dibenarkan dan memang bisa dipakai sebagai jasa

telekomunikasi internasional. Layanan ITKP dan SLI adalah produk yang

sifatnva tidak sama tetapi ada persamaannya;

Bahwa meskipun secara prosedur teknologi dan regulasi antara ITKP dan SLI
berbeda, namun dari sisi konsumen tidak ada perbedaan antara keduanya,

sehingga dari keduanya memang bisa muncul persaingan;--------------===--===--
Bahwa layanan internasional dapat dilayani dengan SLI, ITKP, atau lainnya;--

Bahwa ITKP dapat diakses melalui jaringan tetap maupun dari jaringan

seluler;-—--e-mmomcmmmmeaee

Bahwa ITKP 017 mulai diselenggarakan tahun 2002, yang membidik

pelanggan retail dan yang sensitif dengan harga;

Bahwa untuk SLI 001 dan 008, sesuai dengan !cesepakatan diatur secara
normally closed, artinya pelanggan yang ingin menggunakan jasa SLI harus
mengajukan permohonan untuk pembukaan akses SLI tersebut, mengingat hal

ini terkait dengan resiko tagihan yang tidak tertagih (bad debt);--—------=-----—-

Bahwa aturan normally closed hanya diterapkan untuk proses pemanggilan ke

luar negeri (outgoing), sedangkan untuk menerima panggilan dari luar negeri

(incoming) tidak ada kebijakan tersebut;
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8.20. Bahwa interkoneksi adalah untuk menghubungkan jaringan milik satu

penyelenggara dengan penyelenggara lain, yang disamping diwajibkan oleh

undang-undang juga karena pertimbangan bisnis;

8.21. Bahwa Terlapor sebagai penyelenggara jaringan mempunyai kewajiban untuk
melakukan perjanjian interkoneksi sesuai undang-undang, dan juga dengan

pertimbangan bisnis untuk menghubungkan dengan nomor-nomor milik

penyelenggara lainnya;

8.22. Bahwa Terlapor membagi pelanggan ke dalam 3 segmen, yaitu residensial,
bisnis, dan sosial. Sedangkan wartel tidak dimasukkan dalam ketiga segmen

tersebut, mengingat wartel adalah re sale atau menjual kembali, yang

mengacu kepada Keputusan Menteri;-==-=======smmsmm e e

8.23. Bahwa hingga saat ini jumlah wartel di seluruh Indonesia mencapai 104 ribu
dengan perincian 44.900 buah adalah wartel dan 59.189 buah adalah warung
Telkom, yang memberikan kontribusi pendapatan kepada Terlapor sebesar

12%; =

8.24. Bahwa warung Telkom muncul sejak tahun 2003 vang dapat diselenggarakan

atas dasar permohonan baik dari wartel lama yang ingin berubah menjadi

warung Telkom maupun dari penyelenggara baru;-- -

8.25. Bahwa perbedaan antara wartel dengan warung Telkom adalah wartel
menyediakan jasa layanan telekomunikasi dari penyelenggara manapun,
sedangkan warung Telkom yang merupakan outlet Terlapor hanya

menyediakan produk jasa dari Terlapor;------=-===--=-=-=m-r-mmmomememmmmno oo

8.26. Bahwa selain perbedaan di atas, warung Telkom yang merupakan outlet

Terlapor tidak dikenakan biaya abonemen sebagaimana dikenakan kepada

wartel;

i
8.27. Bahwa pola perikatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama dengan warung

Telkom adalah pola franchise namun tidak sepenuhnya, dan hal tersebut

menjacu pada keputusan direksi Terlapor;-------s=s-mmcsmmmmmomm oo oeeeee

828. Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasamanya, secara prinsip tidak

dibenarkan warung Telkom yang menyediakan akses selain milik Terlapor;---
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8.29. Bahwa pendirian warung Telkom dimaksudkan untuk memperbaiki citra

(image) yang mulai memburuk;

8.30. Bahwa kebijakan warung Telkom merupakan kebijakan' perusahaan yang

dengan sadar tidak menyediakan jasa penyelenggara lain;

9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim
Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal

15, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan

oleh Terlapor yakni;

9.].  Bahwa terdapat indikasi tertutupnya akses jasa telepon internasional nc'alui

Jaringan tetap milik Terlapor;----—-==-mmms e e

9.2.  Bahwa Terlapor telah melakukan perjanjian dengan penyelenggara Warung

Telkom vang memuat klausula yang berakibat pada tidak tersedianya jasa

telepon intemasional selain produk jasa Terlapor;---=-=-=-=-=-==-mmmmeeaes

10. Menimbang bahwa berdasarkan temuan tersebut, Tim Pemeriksa
merekomendasikan kepada Komisi dalam Rapat Komisi pada tanggal 17

Februari 2004 untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan atas perkara ini;-----------

1. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, Rapat Komisi menerima

dan menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan

Lanjutan atas perkara ini;-

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Rapat Komisi tersebut, Ketua Komisi
melalui Penetapan Komisi Nomor: 05/PEN/KPPU/II/2004 tanggal 18 Februari
2004 menetapkan Pemeriksan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-1/2004 tentang
Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Februari 2004
sampai dengan tanggal |8 Mei 2004 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja;

13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi
mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 10.2/KEP/KPPU/I/2004 tanggal 18
Februari 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi
dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-1/2004 yang terdiri dari
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Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua, Ir. H. Mohammad Igbal dan Prof. Dr.

Didik J. Rachbini masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Siswanto,
SP., Setya Budi Yulianto, SH., Mohammad Reza, SH., Marcus Pohan, SH., dan
A. Junaidi, SH., MH., LL.M., masing-masing sebagai investigator, Endah
Widwianingsih, SH., dan Vovo Iswanto, SH., LL.M., masing masing sebagai
panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor:

04/SET/DE/ST/I/2004 tanggal 18 Februari 2004;

14, Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komist telak
mendapatkan, meneliti dan menilai surat dan dokumen yang berkaitan dengan

perkara ini dan telah merden_ar keterangan dari para saksi, para saksi ahli,

Terlapor dan mendengar keterangan dari Pemerintah;

15. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Komisi pada tanggal 11 Maret 2004
diputuskan untuk menugaskan Sov M. Pardede, S.E. sebagai Anggota Majelis
Komisi Pengganti Sementara dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor:
02/KPPU-1/2004 menggantikan Prof. Dr. Didik J. Rachbini melalui Keputusan
Komisi Nomor: 19/KEP/KPPU/IIL/2004 tanggal 11 Maret 2004 ;-----------=-------

16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, keterangan dan identitas para
saksi, para saksi ahli, Terlapor dan keterangan Pemerintah telah dicatat dalam

BAP; e

17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 3 Maret 2004, Saksi

Ahli 1 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

17.1. Bahwa fixed line memang selalu monopoli. Yang tidak monopoli dan
gampang untuk tidak monopoli adalah di wireless karena entry dan exit bebas

dan orang punya banyak pilihan sedangkan sunk cost-nya rendah;---------------

17.2. Bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, dapat

dijelaskan hal-hal sebagai berikut: -

17.2.1. Bahwa ada semangat menghentikan monopoli dan akhirnya secara hukum

memang tidak ada lagi monopoli, namun implementasi hingga saat ini

belum ada;

17.2.2. Bahwa ada semangat untuk membentuk Independent Regulatory Body
(IRB) dimana pada saat pembahasan final hal terscbut discbutkan dalam
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penjelasan, namun baru pada akhir tahun 2003 lahir BRTI yang tugasnya

tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh undang-undang;---------------------

17.2.3. Bahwa kepemilikan silang dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi

harus diakhiri; --

17.2.4.  Bahwa pembedaan antara jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi
mendasarkan pada pertimbangan bahwa layanan ini akan berkembang terus

sehingga perlu dibuat aturan yang bisa mengakomodasi teknologi secara

umum;

17.3. Bahwa pada dasarnya interkoneksi adalah alamiah, diatur atau tidak, setiap
pemilik jaringan akan rugi apabila hanya berkomunikasi di jaringannya

sendiri. Adanya interkoneksi akan meningkatkan peluang, sehingga secara

ekonomis memang interkoneksi diperlukan; TS

17.4. Bahwa Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 mewajibkan penyelenggara

jaringan telekomunikasi untuk menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh

penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnnya; -

17.5. Bahwa permasalahan blocking muncul setelah adanya kebijakan duopoli,

mungkin karena Terlapor masih belum yakin bahwa dengan adanya kompetisi

Terlapor masih dapat melakukan bisnisnya;--------=-=--====s=m=m-ommoe

17.6. Bahwa sebenarnya kebiiakan normally closed yang diterapkan dengan alasan

untuk mengurangi bad debr adalah terbantahkan dengan ditanggungnya resiko

tersebut oleh PT. Indosat; o s

18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 3 Maret 2004, Saksi

Ahli 11 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

18.1. Bahwa inti dari pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 adalah
mengubah pola dominasi dari Terlapor yang séjak awal memonopoli sektor

telekomunikasi menjadi tidak monopoli lagi atau kompetisi;-------------------=-

18.2. Bahwa pada dasarnya warung telekomunikasi tidak bisa mandiri dalam
teknologi, yang terlepas sama sekali dari penyedia jaringan telekomunikasi,

mengingat untuk bisa beroperasi, sebuah wartel mutlak memerlukan jaringan

dan kabel, yang dimiliki oleh penyedia jaringan;

10
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23.1.

IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:—---

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bahwa operator yang memiliki jaringan tetap adalah Trrlapor, Ratelindo dan

Batam Bintan;-----

Bahwa interkoneksi sifatnya bilateral dan ada 2 jenis perhitungan untuk

interkoneksi, yaitu dianggap impas (sender keeps all) dan dianggap tidak

berimbang;--

Bahwa kewajiban penyelenggara jaringan adalah menyediakan jaringan yang

diinginkan oleh pelanggan, sedangkan vang tidak boleh dilaku'a~ adalah

melakukan re-route; :

Bahwa layanan ITKP secara teknis dapat digunakan untuk layanan apapun,

namun tidak ekonomis untuk layanan telekomunikasi lokal;-———-----=-=--mesmme-

Bahwa untuk layanan internasional para penyelenggara jaringan harus bekerja
sama dengan penyelenggara jasa internasional, dan tidak legis untuk menutup

interkoneksi tersebut, baik secara bisnis maupun regulasi;--------------====-=----

Bahwa kewajiban interkoneksi adalah narural, sehingga sebenarnya yang

diperlukan untuk disepakati adalah penentuan titik-titik interkoneksinya;-------

Bahwa karena hingga saat ini penyelenggara jaringan tetap di Indonesia yang

dominap adalah Terlapor, maka Terlapor telah menentukan titik-titik yang

bisa dilakukan interkoneksi dengan penyelenggara lain;--- -

. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Komisi pada tanggal 17 Jumi 2004
diputuskan untuk menugaskan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. sebagai Anggota
Majelis Komisi Pengganti Sementara dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara
Nomor: 02/KPPU-1/2004 menggantikan Prof. Dr. Didik J. Rachbini melalui
Keputusan Komisi Nomor: 48/KEP/KPPU/VI/2004 tanggal 17 Juni 2004;--------

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 18 Juni 2004, Saksi I

Bahwa jasa layanan telepon internasional dibagi menjadi 2 (dua) kelompok,

yaitu jasa teleponi dasar dalam hal ini SLI dan jasa layanan ITKP;--------------
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23.2. Bahwa sejak 7 Juni 2004, Terlapor telah menyelenggarakan SLI dengan kode
akses 007;

23.3. Bahwa renyelenggara ITKP yang memiliki ijin adalah Terlapor, PT. Indosat,

PT. Gaharu Sejahtera, PT. Atlasat Solusindo, PT. Excelcomindo, dan

konsorsium PJI; —
23.4.  Bahwa saat ini Terlapor adalah penyelenggara terbesar untuk [TKP;--=--=-=----

23.5. Bahwa ITKP menguasai sekitar 25-30% dari keseluruhan layanan telepon

internasional;------ -

23.6. Bahwa semua telekomunikasi internasional berasal dari 2 (dua) sisi yaitu
jaringan tetap dan jaringan seluler. Apabila dibandingkan untuk traffic-nya
maka pada akhir tahun 2001 SLI PT. Indosat sebesar 80% datang dari
Terlapor, sedangkan dari lainnya hanya 20%. Tahun 2002 sekitar 74% datang
dari Terlapor dan yang lainnya sebesar 26%. Tahun 2003 turun menjadi
sebesar 62% dari Terlapor dan sisanya sebesar 38% dari seluler dan lainnya.

Kuartal T tahun 2004 menjadi 60% dari Terlapor dan sisanva menjadi 40%;---

23.7. Bahwa terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan oleh kombinasi antara

penurunan fraffic dan penurunan tarif; ---- --- --

23,8 Bahwa ada 2 (dua) cara blocking vaitu blocking mati yang tidak dapat men-
dial sama sekali, dan ada blocking secara teknologi dengan memberikan jatah,

yaitu ketika dial sekali tidak masuk lalu kedua kali tidak masuk dan keempat

kali baru masuk; _—

23.9. Bahwa perjanjian interkoneksi antara Terlapor dengan PT. Indosat dituangkan
dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) induk, yang dalam

pelaksanaannya dibuat perjanjian vang sifatnya operasional seperd perjanjian

mengenai penagihan jasa telekomunikasi internasional;-

23.10. Bahwa pada dasarnya perjanjian untuk aktivasi pelanggan dimaksudkan untuk
mengontrol pembelian alat tambahan dan kontrol terhadap bad debr. Kontrol
pembelian alat tambahan dimaksud adalah bahwa dulunya sistem di sentral
masih belum bisa mencatat fraffic secara otomatis, sehingga diperlukan alat

tambahan yang bisa mencatat fraffic tersebut secara otomatis;-------=-=-==------
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23.11. Bahwa adanya aktivasi SLI juga disebabkan pihak PT. Indosat tidak dapat
melakukan aktivasi tersebut karena yang memiliki sentral lokal adalah
Terlapor. Oleh karenanya proses aktivasi dilakukan oleh Terlapor atas

permintaan  pelanggan atau atas permintaan PT. Indosat yang

mengatasnamakan pelanggan; .

23.12. Bahwa resiko bad debr dalam SLI ditanggung oleh PT. Indosat sesuai dengan

perjanjian yang ada;

23.13. Bahwa hingga Mei 2004, jumlah pelanggan jaringan tetap lokal yang dimiliki
Terlapor sekitar 8,72 juta SST, PT. Indosat sekitar 5.200 SST, PT. Ratelindo
sekitar 125.000 SST, PT. Batam Bintan sekitar 2.500 SST;---------=---=-=-==-=--

23.14. Bahwa ketentuan normally .open diatur dalam Fundamental Technical Plan
yang diterbitkan pada bulan Maret 2004, yang intinya menyatakan bahwa
setiap penyelenggara wajib menjamin semua prefiks kode akses SLJJ maupun

SLI dapat diakses dari semua terminal pelanggan secara otomatis;=--=-=--------

23.15. Bahwa memang sulit membuktikan adanya blecking dari sisi pelanggan,
namun paling tidak ada satu indikator teknik yang dapat digunakan, misalnya

apabila setelah menekan 001 langsung nada sibuk ada indikasi diblock di

sentral lokal; -

23.16. Bahwa wartel adalah layanan publik, sehingga dengan adanya perubahan
menjadi warung Telkom vang hanya menyediakan produk dari Terlapor,

maka masyarakat dan pengelola wartel menjadi tidak punya pilihan;------------

23.17. Bahwa indikasi blocking terjadi setelah Terlapor memperoleh ijin ITKP 017

sekitar akhir tahun 2001; =

23.18. Bahwa menanggapi isu blocking, pihak Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi telah mengadakan bebera‘pa kali pertemuan dengan Terlapor

dan PT. Indosat serta pihak terkait lainnya, yang kemudian ditindaklanjuti

dengan pengecekan di lapangan;

23.19. Bahwa dengan asumsi 60% fraffic SLI PT. Indosat berasal dari jaringan tetap
lokal Terlapor, maka apabila terjadi pemblokiran SLI PT. Indosat akan
menyebabkan sekitar 60% orang yang biasanya menggunakan SLI PT.

Indosat akan tidak bisa menggunakan layanan tersebut;

14
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24. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 Juni 2004, Terlapor

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

24.1. Bahwa Terlapor dan PT. Indosat memiliki ijin penyelenggaraan jaringan dan
jasa telekomunikasi yang mencakup wilayah nasional, sedangkan PT.

Ratelindo dan PT. Batam Bintan memiliki ijin penyelenggara jaringan tetap

dengan area yang terbatas;-- -- - --

24.2. Bahwa untuk layanan komunikasi internasional, Terlapor menyediakan kode

akses 017 (TelkomGlobal) yang berbasis lisensi ITKP yang dimulai sejak 25

Juli 2001 dan kode akses 007 yang berbasis lisensi SLI;--—-

24.3. Bahwa SLI dan ITKP merupakan substitusi, yang sebenarmmya sama persis

lavanannya, namun dengan moda yang berbeda;

244, Bahwa untuk fraffic telepon intermasional, sejak diluncurkan ITKP

memberikan kontribusi sebesar 20%-40% dari #raffic keseluruhan, namun

kalau dilihat dari revenue akan jauh lebih kecil;----------nn-

24.5. Bahwa kebijakan warung Telkom diterbitkan sejak Juni 2003, dan karena

kebijakannya adalah outlet Terlapor, maka otomatis hanya menjual produk

Terlapor;-- -- --

24.6. Bahwa ITKP 017 telah lama ada sebelum adanya kebijakan warung Telkom,
dan selama rentang waktu hinga terbit kebijakan warung Telkom, setiap

wartel ditawari [TKP 017,

24.7. Bahwa isu blocking sebenamya rancu, dan apabila terjadi kesulitan atau tidak
dapat akses banyak kemungkinan penyebabnya, misalnya putus karena akses

kanalnya sulit, storage equipment, tidak mendapatkan /ink, dan lain-lain;--—--

25. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 Juni 2004,

' Pemerintah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:---------

25.1. Bahwa operator yang telah memiliki ijin penyelenggara jaringan tetap lokal
yang nasional adalah Terlapor dan PT. Indosat, sedangkan yang memiliki ijin
penyelenggara jaringan tetap lokal yang regional adalah PT. Bakrie Telecom
(dahulu PT. Ratelindo) untuk wilayah Jakarta dan Bandung, PT. Batam

Bintan Telekomunikasi untuk wilayah Batam Bintan;
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25.2. Bahwa layanan telepon internasional dapat melalui SLI dan ITKP, dimana
penvelenggara SLI saat ini adalah Terlapor dan PT. Indosat, penyelenggara
ITKP saat adalah Terlapor, PT. Gaharu, PT. Atlasat, PT. Indosat, PT.
Excelcomindo. dan PT. Satria; .

[ae)
N
[

Bahwa istilah modern licensing dimaksudkan untuk membedakan dengan ijin
yang lama, yang mana dalam modern licensing dilengkapi dengan identitas

pemilik ijin, hak dan kewajiban pemilik ijin, serta sanksi apabila tidak

melaksanakan kewajiban tersebut;----- —

25.4. Bahwa baik SLI maupun ITKP dapat diakses dari jaringan tetap maupun

jaringan seluler; --

25.5. Bahwa modern licensing adalah bentuk ijinnya, sedangkan full service

network provider adalah bentuk layanannya;----—---=-----=-=-=--coeoeeemeeeeeo-

25.6. Bahwa penyelenggara full service network provider saat ini adalah Terlapor

dan PT. Indosat;----------------

25.7. Bahwa secara hirarki, panggilan SLI akan melalui sentral lokal ke sentral
trunk yang kemudian diteruskan ke sentral gerbang internasional, namun

apabila antara Sentral Gerbang Internasional. bergabung dengan lokal, maka

akan bisa langsung tanpa melalui sentral trunk;

Bahwa saat ini pemerintah telah menunjuk konsultan independen untuk

=)
h
o0

melakukan proses perhitungan interkoneksi yang berdasarkan cosr base, yang

rencananya akan ditetapkan mulai | Januari 2005;

25.9. Bahwa interkoneksi adalah kewajiban, namun saat ini dalam prakteknya

masih belum fair mengingat aturannya belum ada; --

25.10. Bahwa pada dasarnya normally open adalah merupakan hak asasi setiap

pelanggan untuk dapat menghubungi pelanggan lainnya termasuk pelanggan

operator lain;-------

25.11. Bahwa memang benar secara historis wartel dibangun sebagai layanan publik

dan dalam perkembangannya pemerintah telah membuat kebijakan wartel

yang dituangkan dalam keputusan menter;
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25.12. Bahwa Terlapor mempunyai keinginan untuk menjadikan wartel sebagai

outlet mereka, dan memang pendapatan dari wartel cukup signifikan;--------- --

25.13. Bakwa keluhan blocking muncul antara lain di Batam sejak diluncurkannya

017 oleh Terlapor dan pihak pemerintah telah melakukan peninjauan ke

lapangan;--------=---------- -

25.14. Bahwa memang ditemukan adanya blocking, namun secara hukum sangat
sulit membuktikan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan direksi Terlapor

dan ada indikasi bahwa tindakan blocking juga dilakukan oleh PT. Indosat;---

25.15. Bahwa layanc~ *=ekomunikasi tidak dapat disamakan dengan jasa seperti

coca cola dan lain sebagainya; -

25.16. Bahwa besaran kompensasi telah diumumkan oleh pemerintah, namun hingga

saat ini belum ada realisasinya;---------------=-------- =

26. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 Juni

2004, Majelis Komisi telah mendengar keterangan 3 orang saksi dan 1 orang

Saksi Ahli yang diajukan Terlapor;—---—-—--—-m-m e e <

27. Menimbang bahwa keterangan dan identitas para saksi dan saksi ahli yang

diajukan Terlapor telah dicatat, diakui dan ditandatangani dalam BAP;-------------

28, Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 Juni

2004, Saksi V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

28.1. Bahwa blocking adalah menutup akses yang seharusnya tidak ditutup, dan

Terlapor telah membuat kebijakan yang melarang tindakan blocking;-----------

Bahwa khusus layanan SLI 001 dan 008, untuk segmen pelanggan biasa baik

rJ
(==}
(%]

residensial maupun bisnis, Terlapor memberlakukan kebijakan normally

closed, dimana pelanggan bersangkutan harus mengajukan permintaan untuk i

aktivasi layanan;-

28.3. Bahwa untuk layanan SLI 007 dan ITKP 017, Terlapor memberlakukan

kebijakan normally open, mengingat layanan tersebut merupakan layanan

dasar Terlapor;
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28.4. Bahwa pemberlakuan kebijakan normally open terhadap 007 dan 017 telah

melalui proses perhitungan yang matang atas resiko yang akan terjadi di

kemudian hari;

28.5. Bahwa Saksi belum pernah mendengar adanya isu blocking maupun keluhan

pelanggan SLI 001 dan 008; = —

28.6. Bahwa sejak tahun 2003 ada perbedaan antara wartel dengan warung Telkom,

dimana warung Telkom merupakan outlet Terlapor yang hanya menjual

produk-produk Terlapor; - -

28.7. Bahwa untuk wilayah Jawa Timur, jumlah warung Telkom mencapai sekitar
29% dari keseluruhan wartel yang ada, dimana warung Telkom tersebut
sebagian besar berasal dari wartel lama yang berubah menjadi warung

=1 1 0 U ——

28.8. Bahwa terkait dengan pola bagi hasil, khusus untuk SLI 001 ada perbedaan

vaitu warung Telkom memperoleh bagian sebesarl0%, sedangkan wartel

memperoleh 8%; - :

28.9. Bahwa beberapa warung Telkom tetap menyediakan akses 001 untuk layanan

faksimili, namun hal tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian kerjasama;---

25.10. Bahwa kebijakan mengubah wartel menjadi warung Telkom lebih didasarkan
nada peningkatan pelayanan dan citra, mengingat wartel merupakan

marketing channel yang kuat dan membutuhkan investasi yang besar;--------—--

28.11. Bahwa pemerintah pernah memberikan insentif kepada wartel dengan
perincian apabila pendapatan mencapai | juta rupiah akan mendapatkan
insentif 50%, apabila pendapatan di atas 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah
akan mendapatkan insentif 40%. Namun sekarang hal tersebut tidak

diberlakukan lagi, dan pemerintah menetapkan sistem komisi dengan
1

persentase tetap (flar);

29. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30
Juni 2004, Saksi VI menyatakan pada pdkoknya sebagai berikut;--------—----------
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29.1. Bahwa Saksi mengetahui blocking dari media massa sekitar tahun 2001, yang

mana pengertian blocking adalah tidak dapat diaksesnya suatu kode akses

tertentu;

20.2. Bahwa ada kebijakan dari Terlapor yang menyatakan larangan melakukan

blocking;-

29.3. Bahwa tindakan blocking akan ada apabila dilakukan secara sadar dan
manual, yang mana akan kelihatan dari catatan (record) di sentral. Tindakan

blocking dapat dilakukan per nomor atau per nomor kode area;------------------

29.4. Bahwa kesulitan mengakses kode tertentu dapat disebabkan oleh kendala
teknis yang mana lalu lintas (traffic) percakapan memang sedang penuh, atau

karena pelanggan sendiri yang melakukan setting di peralatan;-------------------

%)
o
in

Bahwa di wilayah Terlapor untuk Regional Sumatera, tidak ada wartel yang

tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan Terlapor;

29.6. Bahwa warung Telkom secara formal sudah ada sejak tanggal 17 Juni 2003

dengan mengacu kepada KD 39 Tahun 2003;

29.7. Bahwa apabila suatu wartel ingin berubah menjadi warung Telkom, maka
harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan memutuskan perjanjian

kerjasamanya scbagai wartel untuk kemudian apabila persyaratan telah

lengkap akan segera diproses menjadi warung Telkom;

29.8. Bahwa untuk penyelenggaraan warung Telkom, Terlapor memberlakukan
sebagai Dinas Berbayar yang tidak perlu membayar biaya abonemen dan
biaya pasang baru serta akan memberikan fee tertentu terhadap fitur-titur yang

ditawarkan Terlapor, sehingga akan memberikan peluang meningkatnya

pendapatan;-----

' 29.9. Bahwa warung Telkom dimunculkan untuk meningkatkan image terhadap

layanan Terlapor, bukan dimaksudkan untuk mengantisipasi persaingan;-------

' 29.10. Bahwa Saksi tidak mengetahui betul apakah warung Telkom itu franchise
atau outlet, tetapi pada dasarnya Saksi menganggap warung Telkom sebagai

mitra Terlapor, sama seperti terhadap wartel;
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29.11. Bahwa ketentuan untuk warung Telkom memang diprioritaskan untuk

menjual produk Terlapor, namun apabila terdapat layanan yang belum

: tersedia dapat menggunakan produk dari penyelenggara lain;-------------------—-

29.12. Bahwa 001 dan 017 memiliki segmen yang berbeda. Sebelum adanya 007,

Terlapor menyediakan layanan jasa global sebagai produk substitusi vang bisa

melayani jasa telepon internasional;====-ms-m-mmemooomommoeee

30. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30
Juni 2003, Saksi VII menyatakan pada pokoknya sebagai berikuit;------------—------

30.1. Bahwa yang dimaksud sambungan global milik Terlap. - : zalah ITKP 017,

yang dapat diakses dari jaringan tetap, apabila dilihat dari sisi pelanggan;------

30.2. Bahwa yang dipeljénjikan antara penyelenggara adalah interkoneksinya,

dalam hal ini clear channel;-——--=-mmmmmmm e

30.3. Bahwa titik interkoneksi menjadi batas antara jaringan tetap Terlapor dengan

jaringan tetap Indosat; e

30.4. Bahwa isu blocking hanya terjadi untuk proses panggilan ke luar negeri

(outgoing), mengingat pelanggan Indonesia selama ini masih dapat dihubungi

oleh pihak luar negeri (incoming); -

Bahwa indikator terjadinya pemblokiran di sertral trunk adalah tidak dapat

[
=
A

terjadinya semua hubungan atau call set up;

30.6. Bahwa pemblokiran tidak dilakukan per nomor, khusus nomoer-nomor tertentu

yang tidak dapat mengakses SLI, disebabkan tidak adanya fitur SLI;------------

30.7. Bahwa secara teknologi, blocking dapat dilakukan terhadap pelanggan baik

atas permintaan maupun tidak atas permintaan pelanggan;

31. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30
Juni 2004, Saksi Ahli I1I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:---------—--

31.1. Bahwa agar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 dapat diberlakukan, maka harus dipenuhi aspek alokasi wilayah dan

alokasi konsumen;
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31.2. Bahwa tidak ditemukan ketentuan alokasi wilayah maupun alokasi konsumen

dalam Keputusan Direksi dan PKS mengenai warung Telkom, sehingga
Keputusan Direksi dan PKS tersebut bukan merupakan perjanjian tertutup
sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-

31.3. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5
Tahun 1999, maka setelah mempelajari isi Keputusan Direksi dan PKS

mengenai warung Telkom tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan untuk

membeli jasa lain;

31.4. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 15 ayat (3) harus dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 8 Uudang-Undang No. 5 Tahun 1999, dimana sebenarnya

dalam Pasal 8 memperbolehkan adanya resale pricing, sedangkan Pasal 15

ayat (3) melarang adanya resale pricing; -

31.5. Bahwa resale pricing adalah sesuatu vang wajar dan menjadi dilarang apabila

resale pricing tersebut menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;-------------

31.6. Bahwa ketentuan discounr yang ada dalam Keputusan Direksi mengenai

warung Telkom sebenarnya merupakan pembagian hasil antara Terlapor

dengan warung Telkom;--

31.7. Bahwa adanya pengaturan wartel dan warung Telkom yang dituangkan dalam
2 (dua) Keputusan Direksi yang berbeda, menunjukkan bahwa tidak ada

keinginan Terlapor untuk menguasai pasar dan menyalahgunakan posisi

dominan;- -

31.8. Bahwa warung Telkom lebih mengarah kepada agen, dimana dalam keagenan

suatu agen harus mengikuti prinsipalnya, berbeda halnya dengan distributor

vang merupakan jual lepas;

32. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 i

Juni 2004 Majelis Komisi telah menerima pernyataan akhir (final statement)

Terlapor yang disampaikan secara tertulis;

33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan

penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;
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Tentang Hukum

.  Menimbang bahwa berdasarkan penyelidikan dan atau pemeriksaan, Majelis
Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

I.1.  Perihal hak monopoli; S—— -

1.1.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang
Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya, Terlapor adalah Badan
Penyelenggara Pemegang Kuasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Dalam Negeri dan PT. Indosat adalah Badan Penyelenggara Pemegang

Kuasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional;-------=-=--=----~

1.1.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, Pemerintah
mengakhiri hak monopoli penyelenggaraan jasa telekomunikasi domestik
(lokal dan SLJJ) yang diberikan kepada Terlapor dan jasa telekoraunikasi

sambungan internasional yang diberikan kepada PT. Indosat;-------=-------

1.1.3. Bahwa pengakhiran hak monopoli diwujudkan dengan memberikan ijin
penvelenggaraan jasa telekomunikasi sambungan internasional kepada
Terlapor dengan kode akses 007 melalui Keputusan Menteri No. KP 162
Tahun 2004 tanggal 13 Mei 2004 dan memberikan ijin penyelenggaraan
jasa telekomunikasi domestik yang meliputi sambungan lokal dan
sambungan jarak jauh di Indonesia kepada PT. Indosat melalui Keputusan

Menteri No. 130 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003;----—--=---=--memsoenoeme

1.1.4. Bahwa dengan diberikannya kedua ijin tersebut mengakibatkan struktur

penyelenggaraan jasa telekomunikasi domestik (lokal dan SLIJ) dan

internasional tidak lagi monopolis; N

1.2, Perihal Identitas Terlapor dan kegiatan usahanya; - e

1.2.1. Bahwa Terlapor adalah perusahaan jasa telekomunikasi dalam negeri di
Indonesia, yang Anggaran Dasamya telah diumumkan dalam Berita
Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Nomor 210, dan
telah diubah dan diumumkan d:alam Berita Negara RI Nomor 76 tanggal 22
September 1995, Tambahan Nomor 7900 dan sebagaimana telah beberapa
kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 27 tanggal 14 Mei 1997 yang
dibuat oleh Notaris A. Partomuan Pohan, SH, LLM berkedudukan di
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Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: C2-7468.HT.01.04.TH. 97
tanggal 31 Juli 1997, berkedudukan di Jalan Japati Nomor | Bandung;------

1.2.2, Bahwa Terlapor adalah penyedia utama jasa telekomunikasi fixed line di

Indonesia, selain itu Terlapor juga merupakan penyedia jasa

telekomunikasi lainnya seperti jasa interkoneksi, layanan data dan

internet;

1:2.3: Bahwa pada awalnya Terlapor menyelenggarakan jaringan tetap lokal dan

SLJJ serta jasa telekomunikasi yang melekat pada jaringan tersebut;--------

1.2.4. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, Terlapor masih
mempunyai posisi dominan dengan menguasai 90-95% pangsa pasar

Jaringan tetap lokal, dengan jumlah pelanggan kurang lebih 8,5 juta SST; --

I.2:5. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2001 Terlapor memperoleh ijin sebagai
penyelenggara jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) atau
vang lebih dikenal dengan istilah Voice over Internet Protocol (VoIP),
berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No.

[59 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk

Keperluan Publik----------------

1.2:6. Bahwa Terlapor memproduksi TelkomGlobal yang menggunakan kode

akses 017 sebagai produk vang khusus untuk melayani jasa telepon

internasional ;

1.2.7. Bahwa pendapatan Terlapor dari bisnis VoIP atau ITKP terus mengalami
peningkatan, dari Rp 1522 milyar per 31 Desember 2002 menjadi

Rp 328,3 milyar per 31 Desember 2003 ;

1.2.8. Bahwa berdasarkan SK Dirjen Postel No. 159 Tahun 2001 tanggal 25 Juli
2001 diatur:-

Pertama: mengukuhkan penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk
keperluan publik yaitu Terlapor, PT. Indosat dan PT. Satelindo;

Kedua: Dengan tetap memperhatikan keberadaan penyelenggaraan jasa
intenet Teleponi untuk keperluan publik sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Pertama, maka untuk tahap awal dan
dengan mempertimbangkan hasil penelitian tim evaluasi
penyelenggaraan telekomunikasi Ditjen Postel maka kepada:-——
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* PT. Atlasat Solusindo Pemilik ijin prinsip Nomor:
1493/PT.003/TES/DJPT-2001, tanggal 28 Juni 2001;---------

* PT. Gaharu Sejahtera pemilik ijin Prinsip Nomor:
1494/PT.003/TES/DJPT-2001, tanggal 28 Juni 2001;---------

masing-masing selaku calon penyelenggara Internet Telephony
Service Provider (ITSP) diberikan kesempatan untuk melakukan
persiapan-persiapan teknis atas pelaksanaan penyelenggaraan
jasa internet teleponi untuk keperluan publik;

1.2.9. Bahwa sebagai penyelenggara jasa ITKP, Terlapor bersaing dengan PT.
Indosat yang memiliki jasa Globalsave dengan kode akses 016 dan PT.

Atlasat Solusindo dengan kode akses 018 dan PT. Gaharu Sejahtera

dengan kode akses 019;--------=smmmmmmmmmmmeeeec ———-

1.2.10.  Bahwa Terlapor pada tanggal 7 Juni 2004 juga meluncurkan produk jasa
SLI dengan nama produk Telkom Internasional Call 007 berkode akses
007 berdasarkan SK Menterit No. KP 162/2004 tanggal 13 Mei 2004;-------

1.3.  Perihal PT. Indosat dan Kegiatan Usahanya;---------====es=ccssemocooemooeoeo_ .

13.1. Bahwa pada awalnya penyelenggaraan jasa layanan telepon internasional
di Indonesia yang menggunakan moda SLI hanva dilakukan oleh PT.
Indosat dengan kode akses 001 dan 008;

1.3.2. Bahwa PT. Indosat sebagai operator penyelenggara jasa SLI pada masa
berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan
SK Menhub No. 239 Tahun 2001 dengan nama produk SLI 001;-----—----—-

1.3.3. Bahwa sejak tanggal 20 November 2003, produk SLI 008 yang
sebelumnya dimiliki oleh PT. Satelindo menjadi produk PT. Indosat

setelah adanya penggabungan usaha PT. Satelindo pada PT. Indosat;-------—

1.3.4. Bahwa untuk produk SLI PT. Indosat bersaing dengan Terlapor yang
memiliki SL1 007,

1.3.5. Bahwa PT. Indosat memperoleh pendapatan dari traffic outgoing telepon

internasional sebagai berikut:

e 31 Desember 2001 - Rp 2.157,5 milyar;
e 3] Desember 2002 — Rp 2.137,9 milyar;
¢ 31 Desember 2003- Rp 1.807,7 milyar;
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1.3.6. Bahwa sejak dikeluarkannya produk ITKP 017 Terlapor terdapat
penurunan freffic outgoing dan pendapatan SLI 001 dan 008 milik PT.

Indosat dari Jaringan tetap Terlapor yaitu sebagai berikut:------=---=---==-----

e 31 Desember 2001 - 316,2 juta menit;
e 31 Desember 2002- 289,3 juta menit;

e 31 Desember 2003 — 233,2 juta menit;

e sampai dengan bulan Mei tahun 2004 sebesar 41 juta menit;-----=-=-----

1.4, Perihal Hubungan Jasa Telepon Internasional melalui Moda ITKP dan Jasa

Telepon Internasional melalui Moda SLI;

1.4.1. Fungsi dan Prosedur Pemanggilan;

1.4.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa SLI adalah penyelenggaraan jasa

teleponi dasar yang melayani pengguna dalam melaksanakan

sambungan telepon langsung internasional;

1.4.1.2. Bahwa dalam melakukan panggilan SLI, pelanggan memilih jasa SLI
yang akan digunakannya dengan prosedur pemanggilan adalah
pelanggan memilih jasa SLI vang akan melayani panggilannya setiap

kali pelanggan membuat panggilan SLI (call by call);------=---=ss=--=----

1.4.1.3. Bahwa vyang dimaksud ITKP berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Fencana
Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan 2000)
Pembangunan Telekomunikasi Nasional tanggal 16 Januari 2001, ialah
penyelenggaraan jasa sambungan telepon jarak jauh nasional dan

sambungan telepon internasional melalui jaringan internet dengan

menggunakan protokol internet (IP) yang sesuai;

1.4.1.4. Untuk membuat panggilan internasional dari terminal PSTN, pelanggan

harus memutar Prefiks VoIP diikuti dengan nomor internasiohal

pelanggan/terminal yang dituju:

Prefiks VoIP + Kode Negara + Nomor (signifikan nasional) |

1.4.1.5. “Jaringan IP” menggunakan sistem peng-address-an yang berbeda
dengan sistem penomoran E.164 yang berlaku di PSTN. Gerbang VoIP

melakukan konversi dari sistem penomoran E.164 ke sistem peng-
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address-an TP pada sisi pemanggil dan konversi sebaliknya pada sisi
tujuan. Karena itu, ditinjau dari penyelenggaraan hubungan ujung-ke-
ujung, panggilan telepon melalui VoIP tidak berbeda dengan panggilan
telepon melalui prosedur SLI. (Lampiran Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2001 tangga! 16 Januani 2001 angka
4.8); - -

1.4.2. Bahwa dalam konsideran Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi Nomor 159/Dirjen/2601 dinyatakan bahwa teknologi

internet teleponi telah berkembang maju dengan pesat sehingga dapat

membypass panggilan SLJJ dan SLI; --

1.4.3. Bahwa berdasarkan keterangan Dirjen Postel, ITKP merupakan alternatif

layanan telepon internasional selain SLI;--------mcmmmammmeama e

1.4.4. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, ITKP yaitu Telkom Global 017

sebagai jasa telepon internasional adalah produk yang dikeluarkan sebagai

jasa substitusi SLI;

1.4.5. Bahwa di wartel, produk ITKP TelkomGlobal 017 adalah jasa yang
ditawarkan sebagai “Saluran Telepon Internasional”, *cara hemat

ber- SLI, Dial 0177, “international direct dialing 017" ;---=-----=--=meeeuun-

1.4.6. Bahwa jasa tersebut di atas disediakan bagi konsumen atau pengguna
untuk melakukan telepon internasional sebagai alternatif produk SLI 001

dan 008 yang sudah ada;------memmm e e

1.4.7. Bahwa produk berbasis ITKP merupakan pilihan utama selain SLI bagi

pengguna Wartel untuk mengadakan komunikasi telepon internasional;-—--

1.4.8. Bahwa kemunculan ITKP TelkomGlobal 017 terbukti berakibat pada

penurunan fraffic SLI Indosat sebagai jasa layanan telepon internasional
i

yang telah tersedia sebelumnya;

1.4.9. Bahwa dengan demikian jasa telepon internasional berbasis ITKP adalah

jasa substitusi SLI dalam pelayanan jasa telepon intemnasional,-—----—-------

1.5.  Perihal Hubungan Jasa Layanan Telepon Internasional dengan Jaringan Tetap

Lokal;
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15,1 Bahwa untuk jasa SLI, setiap dial dari telepon pelanggan (customer

premise equipment) yang menghendaki telepon internasional, maka:--------

1.5.1.1. Sentral lokal PSTN (Public Switched Telephone Network: jaringan
switching telepon tetap yang menggunakan kabel atau gelombang radio
(fixed telephone) untuk pelayanan jasa telephone) mendeteksi digit
misalnya  00Ixxx..xxx yang artinya pelanggan Indonesia
{A_Number/pemanggil) menghendaki hubungan SLI;-------------=-oeneemv

1:5:1.2 Selanjutnya sentral lokal akan mengirimkan digit-digit ke sentral yang
lebih tinggi (sentral trunk) dengan bahasa komunikasi sentral
(signalling); Y
1.5.1.3. Sentral trunk PSTN menerima digit-digit dari sentral lokal kemudian

dievaluasi dan diproses. Digit yang diterima sentral trunk 001xxx..xxx,
© maka sentral frunk akan meroutingkan panggilan ke sentral yang tinggi
lagi yaitu Sentral Gerbang Internasional (SGI) Indonesia;------------------

1.5.1.4. Selanjutnya SGI Indonesia menerima digit-digit yang dikirim sentral
trunk  selanjutnya  akan  diteruskan ke  negara  tujuan
(B_Number/pelanggan yang dipanggil);

1.5.1.5. Dengan proses signalling antara SGI Indonesia dan sentral transit serta
sentral terminating negara tujuan, akhimya sampailah di pelanggan
negara tujuan berdering dan pzlanggan A menerima ringing tone;--------

1.5.2. Bahwa untuk jasa ITKP, setiap dial dari telepon pelanggan (customer

premise equipment/CPE) yang menghendaki telepon internasional, maka:--

1.52:1- Sentral lokal PSTN mendeteksi digit misalnya 017xxx..Xxxx yang artinya
pelanggan Indonesia (A_Number/pemanggil) menghendaki hubungan
telepon internasional;

1.5.2.2, Selanjutnya sentral lokal akan mengirimkan digit-digit ke sentral yang
lebih tinggi (sentral gerbang) dengan bahasa komunikasi sentral
(signalling), = =

1:5.2.3. Sentral gerbang PSTN menerima digit-digit dari sentral lokal kemudian

dievaluasi dan diproses. Digit yang diterima sentral trunk 0017xxx..xxx,
maka sentral gerbang akan meroutingkan panggilan ke POP Indonesia;-

1.5.2.4. Selanjutnya signal dari POP Indonesia akan dibawa international
carriers menuju POP negara tujuan;

1:5.2.5. Dari POP luar negeri ini signalling Indonesia dikirim ke nomor telepon
yang dituju (B_Number/pelanggan yang dipanggil).

1.6.  Perihal Jasa Telepon internasional dan Jaringan Tetap Lokal Terlapor;-—-------

1.6.1. Jasa Telepon Internasional;
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1.6.1.1. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI
sebagaimana dijelaskan pada angka 1.4.8., maka dalam pasar jasa
telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional,
Terlapor yang memproduksi jasa ITKP TelkomGlobal-017 sejak 25 Juli
2001 dan jasa SLI 007 sejak tanggal 7 Juni 2004 bersaing dengan (1)
PT. Indosat yang memiliki jasa SLI 001 dan 008 dan jasa ITKP
Globalsave dengan-kode akses 016, (2) PT. Atlasat Solusindo yang
memiliki jasa ITKP dengan kode akses 018 dan (3) PT. Gaharu
Sejahtera yang memiliki jasa ITKP dengan kode akses 019; ------===n---

1.6.1.2. Bahwa komposisi pangsa pasar jasa telepo.. internasional dari fraffic
outgoing sebagai nilai jual jasa telepon internasional adalah sekitar 70-
75% dikuasai SLI-001 dan SLI-008 milik Indosat dan sekitar 20%
lainnya dikuasai produk jasa ITKP sedangkan produk jasa ITKP
TelkomGobal-017 memiliki 10% dari pangsa pasar jasa ITKP; ----=---—-

1.6.1.3. Bahwa produk jasa SLI-007 Terlapor tidak dihitung karena baru
diproduksi secara resmi pada tanggal 7 Juni 2004; -—=---smeommeeemameeee

1.6.2. Perihal Jaringan Tetap Lokal Terlapor;--eseseomoemoeomem e

1.6.2.1. Bahwa Penyelenggara jaringan tetap lokal nasional adalah Terlapor dan
PT. Indosat sedangkan penyelenggara jaringan tetap regional adalah

PT. Batam Bintan Telecomunication dan PT. Ratelindo vang sekarang

berubah nama menjadi PT. Bakrie Telecom;------=-=snsneeemx

1.6.2.2. Pelanggan Terlapor sebanvak 85 juta SST, PT. Indosat sebanyak
11.400 SST, PT. Batam Bintan sebanyak 2.575 SST, dan pelanggan PT.
Bakrie Telecom sebanyak 125.000 SST; S

1.6.2.3. Bahwa komposisi SST sebagai nilai jual dalam pangsa pasar jaringan

tetap lokal Nasional adalah 99% dikuasai oleh Terlapor sedangkan 1%

sisanya dikuasai oleh PT. Indosat; -

1.6.2.4, Bahwa apabila penyelenggara jaringan tetap regional juga
diperhitungkan maka dari 8.638.975 SST yang ada, Terlapor menguasai
pangsa pasar sebesar 98,39% dimana dan 1,6% sisa pangsa pasar 0,1%
dikuasai oleh PT. Indosat;
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1.6.2.5. Bahwa jaringan tetap lokal (PSTN) untuk SLI mulai dari sentral lokal
hingga Sentral Trunk dan untuk ITKP mulai dari Sentral lokal hingga

sentral gerbang merupakan milik Terlapor; -

1.6.2.6. Bahwa hal tersebut diatas ditegaskan dalam Diktum Ketiga angka 1
Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor
[59/Dirjen/2001 tentang Penetapan Penyelenggara Jasa Internet

Teleponi Untuk Keperluan Publik yang antara lain mengatur:-------------

"Dalam hal calon penyelenggara ITKP sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua telah mendapatkan ijin penyelenggaraan, maka wajib
memberikan kontribusi kepada penyelenggara akses lokal yaitu PT
Telkon: yang merupakan subsidi biaya operasional kewajiban pelayanan
umum (Universal Service Obligation=USQ) atas jaringan akses lokal
yang telah dibangun™;

1.6.3. Bahwa dengan demikian, jaringan tetap lokal nasional milik Terlapor
merupakan fasilitas yang esensial bagi setiap penyelenggara jasa telepon |

internasional yang melalui jaringan tetap lokal nasional;-—-—--------=--zzzz==-

1.7. Perihal Interkoneksi;

I ks Balhwa dalam pelayanan jasa telepon intemnasional melalui akses jaringan
tetap lokal nasional, para penyelenggara jaringan tetap sambungan
internasional yaitu PT. Indosat dan PT. Satelindo melakukan Perjanjian

Kerjasama (PKS) interkoneksi dengan Terlapor sebagai penyedia jaringan

tetap lokal nasional;

1.7.2. Bahwa PT. Indosat, sebagai pemilik produk jasa SLI 001, membuat
perjanjian  kerjasama  dengan  Terlapor  yaitu PKS  Nomor
125/KS.010/UTA-000/88 dan PKS Nomor 23/Direksi/1998 tanggal 15 Juli
1988 yang masih efektif berlaku sampai dengan dicapainya kesepakatan
pengganti, serta PKS mengenai Kesepakatan Bersama tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Nomor: 63/HK.800/UTA-00/97 dan
Nomor 092/DRU/HK.720/97 tanggal 21 Agustus 1997 yang diakui oleh
para pihak sebagai perjanjian yang berlaku efektif;

L7.3. Bahwa untuk penagihan, Terlapor dan Indosat mengadakan Perjanjian
Kerjasama (PKS) tentang Penagihan Jasa Telekomunikasi Internasional
Nomor Telkom: PKS. 159/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat:
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073/GHT/HK.740/95 tanggal 26 Juli 1995 dan PKS tentang Billing,
Penagihan dan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Keuangan Nomor:
PK 66/HK.810/KUG-00/97 dan Nomor: 024/GPB/HK.720/97 tanggal
21 Agustus 1997, hal mana diakui oleh Terlapor dan PT. Indosat sebagai

perjanjian yang berlaku efektif;

1.7.4. Bahwa PT. Satelindo, pemilik produk jasa SLI 008, melakukan kerjasama
dan interkoneksi dengan Terlapor dengan PKS tentang Interkoneksi
Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor:
PKS 93/HK810/0PSAR-00/97 dan Nomor: 018/STL/INT/X1/1997 tanggal

21 November 1997 tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan

Jasa Telekomunikasi Internasional; ---------------

L7.5: Bahwa untuk penagihan, Terlapor dan PT. Satelindo mengadakan PKS
tentang Penyelesaian Keuangan untuk Interkoneksi, Billing dan Penagihan
Pelanggan  Jasa  Telekomunikasi  Internasional Nomor: PKS

23/HK.810/KUG-00/99 dan Nomor 001/STL/INT/1/99; —---—-mmemmmemeemeeee

1.7.6. Bahwa sejak tanggal 20 November 2003, produk jasa SLI-008 yang
sebelumnya dimiliki oleh PT. Satelindo telah beralih menjadi produk jasa

milik PT. Indosat setelah adanya akuisisi PT. Satelindo oleh PT. Indosat; --

1.8, Perihal Wartel dan Warung Telkom;-- -

1.8.1. Bahwa Terlapor mengatur ketentuan internal mengenai penyelenggaraan
telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan Warung Telkom.
Wartel diatur berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.40/HK220/JAS-
51/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Kemitraan Warung Telekomunikasi (Wartel) yang selanjutnya akan
disebut KD wartel, sedangkan Warung Telkom diatur berdasarkan
Keputusan Direksi Nomor: KD.39/HK220/Jas-51/2003 tanggal 17 Juni
2003 tentang Ped(;man Pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung

Telkom yang selanjutnya akan disebut KD warung Telkom;--------------—-

1.8.2. Bahwa KD wartel pﬁda pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:----—-----
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1.8.2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud wartel
adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi

untuk umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap;------

1.8:2.2. Bahwa status sambungan layanan telekomunikasi untuk wartel adalah
sambungan telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya

pasang baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan

bisnis;-

1.8.2.3. Bahwa pada bagian penutup diatur: -

(1) Segala ketentuan perusahaan tentang penyelenggaraan Wartel yang
berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini dinyatakan tidak
berlaku lagi; .

(2) Kadivre dapat menetapkan keputusan yang lebih rinci menyangkut
penyelenggaraan Wartel sepanjang tidak bertentangan dengan
Keputusan ini;

(3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;--------=====--==zeee-

1.8.3. Bahwa pada pasal 3 ayat (4) Bagian Lingkup Kerja Sama PKS diatur
bahwa: s

“pembukaan akses SLI dari operator lain pada sisi perangkat/sentral
Telepon milik TELKOM dapat dilakukan setelah adanya PKS antara
Penyelenggara Wartel dengan pihak Operator SLI dan diperlihatkan pada
Telkom™;----- -

1.8.4, Bahwa KD warung Telkom pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai

berikut: s

(1) Warung Telkom adalah outlet Telkom yang pengelolanya diserahkan
ke badan usaha lain;

(2) Outlet Telkom adalah saluran distribusi untuk menyalurkan produk-
produk Telkom kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang
disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom
untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;----

(3) Lingkup kerjasama warung Telkom diantaranya adalah berupa
penjualan produk jasa dan pelayanan Telkom, penggunaan dan
pemanfaatan elemen-elemen Brand Warung Telkom serta Pembinaan
Manajemen Warung Telkom;

(4) Bahwa di warung Telkom, sambungan telekomunikasi hanya
menggunakan jaringan akses Telkom sementara produk dan
pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom;-------- ---
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(5) Status sambungan layanan telekomunuikasi untuk warung Telkom
adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru
dan abonemen bulanan;

(6) Bahwa harga produk jasa Telkom yang dikenakan/dipungut Pengelola
warung Telkom kepada pengguna/pemakai jasa telekomunikasi
adalah harga sesuai ketentuan tarif yang berlaku ditambah tarif
pelayanan yang besarnya maksimal 10% dari tarif pelanggan biasa
dan PPN; - --

(7) Bahwa harga jasa Telkom lokal dan Telkom SLJJ yang dibayarkan
oleh Pengelola Warung Telkom kepada Telkom adalah sebesar 70%
dari tarif jasa telekomunikasi yang berlaku, sehingga Pengelsla akan
mendapat diskon sebesar 30%. Sedangkan harga jasa dan Diskon
produk jasa Telkom lainnya ditetapkan oleh Kadivre masing-masing;-

(8) Bahwa harga dan diskon produk jasa Telkom yang diselenggarakan
oleh unit bisnis Telkom lainnya (di luar Divre) ditetapkan
berdasarkan kesepakatan (SLA) antara Divre dengan unit bisnis
dimaksud;

1.8.5. Bahwa pengaturan warung Telkom secara nasional mulai efektif berlaku

sejak dikeluarkannya KD warung Telkom; -s

1.8.6. Bahwa meskipun Terlapor menerangkan bahwa tujuan dari pendirian
Warung Telkom adalah untuk menjaga citra pelayanan Terlapor yang
menurun  di mata konsumen karena tidak berkualitasnya warung

telekomunikasi yang selama ini ada, namun dalam bagian konsideran dari

KD warung Telkom dinyatakan : --- -

“a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi kompetisi penyelenggaraan jasa
telekomunikasi. diperlukan upaya wuntuk membentuk outler Telkom
yang terdistribusi secara luas, untuk menyalurkan produk jasa dan
pelayanan Terlapor ",

1.8.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat bahwa sebab
didirikannya Warung Telkom bukan sekedar untuk menjaga pencitraan

Terlapor namun juga dalam rangka menghadapi persaingan jasa

telekomunikasi;-- ——- -

1.8.8. Bahwa pengaturan KD warung Telkom adalah pengaturan yang selalu ada
pada setiap PKS antara Terlapor dengan pengelola Warung Telkom yang
_dapat berupa BUMD, Badan Usaha Swasta, dan koperasi di Indonesia
dangan tambahan klausula dari Kadivre yang sifatnya tidak bertentangan

dengan KD warung Telkom itu sendiri;
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1.8.9. Bahwa hingga 31 Desember 2003, jumlah Wartel sebanyak 44.918 buah
dengan 126.872 SST sementara Warung Telkom sebanyak 59.189 buah
dengan 159.361 SST;

1.8.10.  Bahwa jasa SLI yang merupakan jasa telepon internasional di Wartel
ketika Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom dan Wartel
berdasarkan KD wartel adalah SLI 001 dan atau SLI 008 milik PT.

Indosat;

1.9.  Perihal Tertutupnya Akses SLI-001; -

1.9. " Bahwa pada akhir tahun 2001, muncul keluhan PT. Indosat atas
tertutupnya akses SLI 00l bagi konsumen atau pengguna telepon lokal
Terlapor yang ingin mengadakan komunikasi telepon internasional yang
terjadi di sejumlah wilayah nasional Indonesia yang meliputi konsumen

atau pengguna telepon di jenis residensial, bisnis serta Wartel;---------------

1.9.2. Bahwa untuk regional Barat, terdapat keluhan tertulis di wilayah Batam,

Riau kepulauan, Medan dan Aceh yang berasal dari:--------=-===seeccsmmcmme

¢ Pelanggan potensial PT. Indosat;-----—-—-——emmmmmmmee e

e  Para pengelola Wartel;-
*  APWI/BPW kabupaten Kerinci, Kodya Batam, Sumatera Utara;-------

1.9.3. Bahwa keluhan dari pelanggan terjadi juga di regional tengah yaitu di
wilayah Pontianak, Balikpapan, Jakarta, dan Surabaya; serta di regional

Timur yaitu di wilayah Bali dan Makassar;

1.9.4. Bahwa keluhan itu dikirimkan oleh pengguna telepon lokal yang
berlangganan atau pernah menggunakan jasa SLI-001 vang diindikasikan
dari jangka waktu tertutupnya akses atau kegagalan panggilan dalam surat

keluhan;

1.9.5. Bahwa tertutupnya akses SLI-001 sebagaimana keluhan par:% pengelola
Wartel, telah ditindaklanjuti dengan diadakannya survey lapangan pada
tanggal 8 Agustus 2002 oleh Tim dari Ditjen Postel dan PT. Indosat di
Batam dengan hasil sebagai berikut:
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(1) Temuan di Wartel Raudah, sambungan 001 yang dialihkan ke 017
(tidak ada record di SGI) dan tarif dibebankan sesuai rate SLI-017;--

(2) Temuan di Wartel Bakar-Mas, sambungan SLI 001 tidak berhasil

dan muncul di layar monitor “nomor illegal™;

(3)  Yantel Telkom: pelayanan SLI-001 telah ditutup sejak dioperasikan

SLI-017 Telkom, muncul di layar monitor “incorrect dialing";------

(4) Semenjak bulan April 2002, pelanggan di kawasan Industri yaitu
PT. Citra Tubindo tidak dapat mengakses SLI-001 lagi serta
ditawarkan oleh Terlapor agar menggunakan SLI-107;-=--------ceeeeex

1.9.6. Bahwa terhadap kondisi ini Digen telah mengirimkan surat No.
1736/Ditel/V1II/2002 tanggal 23 Agustus 2002 tentang penyelenggaraan
SLI 017 oleh Terlapor yang pada pokoknya berisi penegasan temuan itu
dan mengingatkan Terlapor untuk tidak melakukan diskriminasi (blacking)
terhadap kode akses SLI lainnya di BATAM dan sekitarnya;----------------—

1.9.7. Bahwa telah diadakan paling tidak 2 (dua) kali pertemuan koordinasi
antara  pemerintah, Terlapor dan Indosat untuk menyelesaikan
permasalahan ini yaitu pada tanggal 15 November 2002 antara Terlapor,
PT. Indosat, Deputi IV Meneg BUMN soal pemblokiran akses 001 di
residensial dan wartel dan pada tanggal 3 Februari 2003 antara Dirjen
Postel, Terlapor, PT. Indosat, Pengurus Asosiasi Pengusaha Wartel

Indonesia (APWTI) -

1.9.8. Bahwa tertutupnya akses telepon internasional terjadi ketika pengguna atau
pelanggan telepon hendak menelpon ke luar negeri (outgoing) dan tidak

terjadi untuk penerimaan telepon dari luar negeri ke domestik (incoming);-

1.10.  Perihal Pendaftaran Pelanggan,
1

I.10.1.  Bahwa berdasarkan PKS tentang Penagihan Jasa Telekomunikasi
Internasional antara Terlapor dan PT. Indosat, Nomor Telkom: PKS.
I59/HK.810/UTA:-00/95 dan Nomor Indosat: 073/GHT/HK.740/95 (C-39),
dan PKS antara Terlapor dengan PT. Indosat tentang Interkoneksi Jaringan
dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor: PKS
93/HK810/0PSAR-00/97 dan Nomor: 018/STL/INT/XI/1997 tanggal 21
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November 1997 tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi Internasional, pendaftaran pelanggan tidak bersifat
otomatis namun harus berupa pendaftaran dari pelanggan sendiri dan atau
diajukan oleh PT. Indosat atau sebagaimana tercantum dalam pasall 20
PKS Indosat dan pasal 31 PKS PT. Satelindo yang pada pokoknya berisi:--

(1) Pendaftaran pelanggan baru yang akan menggunakan fasilitas SLI di

seluruh Indonesia dilaksanakan oleh Terlapor;

(2) Aktivasi SLI di sentral Terlapor hanya dapat dilaksanakan oleh

Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas permintaan

pelanggan;

(3) Indosat dapat mengajukan pendaftaran aktivasi SLI untuk dan atas

nama pelanggan;----------—- .. = e -

1.10.2. Bahwa dalam pencrapannya berdasarkan Keputusan Direksi Nomor
KD.30/HK.220/OPSAR-12/00 tanggal 21 Agustus 2000 tentang kontrak
berlangganan sambungan telekomunikasi, Terlapor menawarkan SLI
sebagai fasilitas. atau feature telepon yang sama posisinya dengan fasilitas

lain seperti nada sela, sandi nada dan trimitra untuk setiap aplikasi

berlangganan para pelanggannya;---------- -

1.10.3.  Bentuk pendaftaran pelanggan ini mengakibatkan tidak semua pelanggan
Terlapor memiliki fasilitas atau fearure SLI. Hal ini mengakibatkan para

pelanggan yang tidak memilih fearure SLI dalam aplikasinya tidak akan

memiliki akses telpon internasional;--------

I.11.  Perihal Penagihan Tak Terbayar (bad debt)

I.LIL.1.  Bahwa berdasarkan PKS tentang Penagihan Jasa Telekomunikasi
Internasional antara Terlapor dan PT. Indosat, Nomor Telkom: PKS.
I59/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat: 073/GHT/HK.740/95
penghitungan billing untuk percakapan SLI akan di record di SGI
Indonesia yang dimiliki Indosat sebagai bukti tagihan dan file tersebut
dikirim ke Billing Terlapor untuk ditagihkan ke Pelanggan yang dalam
praktek sehari-hari disebut sebagai BD 12;
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1.11.2.  Bahwa Terlapor memiliki data pembanding bukti tagihan ini dari record

data percakapan di sentral lokal yang dimiliki Terlapor;

I.11.3. Bahwa dalam hal terdapat ketidakcocokan data penagihan, beban atas bad
debt atau tidak terbayarnya tagihan ada pada PT. Indosat dan bukan pada

Terlapor. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 16 dan pasal 19 dari

PKS dimaksud yang isinya adalah sebagai berikut: -

Pasal 16

(1) Telkom tidak bertanggung jawab atas jasa telekomunikasi
internasional yang tidak berhasil ditagih dan tunggakan terhitung
sejak bulan trafik sebagainn: dimaksud pasal 1 perjanjian ini
(1 Agustus 1995).

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, Telkom tetap
membantu untuk melaksanakan penagihan atas tunggakan-tunggakan
Jasa telekomunikasi internasional dengan biaya atas beban Indosar.—-

Pasal |19---

(1) Indosat tidak dapat meminta kepada Telkom untuk melakukan
pengisoliran dan atau pencabutan sambungan telekomunikasi dalam
negeri pelanggan Telkom, apabila pelanggan Telkom tersebut
menunggak pembayaran jasa telekomunikasi internasional tetapi
tidak menunggak jasa telekomunikasi dalam negers.---------=ze-aeeee-

2. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi
mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh Terlapor;----------—-----—--

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan 2 unsur

yang sama dalam pasal 15, pasal 19 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 3

tahun 1999, yaitu unsur pelaku usaha dan pasar bersangkutan;----------------------

3.1.  Unsur Pelaku Usaha; -

s Menimbang bahwa menurut Pasal | angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun
1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam

bidang ekonomi;
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3.1.2.° Menimbang bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor adalah
perusahaan jasa telekomunikasi dalam negeri di Indonesia, yang Anggaran
Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17
Januari 1992, Tambahan Nomor 2i0, dan telah diubah dan diumumkan
dalam Berita Negara RI Nomor 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan
Nomor 7900 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir
dengan Akta Nomor 27 tanggal 14 Mei 1997, dibuat oleh Partomuan
Pohan, SH, LLM Notaris berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Keputusan Nomor: C2-7468 HT.01.04.TH. 97 tanggal 31 Juli 1997,
kerkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung;

3. L3 Bahwa Terlapor adalah penyedia utama jaringan telekomunikasi fived line
di Indonesia, dan Terlapor juga sebagai penyedia jasa telekomunikasi

lainnya, seperti jasa interkoneksi, layanan data dan internet;------------------

3.1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam

Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

terpenuhi;--——--moemeee - =

3.2, Unsur Pasar BersangKutan;=---=n=nsmsme e

3.2.1 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun
1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa
vang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;---

322 Bahwa pada bagian fakta-fakta tersebut di atas terungkap antara lain:-------

32.2.1. Bahwa Terlapor adalah penvedia jasa ITKP TelkomGlobal-017 yang

bersaing dengan jasa SL1 001 dan 008;

3.2.2.2. Bahwa kedua jasa dengan moda yang berbeda ini menggunakan

jaringan tetap nasional yang dimiliki secara dominan oleh Terlapor;-----

32.2.3. Bahwa kedua jasa dan jaringan tetap ini memiliki ruang lingkup

pemasaran secara nasional;
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3.2.24. Bahwa terjadi keluhan kondisi tertutupnya akses pada sisi panggilan -

outgoing SLI di residential, bisnis dan Wartel;-----

3.2.3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang diuraikan dalam bagian 1.2
hingga 1.9 di atas, pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar jasa

telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di

Indonesia;--=---=-—smommme . .

324 Bahwa yang dimaksud dengan jasa telepon internasional adalah jasa
layanan telepon outgoing melalui moda sambungan langsung internasional
(SLI) dan internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) vang lebih

dikenal dengan nama Foice over Internet Protocol (VoIP);-e=m-memamecaceaees

3.255. Bahwa jangkauan pemasaran tertentu dalam perkara ini adalah wilayah

nasional Indonesia;-—---—-=----s-mmmmmmmmeeee- e

3.2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka unsur pasar bersangkutan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;

4. Menimbang bahwa bunyi Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah

sebagai berikut: e e S - ---

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa
hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa

tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu;-----------=--=-=seem-e

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain vang memuat
persyaratan bahwa pihak yang menenma barang dan atau jasa tertentu

harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha

pemasok; -
i

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan
harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa

pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha

pemasok:
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5.1.6. Bahwa berdasarkan PKS Standar sebagaimana dimaksud angka 5.1.3. dan

5.1.4. terungkap bahwa para pihak dalam perjanjian adalah Terlapor
dengan para penyelenggara Wartel untuk PKS standar wartel, dan Terlapor

dengan Pengelols warung Telkom untuk PKS standar warung Telkom;----

o) [ Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD wartel dan
Pasal | angka 6 PKS Standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma,
PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau
koperasi sementara pra pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2

KD warung Telkom dan Pasal 1 angka 2 PKS Standar warung Telkom

adalah badan hukum, badan usak~ dan koperasi; - ==

5.1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pelaku

usaha lain dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

terpenuh; - oo e
5.2. Unsur Pelaku usaha Pemasok dan Pihak yang MENEriMa jasa;-—--========ssmmmmes

5.2.1. Bahwa vang termasuk dalam pengertian memasok adalah menvediakan
pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa

menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing);-----=-====-=--ccceeeeee -

1
]
(S ]

Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) KD wartel diatur bahwa jenis jasa
telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra
Penvelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia
termasuk didalamnya global-017 sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PKS
standar wartel diatur bahwa Terlapor menverahkan pekerjaan
penyelenggaraan ~ Wartel  kepada  Penyelenggara  sebagaimana
Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pasal ayat (2)
PKS standar wartel mengatur bahwa lingkup kerja sama dalam
penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib
yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan
komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa
telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk

didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa

telekomunikasi lainnya; --
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523. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa

pengeloaan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan
serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk
umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana Pasal 3
ayat (4) jo Pasal 7 PKS Outlet menentukan bahwa jasa dan produk yang

dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor

termasuk di dalamnya TelkomGlobal-017;

5.2.4. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung
Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pasokan jasa
telekomunikasi  termasuk didalamnya TelkomGlobal-017  dimana
penyelenggara Wartel adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi
untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak

sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau

dipasarkan di Warung Telkom; -

5:2.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur pelaku usaha pemasok

dan pihak yang menerima pasokan jasa dalam Pasal 15 avat (1) Undang-

Undang No. 5§ Tahun 1999 terpenuhi;

530 Unsur Jasa;-------mmmmmm e e e

5.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal | angka 17 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap layanan vang berbentuk pekerjaan
atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan
oleh konsumen atau pelaku usaha;----------==-semmveeee-

5.3.2. Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara

ini adalah jasa layanan telepon intemmasional melalui jaringan tetap lokal
nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari
jasa telekomunikasi pelayanan tambahan di samping pelayanan jasa
telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telépon Umum Swalayan
(PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, dalam
lingkup kerjasama penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam KD
wartel dan Pasal 3 PKS standar wartel dan sebagai i)agian dari salah satu
jasa Terlapor yang harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam

Pasal 3 (4) PKS standar warung Telkom ;
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53.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;

5.4.  Unsur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa

hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa

tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu; —ee-

54.1. Bahwa untuk memenuhi unsur “persyaratan bahwa pihak yang menerima
pasokan jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang
dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu”,
Majelis memandang perlunya dibuktikan adanya kondisi khusus yang
berupa perjanjian yang mengarah pada perintah pada penerima jasa agar

hanya memasok atau tidak memasok kembali kepada pihak tertentu dan

atau tempat tertentu;

5.4.2. Bahwa dalam Final Statement, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD
warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu
pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola/Penyelenggara
Warung Telkom untuk memasok (menjual) atau tidak memasok (tidak

menjual) jasa telekomunikasi yang diperolehnya dari Terlapor, hanya pada

konsumen tertentu dan atau hanva wilayah tertentu;---

54.3. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung
Telkom memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya unsur
memasok (menjual) atau tidak memasok (tidak menjual) jasa

telekomunikasi yang diperolehnva dari Terlapor, hanya pada konsumen

tertentu dan atau hanya wilayah tertentu;---

544, Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel sebagaimana yang
diserahkan Terlapor pada Majelis Komisi memang tidak ditemukan
klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa untuk memasok
(mcnjlual) atau tidak memasok (tidak menjual) jasa telekomunikasi yang

diperolehnya dari Terlapor, hanya pada konsumen tertentu dan atau hanya

wilayah tertentu,

5.4.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi sependapat dengan
pendapat atau keterangan Terlapor bahwa unsur adanya persyaratan bahwa

pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak
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memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan
atau tempat tertentu dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun

1999 tidak terpenuhi; sz

6. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -

6.1.  Unsur Perjanjian dengan pihak lain;-- S—

6.1.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Ur lang No. 5 Tahun 1999, yang
dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain de-go1,

nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;

6.1.2. Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern
soal penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan

Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan KD wartel sedangkan Warung

Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom;-----

6.1.3. Bahwa atas dasar pengaturan KD wartel, Terlapor memajukan bukti pada
Majelis Komisi berupa PKS standar wartel, dimana tambahan klausula atau

modifikast perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak

berteniangan dengan KD wartel tersebuf;-------

6.1.4. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan
bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom, dimana
tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh

Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom

tersebut; --

6.1.5. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar

wartel maupun PKS standar warung Telkom dimaksud senyatanya telah

diikuti dalam praktek;
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6.1.6. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah pihak
lawan dalam perjanjian yang dapat berupa badan hukum perdata atau

PEIOTANZAN ;=== = === e e e e e e e e

'

6.1.7. Bahwa dari PKS standar wartel terungkap bahwa para pihak dalam
perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel, dan

Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar warung

Telkom; —— e it

6.1.8. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD Wartel dan
Pasal 1 angka 6 PKS standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma,
PD, dan UD), yayasan, ;3rganis.1.si sosial kemasyarakatan, dan atau
koperasi, sementara para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2
KD dan Pasal | angka 2 PKS Standar warung Telkom adalah Badan

hukum, Badan Usaha dan Koperasi;

6.1.9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pihak lain

dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. § Tahun 1999 terpenuhi;-----

6.2, Unsur Pihak yang menerima jasa;---=----=mmsmommmmmmmmmeoeee .

6.2.1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) KD wartel mengatur bahwa jenis jasa
telekomunikasi produk Terlapor vyang dijual kembali oleh Mitra
Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia
termasuk didalamnya global-017, sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PKS
standar Wartel diatur bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan
penyelenggaraan ~ Wartel  kepada  Penvelenggara  sebagaimana
Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pada Pasal 3
ayat (2) PKS standar wartel ini diatur bahwa lingkup kerja sama dalam
penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib
yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan
komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa
telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk

didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa

telekomunikasi lainnya; =

6.2.2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa

pengelolaan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan
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serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk
umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana pasal 3
ayat (4) jo pasal 7 PKS Standar warung Telkom menentukan bahwa jasa
dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau

produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;---===ccemmcmueeen-

6.2.3. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung
Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pasokan jasa
telekomunikasi  termasuk  didalamnya TelkomGlobal-017  dimana
penyelenggara Wartel adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi
untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak

sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau

dipasarkan di Warung Telkom; --

6.2.4. Bahwa dengan demikian, unsur pihak yang menerima jasa dalam Pasal 15

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terpenuhi;—

6.3.  Unsur Jasa; —_— -

6.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan
vang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;----------

6.3.2, Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara
ini adalah jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal
nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari
jasa telekomunikasi pelayanan tambahan di samping pelayanan jasa
telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan
(PTUS) dengan komputer untuk percakapan lckal dan interlokal, dalam
lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3
PKS standar wartel dan sebagai bagian dari isaiah satu jasa Terlapor yang
harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom rnalf;pun dalam pasal 3 (4) PKS

standar warung Telkom; i

6.3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat
(2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;
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6.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan membeli barang lain adalah barang yang

6.4.  Unsur barang dan atau jasa lain;

berbeda baik dari sifat wujud, fisik, fungsi dan dari barang yang diterima
oleh pihak lain sedemikian rupa sehingga barang yang diterima oleh pihak

lain itu masih dapat dimanfaatkan tanpa harus bergantung pada keberadaan

barang lain tersebut; -

6.4.2. Bahwa yang dimaksud dengan membeli jasa lain adalah membeli Jjasa yang
berbeda fungsi dan peruntukannya dari jasa yang diterima oleh pihak
yang menerima barang sedemikian rupa sehingga jasa yang diterima oleh

pihak lain itu masih dapat dinikmati tanpa harus bergantung pada

keberadaan jasa lain tersebut;

6.4.3. Bahwa dalam Final Statement, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD
warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu
pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola/Penyelenggara
Warung Telkom untuk adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima

jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku

uSaha PeMASOK;=mmm e

6.4.4. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung
Telkom memang tidak ditemukan adanya klausula yang mengatur
mengenai persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus
bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa telekomunikasi
yang ditawarkan pelaku usaha pemasok sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (4) yang menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di
warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk

didalamnya TelkomGlobal-017;-—===-=smmsmmmmmee e

6.4.5. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel memang tidak ditemukan
' Klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima

-jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa
itelekomunikasi dari pelaku usaha pemasok, yaitu (a) pelayanan jasa
‘telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan

(PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b)

Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa. telekomunikasi
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internasional termasuk didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex

dan jasa telekomunikasi lainnya;

6.4.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau keterangan
Terlapor bahwa unsur barang atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;

6.5.  Unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu

harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-

6.5.1. Bahwa untuk memenuhi unsur “persyaratan bahwa pihak yang menerima
barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dar at=i. jasa
lain dari pelaku usaha pemasok™, Majelis Komisi memandang perlunya
dibuktikan adanya perjanjian yang mengarah pada kewajiban bagi

penerima jasa untuk bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari

pelaku usaha pemasok;

6.5

)

Bahwa dalam Final Statement, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD
warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu
pasalpun yang mengatur dan |11cwajibkal.1 Pengelola atau Penyelenggara
Warung Telkom untuk adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima

jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku

usaha pemasok; S— -

6.5.3. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung
Telkom memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya
persyaratan bahwa pihak vang menerima jasa tertentu harus bersedia

membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasck;-------=-------

6.5.4. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel sebagaimana yang
diserahkan Terlapor pada Majelis Komisi memang tidak ditemukan
klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima

jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku

usaha pemasok;

6.5.5. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau keterangan
Terlapor bahwa unsur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima

barang dan atau jasa harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari
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pelaku usaha pemasok sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;

7. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf a tentang Perjanjian mengenai harga
atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan
bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha

pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha

pemasok mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

7.1.  Unsur Perjanjian dengan pelaku usaha lain; -

7.1.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang
dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan

nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;

Tl 2 Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern
soal penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan
Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan KD wartel, sedangkan

Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom;--------------m-mnmnum

7.1.3. Bahwa atas dasar pengaturan KD wartel, Terlapor memajukan bukti pada
Majelis Komisi berupa PKS standar wartel, dimana tambahan klausula atau

modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak

bertentangan dengan KD wartel tersebut;

7.1.4. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan
bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom, dimana
tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh

Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom

tersebut; ——- —

LA Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar

wartel maupun PKS standar warung Telkom dimaksud senyatanya telah

diikuti dalam praktek;

7.1.6. Bahwa dari PKS standar wartel terungkap bahwa para pihak dalam
perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel, dan
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Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar Warung

Telkom;

7.1.7. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD Wartel dan
Pasal 1 angka (6) PKS standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma,
PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau
koperasi, sedangkan para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2
KD warung Telkom dan Pasal 1 angka (2) PKS Standar warung Telkom
adalah Badan hukum,Badan Usaha dan Koperasi;-—-----------=-=---=--

7.1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pelaku

usaha lain dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun

1999 terpenuhi;
7.2, Unsur Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertenfu;------------------

7.2.1. Bahwa dalam penyelenggaraan Wartel yang diatur berdasarkan KD wartel,
Terlapor mengadakan perjanjian kerjasama (PKS Kemitraan) dengan
Penyelenggara Wartel, sementara untuk pengelolaan Warung Telkom vang
diatur berdasarkan KD warung Telkom, Terlapor mengadakan perjanjian

kerjasama (PKS Pengelolaan) dengan Pengelola Warung Telkom;-----------

7.2.2. Bahwa status sambungan layanan Penyelenggara Wartel diatur dalam Pasal

8 KD wartel yang menyatakan sebagai berikut: -—--

“Status  sambungan layanan telekomunikasi untuk Wartel adalah
sambungan telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya pasang
baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis"';--------

sementara Pasal 9 KD Warung Telkom mengatur bahwa:----------eeecemeenee-

“status sambungan layanan telekomunikasi untuk WarungTelkom adalah
Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan
abonemen bulanan’;

Dua pasal ini menunjukkan bahwa perbe(l‘]aan status sambungan layanan
telekomunikasi menyebabkan perbedaan besanya beban biaya
pemasangan dan beban abonemen sebagaiéharga yang harus dibayar oleh
pihak pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian kerjasama (PKS)
dengan Terlapor. Jika pada PKS Wartel, pelaku usaha harus membayar

biaya pasang baru dan abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan
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bisnis maka pada PKS standar Warung Telkom, pelaku usaha tidak perlu

membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan ---

7.2.3. Bahwa perbedaan beban pembayaran ini menunjukkan adanya klausula
mengenai harga tertentu yang dikeluarkan Terlapor guna mengkategorisasi
status pelaku usaha penerima jasa sebagai pihak lain dalam PKS yang juga
menentukan jenis jasa yang boleh dan tidak boleh dijual atau dikelola olen
penerima jasa. Jika dalam Wartel Mitra penyelenggara Wartel dapat
menjual produk penyelenggara jasa telekomunikasi lain sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 KD Wartel, maka pada Warung Telkom, pengelola
Warung Telkom tidak dapat menjual atau mengelola produk jasa operator
lain selain jasa atau produk Terlapor sebagai kompensasi dari tiadanya
beban membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan yang notabene

lebih ringan daripada beban yang harus dibayar oleh Mitra Penyelenggara

Wartel; ——

7.2.4. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian harga atau potongan harga

tertentu dalam perjanjian Warung Telkom sebagaimana diatur dalam Pasal

15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 terpenuhi;
7.3.  Unsur Pelaku usaha pemasok dan pelaku usaha penerima jasa;--------=--=-------

2341, Bahwa yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan
pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa

menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing);------=-===-------------——-

7.3:2. Bahwa pasal 7 ayat (1) KD wartel diatur bahwa jenis jasa telekomunikasi
produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel
adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk didalamnya
global-017, sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PKS standar Wartel diatur
bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada
Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk
menyelenggarakan Wartel. Pada Pasal 3 ayat (2) PKS standar wartel ini
diatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi:
(a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon
Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan

interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa
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telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon global-017,

telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya; ----

7.3.3, Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar waruns Telkom, diatur bahwa
pengeloaan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan
serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk
umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap, dimana pasal
3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS standar warung Telkom menentukan bahwa jasa
dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau

produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-------=----==-=--—-

7.3.4. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar .warung
Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pemasok jasa
telekomunikasi  termasuk  didalamnya  TelkomGlobal-017  dimana
penyelenggara Wartel adalah pihak vang menerima jasa telekomunikasi
untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak

sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau

dipasarkan di Warung Telkom;

~
s
;J'I

Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha yang memasok dan pelaku

usaha yang menerima pasokan jasa dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;

T4, UNSUT JASA;mmnnmmmmmmmmmmm e e

74.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan
yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;----------

74.2. Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara
ini adalah jasa telepon internasional melalui jaringan tetap lokal
nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari ‘
jasa telekomunikasi pelayanan tambahan disamping pelayanan jasa ‘
telekomunikasi wajib vaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan
(PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, dalam
lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3

PKS stal.ldar wartel dan sebagai bagian dari salah satu jasa Terlapor yang
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harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam Pasal 3 (4) jo Pasal 7
PKS standar Warung Telkom PKS standar warung Telkom;-------------—----

7.4.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat
(3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;---------cameceeev

7.5.  Unsur barang dan atau jasa lain;

7.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan membeli barang lain adalah barang yang
berbeda baik dari sifat wujud, fisik, fungsi dan peruntukan dari barang
vang diterima ~leh pihak lain sedemikian rupa sehingga barang yang

diterima oleh pihak lain itu masih dapat dimanfaatkan tanpa harus

bergantung pada keberadaan barang lain tersebut;

152 Bahwa yang dimaksud dengan membeli jasa lain adalah membeli jasa yang
berbeda fungsi dan peruntukannya dari jasa yang diterima oleh pihak yang
menerima jasa itu sedemikian rupa sehingga jasa yang diterima oleh pihak

lain itu masih dapat dinikmati dan berfungsi tanpa harus bergantung pada

keberadaan jasa lain tersebut;—-——----mmmmmmmmmm e

-~
tn
9%

Bahwa dalam Final Statement, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD
warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom fidak ada satu
pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola/Penyelenggara
Warung Telkom untuk adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima

jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku

usaha pemasok; =

7.54. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung
Telkom memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya
persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia
membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa telekomunikasi yang
ditawarkan pelaku usaha pemasok sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (4)
jo Pasal 7 PKS standar warung Telkom yang menentukan bahwa jasa dan
produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk

Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;
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1.515. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel memang tidak ditemukan
klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima
Jjasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa
telekomunikasi dari pelaku usaha pemasok yaitu (a) pelayanan jasa
telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan
(PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b)
Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan vyaitu jasa telekomunikasi

internasional termasuk didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex

dan jasa telekomunikasi lainnya; ——

7.5.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau Keterangan
Terlapor bahwa unsur barang atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;

8. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf b tentang Perjanjian mengenai harga
atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, vang memuat persyaratan
bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha
pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari

pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok mengandung

unsur-unsur sebagai berikut;---- S ——

81.  Unsur Perjanjian dengan pelaku usaha lain; -

8.1.1. Bahwa menurut Pasal | angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang
dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan

nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-—- --

o
2

Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern
mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel
dan Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan KD wartel, sedangkan
Warung Telkom diatur berdasarkan Kb warung Telkom;—--------=--uuueeee

8.1.3. Bahwa atas dasar pengaturan KD wartel, Terlapor memajukan bukti pada
Majelis Komisi berupa PKS standar wartel, dimana tambahan klausula atau
modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak

bertentangan dengan KD wartel tersebut.
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8.1.4. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan

bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom, dimana
tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh

Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom

1055710 1] e ——— B )

8.1.5. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar

wartel maupun PKS standar warung Telkom dimaksud senyatanya telah

ditkuti dalam praktek.;—----------- -- .

8.1.6. Bahwa dari PKS standar wartel terungkap bahwa para pihak dalam
perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel, dan

Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar

WarungTelkom;-- -

8.1.7. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD Wartel dan
Pasal | angka (6) PKS standar wvartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma,
PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau
koperasi, sementara para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2
KD warung Telkom dan Pasal | angka (2) PKS Standar warung Telkom

adalah Badan hukum, Badan Usaha dan Koperasi. --------=e==eeeeeeemeeee-

B.1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pelaku

usaha lain dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun

1999 terpenuhi; o e e e e i S R S
8.2, Unsur Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu;-----=------------

8.2.1. Bahwa dalam penyelenggaraan Wartel yang diatur berdasarkan KD wartel,
Terlapor mengadakan perjanjian kerjasama (PKS Kemitraan) dengan
Penyelenggara Wartel, sementara untuk pengelolaan Warung Telkom yang
diatur berdasarkan KD warung Telkom, Terlapor mengadakan perjanjian

kerjasama (PKS Pengelolaan) dengan Pengelola Warung Telkom;-----------

8.2.:2. Bahwa status sambungan layanan Penyelenggara Wartel diatur dalam Pasal

8 KD wartel yang menyatakan sebagai berikut:

“Status sambungan layanan telekomunikasi untuk Wartel adalah
sambungan telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya pasang
baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis " ;—--—--
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sementara Pasal 9 KD Warung Telkom mengatur bahwa:-------=-emeemmmeeeec

“status sambungan layanan telekomunikasi untuk WarungTelkom adalah
Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan
abonemen bulanan”;--- .

Dua pasal ini menunjukkan bahwa perbedaan status sambungan layanan
telekomunikasi menyebabkan perbedaan besarnya beban biaya
pemasangan dan beban abonemen sebagai harga yang harus dibayar oleh
pihak pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian kerjasama (PKS)
dengan Terlapor. Jika pada PKS Wartel, pelaku usaha harus membayar
biaya pasang baru dan abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan

bisnis maka pada PKS standar Warung Telkom, pelaku usana tidak perlu

membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan

8.2.3. Bahwa perbedaan beban pembayaran ini menunjukkan adanya klausula
mengenai harga tertentu vang dikeluarkan Terlapor guna mengkategorisasi
status pelaku usaha penerima jasa sebagai pihak lain dalam PKS yang juga
menentukan jenis jasa yang boleh dan tidak boleh dijual atau dikelola oleh
penerima jasa. Jika dalam Wartel Mitra penyelenggara Wartel dapat
menjual produk penyelenggara jasa telekomunikasi lain sehagaimana
diarur dalam Pasal 2 KD Wartel), maka pada Warung Telkom, pengelola
Wartel tidak dapat menjual atau mengelola produk jasa operator lain selain
jasa atau produk Terlapor sebagai kompensasi dari tiadanya beban
membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan yang notabene lebih

ringan daripada beban yang harus dibayar oleh Mitra Penyelenggara

Wartel;--- -—

8.24. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian harga atau potongan harga
tertentu dalam perjanjian Warung Telkom sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;—
8.3.  Unsur Pelaku usaha pemasok dan pelaku usaha penerima jasa;--—------——--------

8.3.1. Bahwa yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan

pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa

menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing);
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83.2 Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) KD wartel diatur bahwa jenis jasa
telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra
Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia
‘termasuk didalamnya global-017, sedangkan dalam Pasai 3 ayat (1) PKS
standar Wartel diatur bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan
penyelenggaraan ~ Wartel kepada  Penyelenggara  sebagaimana
Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pada Pasal 3
ayat (2) PKS standar wartel ini diatur bahwa lingkup kerja sama dalam
penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib
yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan
komputer ua.uk percikapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa
telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasionai termasuk

didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa

telekomunikasi lainnya;

8.3.3. Bahwa dalam Pasal | angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa
pengeloaan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan
serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk
umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana pasal 3
ayat (4) jo Pasal 7 PKS standar warung Telkom menentukan bahwa jasa
dan produk vang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau

produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-=--=smsaeammcaaaas

834 Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung
Telkom, Terlapor bertindak sebagai penvedia produk atau pemasok jasa
telekomunikasi  termasuk  didalamnya  TelkomGlobal-017  dimana
penyelenggara Wartel atau pengelola Warung Telkom adalah pihak yang
menerima jasa telekomunikasi untuk dijual kembali sementara pengelola

Warung Telkom bertindak sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor

untuk dikelola atau dipasarkan di Warung Telkom;

8:3.5. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha yang memasok dan pelaku

usaha yang menerima pasokan jasa dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;

8.4.  Unsur jasa;
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Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun

1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan
yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;----------

Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara
ini adalah jasa layanan telepon intemasional melalui jaringan tetap lokal
nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari
jasa telekomunikasi pelayanan tambahan disamping pelayanan insa
telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan
(PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, dalam
lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3
PKS standar wartel dan sebagai bagian dari salah satu jasa Terlapor yang
harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam Pasal 3 (4) jo Pasal 7
PKS standar Warung Telkom; ————

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat

(3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;---------——-—-———.

Unsur persyaratan pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari
pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama

atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha

pemasok;-

Bahwa untuk memenuhi unsur di atas Majelis Komisi memandang
perlunya dibuktikan adanya (1) jasa yang sama atau sejenis dari pelaku

usaha pesaing dan (2) tidak akan membeli jasa itu;-—---mmseoeeeceeee
Unsur Jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pesaing;----------------

Bahwa jasa yang terlapor hasilkan dan sediakan sebagai jasa layanan
telepon internasional melalut jaringan tetap lokal dalam hal ini di
Wartel dan Warung Telkom ;'idalah Jasa TelkomGlobal-017 yang
berbasis pada teknologi ITKP :yang diproduksi sejak tanggal 25 Juli
2001 berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. 159 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;---------
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8522 Bahwa jasa telepon internasional lain yang ada di-Wartel ketika jasa
Terlapor ini diluncurkan adalah jasa SLI-001 dan SLI-008 produk dari

Indosat yang merupakan pesaing dalam pasar jasa telepon

internasional;-----=smmmmemeeen-

8.5.2.3. Dengan demikian, oleh karena jasa SLI adalah jasa yang disubsitusi dan
disaingi oleh jasa Terlapor sebagaimana dijelaskan pada angka 1.2.,

1.3.,1.4., dan 1.8, maka unsur jasa yang sama atau sejenis Terpenuhi;—

8.5.3. Unsur persyaratan untuk tidak akan membeli jasa itu;

8.5.3.1. Bahwa dalam perjanjian Wartel sebagaimana diatur dalam KD wartel
dan PKS standar wartel memang tidak ditemukan klausula yang
mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu
tidak akan membeli jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain
yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok sehingga unsur

“persyaratan untuk tidak akan membeli jasa itu” di penyelenggaraan

Wartel tidak terpenuhi;

B.53.2 Bahwa KD warung Telkom mengatur dalam Pasal 2 ayat (3) angka 2

bahwa: --

“Warung Telkom harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh
Telkom sebagai berikut:

Angka 2 “produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan
pelayanan Telkom™;

Pada Pasal 7 ayat (1) angka 1 hurufc

“Jenis jasa telekomunikasi yang dijual di Warung Telkom terdiri dari:
angka 1. Produk jasa teleponi dasar: huruf ¢. TelkomGlobal-077"";-—---

8.5.33. Bahwa kemudian PKS standar warung Telkom mengatur dalam Pasal 3

ayat (4) bahwa:

“jasa dan atau produk yang dipasarkan di Warung Telkom adalah jasa
dan atau Produk Telkom'';-

Pasal 15 ayat (1) hurufh

“Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh
TELKOM tanpa adanya tuntutan dari Pengelola, apabila Pengelola:
(h) melakukan kerjasama dengan Operator lain, termasuk
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menggunakan produk dan atau jasa operator lain dalam bentuk apapun
di lokasi Qutlet Warung Telkom ;-

8.5.3.4. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.8.10 dan 8.5.2.2, jasa SLI
vang merupakan jasa telepon internasional yang ada di Wartel ketika

KD warung Telkom diberlakukan adalah jasa SLI 001 dan SLI 008

milik Idosat s e s s e e e e LS

o
in
i
i

Bahwa hal ini berarti bahwa ketika ketentuan dan klausula wajibnya
pengelola Warung Telkom hanya menjual jasa Terlapor dengan sanksi
pemutusan secara sepihak oleh Terlapor jika m™ercgunakan jasa
operator lain diberlakukan, maka pengelola Warung Telkom menjadi
tidak boleh membeli atau mengelola jasa telepon internasional operator

lain yang sejenis yaitu SLI1 001 dan atau SLI 008 milik PT Indosat;------

8.5.3.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur persyaratan
bahwa pihak yang menerima jasa tertentu tidak akan membeli jasa yang

sama atau sejenis dari pelaku usaha lain vang menjadi pesaing dari

pelaku usaha pemasok terpenuhi;---=--=----=---sseeeeeeees

9. Bahwa selanjutnya Terlapor mengajukan argumen dalam 2 (dua) kali

kesempatan memberikan keterangannya dan dalam Pernyataan Akhir bahwa

Warung Telkom merupakan: ==

9.1.  Perjanjian keagenan; T e

9.2.  OQutlet Terlapor;--------mm-mememememem -

9.3.  Bahwa Pasal 15 haruslah dihubungkan dengan pasal 8 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999;

10. Bahwa untuk menjawab argumentasi pertama, Majelis Komisi memandang

perlu untuk menilai dan memeriksa isu hukum:

“apakah KD warung Telkom dan PKS standar Warung Telkom merupakan
perjanjian keagenan sebagai perjanjian yang mengecualikan berlakunya
Undang-Undang No. 5 Tahun 19997 ",

10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999:

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian
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dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok

kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada

harga yang telah diperjanjikan;- -

10.2. Bahwa yang dimaksud dengan keagenan adalah perjanjian antara agen
(penerima hak) yang dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang
bertindak tidak atas namanya sendiri, melainkan bertindak untuk dan atas

nama pihak yang menunjuknya (prinsipal) untuk melakukan pembelian,

penjualan atau pemasaran;-- o -

10.3.  Bahwa kedudukan agen sebagai wakil dari prinsipal berarti segala perbuatan
dari agen harus puala dianggap sebagai perbuatan dari prinsipal sehingga
tanggung gugat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh agen juga

menjadi tanggung gugat (liability) dari prinsipal;-

10.4. Bahwa pada KD warung Telkom dan PKS standar Warung Telkom, Terlapor
bertindak sebagai pemasok jasa sedangkan pengelola Warung Telkom
bertindak sebagai penerima pasokan yang hanya mengelola jasa dan Produk

Terlapor, serta tidak diperkenankan menerima atau mengelola produk jasa

operator lain; -

Bahwa untuk masalah pertanggunggugatan, Terlapor menyatakan melepaskan
dini dari beban tanggung gugat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan

oleh agen sebagaimana diatur dalam PKS standar Warung Telkom, khususnya

Pasal 5 ayat (2) huruf k yang berbunyi:

“disamping kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian
ini, hal-hal sebagai berikut menjadi kewajiban Pengeloia: k. Bertanggung
Jawab atas segala akibat yang timbul dalam pemasaran produk Telkom *;-----

Selanjutnya, huruf r juga menentukan: -

“membebaskan TELKOM dari tuntutan pengguna atas kesalahan yang
dilakukan oleh Pengelola dalam Pengelolaan Warung Telkom "-----—--------

10.5. Bahwa tidak adanya beban pertanggunggugatan pada prinsipal dalam hal ini
Terlapor, sebagai pemasok jasa menunjukkan bahwa PKS standar warung

Telkom tidak memenuhi unsur utama dari perjanjian keagenan sehingga tidak

dapat dianggap sebagai perjanjian keagenan;-
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10.6. Bahwa di samping itu, dalam PKS tersebut tidak ada satu klausula pun yang

menyatakan bahwa pengelola Warung Telkom adalah agen dari Terlapor. Hal
ini juga dipertegas dari keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa

perjanjian PKS bukan perjanjian _keagenan meskipun dari sudut

eksklusifitasnya memenuhi persyaratan perjanjian keapenan atau lebih berat

pada perjanjian keagenan daripada perjanjian distributor;

10.7. Bahwa seandainyapun (quad non) PKS standar Warung Telkom memenuhi
kualifikasi sebagai perjanjian keagenan hal ini tidak dibenarkan dilakukan
dalam pelayanan jasa telekomunikasi karena adanya kewajiban pada operator
yang telah melakukan interkoneksi untuk menjamin kebebasan akses

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang

berbunyi sebagai berikut:

“penyelenggara  jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan
penggunanya memilih  jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan
kebutuhan telekomunikasi.”;

bahwa pada bagian penjelasan diatur bahwa bila jaringan telekomunikasi
terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang
sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya untuk

memilih salah satu dari jaringan yang terhubung tadi melalui penomoran yang

ditentukan;

bahwa pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan

atau jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya;---

bahwa dalam pelaksanaannya, penyelenggara jaringan dan/atau jasa

telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan

penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;

Bahwa apabila terjadi hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat

yang dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun pengguna;-----— e

10.8. Bahwa pasal tersebut di atas mempertegas kewajiban para penyelenggara

telekomunikasi yang masingfl—masing telah terhubung jaringannya dengan

perjanjian interkoneksi untuk:
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10.9.1.  menjamin tetap tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain yang

telah terkoneksi itu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi konsumen

atau pengguna;

10.9.2.  atas tersedianya pilihan jasa itu, konsumen atau pengguna dijamin untuk

memilih jenis jasa dari jaringan mana yang akan digunakannya;--------------

10.9.3.  Jika pengguna atau konsumen telah memilih satu jenis jasa dari satu
Jaringan penyelenggara untuk mengadakan komunikasi telepon, maka tidak
dibenarkan melakukan routing atau perubahan rute hubungan dari

pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;--

10.10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999,
interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari
penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Untuk melaksanakan

keterhubungan, para penyelenggara jaringan telekomunikasi melakukan

Perjanjian Kerja Sama (PKS);-—-

10.11. Bahwa PT. Indosat sebagai operator penyedia jasa telepon internasional

melalui akses jaringan tetap lokal nasional dengan nama produk SLI-001,

telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan Terlapor; -

10.12. Bahwa Terlapor sebagai penyedia jaringan tetap lokal dan jasa telepon lokal
yang telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan PT. Indosat sebagai
penvedia jasa SLI dan jaringan tetap sambungan internasional berdasarkan

pasal 19 dan penjelasannya, berkewajiban untuk menjamin konsumen atau

penggunanya untuk:  —

10.12.1. tetap tersambungnya atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008 Indosat

sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007 milik Terlapor;

10.12.2.  kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa telepon internasional, baik yang

menggunakan kode akses 001, 008, 017 maupun kode akses 007;------------

10.12.3. tidak akan melakukan routing atau perubahan rute hubungan ke jaringan

penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;

10.13. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk perjanjian termasuk juga
keagenan yang mengarah pada penutupan atau tertutupnya akses di antara
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penyelenggara telekomunikasi yang telah berinterkoneksi merupakan

hambatan persaingan yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
seperti diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang

berbunyi:----

(1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan
kegiatan yang dapar mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara
teleROMUNIKAS iy e e e e .

(2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ",

Selanjutnya dalam Bagian Penjelasan ayat (1) d*tec:.kan bahwa:-------—--

Pasal ini dimaksudkan agar terjadi kompetisi yang sehat antara
penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya. Peraturan
perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaanny, -

10.14. Bahwa jaminan atas tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain di
jaringan Terlapor setelah adanya interkoneksi dibenarkan oleh Dirjen Postel
dalam keterangannya di pemeriksaan sehingga tidak dibenarkan adanya PKS
standar Warung Telkom yang berisi larangan atau tertutupnya akses
(blocking) penggunaan jasa SLI operator lain yang berakibat pada tiadanya
kebebasan pengguna Telekomunikasi untuk memilih jaringan telekomunikasi
lain untuk berkomunikasi hal mana terungkap dalam Surat Teguran Dirjen
Nomor 153/Dittel/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 setelah menerima keberatan
APWI BATAM, pada Direksi Terlapor yang isinya mewajibkan Terlapor

untuk menyelenggarakan Warung Telkom berdasarkan prinsip:------------------

Penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  wajib  menjamin  kebebasan
penggunanya memilili jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan
kebutuhan telekomunikasi.

10.15. Bahwa dengan demikian Warung Telkom sebagai tempat yang hanya menjual
atau mengelola jasa atau produk Terlapor termasuk didalamnya
TelkomGlobalSave-017 yang menyebabkan tidak tersedianya jasa telepon
milik operator lain yang telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan
Terlapor tidak dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang
No. 36 Tahun 1999 sehingga jika Warung Telkom dipandang oleh Terlapor
sebagai bentuk perjanjian keagenan berarti bahwa keagenan seperti ini tidak
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dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun
1999;-----

19.16. Bahwa oleh karena tidak dibenarkan adanya keagenan dalam pelayanan jasa

[ B

i1.2,

telekomunikasi oleh Operator yang sudah melakukan perjanjian interkoneksi
dengan operator lain maka Majelis Komisi berkesimpulan bahwa argumen
Terlapor yang menyatakan Warung Telkom sebagai perjanjian keagenan yang

mengecualikan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak dapat

diterima;-------— - i

. Bahwa untuk menjawab argumentasi kedua, Majelis Komisi memandang perlu

untuk menulai dan ruemeriksa isu hukum;

"Apakah warung Telkom sebagai Outlet Terlapor dapat dibenarkan berdasarkan
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”:--

Bahwa KD Warung Telkom pada pokoknya menyatakan;

1. Warung Telkom adalah owrler Telkom yang pengelolanya diserahkan ke

badan usaha lain; =

1.2 Outlet Telkom adalah saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk

Telkom kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang disediakan

untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom untuk umum yang

ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap; o

3. lingkup kerjasama warung Telkom adalah berupa penjualan produk jasa
dan pelayanan Telkom, penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen

Brand Warung Telkom dan Pembinaan Manajemen Warung Telkom;—----

.14, bahwa di warung Telkom, sambungan telekomunikasi hanya menggunakan

Jjaringan akses Telkom sementara produk dan pelayanan yang dijual hanya

produk dan pelayanan Telkom; b

Bahwa klausula PKS yang mewajibkan Pengelola untuk hanya menjual Tiasa
Terlapor dan atau tiadanya fasilitas operator lain sebagai kondisi y:ang
diterapkan oleh Terlapor pada para pengelola Warung Telkom faktanya
menutup akses dan tidak memungkinkan penggunaan jasa telepon
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internasional milik operator lain oleh konsumen atau pengguna

telekomunikasi;--

11.3. Bahwa dengan demikian analisa, alasan, dan kesimpulan Majelis Komisi yang
tidak membenarkan tertutupnya akses karena adanya kewajiban menjamin
terpenuhinya jasa telekomunikasi in casu jasa telepon internasional bagi
pengguna atau konsumen jasa dan jaringan telepon yang telah terinterkoneksi
sebagaimana digunakan dalam menanggapi argumen keagenan secara mutatis
mutandis berlaku dalam menanggapi argumen Warung Telkom sebagai

Outlet, sehingga argumen Terlapor mengenai masalah ini tidak dapat

diterima;

12. Selanjutnya, dalam Pernyataan Akhir Terlapor menyatakan pada pokoknya
bahwa pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 mengatur
mengenai larangan resale price fixing yang harus.dihubungkan dengan pasal 8

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa Pasal 15 ayat (3) menyatakan:----

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan
harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa

pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:-

a.  harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha

pemasok; atau -

b.  ridak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari

pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;—-----
Sementara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:----

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memual persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual
atau memasok kembali baranfc; dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga

yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dari kalimat harga yang telah diperjanjikan dalam pasal 8 tersebut di atas berarti
bahwa harga pasok/jual jasa oleh pelaku usaha lain, dalam hal ini
Pengelola/penyelenggara Warung Telkom, kepada konsumen atau disebut resale

price fixing, tidak dilarang untuk diperjanjikan. Adapun yang dilarang adalah
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membuat perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha lain, dalam
hal ini Pengelola/penyelenggara Warung Telkom, memasok/menjual jasa kepada
konsumen dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah

diperjanjikan (resale price fixing).

Selanjutnya, dari kalimat “dapar mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehar” dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, nyata bahwa
perjanjian mengenai harga atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan
tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, dilarang apabila perjanjian tersebut nyata-nyata dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

13. Bahwa menurut Terlapor sampai saat ini tidak ditemukan adanya bukti-bukti
vang konklusif dan sah menurut hukum bahwa warung Telkom telah
mengakibatkan timbulnya suatu persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor
dengan pelaku usaha (operator) penyedia jasa telekomunikasi lainnya, sehingga
dengan demikian, Terlapor tidak melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999;

14. Bahwa untuk menanggapi argumen ini Majelis Komisi akan menganalisa isu
hukum™ apakah pasal 15 ayat (3) mengatur resale price fixing sehingga
daripadanya harus pula menggunakan penafsiran pasal 8 yang mempersyaratkan
bahwa pelaku usaha lain memasok/menjual jasa kepada konsumen dengan harga

yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (resale price fixing)

.

yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.’

14.1. Bahwa Pasal 15 ayat (3) mengatur:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan
harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa

pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha

pemasok:

a.  harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha

pemasok; atau

b.  tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari

pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;—--
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14.2. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:----

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan
menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya,

dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan

14.3.  Bahwa jika diperhatikan sebenarnya terdapat perbedaan substansi pengaturan
antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
Pasal 15 ayat (3) mempersyaratkan bahwa pelaku usaha penerima jasa untuk:
(a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa-' lain dari pelaku usaha
pemasok; atau (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau

sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha

pemasok; -

Sementara Pasal 8 mempersyaratkan bahwa penerima barang dan atau jasa
tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang
diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah

diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha

Tk, SRl s mmemm iy it i p—

14.4. Bahwa jika pada Pasal 8 pelaku usaha melarang penerima jasa untuk menjual
kembali jasa itu di bawah harga yang disepakati, pada Pasal 15 ayat (3)
pelaku usaha dengan “keringanan™ harga yang dikenakannya mengharuskan
penerima jasa untuk membeli jasa lain milik pelaku usaha itu atau tidak
membeli jasa yang sama dari pelaku usaha lain. Jadi terdapat perbedaan
substansi, dimana Pasal 8 mengatur mengenai harga jual kembali (resale
price fixing/maintenance) sementara Pasal 15 ayat (3) mengatur mengenai

persyaratan untuk melakukan atau tidak melakukan pembelian;-------—--e-unnex

14.5. Dengan demikian, Pasal 15 ayat (3) bukanlah pasal resale price fixing
sebagaimana dimaksud pasal 8 sehingga kepadanya tidak dapat pula
ditafsirkan seperti pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam
kaitan dengan perkara ini, Terlapor terbukti melanggar pasal 15 ayat (3) huruf
b. Oleh karena pasal 8 tidak dapat diterapkan sebagai dasar pembahasan,
maka majelis berkesimpulan tidak perlu mempertimbangkan unsur harga
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jual kembali (resale price fixing) atau unsur mengakibatkan terjadinya

persaingan usaka tidak sehat.

15. Menimbang bahwa bunyi Pasal 19 adalah sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berup:-----—m- -

a.  Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan

kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau---------——————.

b.  Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk

tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ifu;

atau

€. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada

pasar bersangkutan; atau--—-- -
d.  Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.~---——--

16. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a., b, ¢ dan d. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-

16.1. Unsur pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka
menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan

kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan;

16.2.  Unsur pasar bersangkutan dan kegiatan usaha yang sama;

16.2.1.  Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2, pasar bersangkutan pada

perkara ini adalah pasar jasa telepon internasional yang diakses melalui

jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;
i

16.2.2.  Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang sama adalah kegiatan
Terlapor dan pelaku usaha lain dalam menyediakan jasa layanan telepon

internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di

Indonesia;
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16.3.  Unsur pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka

menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang

sama pada pasar bersangkutan;

16.3.1.  Bahwa maksud dari unsur ini adalah terdapatnya satu atau beberapa
kegiatan dalam bentuk tindakan, atau persyaratan perjanjian oleh Terlapor
dalam rangka membuat seorang atau suatu pelaku usaha (tertentu) menjadi
tidak dapat menjalankan usaha pelayanan jasa telepon internasional

(outgoing) melalui moda ITKP dan SLI yang diakses melalui jaringan tetap

lokal nasional di Indonesia;

16.3.2.  bahwa bentuk tindakan dalam perkara ini adalah perbuatan atau tindakan
Terlapor sebagai pelaku usaha yang sejak 25 Juli 2001 menyediakan jasa
TelkomGlobal-017 dalam rangka membuat PT Indosat tidak dapat
menyediakan jasa SLI 001 dan atau 008 di jaringan tetap yang

sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2.2.2 secara dominan dimiliki

Terlapor;
16.3.3.  Perihal Penutupan Akses SLI-Indosat di Residensial,Bisnis dan Wartel-----

16.3.3.1. Bahwa pada bagian fakta angka 1.9. terungkap bahwa pada akhir tahun
2001, muncul keluhan Indosat atas tertutupnya akses 001 bagi
konsumen atau pengguna telepon lokal Terlapor yang ingin
mengadakan komunikasi telepon internasional yang terjadi di sejumlah

wilayah nasional Indonesia yang meliputi konsumen atau pengguna

telepon di jenis residensial, bisnis serta Wartel;

16.3.3.2. Untuk regional Barat, terdapat keluhan tertulis di wilayah Batam, Riau
kepulauan, Medan dan Aceh dari :

= pelanggan potensial indosat;

« para pcngclolia Wartel,
« APWI/BPW kabupaten Kerinci, Kodya Batam, Sumatera Utara; -------

16.3.3.3. Keluhan dari pElanggan terjadi juga di regional tengah yaitu di wilayah
Pontianak, Balikpapan, Jakarta, dan Surabaya; serta di regional Timur

yaitu di wilayah Bali dan Makassar.;
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16.3.3.4. Pelanggan residensial dan pelanggan bisnis Terlapor yang
mengirimkan keluhan tertulis selalu menyebut tanggal awal mereka
gagal dan tidak dapat menggunakan SLI 001. Hal ini menunjukkan

bahwa sebelumnya mereka adalah pelanggan yang biasa atau sudah

pernah menggunakan SLI 001 dengan lancar; ——

16.3.4. Bahwa untuk keluhan tertutupnya akses SLI-00! dari para pengelola
Wartel, telah diadakan survey lapangan pada tanggal 8 Agustus 2002 oleh
Tim dari Ditjen Postel dan PT. Indosat di Batam yang hasilnya adalah (1)
temuan di Wartel Raudah, sambungan 001 yang dialihkan ke 017 (tidak
ada record di SGI) dan tarif dibebankan sesuai rate SLI-017 (2) temuan di
Wartel Bakar-Mas, sambungan SLI 001 tidak berhasil dan muncul di layar
monitor “nomor illegal” (3) Yantel Telkom: pelayanan SLI-001 telah
ditutup sejak dioperasikan SLI-017, muncul di layar monitor “incorrect
dialing”™ (4) semenjak bulan April 2002, pelanggan di kawasan Industri
yaitu PT Citra Tubindo tidak dapat mengakses SLI-001 lagi serta

ditawarkan oleh Telkom agar menggunakan SLI-107;

16.3.5.  Atas kondisi ini Dirjen telah mengirimkan surat No. 1736/Ditel/VIII/2002
tanggal 23 Agustus 2002 tentang penyelenggaraan SLI 017 oleh Terlapor
yang pada pokoknya berisi penegasan temuan itu dan mengingatkan
Terlapor untuk tidak melakukan diskriminasi (blocking) terhadap kode

akses SLI lainnya di BATAM dan sekitarnya.;---

16.3.6.  Surat dari APWI Sumatera Utara No. 0l/APWI SU/X/2002, tanggal 24
Oktober 2002 perihal pemblokiran akses telepon 001 dan 008 yang antara
lain berisi: * sejak tanggal 22 Oktober 2002 jam 16.00 WIB telah terjadi
pemutusan akses telepon 001 & 008 di beberapa Wartel khususnya di
Kandatel Medan. Urtuk menghindari keresahan di kalangan pengusaha
Wartel kami harapkan agar Telkom dapat membuka kembali akses 001
dan 008 seperti sedia kala dan apabila akses telepon 017 tersedia untuk
tetap dibuka 001 dan 008 sebagi alternatif pilihan bagi pelanggan yang

menggunakan sambungan telepon keluar negeri guna ferciptanya

pelayanan yang baik" :

16.3.7. BPD APWI Kerinci, surat Nomor 001/BPD/APWI-KRC/V1/2002 tanggal
28 Juni 2002 tentang permohonan pengaktifan SLI 001 pada Kandatel
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Sungai  Penuh  Wilayah KUPP-Terlapor  Lhokseumawe Nomor
022/APWI/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 perihal mohon dibuka akses
001, yang isinya antara lain menyatakan “Semenjak SLI Telkom 017 mulai
diaktifkan pada bulan April 2002, maka SLI 001 dan SLI 008 tidak dapat
diakses lagi (diblok)™; — -

16.3.8.  Surat Teguran Dirjen Nomor 153/Dittel/I/2003 tanggal 30 Januari 2003
setelah menerima keberatan APWI BATAM atas upaya Terlapor melalui
pelaksanaan PKS wartel dengan brand “Warung Telkom™ untuk tidak
menjual layanan jasa telekomunikasi internasional melaluj operator
telekomunikasi lain dimana Terlapor ! 2rhak menutup akses itu, pada
Direksi  Terlapor yang isinya  mewajibkan Terlapor  untuk
menyelenggarakan Warung Telkom berdasarkan prinsip : Penyelenggara
Jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih

Jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi;-

16.3.9. Bahwa telah diadakan paling tidak 2 (dua) kali pertemuan koordinasi
anara  pemerintah, Terlapor dan Indosat untuk menyelesaikan
permasalahan ini yaitu pada tanggal 15 November 2002 antara PT. Indosat,
Terlapor,Deputi IV Meneg BUMN mengenai pemblokiran akses 001 di
residensial dan Wartel, dan pada tanggal 3 Februari 2003 antara Dirjen
Postel, Terlapor, Indosat, dan Pengurus Asosiasi Pengusaha Wartel

Indonesia (APWT) mengenal pemblokiran akses 001 di 4 ¢ () S —

16.3.10. Bahwa disamping itu, berdasarkan penyelidikan Majelis Komisi

mendapatkan bukti surat yaitu:- e

* Surat Nomor 104/YN 230/RE-1.D06 09/2002 tertanggal 4 September
2002 dari Terlapor di Batam kepada anggota APWI BATAM yang

meminta pengelola Wartel setempat untuk menggunakan kode akses

017;

* Surat 30 September 2002, Nota Dinas Kadivre I Sumatera Nomor: C.
Tel.351/YNOOO/REI-112/2002 tanggal 5 Agustus 2002 perihal
penerapan Element Brand Telkom di Wartel, dan Surat Kanityan
Wartelko Padang Nomor 125/YNOOO/REI-D04.09/2002, 30
September 2002 yang menyatakan: “bahwa mulai bulan Oktober 2002
semua Wartel (Warung Telkom) segera mengadakan perubahan pada
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papan nama yang semula Wartel diganti menjadi Warung Telkom dan
diingatkan kembali bahwa Telkom telah mempunyai produk untuk
percakapan Internasional dengan nama Telkomsave dengan kode
akses 017, kami harapkan seluruh Warung Telkom telah disetting

program Telkom Save, sehingga pelanggan dapat menggunakan kode

akses 017 untuk percakapan Internasional”';=—--—-=e-=eememeeeeeeeeee__

16.3.11.  Berdasarkan penyelidikan, penutupan akses SLI di pelanggan residential
dan bisnis serta Wartel hingga tanggal dikeluarkannya Keputusan Direksi
tentang Penyelenggaraan Wartel dan Pengelolaan Warung Telkom pada
tanggal 17 Juni 2003 tidak terjadi, éehingga Majelis Komisi berpendapat
bahwa tertutupnya akses untuk pelanggan residensial, bisnis, dan wartel

tidak terbukti; -- :

16.3.12.  Perihal Terlapor membuat persyaratan PKS SLI di Warte] ;-----=---——weeeeo

16.3.13. Pasal 19 Undang-Undang Nomeor 36 Tahun 1999 mengatur bahwa
penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan

penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan

kebutuhan telekomunikasi; .

Pada bagian penjelasan diatur bahwa bila jaringan telekomunikasi
terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa
vang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya

untuk memilih salah satu dari jaringan yang terhubung tadi melalui

penomoran vang ditentukan; e

Pada dasarnya pengguna berhak memilih peryelenggara jaringan dan atau
jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya.
Dalam  peleksanaannya  penyelenggara jaringan dan/atau  jasa

telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan
i

penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;

Apabila terjadi, hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang

dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun pengguna;:—-——-—-——-

16.3.14. Pasal ini mempertegas kewajiban para penyelenggara telekomunikasi yang

masing-masing telah terhubung jaringannya dengan perjanjian interkoneksi
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untuk : (1) menjamin tetap tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara

lain yang telah terkoneksi itu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi
konsumen atau pengguna, (2) atas tersedianya pilihan jasa itu, konsumen
atau pengguna dijamin untuk memilih jenis jasa dari jaringan mana yang
akan digunakannya (3) Jika pengguna atau konsumen telah memilih satu
Jenis jasz dari satu jaringan penyelenggara untuk mengadakan komunikasi
telepon, maka tidak dibenarkan melakukan routing atau perubahan rute

hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa

sepengetahuan pengguna;

16.3.15. Bahwa dalam perkara ini, Terlapor sebagai penyedia Jjaringan tetap lokal
dan jasa telepon lokal (sebagaimana dijelaskan pada angka 1.2) vang telah
melak11:kan perjanjian interkoneksi dengan PT. Indosat sebagai penyedia
Jasa SLI dan SLI-008 dan jaringan tetap sambungan internasional
(sebagaimana dijelaskan pada angka 1.7), berdasarkan pasal 19 UU Nomor
36 Tahun 1999 berkewajiban untuk menjamin  konsumen atau
penggunanya dengan: (1) menjamin tetap tersambungnya atau tersedianva
Jjasa SLI 001 atau 008 Indosat sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007
milik Terlapor; (2) menjamin kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa
telepon internasional apakah 001, 008, 017 atau 007 (3) menjamin tidak

akan melakukan routing atau perubahan rute hubungan ke jaringan

penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;

16.3.16. Bahwa jaminan atas tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain di

Telkom setelah adanya interkoneksi dibenarkan oleh Dirjen Postel dalam

pemeriksaan; - a -- == =

16.3.17.  Bahwa sementara itu, pengaturan wartel secara nasional terdapat dalam
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 46 tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi tanggal 7 Agustus 2002, yang
selanjutnya akan disebut KM No. 46 Tahun 2002; -

16.3.18. Bahwa KM No. 46 Tahun 2002 mempertegas adanya kebebasan pada
badan usaha )i'ang sudah mengadakan PKS dengan penyelenggara jaringan
Telekomunikasi, baik penyelenggara jaringan tetap lokal dan
penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk menjual kembali jasa
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teleponi dasar tanpa harus mengadakan perjanjian kerja sama (PKS)

tersendiri dengan penyedia jasa teleponi itu;

16.3.19. Bahwa tidak adanya kewajiban PKS langsung antara penyelenggara Wartel
dengan pelaku usaha (badan usaha) penyedia jasa atau jaringan telepon lain
karena pertama: KM No. 46 Tahun 2002 ini hanya mengenal PKS
penyelenggaraan Wartel itu cukup dan hanya antara badan usaha
penyelenggara Wartel dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan
tidak perlu dengan penyedia jasa telepon atau jaringan lain itu. Kedua, Jika
suatu penyelenggara jaringan telekomunikasi telah mengadakan perjanjian
interkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain, maka
berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, penyelenggara
jaringan itu de jure berkewajiban menjamin akses pada pelanggannya atau
pengguna atau konsumennya dalam menggunakan jasa penyelenggara
jaringan lain yang telah terinterkoneksi itu tanpa perlu mewajibkan badan
usaha penyelenggara Wartel yang hendak menjual jasa telepon lain

mengadakan PKS sendiri dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi

lain yang telah interkoneksi itu; --

16.3.20. Bahwa Pasal 7 ayat (1) KD Wartel diatur bahwa jenis jasa telekomunikasi
produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel
adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk di dalamnya
global-017 sementara dalam pasal 3 ayat (1) PKS standar Wartel diatur
bahwa Telkom menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada
Penyelenggara  sebagaimana Penyelenggara menerima  untuk
menyelenggarakan Wartel. Pada ayat (2) PKS ini diatur bahwa lingkup
kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa
telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan
(PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b)
Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi

internasional termasuk di dalamnya jasa telepon global-017, telegram,

telex dan jasa telekomunikasi lainnya;

16.3.21. Bahwa atas dasar pengaturan KD Terlapor tersebut di atas, Terlapor
memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS Standar. PKS ini

bersifat standar dan berlaku nasional dimana tambahan klausula atau
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modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak

bertentangan dengan KD tersebut.;

16.3.22.  Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar

dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek.;-

16.3.23. Bahwa dalam keterangannya Terlapor menyatakan bahwa pada Wartel,

penyelenggara berhak menjual jasa operator lain sepanjang dinyatakan

secara tertulis dan dilaporkan pada Telkom;

16.3.24. Bahwa pada Pasal 3 ayat (4) Bagian Lingkup Kerja Sama PKS diatur :
“pembukaan akses SLI dari operaior lain pada sisi perangkat/sentral
Telepon milik TELKOM dapat dilakukan setelah adanya PKS antara
Penyelenggara Wartel dengan pihak Operator SLI dan diperlihatkan pada

Telkom ™, -

16.3.25. Bahwa persyaratan perjanjian ini adalah tidak dibenarkan karena antara
Telkom dan Indosat sebagai penyedia jasa SLI 001 dan 008 telah
mengadakan perjanjian interkoneksi sebagaimana dijelaskan pada angka
1.7. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, dimana
Terlapor, dengan adanya perjanjian interkoneksi itu, menjadi berkewajiban

untuk menjamin kebebasan akses bagi pengguna dalam perkara ini jasa

telepon internasional;

16.3.26. Bahwa disamping itu, persyaratan perjanjian ini bertentangan dengan KM
No. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wartel yang tidak mengatur,
tidak memerlukan dan tidak mempersyaratakan PKS tersendiri antara

Penyelenggara Wartel dengan PT Indosat karena PT Indosat sudah

melakukan PKS dengan Terlapor;

16.3.27. Bahwa adanya persyaratan yang bertentangan dengan Pasal 19 Undang-
Undang No. 36 Tahun 1996 dan KM No. 46 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Wartel merupakan bentuk hambatan bagi PT. Indosat
untuk menyediakan jasa SLI 001 dan SLI 008 di jaringan tetap Terlapor,
yang berarti pula diantara penghambatan kompetisi sebagaimana diatur
Pasal 10 Undang-Undang No.36/1999;
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16.4. Perihal Telkom hanya membolehkan pengelola Warung Telkom menjual
TelkomGlobal-017;

16.4.1. Bahwa jasa yang terlapor hasilkan sebagai jasa layanan telepon
internasional melalui jaringan tetap lokal adalah adalah Jasa
TelkomGlobal-017 yang berbasis pada teknologi ITKP yang diproduksi
sejak tanggal 25 Juli 2001 berdasarkan berdasarkan Keputusan Dirjen

Postel No. 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet

Teleponi untuk Keperluan Publik ;----- --

16.4.2.  Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.3., 1.4 dan 1.8 di atas, jasa
7 layanan telepon internasional di Wartel ketika TelkomGlobal-017
dikeluarkan Terlapor adalah jasa SLI-001 dan SLI-008 produksi PT.

Indosat yang telah lama beroperasi secara nasional pada masa berlakunya
Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan SK Menhub

No. 239 Tahun 2001 dengan nama produk SLI 001. SLI 008 yang
sebelumnya dimiliki oleh PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) menjadi

produk PT. Indosat setelah adanya penggabungan usaha Satelindo pada

Indosat pada 20 November 2003;

16.43.  Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI
sebagaimana dijelaskan pada 1.4.,1.6. maka dalam kegiatan jasa telepon
internasional di Wartel, Terlapor yang memproduksi jasa telepon ITKP
TelkomGlobal-017 sejak 25 Juli 2001 bersaing dengan PT Indosat yang
memiliki SLI-001,SLI-008 dan telah lama beroperasi;--

16.44.  Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern
soal penyelenggaraan telekomunikasi yaitu Warung Telkom yang diatur
berdasarkan KD Warung Telkom sebagaimana dijelaskan pada bagian

fakta angka |.8. memang ditujukan untuk menghadapi persaingan;----------

16.4.5.  Bahwa KD Warung Telkom pada pokoknya berisi:

16.45.1. Warung Telkom adalah outlet Telkom yang pengelolanya diserahkan ke

badan usaha lain;

16.4.5.2. outlet Telkom adalah saluran distribusi untuk menyalurkan produk-
produk Telkom kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang
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disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom untuk -

umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun 171y R —

16.4.5.3. lingkup kerjasama warung Telkom berupa penjualan produk jasa dan
pelayanan Telkom, penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen Brand

Warung Telkom dan Pembinaan Manajemen Warung Telkom;-----------

16.4.5.4. Status sambungan layanan telekomunuikasi untuk warung Telkom

adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan

abonemen bulanan; = —

16.4.5.5. bahwa di warung Telkom, sambungan telekomunikasi hanya

menggunakan jaringan akses Telkom sementara produk dan pelayanan

yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom;

16.4.56. hanya menjual jasa dan atau produk Telkom termasuk didalamnya

TelkomGlobal 017;

16.4.6. Bahwa atas dasar pengaturan KD Terlapor tersebut di atas, Terlapor
memajukan bukti pada Majelis Komisi PKS Standar. PKS ini bersifat
standar dan berlaku nasional dimana tambahan klausula atau modifikasi

perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak bertentangan

dengan KD tersebut;----—- A S

16.4.7.  Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar

dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-- -

16.4.8. Bahwa KD Warung Telkom sebagaimana yang diserahkan ke Majelis

Komisi dan dikutip oleh Terlapor diatur:

Pada Pasal 2 ayat (3) angka 2 :- - ---

“Warung Telkom harus memuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh
Telkom sebagai berikut: angka 2 produk dan pelayanan yang dijual hanya
produk dan pelayanan Telkom™;

Pada Pasal 7 ayat (1):

“(1) Jenis jasa telekomunikasi yang dijual di Warung Telkom terdiri dari:
1. Produk jasa teleponi dasar: c. TelkomGlobal-017",

Sementara dalam PKS pengelolaan warung Telkom sebagaimana .yang
diserahkan ke Majelis diatur pada:
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Pada Pasal 3 ayat (4):

“Jasa dan atau produk yang dipasarkan di Warung Telkom adalah jasa dan
atau Produk Telkom";-

Pada pasal 15 ayat (1) huruf h:

“Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM
tanpa adanya tuntutan dari Pengelola, apabila Pengelola: (h) melakukan
kerjasama dengan Operator lain, termasuk menggunakan produk dan atau
Jasa operator lain dalam bentuk apapun di lokasi Outlet Warung Telkom ;-

1649. Bahwa disamping itu, terungkap dalam penyelidikan bahwa setiap

pengajuan Warung Telkom, harus dipatuhi kewajiban untuk hanya

menggunakan jasa TelkomGlobal-017;

16.4.10. Surat Kaditel Purwokerto, Nanan Wiryana, No. C. Tel.213/YNOQO/RE4-
D35/2003 tanggal 23 Oktober 2003 kepada pengelola Warung Telkom,

perihal: setting 017:-----=-----————- = -

“Merujuk pada SK GM KSO: IV nomor: 156/YNOOO/RE4-57/2003
taniggal 31 Juli 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Quilet
Telkom melalui Warung Telkom, dan pasal 2 ayat 6, 7 dan 8 PKS Warung
Telkom isiz--====---- -—--

(1) memberitahukan kepada semua Pengelola Wartel terhitung sejak 23
Oktober 2003 semua Wartel hanya diperbolehkan menjual semua
produk Telkom. Maka produk di luar Telkom (SLI 001/008) tidak
diperkenankan lagi dilayani di Warung Telkom;

(2) menugaskan vendor yang membawa SPK dari Telkom untuk
melakukan setting perangkat dan penutupan layanan SLI 001 dan 008,
bila telah dilakukan penutupan di kemudian hari diketemukan layanan
SLI 001 dan 008 kami akan mengadakan teguran dan bahkan
pemutusan PKS;---

16.4.11. Bahwa Warung Telkom adalah salah satu tempat mengakses jaringan tetap
nasional selain pelanggan residensial dan bisnis dalam mengadakan
hubungan telepon internasional sehingga kontruksi perjanjian Warung
Telkom yang berisi ketentuan dan klausula wajibnya pengelola Warung
Telkom hanya menjual jasa Terlapor yaitu ITKP TelkomGlobal-017
dengan sanksi pemutusan secara sepihak oleh Telkom jika menggunakan
jasa operator lain sehingga para pengelola Wartel menjadi tidak boleh
membeli atau mengelola jasa telepon internasional lain yaitu SLI 001 dan

atau SLI 008 milik PT Indosat merupakan bentuk hambatan bagi Indosat
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untuk mengadakan kegiatan atau penyediaan jasa telepon di jaringan

tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menghalangi pelaku

usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama dalam Pasal 19 huruf

a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;-

16.5.  Unsur Pelaku Usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka

menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak

melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;------e--zeeee-

16.6.  Unsur Konsumen;--------------ee- ===

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999,
yang dimaksud konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna

barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk

kepentingan pihak lain; - e

Bahwa konsumen atau pemakai atau pengguna jasa dalam perkara ini
adalah pengguna jasa telekomunikasi yang menurut Pasal 1 angka 11

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 adalah pelanggan dan pemakai;--------

Bahwa menurut Pasal | angka 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999,
vang dimaksud dengan pelanggan adalah perseorangan, badan hukum,

instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau

Jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak; =2 =

Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999,
yang dimaksud dengan pemakai adalah perseorangan, badan hukum,

instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau

Jjasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;

16.7.  Unsur Hubungan Usaha konsumen dan Pelaku Usaha Pesaing;-------—----=------

16.7.1.

SKRIPSI

Bahwa maksud unsur hubungan usaha konsumen dan pelaku usaha pesaing
adalah terdapatnya kesempatan konsumen atau pemakai atau pengguna

untuk menggunakan jasa telekomunikasi yang dihasilkan pelaku usaha

pesaing;
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16.7.2.  Bahwa maksud unsur hubungan usaha konsumen dan pelaku usaha pesaing
dalam perkara ini adalah terdapatnya kesempatan konsumen atau pengguna
untuk menggunakan jasa SLI 001 dan atau 008 yang dihasilkan PT Indosat

sebagai pesaing Terlapor dalam pasar bersangkutan sebagaimana

dijelaskan pada 3.2. di atas; i

16.8. Unsur Menghalangi Konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya

untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;-

16.8.1.  Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdapatnya tindakan atau
persyaratan perjanjian oleh Terlapor dalam rangka membuat konsumen
terhalang dan tidak dapat menggunakan jasa telepon internasional

(outgoing) melalui moda ITKP dan SLI yang diakses melalui jaringan tetap

lokal nasional di Indonesia;---——----=====memmmmmemm e

16.8.2.  Bahwa bentuk persvaratan dalam perjanjian oleh Terlapor dalam perkara
ini adalah persyaratan dalam perjanjian pengelolaan Warung Telkom

sebagai tempat yang hanya menyediakan jasa TelkomGlobal-017;-----—----

16.8.3. Bahwa jasa vyang terlapor hasilkan sebagai jasa layanan telepon
internasional melalei  jaringan tetap lokal adalah adalah Jasa
TelkomGlobal-017 yang berbasis pada teknologi ITKP yang diproduksi
sejak tanggal 25 Juli 2001 berdasarkan berdasarkan Keputusan Dirjen

Postel No. 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa I[nternet

Teleponi untuk Keperluan Publik;

16.84.  Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.3., 1.4 dan 1.8. di atas, jasa
layanan telepon internasional di Wartel ketika TelkomGlobal-017
dikeluarkan Terlapor adalah jasa saluran Langsung Internasional (SLI)-
001 dan SLI-008 produksi PT. Indosat yang telah lama beroperasi secara
nasional pada masa berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 yang
diperbaharui dengan SK Menhub No. 239 Tahuri1 2001 dengan nama
produk SLI001; SLI 008 yang sebelumnya dimiliki oleh PT Satelit Palapa
Indonesia (Satelindo) menjadi produk PT. Ind:osat setelah adanya
penggabungan usaha Satelindo pada Indosat pada 20 November 2003;-----

16.8.5. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI

sebagaimana dijelaskan pada 1.4.,1.6. maka dalam kegiatan jasa telepon
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internasional di Wartel, Terlapor yang memproduksi jasa telepon ITKP
TelkomGlobal-017 sejak 25 Juli 2001 bersaing dengan PT Indosat yang
memiliki SLI-001,SLI-008 dan telah lama beroperasi;

16.8.6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terlapor mengatur
ketentuan intern soal penyelenggaraan telekomunikasi yaitu Warung
Telkom yang diatur berdasarkan KD warung Telkom yang sebagaimana

dijelaskan pada uraian fakta angka 1.8. ditujukan untuk menghadapi

0T B T2 o — S ——

16.8.7.  Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan
bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom. PKS ini
bersifat standar dan berlaku nasional dimana tambahan klausula atau

modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak

bertentangan dengan KD warung Telkom tersebut; -ee-

16.8.8.  Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klansula PKS standar

dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-------====soceeeeee .

16,89, Bahwa dalam PKS standar warung Telkom sebagaimana dimaksud dalam
Pasal | angka 16 di atas diatur bahwa pengeloaan outlet Telkom adalah

. pengelolaan tempat, untuk menjualkan serta memberikan pelayanan jasa
telekomunikasi produk Telkom untuk umum yang ditunggu baik bersifat
sementara maupun tetap dimana jasa dan produk vang dipasarkan hanya

jasa dan atau produk Telkom termasuk didalamnya TelkomGlobal-017

(Pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS warung Telkom);---------------

16.8.10. Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan KD warung Telkom dan
PKS standar warung Telkom, maka satu-satunya produk yang hanya
diperkenankan dipakai oleh pengelola Warung Telkom untuk melayani

pelanggannya atau konsumennya adalah jasa TelkomGlobal-017;---—--—-—

i
16.8.11. Bahwa disamping itu, terungkap dalam penyelidikan bahwa setiap
pengajuan Warung Telkom, harus dipatuhi kewajiban untuk hanya
mcngéunakan jasa TelkomGlobal-017 sebagaimana dalam Surat Kaditel
Purwokerto, Nanan Wiryana, No. C. Tel.213/YNOOO/RE4-D35/2003

tanggal 23 Oktober 2003 kepada pengelola Warung Telkom, perihal:

setting 017:
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“Merujuk pada SK GM KSO: IV nomor: 156/YNOOO/RE4-57/2003
tanggal 31 Juli 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Outlet
Telkom melalui Warung Telkom, dan pasal 2 ayat 6, 7 dan 8 PKS Warung
Telkom isi:

memberitahukan kepada semua Pengelola Wartel terhitung sejak 23
Oktober 2003 semua Wartel hanya diperbolehkan menjual semua produk
Telkom. Maka produk di luar Telkom (SLI 001/008) tidak diperkenankan
lagi dilayani di Warung Telkom;------- - --

menugaskan vendor yang membawa SPK dari Telkom untuk melakukan
setting perangkat dan penutupan layanan SLI 001 dan 008, bila telah
dilakukan penutupan di kemudian hari diketemikan layanan SLI 001 dan
008 kami akan mengadakan teguran dan bahkan pemutusan PKS ;------eeev

16.8.12.  Bahwa hal ini berarti bahwa jasa SLI 001 dan 008 milik Indosat men;di
tidak tersedia dan tidak boleh diperbolehkan untuk dikelola oleh pengelola

Warung Telkom;-- — - - —

16.8.13. Bahwa Warung Telkom adalah salah satu tempat bagi pengguna atau
konsumen untuk mengakses jaringan tetap nasional selain residensial dan
bisnis dalam mengadakan hubungan telepon internasional. Oleh karena itu,
Kontruksi perjanjian Warung Telkom vang berisi ketentuan dan klausula
wajibnya pengelola Warung Telkom untuk hanya menjual jasa Terlapor
yaitu ITKP TelkomGlobal-017 dengan sanksi pemutusan secara sepihak
oleh Terlapor jika menggunakan jasa operator lain dimana para pengelola
Wartel menjadi tidak boleh membeli atau mengelola jasa telepon
internasional lain vaitu SLT 001 dan atau SLI 008 milik PT. Indosat

merupakan bentuk hambatan bagi Indosat untuk mengadakan kegiatan atan

nenyediaan jasa telepon di jaringan tetap.; -

16.8.14. Bahwa bagi konsumen atau pengguna atau pemakai jasa telekomunikasi
persyaratan perjanjian Warung Telkom yang dikeluarkan Telkom ini
menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan jasa SLI 001 dan SLI 008
yang dihasilkan oleh PT Indosat yang merupakan pesaing Telkom dalam

pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2. di atas;---------

16.8.15. Bahwa dengan demikian, unsur menghalangi konsumen untuk tidak

melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya sebagaimana

diatur dalam pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

terpenuhi;
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16.9. Unsur Pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa
membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar

bersangkutan;

f

16.9.1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terlapor melakukan
pembatasan produk jasa TelkomGlobal-017 sebagai jasa layanan telepon

internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional;--—-------seeeeeee—-

16.9.2.  Bahwa dalam pemeriksaan dan penyelidikan, Majelis Komisi tidak
menemukan tindakan atau persyaratan perjanjian yang berkaitan dengan

masalah pembatasan penjualan jasa TelkomGlobal-017;---—-—<———————-ccc__

16.9.3.  Bahwa dengan demikian, unsur membatasi peredaran dan atau penjualan
barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan sebagaimana diatur dalam

Pasal 19 huruf ¢ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tidak terpenuhi;--—-

16.10. Pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka

melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;------—-————_-

16.10.1.  Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terlapor sebagai penvedia
1asa TelkomGlobal-017 melakukan perbedaan perintah, tindakan atau
persyaratan (klausula) perjanjian terhadap pelaku usaha tertentu dalam hal
i PT Indosat sebagai penyedia jasa SLI 001 dan 008 dan pesaing Terlapor

dibandingkan dengan pesaing lain dalam pasar jasa telepon internasional

melaiui akses jaringan tetap nasional;

16.10.2. Bahwa dalam pemeriksaan dan penyelidikan, Majelis Komisi tidak

menemukan tindakan atau persyaratan perjanjian vang berkaitan dengan

masalah perbuatan diskriminasi;

16.10.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur melakukan prakiek

diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf d

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;-
16.11. Unsur Praktek Monopoli dan atau Persaingan usaha tidak sehat----------—-—-———-

16.11.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat dalam
Undang-Undang No. 5§ Tahun 1999 diatur dalam Pasal 1 angka 6 yaitu
persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan

83

SKRIPSI PEMBLOKIRAN SLI 001 ... ANDRIAN H TUMANGGOR



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak

Jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;--------------

16.11.2.  Bahwa unsur menghambat persaingan adalah kondisi berkurangnya atau

tiadanya persaingan di pasar bersangkutan sebagai akibat dari tindakan

atau kegiatan pelaku usaha;

16.11.3. Bahwa tindakan dan persyaratan perjanjian yang dilakukan Terlapor
sebagaimana telah dibuktikan dan memenuhi unsur pasal 19 huruf a dan
huruf b terbukti menyebabkan Indosat tidak dapat bersaing dengan
Terlapor yang menyediakan jasa TelkomGlobal-017 di Wartel dan Warung

Telkom;

16.11.4.  Bahwa tidak dapatnya PT. Indosat menvediakan jasa SLI di Wartel berarti

menghambat atau mengurangi persaingan pada pasar bersangkutan

sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2. di atas; -

16.11.5. Bahwa di samping itu, tidak adanya persaingan jasa telepon internasional
di Warung Telkom dan Wartel dan terkuranginya persaingan di pasar
bersangkutan menyebabkan konsumen atau pemakai atau pengguna jasa
telekomunikasi menjadi tidak memiliki pilihan jasa telepon internasional
yang berarti menghilangkan kesempatan untuk mengoptimalisasi

kesejahteraan konsumen (consumer surplus) yang dimilikinya;---------—----

16.12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur perszingan usaha tidak

sehat dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah terpenuhi;--

17. Menimbang bahwa bunvi Pasal 25 adalah sebagai berikut; e

(1} Pelaku usaha dilarang mempergunakan posisi dominan baik secara

langsung maupun tidak langsung untuk:

a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah
dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa

yang bersaing, baik dari segi harga maupun segi kualitas; atau----------
b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau----------——-—-----—-

c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk

memasuki pasar bersangkutan.
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(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1)

apabila: : ---

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%
(lima puluh.persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barnag atau jasa

T @I Al mmm oo oo e

o

dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai

75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis

barang dan atau jasa tertentu.--

18, Menimbang bahwa persyaratan untuk membahas perilaku penyvalahgunaan posisi
dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) adalah posisi dominan dari
Terlapor dalam pasar bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 avat (2),

maka Majelis Komisi akan mempertimbangkan unsur posist domman ini terlebih

R
L B B T

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2, pasar bersangxutan pada

perkara ini adalah pasar jasa telepon intemasional vang diakses melalui

Jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;

18.2.  Unsur Pelaku usaha dan Posisi Dominan;------ e eI

18.2.1.  Bahwa pelaku usaha memiliki yang dominan apabila menguasai 50% (lima

puluh persen) atau lebih pangsa pasar safu jenis barang atau jasa tertentu;--

18.2.2.  Bahwa pangsa pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU Ne. 3

Tahun 1999 adalah persenfase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu

yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun

kalender tertentu;----- e
i
18.2.3.  Bahwa dalam perkara ini Terlapor adalah penyedia jasa TelkomGlobal-017

sebagai jasa dalam pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada 3.2. di

atas; -

18.3. Perihal Jaringan Tetap Lokal Nasional
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18.3.1. Bahwa awalnya Terlapor menyelenggarakan jaringan tetap lokal dan

sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) serta jasa telekomunikasi vang

melekat pada jaringan tersebut;

18.3.2.  Bahwa selain Terlapor, penvelenggara jaringan tetap lokal nasional adalah
PT. Indosat sedangkan penyelenggara jaringan tetap regional adalah PT.
Batam Bintan Telecomunication dan PT. Ratelindo yang sekarang menjadi

PT. Bakrie Telecom;------ ---- s

9o}
tad

oo

Bahwa pelanggan Terlapor sebanyak 8.5 juta SST, PT. Indosat sebanyak
11.400 SST, PT. Batam Bintan sebanvak 2.575 SST. PT. Bakrie Telecom
sebanyak 125.000 SST;-------

18.3.4.  Komposisi SST sebagai nilai jual dalam pangsa pasar jaringan tetap lokal

Nasional adalah Terlapor sebesar 99% dan PT. Indosat kurang dari 1%;----

18.3.5. Bahwa apabila penvelenggara jaringan tetap regional tetap diperhitungkan
maka dari 8638975 SST vang ada, Terlapor menguasai pangsa pasar
sebesar 98,39% dimana dari 1,6% sisa pangsa pasar 0,1% dikuasai oleh

g IR 1 T

[8.3.6. Bahwa jaringan tetap lokal (PSTN) untuk SLI mulai dan sentral lokal

hingga Sentral Trunk dan untuk TTKP mulai dari Sentral lokal hingga

sentral gerbang merupakan milik Terlapaor;--

18.3.7. Bahwa dengan demikian, Terlapor adalah pelaku usaha yang menguasai

dan memiliki posisi dominan dalam jaringan tetap lokal nasional;------------

I8.4.  Perihal Jasa Telepoun Internasional------ -- e

1841, Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.2, 1.3, 1.6 Terlapor

memproduksi jasa telepon ITKP TelkomGlobal-017 sejak sejak 25 Juli

18.42. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI
sebagaimana dijelaskan pada angka 1.4.8., maka dalam kegiatan jasa
telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional,
Terlapor bersaing dengan (1) PT Indosat yang memiliki SLI1-001,SLI-008,
produk ITKP Globalsave dengan kode akses 016 dan (2) PT Atlasat
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Solusindo dengan kode akses 018 (3) PT Gaharu Sejahtera dengan kode

akses 019, serta PT Swaguna Widya Pratama;-----

o0
i
LS

Bahwa komposisi pangsa pasar sambungan telepon internasional dari
traffic outgoing sebagai nilai jual jasa telepon internasional adalah 70-75%
dikuasai SLI-001 dan SLI-008 milik Indosat dan 25-30% lainnya dikuasai
produk ITKP. Produk ITKP TelkomGobal-017 sendiri memiliki 10% dari
pangsa pasar sementara produk SLI-007 Telkom tidak dihitung karena

baru diproduksi secara resmi pada tanggal 7 Juni 2004 ;e cmeemmmeeeeeeen

I8.4.4.  Bahwa dengan demikian, posisi dominan untuk jasa telepon internasional

adalah PT Indosat;---------

18.4.5.  Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa telepon
internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional sehingea posisi
dominan pelaku usaha ditentukan dari pangsa pasar jasa telepon
internasional yang dijual atau disediakannya. Posisi Terlapor meskipun
menguasai  90-93% jaringan tetap tidak dapat disimpulkan sebagai
pemegang posisi dominan karena pelaku usaha dalam jasa telepon
internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional dalam perkara ini

adalall PT INdO8at === mmmm e m e oo e e

1846, Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha

memiliki posisi dominan dalam pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud

pasal 25 ayat (2) tidak terpenuhi; s

18.5. Menimbang bahwa oleh karena unsur ayat (2) pasal 25 sebagai persyaratan
untuk mempertimbangkan zyat (1) pasal 25 tidak terpenuhi, Majelis

berpendapat  tidak  perlu  lagi  mempertimbangkan  unsur-unsur

(=

penyalahgunaan posisi dominan ayat (1) pasal 25; -

19, Menimbang sebelum mengambil putusan, Majelis menegaskan hal-hal sebagai

7oy 2141 | SO SR —

19.1.  Perthal Warte] ;-—-—mmmmmm e e

19.1.1.  Bahwa pengaturan wartel terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan

No. KM 46 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi
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tanggal 7 Agustus 2002, yang selanjutnya akan disebut KM No. 46 Tahun
2002;

19.1.2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 KM No. 46 Tahun 2002,
Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah penyelengg&ra Jaringan
fetap lokal dan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang

menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan jasa teleponi dasar;---------

19.1.3. Bahwa dalam pasal 8 ayat (1) KM No. 46 Tahun 2002 : “Badan usaha

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang menyelenggarakan

PKS dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi”

19.1.4.  Bahwa Terlapor mengatur ketentuan internal soal penyelenggaraan Wartel

dalam KD Wartel yang pada pokoknva berisi hal-hal;--—------=oeeemeeee .

19.1.4.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal | angka 5, yang dimaksud wartel
adalah tempat yang disediakan untuk pelavanan jasa telekomunikasi

untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;-------

19.1.4.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal | angka 7, perjanjian kerjasama
selanjutnya disebut PKS adalah kesepakatan tertulis antara Terlapor

dengan penyelenggara wartel untuk menyelenggarakan wartel;---------—

19.1.5.  Bahwa KD Wartel mengatur hal-hal vang berbeda dengan KM Nao. 46

Tahun 2002 yaitu mengenaii--------=--===-=msemmmmmmeee . --

Pertama, Terlapor memposisikan  penyelenggaraan wartel sebagai
kemitraan penyelenggaraan jual kembali jasa telekomunikasi (jasa teleponi
dasar dan jasa nultimedia) vang mengadakan PKS dan hanyva
menggunakan jaringan milik Terlapor (Pasal 1 angka 6 dan angka 7);
sementara KM mengatur bahwa Penvelenggaiaan warung telekomunikasi
adalah penyelenggaraan jual kembali jasa teleponi dasar dan jasa

1
multimedia dengan penyelenggara jaringan telepon manapun;----------------

Kedua, perbedaan status penyelenggara ini berakibat pada perbedaan
konsekuensi dalam hubungannya dengan pen:yediajaringan telekomunikasi
lain. Jika dalam penyelengaraan Wartel berdasarkan KM 46/2002,
penyelenggara wartel diberi kebebasan untuk melakukan kerjasama dengan

penyelenggara jaringan telekomunikasi manapun sebagaimana tercantum
88
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dalam pasal I angka 10 : penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah

penvelenggara jaringan tetap lokal dan penyelenggara jaringan bergerak
seluler yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi telekomunikasi
dan jasa teleponi dasar dan pada pasal 8 ayat (1) :" Badan usaha
sehagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayar (1) yang menyelenggarakan
PKS dengan penyelenggara jaringan  telekomunikasi” sehingga
memungkinkannya memiliki beberapa Kamar Bicara Umum (KBU) atau
kamar yang dipakai untuk melakukan hubungan telepon) dari berbagai
penvedia jaringan telekomunikasi, dalam KD wartel vang dimaksud
penyelenggara Wartel adalah penyelenggara yang hanya melakukan PKS
atau  melakukan kerjasama dengan Telkom dan tidak boleh melakukan
kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi lain sehingga dalam
sebuah Wartel semua KBU hanyalah KBU yang menggunakan jaringan
Telkom dan tidak memungkinkannya memiliki KBU penyedia jaringan
telekomunikasi lain sebagaimana dikehendaki KM. Hal ini terbukti dari
Pasal 30 ayat (2) angka 4 KD wartel yang menvatakan : “PKS kemitraan
penyelenggaraan Wartel dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM
fanpa menunggu persetujuan dari Mitra  Penvelenggara Wartel atau
Badan Peradilan apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di
bawah ini: (4) mitra penyvelengeara Wartel melatultan penyelenggaraan
Wartel menggunakan jaringan telekomunikasi lain di  Iuar Jaringan

telekomunikasi milik TELKOM™,

19.1.6.  Bahwa hal ini berarti bahwa meskipun dapat menjual produk jasa
penyelenggara telekomunikasi lain sepanjang terdapat kesepakatan tertulis
antara penyelenggara wartel dengan penvelenggara jasa telekomunikasi
lain tersebut dan dilaporkan kepada Telkom, mitra penyelenggara wartel

tetap harus menggunakan jaringan telekomunikasi milik Telkom (vide

Pasal 6 ayat (4) KD wartel);-

19.1 .7.I Bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan ini menyebabkan para pelaku
usaha penyelenggara Wartel kehilangan kebebasan dalam mengembangkan
usaha Wartelnya disamping menempatkan konsumen atau pengguna jasa
telekomunikasi dalam posisi tidak memiliki pilihan vang tidak akan
memberikan  kemanfaatan ekonomis yang sebesar-besarnya  bagi

masyarakat konsumen atau pengguna jasa telekomunikasi nasional;------- --
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19.2. Perihal Kebebasan akses dan pendaftaran pelanggan;

19.2.1. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 mengatur bahwa
penyelenggara jaringan telekomunikasi wajih menjamin kebebasan

penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan

kebutuhan telekomunikasi;------------ S

19.2

I

Bahwa pada bagian penjelasan diatur:——e---—eeeeoome

bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa Jaringan lain yang
menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus
dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari jaringan vang
terhubung tadi melalni penomoran yang ditentukan;---------- - --=zzoo-ccceee

pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau
jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya.
Dalam  peleksanaannya  penyelenggara  jaringan  dan/atau  jasa
telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke laringan

penvelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----------=----e-emememmez

apabila ferjadi, hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat vang
dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun pengguna.---------------

1923 Rahwa pasal ini  mempertegas kewajiban para  penvelenggara

telekomunikasi yang masing-masing telah terhubung jaringannya dengan

perfaniian interkoneksi untuk: ---- - e

19231, menjamin tetap tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain yang

telah terkoneksi itu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi konsumen

atan pengguna;--=-===-=-===- S
19232 atas tersedianya pilihan jasa itu, konsumen atau pengguna dijamin untuk
memilih jenis jasa dari jaringan mana yang akan digunakannya;----------
19.2.3.3. lika pengguna atau konsumen telah memilih satu jenis jasa dari satu

Jaringan penvelenggara untuk mengadakan komunikasi telepon, maka
tidak dibenarkan melakukan routing atau perubahan rute hubungan dari

pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan

pengguna;

1924, bahwa dalam perkara ini, Terlapor sebagai penyedia jaringan tetap lokal
dan jasa telepon lokal yang telah melakukan perjanjian interkoneksi

dengan PT. Indosat sebagai penyedia jasa SLI dan jaringan tetap
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sambungan internasional, berkewajiban untuk menjamin konsumen atau

penggunanya untuk:

19.2.4.1. .menjamin tetap tersambungnya atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008

milik PT. Indosat sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007 milik

1 T
19242, menjamin  kebebasan  untuk  memilih  jenis jasa-jasa  telepon

internasional; - - S
19.2.4.3. Terlapor menjamin tidak akan melakukan perubahan rute (re-rouse)

hubungan ke - jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan

PeNgEUNA;---—-mem e -

19.2.5 Bahwa hal ini juga berarti bahwa untuk memenuhi kewajiban vang
dibebankan undang-undang pada penyelenggara jaringan telekomunikasi
vang telah terinterkoneksi dan untuk menjamin kebebasan akses bagi para
Konsumen, pengguna atau pelanggan jasa telekomunikasi maka Terlapor
vang telah membuka akses ITKP TelkomGlobal 017 dan SLI 007 untuk
nelanggan atau pengguna jasa teleponnva harus juga membuka SLI 001

dan SLT Q08 yang merupakan produk jasa telepon internasional dari PT

Indosat, penvelenggara jaringan  vang telah terinterkoneksi dengan

Terlapor.——meemeem e e

1926, Bahwa berdasarkan PKS tentang penagihan Jasa Telekomunikasi
Internasional antara Terlapor dan PT. Indosat, Nomor Telkom: PKS.
159/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat: 073/GHT/HK_740/95, dan
PKA antara Terlapor dengan PT. Indosat tentang Interkoneksi Jaringan dan
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor: PKS
O3/HKS810/0PSAR-00/97  dan Nomor: 018/STL/ANT/X1/1997 tanggal 21
November 1997 tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi Internasional, penggunaan SLI pelanggan tidak bersifat
otomatis namun harus berupa pendaftaran dari pelanggan sendiri dan atau
diajukan oleh PT. Indosat atau sebagaimana tercantum dalam pasal 20

PKS PT. Indosat dan pasal 31 PKS PT. Satelindo yang pada pokoknya

berisi: -- -
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(1) Pendaftaran pelanggan baru yang akan menggunakan fasilitas SLI di
seluruh Indonesia dilaksanakan oleh Telkom;-----smmmecemaeaeee

(2) Aktivasi SLI di sentral Telkom hanya dapat dilaksanakan oleh Telkom
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas permintaan pelanggan;-

(3) Indosat dapat mengajukan pendaftaran aktivasi SLT untuk dan atas
nama pelanggan; e —

19.2.7.  Dalam enerapannya  berdasarkan  Keputusan  Direksi  Nomor
KD.30/HK.220/0PSAR-12/00 tanggal 21 Agustus 2000 tentang kontrak
berfangganan sambungan telekomunikasi, Terlapor menawarkan SLI
sebagai fasilitas atau fearure telepon yang sama posisinya dengan fasilitas
lain seperti nada sela, sandi nada dan ftrinitra untuk setiap aplikasi

berlangganan para pelanggannyi; —-------=-rmmssemmem e

19.2.8.  Bahwa Bentuk pendaftaran pelanggan tersebut diatas mengakibatkan ndak
semua pelanggan Teriapor memiliki fasilitas atan fearure SLI. Hal ini
mengakibatkan para pelanggan vang tidak memilih fearure SLIT dalam

aplikasinya tidak akan memiliki akses telepon internasional;——----—=-=eemeen

19.2.9.  Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan kondisi para pelanggan
Terlapor secara otomatis dapat mengakses jasa SLI 0607, atas dasar
kewajiban berdasarkan kebebasan akses sebagaimana diatur dalam Pasal
19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, maka Terlapor juga hams
membuka akses jasa telepon internasional lain termasuk juga SLI 001 dan

008 milik PT. Indosat bagi para pelanggannya;---------=sssemmmmmmmmmmoee

20. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan serta

Kesimpulan dari Majelis Komisi; = S

21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyar bukti dan

penilaian vang cukup untuk mengambil Putusan atas perkara ini;--------------------
22. Mengingat Pasal 43 ayat 3 Undang-Unddng No. 5 Tahun 1999;--------eemmmmemnaee
Memutuskan

1. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 15 ayvat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a Undang-Undang
No. 5§ Tahun 1999;
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PRAKATA

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti yang penting dan strategis dalam upaya memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar perputaran roda perekonomian nasional, mencerdaskan
kehidupan bangsa, mendukung tercapainya tujuan pembangunan, serta memperkuat hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan ekonomi global dan perkembangan teknologi komunikasi yang demikian pesat, telah
melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan komunikasi. Demikian pula dalam lingkungan nasional
timbul determin-determin penting yang perlu dicermati, baik sebagai perwujudan dari semangat reformasi
dalam segenap aspek kehidupan bangsa maupun upaya yang kuat untuk memulihkan perekonomian nasional.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan Cetak Biru
Kebijakan Pemerintahan tentang Telekomunikasi Indonesia, yang memberikan pedoman dan arah bagi
pengembangan telekomunikasi hingga tahun 2011. Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tersebut mencakup

reformasi

telekomunikasi dalam tingkat makro. restrukturisasi peraturan perundangan-undangan,

restrukturisasi industri telekomunikasi dan liberalisasi lingkungan berusaha pertelekomunikasian.

Pemerintah menyadari bahwa reformasi telekomunikasi merupakan upaya besar yang berisi perubahan dan
pembaharuan menuju suatu kondisi yang lebih baik, yang oleh karenanya harus dilakukan secara bertahap
dan penuh kehatian-hatian berdasarkan perencanaan yang baik

Pemerintah oerkeyakinan bahwa kebijakan ini akan dapat membawa telekomunikasi menjadi efisien dan
kompetitif, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan kualitas
yang baik dan harga yang teriangkau.

Jakarta, 20 Juli 1999
MENTERI PERHUBUNGAN

GIRI S. HADIHARDJONO

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 72 TAHUN 1999

TENTANG

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Menimbang

SKRIPSI

MENTER! PERHUBUNGAN,

a. Bahwa untuk menjamin Konsitensi arah pengembangan penvelenggaran telekomuniksi, diperlukan Cetak Biru Kebijak
Pemerimah Tentang Telekomunikasi Indonesia;

b. Bahwa schubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Cetak B
Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia.
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Menetapkan
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I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambah
Lembaran Negara Nomor 3391);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambah
Lembaran Negara Nomor 3391):

=

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perlindungan dan Pengaman Penvelenggaraan Telekomunik:

(Lembaga Negara Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446).

4 Peraturan Pemenintah - Nomor 8 tahun 1993 tentang penvelenggaraan Telekomunikasi (Lembaga Negara Tahun 19
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3314);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen

6.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan. Tugas, susunan Organisast dan Tata Kerja Departem
sebagaimana telah di ubah terakhir  dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998-

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/0T.002/Phb-80 Departemen Perhubungan. sebagaimana telah diub
terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998

MEMUITHSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG CETAK BIRU KEBUAKAN PEMERINTAH TENTAMN

TELEKOMUNIKAS] INDONESIA.

Pasal 1

Menctapkan Cetak Biru Kebijakan Pemerintahan Tentang Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud dulain Lampin
Keputusan imi sebagai arah pengembangan penvelenggaraan telekomunikasi di Indonesia

Pasal 2

Cetak Biru Kebijakan Pemermtah Tentang Telekomunikasi Indonesia sebagaimana di maksud pada pasal 1, wapb dgunal
sebagai pedoman dalam menetapkan pengaturan dan penyelenggaraan telekomunikasi nasional

Pasal 3

Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila di perlukan dapat diadakan penyesuaian sejalan deng

lingkungan vang terjadi

Pasal 4
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Keputusan ini mulat berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 17 September 1999

MENTERI PERHUBUNGAN
ud

GIRIS. HADIHARDIONO

SALINAN Keputusan im disampaikan Kepada

l fetua BPK

2 Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN.

3 Mentert Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN

4 Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Key .l Badan Pcnbinaan BUMN;
3 Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

& Menteri Keuangan;

7 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nastonal/Kepala Bappenas
8 Menteri Dalam Negeri

) Menteri Negara Agraria/Ketua BPN,

10 Menhankam/Panglima TN

1 Menteri Pariwisata. Seni dan Budava:

12 Mentern Penerangan

13 Kepalsa BPKP:

14 Para Gubernur/Kepala Daerah Propinsi.

13 Sekien. Irjen. para Dirjen dan para Kabadan di ingkungan Dephub:

i Para Kepala Biro di lingkungan Sekretaniat fenderal

17 Para Kakanwil Departemen Perhubungan

Sahman sesuai dengan ashinva
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ZULKARNAIN OEYOEP., SH, MM
NIP. 120106134
DAFTAR ISl

BAB | PENDAHULUAN -1
11 Umum -1
.2 Latar Belakang I-1
1.3 Tujuan -3
1.4 Sistematika Dokumen 1-3

BAB i PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI =1
i1 Umum n-1 !
I Peraturan Perundangan -1
1.2.1 Undang-Undang Tentang Telekomunikasi =1
.22 Perangkat Regulasi -3
1.3 Struktur Industri Telekomunikasi n-4
1.4 Tarif Jasa Telekomunikasi H-5
1.5 Permulaan Pembukaan Pasar Telekomunikasi -6
1.6 Pasar Jasa Telekomunikasi -6
1.7 Pelanggan Jasa Telekomunikasi n-7
1.8 Infrastruktur Telekomunikasi -9

BAB il PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN -1
n.1 Umum m-1
.2 Matriks Perbandingan -4
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.3
1.4

BAB IV
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.6

BAB V

BAB VI

BAB Vil

Lampiran |
Lampiran Il
Lampiran I
Lampiran IV
Lampiran V

L1, Umum
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Catatan Matriks
Evolusi Telekomunikasi

FAKTOR-FAKTOR INTERN

Umum

Perubahan Besar Dalam Bidang Politik-Sosial-Ekonomi
Ketetapan Sidang Istimewa MPR November 1998
Dampak Krisis Ekonomi

Program Reformasi Ekonomi Nasional

Program Reformasi Telekomunikasi

FAKTOR-FAKTOR EKSTERN

Umum

Kemajuan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika
Multimedia dan Internet

Telekomunikasi Dalam Mesin Perdagangan Dunia WTO
Jadwal Komitmen Dalam Rangka WTO

Kertas Referensi WTO (WTO Referensi Paper)
Masyarakat Informasi

KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN
Umum

Definisi

Reformasi Telekomunikasi Indonesia Dalam Tingkat Makro Restrukturisasi
Peraturan Perundangan

Restrukturisasi Peraturan Perundangan

Pokok Kebijakan Yang Perlu Dikukuhkan Dalam UU

Regulasi

Restrukturisasi Industri Telekemunikasi

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Hak Eksklusivitas

Persaingan Dalam Infrastruktur

Persaingan Dalam Pelayanan

Penyelenggara Telekomunikasi

Liberalisasi Lingkungan Berusaha

Restrukturisasi BUMN Penyeienggara Telekomunikas!

PENUTUP

Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi
Profil Penvelenggara

Kertas Referensi WTO

Jadwal Liberalisasi

Grosar Istilah

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH

TENTANG
TELEKOMUNIKAS! INDONESIA

BAB |

PENDAHULUAN

-5
- 11
v -1
V-1
V-1
V-2
V-3
V-3
V-4
V-t
V-1
V-1
N3
V-4
V-6
V-7
Vi-9
Vi-1
Vi-1
VI-1
V-3
Vi-5
Vi-5
VI-7
VI- 14
Vi - 15
Vi- 15
Vi - 16
Vi-17
Vi - 17
Vi-18
Vi - 19
V-1

1. Pada waktu ini reformasi telekomunikasi dilaksanakan praktis oleh semua negara di dunia. Hal ini terutama
di sebabkan oleh perubahan drastis lingkungan ekonomi gjobai dan kepesatan kemajuan teknologi
telekomunikasi dan informasi. Karena perbedaan yang spesifik dalam keadaan ekonomi, politik dan sosial

masing-masing negara, manifestasi reformasi tersebut berbeda antara negara yang satu dengan yang lain.

Lagi pula, perbedaan dalam sasaran yang ingin dituju oleh strategi reformasi. membuat corak reformasi

telekomunikasi juga beraneka ragam.

SKRIPSI
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Dokumen ini menguraikan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka reformasi
telekomunikasi Indonesia yang merupakan program pemerintah. Reformasi tersebut meliputi restrukturisasi

kerangka hukum dan industri serta liberalisasi lingkungan usaha dibidang telekomunikasi.
Latar Belakang

Telekomunikasi, pada umumnya, mempunyai dimensi global meskipun bobot tanggung jawabnya berada di
ruang lingkup nasional. Hal ini disebabkan oleh sifat telekomunikasi itu sendiri yang inheren dengan
jangkauan jarak jauh sehingga mempunyai implikasi global, sedang wujud dan bentuk akhirnya sebagian

besar ditentukan oleh lingkungan dan kebijakan nasional secara makro

Perubahan lingkungan ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang
berlangsung sangat dinamis, telah me.idorong lahirnya lingkungan telekomunikasi yvang jauh berbeda
dengan keadaan yang telah berlaku begitu lama sebelumnya. Perubahan yang amat menaasar ini

menimbulkan realita baru pada penyelenggaraan telekomunikasi di seluruh dunia
Daiam garis besar, wujud perubahan dan realita baru ini berupa :

a. Beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan ;

b. Bergesernya fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi ke

meneniukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikannya;
¢ Peningkatan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi:
d. Transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli kepersaingan. dan
e. Diakuinya secara umum bahwa di era reformasi, telekomunikasi berperan sebagai salah satu faktor

penting dan strategis dalam menunjang dan meningkatkan daya saing ekcnomi suatu bangsa.

Dalam lingkungan nasional telekomunikasi telah terbukti sebagai sarana vital Indonesia untuk
memperlancar kegiatan pemerintah, meningkatkan hubungan antar bangsa serta memperkokoh persatuan

dan kesatuan dalam rangka Wawasan Nusantara. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi determinan penting dalam.
a. Haluan negara yang baru ditetapkan MPR dalam Sidang Istimewa November 1898

b. Kehendak untuk mengadakan perbaikan dan pembaharuan di segala bidang termasuk dibidang

telekomunikasi.
Tujuan

Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan reformasi telekomunikasi antara lain mempunyai tujuan

sebagai berikut:

a. Meningkatkan 'kinerja telekomunikasi dalam rangka mempersiapkan ekonomi Indonesia menghadapi
globalisasi yang secara konkrit diwujudkan dalam kesepakatan WTO, APEC dan AFTA untuk

menciptakan perdagangan dunia yang bebas;

b. Melaksanakan liberalisasi telekomunikasi Indonesia sesuai dengan Eecenderungan global yang

meninggalkan struktur monopoli dan beralih ke tatanan yang mendasar persaingan;
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c. Meningkatkan transparansi dan kejelasan proses pengaturan (regulasi) sehingga investor mempunyai

kepastian dalam membuat rencana

global, dan

penanaman modalnya;

Memfasilitasi terciptanya kesempatan kerja baru diseluruh wilayah Indonesia;

Membuka peluang penyelenggara telekomunikasi nasional untuk menggalang kerja sama dalam skala

f. Membuka lebih banyak kesempatan berusaha, termasuk bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.

Sistematika Dokumen

8. Untuk meletakkan dalam perspektif, skema berikut menggambarkan alur pikir perumusan kebijakan

reformasi telekomunikasi.

e ™~
// Profil

Telexkomunikasi

/
[
\

\
AN
™

~— T

Dewasa Ini ] 4

/a

/
/

Bab (1)

UUD 45
TAP MPR

Kebijakan Untuk

Manuiy I
..... i \
Telekomunikasi
Masa Depan —\V/
(Rab V1)

17
L

Faktor Faklor
Intern Ekstern
Babh IV Babh V

9. Dokumen ini disusun dengan tata urut

BAB | PENDAHULUAN

sebagai berikut :

AT Ty

Profil

BAB | menguraikan latar belakang serta tujuan utama kebijakan reformasi telekomunikasi.

Begitu pula diuraikan sistematika perumusan kebijakan dalam dokumen ini.

BAB Il PROFIL TELEKOMUNIKA

SKRIPSI

S| INDONESIA DEWASA INI
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BAB llI

BAB IV

BAB V

BAE VI

LAMPIRAN
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Sebagai titik tolak untuk merumuskan kebijakan reformasi, lebih dulu di uraikan dalam BAB ||
kondisi telekomunikasi Indonesia dewasa ini. Dalam menguraikan profil telekomunikasi
Indonesia pada waktu ini, diikhtisarkan pula struktur industri dan kerangka hukum serta

regulasi yang berlaku.
PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN

BAB Il melukiskan profil telekomunikasi masa depan yang ingin dituju dilakukan reformasi
secara total. Karena reformasi telekomuniksi bukan satu peristiwa sesaat melainkan satu
proses, maka profil telekomunikasi Indonesia masa depan tersebut dicapai melalui beberapa

tahap

FAKTOR-FAKTOR INTERN

BAB IV mengidentiukasi faktor-faktor intern yang sangat besar pengaruhnya pada
telekomunikasi mas= depan dan sekaligus mempengaruhi proses reformasi, sehingga harus

diperhatikan dalam merumu-“an strategi reformasi.

FAKTOR-FAKTOR EKSTERN

Begitu pula, dalam BAB V ini diidentifikasikan kecenderungan lingkungan global yang selain
merupakan faktor ekstern yang berpengaruh pada perwujudan profil telekomunikasi masa

depan juga memberi rambu-rambu pada proses.

KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI MASA DEPAN

Akhirnya. sebagai inti Cetak Biru, BAB V! menguraikan penentuan sasaran, pemilihan
strategi. perumusan kebijakan dan langkah-langkah menuju telekomunikasi Indonesia masa
depan. Dalam kebijakan ini strategi restrukturisasi PT. TELKOM dan PT. INDOSAT

merupakan bagian penting dan menduduki tempat yana sentral.

Data-data pendukung dan keterangan yang lebih rinci mengenai suatu hal disertakan sebagai lampiran, yaitu

Lampiran |
Lampiran I
Lampiran [l
Lampiran IV
Lampiran V

Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi
Profil Penyelenggara

Kertas Referensi WTC

Penjadwalan

Glosar istilah

Dengan demikian bagi mereka yang tidak ingin mengetahui Cetak Biru secara rinci, cukup membaca batang;

tubuhnya saja.

BAB Il ,

PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI

I.1. Umum
1. BAB ini menguraikan profit telekomunikasi Indonesia pada permulaan tahun 1998. Berturut-turut
diuraikan komponen pertelekomunikasian, seperti peraturan perundangan, struktur industri

SKRIPSI
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telekomunikasi, tarip jasa telekomunikasi, permulaan pembukaan pasar jasa telekomunikasi, pasar jasa
telekomunikasi, pelanggan jasa telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi.

.2, Peraturan Perundangan

2. Instrumen hukum yang mendasari pertelekomunikasian Indonesia waktu itu adalah Undang-Undang No.
3 tahun 1989 tentang telekomunikasi. Sedang regulasinya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan
Menteri (KM), serta perangkat perundangan lainnya.

1.2.1. Undang-Undang Tentang Telekomunikasi

3 Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi menyatakan antara lain bahwa:

a. Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah, yang selanjutnya untuk
penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara.

b. Badan penyelenggara adalah badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk untuk itu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Jasa telekomunikasi dikategorikan sebagai jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Jasa
telekomunikasi dasar meliputi telepon, telex dan telegram. Jasa telekomunikasi bukan dasar adalah
jasa telekomunikasi di luar jasa telekomunikasi dasar.

d. Badan hukum di luar badan penyelenggara, yang juga disebut badan lain, dapat menyelenggarakan
ijasa telekomunikasi dasar atas kerja sama dengan badan penyelenggara. Untuk menyelenggarakan
jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakannya tanpa kerja sama dengan badan
penyelenggara.

4 Sampai sekarang vang ditentukan sebagai badan penyelenggara ada 2 (dua) BUMN, yaitu -

a. PT. TELKOM, sebagai satu-satunya badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar untuk jasa
telekomunikasi dalam negeri, Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dan jasa telekomunikasi
tetap sambungan langsuny jarak jauh nasicnal. Jasa-jasa tersebut diselenggarakan melalui jaringan
telekomunikasi tetap (fixed) atau juga disebut jaringan berdasarkan kawat (wireline). Dengan
demikian, PT. TELKOM merupakan satu-satunya penyelenggara jaringan umum telekomunikasi tetap
dalam negeri.

b. PT. INDOSAT, sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar khususnya jasa
telekomunikasi tetap sambungan internasional hingga tahun 1994. Sejak tahun itu, Pemerintah
memberi izin pada perusahaan swasta yang berpatungan dengan PT. TELKOM dan PT. INDOSAT
untuk juga menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional vang ke dua
{mengenai hal ini diterangkan lebih lanjut di butir 7).

i : ;
5.  Petikan beberapa ketentuan di atas memperlihatkan bahwa. di bawah kerangka hukum yang masih
berlaku, warna monopoli penyelenggaraan telekomunikasi jndonesia masih terlihat nyata. Hal ini dapat
dimaklumi, karena umur Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi tersebut telah
mendekati sepuluh tahun. Mengingat dinamika telekomunikasi yang begitu tinggi, suatu Undang-undang
memang tidak akan mudah memberi akomodasi untuk implikasi semua perubahan yang terjadi selama
kurun waktu sepuluh tahun.
6. Meskipun demimian, dengan memperjelas dan memperlonggar interpretaasi ketentuan-ketebtuan di atas,

perangkat regulasi sedikit banyak telah dapat mengakomodasikan, secara terbatas, beberapa kebijakan
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deregulasi, terutama yang mengenai partisipasi pihak swasta dalam pemyelenggaraan jasa

telekomunikasi dasar. Butir berikut mengutarakan aspek ini dalam perangxat regulasi
11.2.2. Perangkat Requlasi

7. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan Keputusan
Menteri No. 39 tahun 1993 tentang kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar menetapkan
bahwa kewajiban kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa
telekomunikasi dasar dapat berbentuk :

a. Usaha patungan (JVC),
b. Kerja sama operasi (KSO) dan
¢. Kontrak manajemen (KM).

8. Dalam usaha patungan, nada dasarnya, kepemilikan badan penyelenggara dalam JVC tidak harus
merupakan mayoritas. Seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang
kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA, penanaman modal bidang
usaha lelekomunikasi dapat dilakukan oleh PMA, penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat
dilakukan oleh PMA patungan asalkan kepemilikan peserta Indonesia minimal 5 % dari seluruh modal di
setor. Perlu dicatat bahwa usaha patungan antara Badan Penyelenggara dan Badan Lain berstatus

sebagai Badan Lain, bukan badan penyelenggara.

KSO secara lebih spesifik diatur dengan izin yang diberikan dalam persetujuan kerja sama operasi yang

bersangkutan, seperti izin yang diberikan kepada masing-masing konsorsium investor KSO Repelita VI

Lingkup kerja sama dan tata cara perizinan dalam Kontrak Manajemen di bidang telekomunikasi diatur
oleh Keputusan Menteri No. 39 tahun 1983 tersebut di atas. Penggunaan bentuk kerja sama ini dalam

praktek di bidang telekomunikasi praktis belum ada
1.3, Struktur Industri Telekomunikasi

g Seperti disebut dalam butir 4, pada saat ini ada 2 (dua) badan penyelenggara, yaitu PT. TELKOM dan
PT.INDOSAT yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di indonesia. Struktur industri telekomunikasi

Indonesia dewasa ini dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Struktur Industri Telekomunikasi Dewasa ini

. Jasa ; Penyelenggaraan
f I \ T I f
' ! ] Jasa telekomunikasi | Kabei | Ekskiusif sejak 1996 akhir 2010
; i ;' ! Itetap  sambungan —
- o® : ! l © lokal Radio | Persaingan terbatas
f ] ! Domestik l !
= |
i} @ | Tetap ! l Jasa telekomunikasi tetap
H e : ! I sambungan jarak jauh Eksklusif sejak 1996 hingga akhir 2005
! £ 1 nasional (SLJJ}
] = ! I
[+
’ 2. Jasa telekomunikasi tetap  sambungan a2k 1995 hi khir 2004
5 internasional (SLI) Dua penyelenggara seja ingga akhir
o
g?::k Sistem telekomunikasi bergerak selular Persaingan (tergantung pada tersedianya frekuens
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Jasa telekomunikasi non dasar Persaingan
Peralatan terminal pelanggan (CPE) Persaingan
Peralatan non CPE Dalam proses menuju persaingan

10. Jaringan telepon tetap sambungan lokal dengan kawat diselenggaiakan oleh Badan Penyelenggara PT.
TELKOM secara eksklusif selama 15 tahun yang akan berakhir pada tahun 2010. Jaringan
telekomunikasi tetap sambungan lokal dengan radio secara terbatas (regional) juga telah

diselenggarakan oleh Badan Lain, yaitu PT. RATELINDO.

11. Jasa telepon tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif oleh PT.

TELKOM hingga akhir tahun 2005.

12. Sementara jasa telepon tetap sambungan internasional diselenggarakan hingga akhir tahun 2004 secara

duopoli oleh PT. INDOSAT dan PT. SATELINDO.

13. Sedangkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler, pada waktu ini telah dilaksanakan
secara kompetitif dan jumlah penyelenggaranya dibatasi oleh ketersediaan spektrum. Begitu pula
segmen pasar penyediaan peralatan terminal pelanggan atau CPE merupakan lingkungan yang

kompetitif. Penyediaan peralatan CPE sedang dalam proses liberalisasi total.

4. Tarif Jasa Telekomunikasi

14  Menurut Undang-Undang No 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi susunan tarip diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Pada waktu ini. pemerintah menentukan maksimum beberapa komponen tarif,
seperti pasang baru, sewa bulanan, dan biaya aktivasi. Untuk biaya pemakaian (usage charge) jasa
telekomunikasi tetap ditentukan tarif aktualnya, yang saat ini sedang dalam proses untuk diubah menijadi

tarif maksimum.
1.5 Permulaan Pembukaan Pasar Telekomunikasi

15. Seperti di utarakan di atas, UU No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah No.
8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta KM. No. 39 tahun 1993 tentang kerja
sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar, memungkinkan kerja sama antara badan

penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. Untuk memenuhi

kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi dalam Pelita VI, khususnya jaringan telekomunikasi
tetap sambungan lokal, karena keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah maupun Badan

Penyelenggara pembangunan dilakukan melalui pengikutsertaan modal asing. Dalam hubungan ini, telah

diterapkan kebijakan KSO (Kerja Sama Operasi) antara PT. TELKOM dengan konsorsium swasta

nasional dan asing.

16. Di samping itu, PT. TELKOM serta PT. INDOSAT telah melakukan Initial Public Offering (IPO), masing-
masing pada tahun 1994 dan 1995. Dengan penjualan saham BUMN dibursa tersebut, pada waktu ini
15% saham PT. INDOSAT dan sekitar 25% saham PT. TELKOM ada di tangan masyarakat. Hal-hal

tersebut, pada hakekatnya telah merupakan permulaan privatisasi telekomunikasi Indonesia.

11.6. Pasar Jasa Telekomunikasi

SKRIPSI
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17. Besarnya pasar untuk suatu barang atau jasa diukur dari besarnya permintaan untuk barang atau jasa
tersebut. Sebaliknya potensi besarnya permintaan yang belum terpenuni dapat ditaksir dari perbandingan

derajat pemenuhannya dibeberpa pasar serupa.

18. Tabel | dibawah membandingkan penetrasi jaringan telepon tetap dan jaringan telepon bergerak seluler
Indonesia dengan negara-negara sekitarnya. Penetrasi adalah rasio dari sambungan telepon tetap (atau

bergerak) untuk tiagr 100 orang penduduk yang dinyatakan dalam %.

Tabel | Penetrasi jaringan telepon tetap dan bergerak dalam %

NEGARA PENETRASI JARINGAN TELEPON PENETRASI JARINGAN TELEPON
TETAP *) BERGERAK **)
Australia 51.94 28.3
Singapura 47.85 283
Taiwan 46.60 3.0
Korea 43.26 17.8
Malaysia 18.32 10.9
Thailand 5.86 0.3
Philipina 2.58 16
Indonesia 2.10 06
Sumber : ITU Asia Pacific Telecommuncation Indicators / Mobilicomm International *)

permuiaan 1987 **) September

19. Rendahnya penetrasi jaringan telepon baik yang tetap maupun yang bergerak di Indonesia bila di
banding dengan negara sekitarnya, merupakan salah satu indikasi bahwa daya tarik investasi dalam
infrastruktur telekomunikasi Indonesia, untuk jangka panjang, cukup potensial. Lagi pula, pada
umumnya, investor dalam infrastruktur telekomunikasi tidak mendasarkan perhitungan bisnisnya untuk
iangka waktu yang pendek. Yang sangat mereka butuhkan adalah kepastian berusaha. Hal ini terbukti,
pada tender izin penyelenggaraan jasa telepon bergerak seluler PCS/PCN (DCS-1800 dan PHS) baru-
baru ini. Meskipun ditengah krisis ekonomi, tidak sedikit peminat yang harus dikecewakan karena jumlah

calon investor lebih besar dari izin yang dapat disediakan.

20. Ada perbedaan dalam struktur pasar antara jasa telepon tetap dan jasa telepon bergerak seluler.
Struktur pasar untuk jasa telepon tetap masih berdasarkan monopoli atau duopoli, tetapi untuk jasa

telepon bergerak seluler struktur pasarnya sudah sejak beberapa tahun berdasarkan persaingan penuh.

7. Pelanggan Jasa Telekomunikasi

21. Meskipun dalam masa krisis, pertumbuhan jumlah pelanggan telepon tetap Indonesia sampai akhir
semester pertama 1998 masih mencapai 15.51 %, seperti diperlihatkan tabel Il di bawah (butir 22).
Apalagi kalau diingat, bahwa kenaikan jumlah pelanggan tersebut adalah netto, oleh karena pada éaat
yang sama sebanyak 201.201 pelanggan menghentikan sambungan teleponnya akibat krisis dalam kurun
waktu itu. Dampak krisis akan lebih terasa pada tahun 1999, karena pada tahun itu paktis tidak akan Fda
ekspansi jaringan telepon tetap. Perlu diingat bahwa karena sebagian besar komponen jaringan
telekomunikasi itu perlu diimpor dan pendapatan dari penyelenggaraan diperoleh dalam Rupiah, maka
tidak salah kalau dikatakan bahwa laju ekspansi jaringan tahun depan akan berbanding terbalik

(inversely proportional) dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.
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Dampak krisis pada jumlah pelanggan jaringan telepon bergerak pada akhir semester kedua 1998
menyebabkan pertumbuhannya menjadi negatif (-7.93 %), seperti dapat dilihat dari tabel Il. Penyebab
gejala ini, adalah adanya sebagian pelanggan yang menghentikan langganannya, tetapi penyebab
terbesar adalah berpindahnya pelanggan dari langganan biasa ke langganan pra-bavar. Sedang yang
dicatat di tabel Il itu hanya pelanggan biasa.

Tabel Il Pelanggan jasa telepon (tetap dan bergerak)

Indikator Pelanggan Satuan Triwulan Il 97 Triwulan 11 98 Laju (%)
TELEPON TETAP (FIXED)
Pelanggan Langganan 4.361.355 5.037.640 15.51
Telepon umum Sst 151.229 194 737 28.77

Segmentasi pelanggan

. Bisnis % 21.43 19.80
B Perumahan Ya 78.12 73.78
. Sosial % 0.45 0.42
Produktivitas
. Lokal % 37.85 35.47
. SLJJ Ya 62.15 64.53
TELEPON BERGERAK SELULAR
Pelanggan Langganan 858.221 790.158

Sumber : INFO MEMO PT. TELKOM August 1998

Infrastruktur Telekomunikasi

Pembangunan infrastruktur telepon tetap (fixed) dilakukan oleh PT. TELKOM dan Mitra KSO-nya.
sebagai badan penyelenggara. Pemerintah menentukan jumiah sambungan yang akan dibangun dalam
periode lima tahun, karena pada umumnya Pemerintah masih terlibat dalam segi pendanaan. Penentuan

ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun, seperti pada Pelita VI.

Besarnya penbangunan untuk ekspansi jaringan telepon bergerak seluler ditentukan seperti oleh badan-
badan lain yang menjadi penyelenggaranya. Pemerintah tidak terlibat dalam pendanaan pembangunan
infrastruktur jaringan telekomunikasi bergerak seluler, meskipun Pemerintah memperhatikan dan
mengawasi bagaimana masing-masing penyelenggara memenuhi kewajibannya untuk memperluas

liputan jaringan di wilayah operasinya

Penyebaran liputan jaringan/jasa sambungan telepon tetap dan sistim telekomunikasi bergerak seluler di

seluruh wilayah Indonesia diperhatikan Tabel Il berikut :

Tabel lll Penyebaran pelanggan (akhir 19398)

-71.62
213

6.14

-6.30

3.84

WILAYAH PELANGGAN JARINGAN PELANGGAN JARINGAN
TELEPON TETAP *) TELEPON BERGERAK **)
38 Sumatera 770.057 74.894
1. Jakarta 2.079.452 575.477
. Jawa Barat 567.358 69.168
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V. Jawa Tengah +DIY 475.410 69.526
V. Jawa Timur 935.372 119.007
Vi Kalimantan 254315 24612
Vil KTI 488.880 52.718
TOTAL 5.571.644 98.402

*) 1998 Annual Report on Form 20-PT. TELKOM **) diluar pengguna pra-bayar, posisi akhir

1997
Pada waktu ini, jumlah pelanggan jaringan telepon bergerak seluler dan jaringan telepon tetap kurang
lebih berbanding 1 : 5. Akan tetapi, hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala universal
Sebagai penyebab dapat disebutkan : (I) mobilitas dalam penggunaan sarana telekomunikasi merupakan
permirtaan yang nyata, (ii) unit pengguna telekomunikasi bergeser dari rumah tangga - seperti pada
jaringan telepon tetap — ke pribadi (personal).
BAB il
PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN
1. Umum
Profil telekomunikasi Indonesia masa depan yang ingin dicapai diuraikan dalam BAB Il ini. Uraian

1

P2

dilakukan dengan mempersandingkan keadaan komponen telekomunikasi Indonesia dewasa ini dengan
keadaan komponen pertelekomunikasian di masa depan dengan disertai ulasan mengenai perbedaan
masing-masing.

Profil telekomunikasi masa depan yang ingin dicapai idealnya harus ditafsirkan sebagai suatu tahapan

dalam dimensi waktu, bila telah terjadi :

a. Kompetisi yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa

telekomunikasi ;

b. Adanya regulator yang efektif menegakkan (inforce) peraturan dalam regulasi dan persyaratan dalam
lisensi ;

¢. Pemerataan manfaat kompetisi kepada pelanggan dalam kemungkinan mengakses jasa
telekomunikasi, tanpa ada perbedaan dalam lokasi akses, pembayaran dan status sebagai pelanggan

residensial atau bisnis ; dan

d. Adanya konsumen jasa telekomunikasi yang kepentingannya dilindungi dalam hal kualitas pelayanan

yang diterima, harga yang harus dibayar, dan variasi pilihan yang didapat.

Situasi seperti dilukiskan di atas, selain ideal, juga hanya bisa atau sudah dicapai oleh negara yang amat
sedikit jumlahnya. Meskipun demikian, situasi seperti itu menjadi idaman semua negara. BAB Il ini

mendefinisikan ciri-ciri reformasi/liberalisasi telekomunikasi Indonesia lebih pragmatis.

Dalam matriks di butir 5 berikut dibandingkan keadaan telekomunikasi Indonesia dewasa ini dan keadaan
tersebut di masa depan. Di BAB lll ini, masa depan didefinisikan secara pragmatis sebagai kurun waktu
bila sudah tidak ada lagi hak ekskutif dan duopoli dalam penyeienggaraan telekomunikasi di Indonesia.
Situasi demikian itu akan terjadi sesudah tahun 2011 seperti terlihat di bagan struktur industri

telekomunikasi Indonesia berikut :
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5. Komponen telekomunikasi Indonesia yang dicantumkan dalam matriks, adalah komponen yang sebagian

besar diuraikan di BAB I, seperti peraturan perundangan struktur industri telekomunikasi, tarip jasa

telekomunikasi, pasar jasa telekomunikasi, dan infrastruktur telekomunikasi. Perlu dicatat bahwa tidak

selalu terdapat korespondensi antara unsur-unsur dewasa ini dan dimasa depan, seperti unsur badan

penyelenggara, badan lain atau jasa telekomunikasi dasar/non dasar yang dalam komponen struktur

industri telekomunikasi masa depan tidak diketemukan lagi

Matriks Perbandingan keadaan dewasa ini dan masa datang

Komponen

Keadaan dewasa ini

Keadaan masa datang

Catatan

Peraturan perundangan

- Undang-undang

Penyelenggaraan
telekomunikasi

Kategori penyeleng-garaan
jasa telekomunikasi

|
i
IL
|
I
i
!
i
!
||
1
j
i
i
|
|
|
i
i
!
i
i
4

Restriksi usaha swasta
sebagai penyelenggara

Regulasi

Bentuk kerja sama

Penyertaan investor (modal)
asing

Struktur industri telekomunikasi

- Jasa telekomunikasi tetap

|

I

|

I

i

I

|

I

{ . Penyelenggara
I

[ *  Penyelenggaraan
|

- Jasa telekomunikasi dasar
bergerak

SKRIPSI

UU No. 3 tahun 85 tentang
telekomunikasi

Qleh pemerintah yang dilimpahkan
kepada badan penyelenggara (BP)

! Penyelenggaraan jasa

telekomunikasi dasar dan non-
dasar

sama dengan BP dalam
penyelenggaraan jasa
telekomunikasi dasar

|

I

{!

|

|

Badan iain (BL) harus bekerja !
I

|

I

|

i

Patungan, KSO dan KM |
|

I

|

Pada umumnya sampai sekitar 25 !
o l

BP atau BL yang bekerja sama
dengan BP

Monopoli atau duopoli sampai
waktu tertentu (lihat hal Il — 4)

PEMBLOKIRAN SLI 001 .

UU tentan_ te'=somuni-kasi yang
baru

Oleh usaha swasta (termasuk
BUMN yang telah diswastakan) dar
koperasi

Penyelenggaraan jaringan dan jasa
teleko-munikasi

Kewajiban kerja sama antar
penyelengaara di tiadakan

Didasarkan atas pertimbangan
usaha

Akan meningkat bertahap dengan
kepemilikan swasta nasional dan
koperasi lebih besar cari swasta
asing

Diselenggarakan oleh usaha
swasta, BUMN, BUMD dan
koperasi

Kompetitif (lihat haf (i - 3)
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makin meningkat

I * Penyelenggara BP yang bekerja sama dengan tL | Diselenjgarakan oleh usaha i.

l swasta, BUMN, BUMD dan

| koperasi

I

E «  Penyelenggaraan Kompetif (lihat ha! Il — 4) Kompetitif (lihat hal Ill — 3)

i

| -~ Jasa telekomur-kasi non- BL dapat menyelenggara-kannya | Peran usaha menengah dan kecil j-
dasar tanpa bekerja sama dengan BP dalam aktivitas penyelenggaraan

r

i
[
|
i
i
|
1
|

Tarif jasa telekomuni-kasi Ditetapkan pemerintah Berorientasi pada biaya mekanismé¢ k.
i pasar

|
| P

I
Il
| Pasar jasa telekomuni-kasi

+«  Permintaan Cukup potensial karena masih Dengan liberalisasi akan makin l.
rendahnya teledensitas meningkat

. Penyediaan ! _ebih baryak menjadi beban Oleh investor swasta dan koperasi m.
negara yang mening-katkan kemungkinan

tercapainya keseim-bangan
permintaan dan penyediaan

Infrastruktur telekomuni-kasi Jaringan telepon tetap untuk Jaringan telekomunikasi tetap dan
komunikasi suara dan jaringan bergerak untuk komunikasi

! telepon bergerak generasi ke 2 multimedia

Hn.3. Cacatan Matriks

6. Catatan ditawah diurutkan menurut penomoran di kolom terakhir matriks diatas. Berhubungan keadaan
unsur-unsur telekomunikasi masa depan banyak yang diterangkan di BAB VI KEBIJAKAN UNTUK
MENUJU TELEKOMUNIKASI MASA DEPAN, maka keterangan berikut banyak yana mengacu pada BAB

tersebut
Pengaturan perundangan

a. Undang-undang

Sepuluh tahun yang lalu Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi diundangkan untuk
mendasari telekomunikasi Indonesia yang seperti di kebanyakan negara di dunia bersifat monopolistis
meskipun mulai membuka kemungkinan partisipasi swasta, walau masih terbatas. Sementara itu
lingkungan di dalam dan diluar negeri telah banyak sekali berubah sebagai akibat dari globalisasi.
Sejalan dengan itu telah terjadi perubahan vang mengarah kepada perdagangan bebas dibidang
telekomunikasi. Oleh karena itu undang-undang yang baru harus mempunyai karakteristik yang anti

monopoli dan pro-konsumen
b. Penyelenggaraan telekomunikasi

Dimasa depan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung tidak lagi menyelenggarakan
telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan oleh usaha swasta (termasuk BUMN) yang
telah diswastakan ) dan koperasi (lihat BAB V! butir 11.b), dengan catatan kepemilikan swasta dan

koperasi nasional lebih besar dari kepemilikan swasta asing.

c. Kategori (penyelenggaraan) jasa telekomunikasi

SKRIPSI PEMBLOKIRAN SLI 001 ... ANDRIAN H TUMANGGOR



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Undang-undang yang baru menghapuskan pembedaan antara jasa telekomunikasi dasar dan non-
dasar yang sekarang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Perbedaan dilakukan antara
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang pemberian
izin penyelenggaraannya didasarkan hanya pada kelayakan usaha calon penyelenggara untuk

menyelenggarakan jenis telekomunikasi bersangkutan (lihat BAB VI butir 14 dan 25).

d. Restriksi usaha swasta sebagai penyelenggara

Pada waktu ini usaha swasta sebagai badan lain (BL) harus t:kerja sama dengan badan
penyelenggara (BP) agar diizinkan menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar. Dimasa depan
keharusan kerja sama antara penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan suatu jasa telekomunikasi
semata-mata didasarkan atas kelayakan usaha penyelenggara dan tidak atas dasar kepemilikan saham

penyelenggara tersebut oleh pemerintah (lihat BAB VI butir 25).

e. Bentuk kerja sama

Pada waktu ini kerja sama yang dimaksudkan catatan matris butir 4 diatas dibatasi bentuknya, yaitu
patungan, kerja sama operasi (KSO) atau kontrak manajemen (ihat BAB il butir 7). Dalam
penyelenggaraan telekomunikasi masa depan, baik keperluan mengadakan kerja sama maupun bentuk
kerja samanya ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan semata-mata atas dasar pertimbangan

usaha.
f. Penyertaan investor (modal) asing

Dalam Schedule of Commitment traktat multilateral WTO, Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan
asing atas saham penyelenggara jasa telekomunikasi dasar dapat sampai 35 %. Batas ini sewaktu-
waktu dapat dinaikkan tapi tidak boleh diturunkan. Selanjutnya pada putaran perundingan dagang
multilateral vang diadakan secara periodik batas ini secara bertahap dapat dinaikan, namun tidak

melebihi kepemilikan nasional.
Struktur industri telekomunikasi
g. Penyelenggara jasa telekomunikasi tetap

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1989 yang sekarang berlaku. jasa telekomunikasi tetap adalah
jasa telekomunikasi dasar. Maka penyelenggaranya harus badan usaha milik negara yang merupakan
badan penyelenggara (BP) atau usaha swasta (BL) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara
tersebut. Pelaksanaan liberalisasi penuh menghasilkan lingkungan regulasi telekomunikasi masa
depan yang tidak mendasarkan pemberian kewenangan sebagai penyelenggara berdasarkan adanya
saham penvelenggara yang dimiliki negara, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa

telekomunikasi yang diselenggarakan penyelenggara. (Lihat BAB VI butir 11 ¢}

h. Penyelenggaraan telekomunikasi tetap

Dengan adanya hak eksklusivitas dan duopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap
sambungan lokal, jasa telekomunikasi tetapi sambungan langsung jarak jauh nasional dan jasa
telekomunikasi tetap sambungan internasional. maka penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap
waktu ini sifatnya monopolistis. Sedang karakteristik telekomunikasi Indonesia di masa depan adalah

muilti-operator, berdasarkan persaingan dan pro-konsumen.

Dari bagan di halaman 1i-4 yang memperlihatkan struktur industri dewasa ini dapat dibaca bahwa jasa
telekomunikasi tetap sambungan lokal dapat berdasarkan kabel atau radio, yang masing-masing
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penyelenggaraannya dilaksanakan secara eksklusif dan persaingan terbatas. Sedangkan bahan di
halaman 1lI-3 memperlihatkan keadaan sesudah liberalisasi total dilaksanakan, yaitu pada kolom
penyelenggara yang diberi indikasi “sejak 2011". Hal ini ditandai bahwa pada baris jaringan dan jasa
ielekomunikasi tetap, selain PT. TELKOM dan PT. INDOSAT sebagai penyelenggara tertulis juga
“OPERATOR LAIN". OPERATOR LAIN adalah usaha swasta dan koperasi yang mempunyai kelayakan

usaha dan mendapat izin penyelenggaraan.

Pada baris sebelum yang trakhir di bagian halaman -4, diindikasikan bahwa pada waktu ini
penyediaan peralatan tenminal pelanggan (CPE) dilaksanakan secara bersaing, sedang penyediaan
non CPE persaingannya masih terbatas. Dimasa depan penyediaan peralatan non CPE dilaksanakan

juga secara bersaing
Penyelenggara dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak

Sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1989, dewasa ini penyelenggara jasa telekomunikasi
bergerak adalah BL yang bekerja sama (Secara patungan) dengan BP. Seperti diutarakan di atas,
dalam penyelenggaraan telekomunikasi masa depan keharusan kerja sama antar penyelenggara untuk

dapat menyelenggarakan telekomunikasi tidak ada lagi.

Biarpun ada keharusan kerja sama antar 6L dan BP, penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak
pada waktu ini dilaksanakan atas dasar persaingan. Meskipun demikian, jumlah penvelenggara
dibatasi oleh ketersediaan frekuensi. Dimasa depan. penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak
juga dilaksanakan secara kompetitif, dengan catatan bahwa perbedaan antara BL dan BP serta
keharusan kerja sama antar penyelenggara sudah tidak ada lagi. Akan tetapi pembatasan jumlah

penyelenggara oleh ketersediaan spektrum tetap ada.
Penyelenggara dan penyelenggaraan telekomunikasi non-dasar

Pada waktu ini, BL tanpa harus bekerja sama dengan BP dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi
non-dasar. yang meliputi antara lain jasa akses internet. premium call. telepon umum dan wartel.
Karena modai yang diperlukan refatif tidak besar, usaha kecil dan menengah kebanyakan aktif dalam
penyelenggaraan jasa ini yang diselenggarakan secara kompetitif (Lihat bagan di halaman |l-4).
Dimasa depan. meskipun tidak lagi dinamakan jasa telekomunikasi rion-dasar, jenis jasa-jasa tersebut
akan meningkat sekali, sehingga peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk berusaha akan jauh

lebih besar.

Tarif

k.

Tarif jasa telekomunikasi

Pada waktu ini, tarif jasa telekomunikasi diatur pemerintah. Dimasa depan untuk jasa telekomunikasi

yang penguasaan pasar (market power) penyelenggaranya dominan sekali tarif ditentukan oleh

] regulator dengan berorientasi pada biaya {cost-oriented), sedang untuk jasa telekomunikasi yang para

penyelenggaranya kurang lebih mempunyai penguasaan pasar yang setara (seperti penyelenggaraan

jasa telepon bergerak seluler atau jasa akses Internet pada waktu ini) tarif ditentukan oleh mekanisme

'pasar (lihat BAB VI butir 11.d)

Pasar jasa telekomunikasi

I

Pasar jasa telekomunikasi

Seperti diterangkan di BAB Il butir 17, besarnya pasar untuk suatu barang atau jasa diukur dari
besarnya permintaan untuk barang atau jasa tersebut. Sebaliknya potensi besarnya permintaan yang
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belum terpenuhi dapat ditaksir dari perbandingan derajat pemenuhannya dibeberapa pasar serupa.
Mengingat bahwa teledensitas Indonesia yang terendah diantara negara yang setara maka dapat
disimpulkan bahwa masih cukup banyak permintaan akan jasa telekomunikasi yang belum dipenuhi.
Karena kemajuan teknologi dan liberalisasi pasar, dimasa depan jenis jasa telekomunikasi akan

meningkat yang akan disertai permintaan yang meningkat pula.

. Penyediaan '

Diwaktu yang lampau, meskipun kecenderungannya sekarang telah menurun, pendanaan untuk
memenuhi permintaan jasa telekomunikasi menjadi beban pemerintah. Pada hal menurut Bank Dunia
setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jaringan telekomunikasi guna mendukung
ekonominya, negara berkembang membutuhkan 64 miliar USD. Hal ini sudah tentu tidak mungkin
dipikul pemerintah negara tersebut, karena masih banyaknya kebutuhan lain yang perlu dibiayai.
Dimasa datang, pembangunan jaringan telekomunikasi dilaksanakan atas dasar permintaan pasar dan
sepenuhnya dilakukan berdasarkan investasi permintaan pasar dan sepenuhnya dilakukan
berdasarkan investasi oleh swasta. Sebagai akibatnya. distorsi o :lam mekanisme pasar akan
berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya kesetimbangan antara permintaan dan penyediaan akan

meningkat.

Infrastruktur

n.

Infrastruktur

Infrastruktur utama dalam telekomunikasi Indonesia pada waktu ini adalah jaringan telepon tetap untuk
komunikasi suara dan jaringan telepon bergerak generasi ke 2. Karena kemajuan dan konvergensi
teknologi, dimasa depan jaringan telekomunikasi tetap serta jaringan telekomunikasi bergerak terestrial

dan satelit untuk komunikasi multimedia akan merupakan infrastruktur utama.

111.4. Evolusi Telekomunikasi

7. Perkembangan telekomunikasi berjalan terus. Begitupun regulasi telekomunikasi akan terus berubah

mengikuti kemajuan teknologi dan dinamika ekonomi. Kompetisi di segala penyelenggaraan telekomunikasi

telekomunikasi, dianggap perlu tetapi belum mencukupi liberalisasi yang penuh. Kualitas kompetisinya

masih merupakan isu lanjutan dalam liberalisasi telekomunikasi. Salah satu contoh adalah tuntutan akan

adanya portabilitas nomor (number portability), yaitu kemungkinan membawa nomor yang lama biia
pelanggan pindah berlangganan dari satu penyelenggara ke penyelenggara yang lain. Dengan tidak

adanya portabilitas nomor, perpindahan semacam ini akan mengalami hambatan.

8. Kecenderungan konvergensi antara telekomunikasi dengan teknologi informasi (telematika) juga akan

makin mendesak regulasi untuk memperhatikan isu yang berhubungan dengan content {muatan). Contoh
akut dalam hal ini adalah tanda tangan digital, TRIP (Trade Related Intellectual Property) internet

webcasting yang erat hubungannya dengan e-commerce dan sebagainya.

V.1,

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR INTERN

Umum

1. Kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia merupakan bagian kebijakan reformasi nasional,
yang arahnya telah ditentukan oleh Ketetapan MPR RI NO. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok
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reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional

sebagai haluan negara,

2. BAB IV ini menitik beratkan pada faktor-faktor intern yang sangat besar pengaruhnya sehingga
harus diperhatikan dalam perumusan strategi reformasi telekomunikasi. Dalam hubungan ini
BAB IV mengemukakan :

a. Perubahan besar dalam bidang politik-sosial-ekonomi yang terjadi di Indonesia pada
tahun 1998;

b. Ketetapan Sidang Istimewa MPR 1998 yang menentukan arah reformasi pembangunan
nasional;

¢. Dampak krisis ekonomi;

d. Program reformasi ekonomi nasional yang dilaksanakan pemerintah bersama IMF untuk
mengatasi krisis moneter beserta implikasinya termasuk kebijakan restrukturisasi BUMN;
dan

e. Program reformasi telekomunikasi.

V.2, Perubahan Besar Dalam Bidang Politik-Sosial-Ekonomi

3 Tahun 1998 merupakan tahun yang amat berseiarah dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Waktu krisis ekonomi keuangan yang melanda Indonesia masih berlanjut, terjadilah dalam
tahun itu, peristiwa-peristiwa historis seperti berikut ?

a. Pergantian pemerintah yang sudah berkuasa selama 32 tahun;

b Ditetapkan haluan negara baru yang memberikan arah pada reformasi pembangunan;

¢ Bertiupnya angin demokrasi dalam kehidupan politik;

d. Diarahkannya kebijakan ekonomi yang menekankan perwujudan struktur ekonomi
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi kerakyatan;

e. Dijaminnya hak azasi manusia termasuk hak atas kebebasan informasi oleh ketetapan
lembaga tertinggi negara.

Dampak peristiwa-peristiwa penting diatas kepada praktek kehidupan nasional yang nyata

masih harus ditunggu namun begitu, tidak dapat disangkal bahwa peristiwa-peristiwa tadi akan

membawa perubahan fundamental dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia.
1v.3. Ketetapan Sidang Istimewa MPR November 1998

4. Kebijakan reformasi telekomunikasi !ndonesia harus mengacu pada ketetapan Sidang
istimewa MPR bulan November 1998 mengenai Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam
Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Négara yang di
uraikan dalam butir-butir berikut. !

5. Salah satu tujuan Reformasi Pembangunan adalah :

SKRIPSI

a Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat -singkalnya, terutama untuk
menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan

usaha nasional.
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Sedang agenda yang harus dijalankan kebijakan reformasi Pembangunan termasuk :

b. Melaksanakan deregulasi ketetapan-ketetapan yang menghambat investasi, produksi,
distribusi, dan perdagangan; dan

c. Membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan praktek
monopoli serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi.

Dalam ketetapan tentang Hak Azasi Manusia ditegaskan bahwa :

a. Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosiainya.

b. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, n 2miliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan seaala jenis saluran yang tersedia. (lihat
juga BAB V butir 23-25 dokumen ini).

V.4, Dampak Krisis Ekonomi

7

Dampak krisis ekonomi pada telekomunikasi Indonesia telah diuraikan BAB Il butir 21 dan 22.
Ketergantungan pembangunan infrastruktur pada impor membuat perkembangan
teiekomunikasi amat sensitif terhadap niiai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Pada waktu nilai
tukar Rupiah terhadap US Dollar mefonjak dan 2.371 menjadi 17.000 pada tanggal 21 Januari
1988, pembangunan telekomunikasi praktis dihentikan dan semua proyek yang sedang

berjalan menjadi tidak layak.

V.5, Program Reformasi Ekonomi Nasional

8.

Upaya pemulihan ekonomi nasional yang juga didukung IMF ini kurang lebih telah berjalan
setahun dan dilaksanakan pemerintah dengan konsekuen dan konsisten. Secara berkala
diadakan review yang biasanya menghasilkan program untuk periode berikutnya. Program
periodik ini didokumentasikan dalam memorandum of Economic and Financial Policies
(MEFP). Dalam MEFP terakhir dan suplemennya bulan November 1998, dikonfirmasikan

bahwa, meskipun belum mantap benar, tanda-tanda perbaikan ekonomi makro mulai tampak.

Berkat kebijakan yang ketat, Rupiah menunjukan trend yang menguat. Harga bahan makanan
cenderung menurun dan tingkat harga pada umumnya stabil. Begitu pula harga saham agak
membaik meskipun demikian, stabilitas yang mantap dalam nilai tukar masih belum tercapai.

Inflasi menunjukkan kecenderungan menurun, karena ditolong oleh menguatnya Rupiah.

IV.6. Program Reformasi Telekomunikasi

10. Pada hakekatnya, komponen utama program reformasi nasional untuk mengembalikan

SKRIPSI

kepercayaan kepada Pemerintah dan menstabilkan ekonomi, seperti diuraikan diatas, adalah :
a. Deregulasi

b. Pro-kompetisi

¢. Liberalisasi

d. Restrukturisasi
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e. Pembukaan pasar (market access), dan
f.  Pengaturan sebanyak mungkin berorientasi pada mekanisme pasar

Menjadi keharusan, bahwa semua kebijaksanaan reformasi telekomunikasi menyelaraskan

komponen dan arahnya dengan kebijaksanaan reformasi ekonomi nasional tersebut.
BAB V '

FAKTOR-FAKTOR EKSTERN

Umum

1-

Seperti telah diutarakan dimuka, sifat telekomunikasi adalah inheren dengan jangkauan jarak
jauh, sehingga mempunyai implikasi global. Sebaliknya, wujud dan bentuk lingkungan
telekomunikasi dalam kebijaksanaan nasional tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang

mempunyai dimensi global.

BAB ini menguraikan faktor-faktor ekstern (global) yang mempengaruhi kebijksanaan reformasi
telekomunikasi di mana saja, tidak terkecua'i di Indonesia. Yang amat signifikan di antara

faktor-faktor tersebut adalah :
a. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang dramatis sekali;

b. Globalisasi ekonomi yang telah menempatkan telekomunikasi selain sebagai jasa yang
diperdagangkan (tradeable), juga sebagai sarana vital bagi sebagian besar jasa lainnya,
sehingga pengaturan telekomunikasi menjadi bagian dari rezim perdagangan dunia WTO

dan

¢. Datang masyarakat informasi yang menempatkan informasi menjadi faktor produksi yang
amat strategic, sehingga pemanfaatannya benar merupakan penentu daya saing suatu

ekonomi.

Kemajuan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika

SKRIPSI

Teknologi bukan menjadi subjek utama BAB ini. Akan tetapi perkembangan teknologi yang
menyebabkan terjadinya fenomena baru dalam lingkungan telekomunikasi merupakan fokus
butir ini  dan butir berikutnya. Apresiasi mengenai perkembangan teknologi penyebab
(Enabling teknology) tersebut dapat lebih memberi pemahaman akan potensi perubahan-

perubahan mendasar yang terjadi.

Yang dimaksud dengan teknologi penyebab dalam konteks ini adalah teknologi digital.
Komputer sejak lahirnya sudah mempergunakan teknologi tersebut, sedang teknologi
telekomunikasi sekarangpun telah sepenuhnya digital. Proses digitalisasi di televisi dan radio

sekarang juga sudah mulai,

Pada waktu ini teknologi digital meliputi berbagai disiplin industri yang pada umumnya
behubungan dengan industri komputer dan telekomunikasi, seperti micro-elektronika,
perangkat lunak dan transmisi digital. Penggunaan teknologi digital telah terbukti dapat
meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan efelftiﬁtas biaya (cost-effectiveness). Lagi pula,

teknologi tersebut telah teruji potensinya untuk meningkatkan kreativitas dan mendorong

inovasi.
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Seperti sering ditulis, dalam kurun waktu 25 tahun yang lalu, rasio antara harga dan kinerja
(price/performance) teknologi digital (prosesor micro, chip penyimpan dan sebagainya) telah
menurun 10,000 kali atau 4 tata besaran (order of magnitude). Inipun baru permulaan. Sebab
dengan teknologi yang sekarang telah di kuasai saja, rasio tersebut masih bisa diperbaiki
dengan tata besaran antara 4 sampai 5 dalam waktu yang lebih pendek. Tidak ada teknologi
lain yang dalam segi rasio antara harga dan kinerjanya menunjukkan kemajuan seperti

teknologi digital.

Rasio antara harga dan kinerja yang terus menurun memungkinkan lebih banyak orang dapat
memanfaatkan teknologi yang dasarnya digital. Maka dari itu tidak mengherankan bila
frekuensi lahirnya jasa-jasa baru dalam telekomunikasi dan telematika - yaitu persenyawaan
telekomunikasi dan informatika - makin lama makin meningkat. Hal ini tidak boleh tidak,
mempunyai implikasi signifikan sekali pada struktur industri telekomunikasi dan kerangka

pengaturannya (regulatory framework).

Multimedia dan Internet

Representasi informasi yang telah di kode secara digital — baik asalnya dari medium suara,
bunyi, tulisan atau gambar dapat disimpan, diproses, dipungut (retrieved), dikompresi,
dikombinasikan dan ditransmisikan dengan cara yang sama. Representasi informasi tersebut
yang juga disebut representasi multimedia dapat disalurkan melalui jaringan digital apa saja,
baik jaringan telekomunikasi, jaringan data maupun jaringan televisi. Ini berarti bahwa
penvelenggaraan jasa telekomunikasi makin tidak tergantung pada anjungan (platform) yang
menjadi infrastrukturnya. Contoh ketidak tergantungan jasa telekomunikasi pada anjungan

yang paling relevan, pada waktu ini, adalah internet.

Internet adalah jaringan dari jaringan (network of networks) yang dihubungkan secara terbuka
melalyi saluran transmisi yang disewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi domestik
dan internasional. Dengan pertumbuhan yang luar biasa, dalam waktu pendek internet yang
dulunya merupakan jaringan antar data universitas. telah menjadi jaringan global yang
menghubungkan 40 juta komputer (host) dan dipergunakan oleh lebih dari 150 juta pengguna.
Dewasa ini, transaksi dagang untuk barang jasa yang dilakukan melalui internet telah
mencapai 3 Milyar USD setahunnya. Pada tahun 2000 jumliah niaga elektronis internet
(Internet e-commerce) diprediksi akan meningkat menjadi 100 sampai 150 Milyar USD

setahunnya.

Dalam pada itu, WWW (World-Wide-Web) telah menjadikan internet anjungan yang populer
untuk transmisi gambar berwarna, baik diam maupun bergerak, disamping tulisan
sekarangpun, meski masih dengan kualitas sederhana, internet telah merupakan permulaan
suatu wahana transport suara waktu nyata (realtime). Maka sudah dapat dipastikan bahwa
tramsformasi Internet untuk menjadi infrastruktur multimedia dengan liputan global akan
menjadi kenyataan. Dengan demikian, perkembangan teknologi sebagai motor pendorong
perubahan mendasar yang berdimensi global, antara lain, telah didemotrasikan oleh Internet
dengan jelas sekali. Hal ini tidak boleh tidak akan memberi warna baru pada lingkungan

telekomunikasi dimanapun, termasuk Indonesia.

Telekomunikasi Dalam Mesin Perdagangan Dunia WTO

SKRIPSI
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. Sebagai faktor ektern dan univesal kedua yang mempengaruhi kebijakan reformasi

telekomunikasi nasional adalaii kenyataan baru bahwa rezim telekomunikasi nasional telah
menjadi bagian dari rezim perdagangan global yang diadministrasikan oleh WTO (World Trade

Organization ).

Telekomunikasi, sejak awal, berfungsi untuk menjembatani jarak. Lama sebelum kata
globalisasi menjadi populer, telekomunikasi sudah bersifat global. Juga sejak awal,
telekomunikasi adalah jasa, yaitu jasa untuk melayani masyarakat (public utility), terutama
untuk menyelenggarakan hubungan antar-individu. Karena kemajuan teknologi, sejak tahun
80-an, telekomunikasi juga merupakan sarana pembawa (delivery vehicle) jasa-jasa on-line
seperti perbankan, penerbangan, niaga elektronik dan lain-lainnya. Oleh karena itu,
telekomunikasi dalam bidang jasa menempati posisi yang unik, kalau tidak dikatakan sentral.
Selain sentral, fungsi jasa telekomunikasi juga bersifat dua atau kembar. Pertama, secara
intrinsik jasa telekomunikasi memang makin cenderung menjadi jasa yang diperdagangkan
(tradeab'e). ! 2adua, jasa telekomunikasi juga merupakan jasa yang memungkinkan jasa lain —
seperti penerbangan — untuk dikonfirmasikan secara luas. Spesifik dalam contoh ini, tanpa
telekomunikasi, penerbangan, begitu pula pariwisata atau perbankan, tidak akan mungkin

menjadi industri jasa yang berukuran raksasa seperti sekarang.

Fungsi telekomunikasi sebagai bagian integral dan vital untuk jasa lain, seperti shared - ATM
di perbankan, Computer Reservation System (CRS) di penerbangan atau E-Commerce di
perdagangan yang secara nyata bersifat jasa komersial, memperkuat dimensi perdagangan
jasa telekomunikasi Akibatnya, serupa jasa lain dalam perdagangan yang kompetitif,
telekomunikasi dituntut oleh pengauna-pengguna komersialnya untuk menyediakan pelayanan
vang beragam. baik, andal, dengan tarip yang bersaing dan diselenggarakan bebas dari
batasan monopoli seperti lazimnya jasa komersial. Kaidah-kaidah internasional yang berlaku di
dunia komersialpun, khususnya perdagangan, juga dituntut untuk diberlakukan pada

penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Akhirnya pada tahun 1997, sesudah bertahun-tahun dirundingkan di Putaran Uruguay dalam
rangka GATT, sebagian besar negara di dunia, termasuk semua negara adikuasa
telekomunikasi, telah menanda-tangani apa yang dinamakan World Trade Organization (WTQ)
Agreement on Basic Telekomunikasi yang bermaksud untuk meliberasisikan pasar jasa
telekomunikasi dasar. Sebagai konsekuensinya, sejak 1 Januari 1998 dasar hubungan dalam
lingkungan telekomunikasi dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral. Pasar jasa
telekomunikasi yang dulunya tertutup berubah menjadi terbuka. Seperti jasa 'ainnya, jasa
telekomunikasi diatur dalam traktat internasional General Agreement on Trade in Services
(GATS). Sudah barang tentu perubahan ini tidak akan terjadi serta merta. Namun begitu, suatu
pergeseran paradigma yang amat fundamantal telah terjadi. Sejak tanggal itu pula, rezim
perdagangan dunia, khususnya yang mengenai komitmen untuk mengimplementasikan GATS

dalam liberalisasi perdagangan jasa, berlaku pula untuk jasa telekomunikasi.

Hal ini berbeda sekali dengan kelaziman yang berlaku bagi jasa telekomunikasi sejak dulu.
Pelayanan telekomunikasi selalu dianggap sebagai jasa yang non komersial dan pada

umumnya diselenggarakan oleh negara dalam lingkungan monopoli. Lagi pula, sejak dulu
konvensi internasional yang dituangkan dalam ITR (International Telecommunications
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Regulation) di bawah payung ITU (International Telecommunication Union) selalu didasarkan

pada kedaulatan negara masing-masing dalam mengatur telekomunikasinya.

V.3.1. Jadwal Komitmen Dalam Rangka WTO

16.

17.

Meskipun dalam lingkup nasional, komitmen yang diberikan negara anggota dalam rangka
WTO harus dilaksanakan karena ada sanksinya. Komitmen WTQO untuk liberalisasi jasa
telekomunikasi dasar di dokumentasikan dalam : Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi
Dasar (Schedule Of Commitments on Basic Telecommunications) bagi masing-masing negara
anggota. Komitmen multilateral ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kepastian yang
menjadi bagian suatu traktat internasional akan mempunyai kredibiltas yang jauh lebih tinggi di

mata investor yang berpotensial.

Dalam jadwal komitmennya untuk jasa telekomunikasi dasar, Indonesia menyatakan antara

lain, bahwa :

a. Jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan
secara eksklusif oleh PT. TELKOM sampai dengan tahun 2005;

b. Jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional diselenggarakan secara duopoli oleh

PT. INDOSAT dan PT. SATELINDO sampai dengan tahun 2004;

c. Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diselenggarakan secara eksklusif oleh PT.

TELKOM sampai dengan tahun 2010:

d. Jasa telekomunikasi bergerak seluler diselenggarakan secara kompetitif oleh

penyelenggara yang sahamnya dapat dimiliki investor asing sampai 35 %

Dalam Komitmen Tambahan (Additional Commitments), dinyatakan bahwa pada akhir masa
eksklusivital atau duopoli yang disebutkan di atas, Indonesia akan mengadakan peninjauan

mengenai kemungkinan penerbitan baru.

Seperti halnya kebanyakan negara lain, komitmen Indonesia sebenarnva mengkonfirmasikan
status liberalisasi di lingkungan telekomunikasi pada waktu itu. Akan tetapi, semua sadar
bahwa komitmen itu juga merupakan ikatan bahwa tidak akan ada pengurangan (roll-back) dari
derajat liberalisasi yang telah dinyatakan dalam Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi
Dasar. Bahkan perjanjian GATS menuntut agar dalam tiap putaran negosiasi perdagangan
yang akan datang disampaikan komitmen baru yang mencantumkan peningkatan derajat

liberalisasi dalam bidang jasa, termasuk jasa telekomunikasi ?

V.3.2. Kertas Referensi WTO (WTO Referensi Paper)

19.
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Dengan dasar pemikiran sepefti yang diutarakan di butir 16, di buat pula satu perangkat
pengaturan untuk menjamin kompetisi yang sehat. Pengaturan ini didokumentasikan dalam
Kertas Referensi WTO (WTO Reference Paper). banyak negara, termasuk Indonesia,
menandatangani komitmennya untuk memasukkan pengaturan ini dalam kerangka regulasi

telekomunikasi di negara masing-masing.
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20. Saat berlakunya komitmen liberalisasi jasa telekomunikasi dasar dalam Jadwal Komitmen

Tentang Telekomunikasi Dasar (butir 16 dan 17 di atas) ditentukan sendiri oleh negara
bersangkutan mengingat kesiapan masing-masing. Dalam hal Kertas Referensi WTQ, bagi
negara anggota yang menandatangani tanpa kualifikasi, seperti Indonesia, saat mulai
berlakunya adalah tanggal 1 Januari 1998. Seperti diutarakan di atas, lain dengan ITU, WTO
melalui mekanisme penyelesaian sengketanya, dapat menerapkan sanksi apabila komitmen

vang telah dibuat suatu negara anggota tidak ditepati.

21. Pengaturan Kertas Referensi WTO yang diharuskan untuk dimasukkan dalam regulasi nasional

negara anggota yang telah memberikan komitmennya meliputi :

a. Pencegahan praktek anti-kompetisi dalam telekomunikasi
Tindakan pencegahan praktek anti-kompetisi oleh penyelenggara dominan (incumbent)
terhadap penyelenggara baru harus diberlakukan.

b. Interkoneksi
Syarat bagi semua jaringan penyelenggara baru untuk interkoneksi dengan
penyelenggara dominan (incumbent) harus sama dan diberlakukan tanpa diskriminasi.

c Pelayanan universal
Proses pelaksanaan dan pembebanan kewajiban penyelenggaraan pelayanan universal
harus transparan, tanpa diskriminasi dan netral dari seqi persaingan.

d  Kriteria pemberian lisensi yang harus diumumkan
Pemberian lisensi harus dilakukan melalui proses yang transparan

e Regulator indenpenden
Regulator harus bebas dari ketergantungan pada penyelenggara telekomunikasi

f Alokasi dan pemakaian daya (resource) yang langka
Alokasi sumber daya langka (ump. Frekuensi, orbir satelit, nomor, tanah negara) harus
dilaksanaxan melalui proses yang adil, transparan dan tanpa diskriminasi. Teks Kertas
Referensi WTO selengkapnva dimuat di Lampiran Iil.

22 Sebagian dari yang diwajibkan Kertas Referensi WTO telah ada dalam regulasi Indonesia
waktu ini. Akan tetapi, agar dapat memenuhi sepenuhnya, perlu diadakan penyempurnaan.
V.4, Masvarakat Informasi

23 Kedatangan masyarakat informasi tidak pada saat tertentu, melainkan merambat melalui suatu

SKRIPSI

proses yang menyebabkan informasi diterima dan diakui sebagai faktor produksi sehingga
mempunyai nilai ekonomis. Artinya orang bersedia mengeluarkan biaya untuk mendapatkan
informasi yang tepat guna, tepat waktu dan tepat ruang. Mendapatkan informasi yang sifatnya
seperti itu dengan biaya yang masuk akal dan terjangkau oleh para pelaku ekonomi ;. baru
mungkin setelah terjadinya kemajuan pesat dalam teknologi telematika, yaitu persenyawaan
teknologi komputer (informatika) dengan teknologi telekomunikasi. Hal ini disebabkan oleh
kecenderungan rasio antara harga dan kinerja (price performance ratio) teknologi digital yang
menjadi dasar teknologi telematika terus menerus menurun, seperti telah di utarakan di BAB V
butir.
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24. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut memungkinkan manusia untuk

25.

memproses, menyimpan, mencari kembali dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk
apapun oral, tekstual ataupun visual - tanpa adanya kendala jarak, waktu dan volume. Dalam
masyarakat informasi kemamnuan mengakses dan kepandaian memanfaatkan informasi
sebagai faktor produksi yang strategis menentukan kegagalan atau sukses dalam persaingan.
Dalam hubungan ini, apabila infrastruktur informasi yang sebagai intinya adalah
telekomunikasi tidak tersedia dengan memadai, maka daya saing ekonomi akan mengalami
kendala serius, Infrastruktur informasi ini juga disebut secara populer Nasional Information

Superhighway.

Dalam hubungan ini, kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia tidak boleh dari agenda
persiapan memenuhi kebutuhan masyarakat informasi Indonesia akan infrastruktur

informasinya.
BAB VI

KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN

Vi1, Umum

1.

2

BAB VI merupakan inti dokumen dalam menguraikan kebijakan pemerintah vang meliputi
pemilihan strategi dan penentuan sasaran dalam melaksanakan reformasi telekomunikasi

Indonesia. Secara berturut-turut diterangkan :
a Reformasi telekomunikasi Indonesia dalam tingkat makro;
b. Restrukturisasi peraturan perundangan:

c Restrukturisasi industri telekomunikasi, termasuk aspek-aspek penyelenggaraan baik oleh

BUMN maupun usaha swasta:

d. Liberalisasi lingkungan usaha telekomunikasi, termasuk strategi restrukturisasi BUMN
vana bergerak dalam bidang telekomunikasi sebagai bagian penting kebijakan liberalisasi

pertelekomunikasian Indonesia ?

Dalam BAB-BAB di muka sering dipergunakan kata-kata reformasi, restrukturisasi, liberalisasi,
dan regulasi, tanpa diberikan definisi, karena BAB-BAB di muka tadi lebih bersifat deskriptif
dan kata-kata tersebut dalam pengertian secara umum sudah menjelaskan artinya sendiri
(self-explanatory). Berhubung BAB VI lebih bersifat preskriptif, maka perlu didefinisikan kata-

kata tersebut, khususnya yang dimaksudkan dan dipergunakan dalam BAB VI ini.

ViL1.1. Definisi

3
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Reformasi. Dalam BAB ini dan khususnya dalam hubungannya dengan reformasi
telekomunikasi Indonesia, kata itu dimaksudkan sebagai semua pembaruan untuk perbaikan
yang meliputi segala aspek. baik aspek hukum, kebijakan, pengaturan, partisipasi swasta,

maupun penyelenggaraan

Restrukturisasi berarti perubahan suatu tatanan atau struktur. Tatanan dalam BAB ini dapat

bermacam-macam konteksnya. Umpamanya : tatanan lingkungan operasi yang dapat berupa

penyelenggara tunggal atau multi-penyelenggara ; tatanan pasar yang bisa monopolitistis atau

kompetitif; tatanan yang menyangkut fungsi pemerintah : pemerintah memiliki, membangun
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dan menyelenggarakan telekomunikasi atau pemerintah hanya menentukan kebijakan,
mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasi. Begitu pula, tata
hubungan antar - penyelenggara yang didasarkan pada adanya sanam penyelenggara yang
dimiliki pemerintah, atau hanya tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang

diselenggarakan.

Regulasi dalam konteks BAB ini berarti proses untuk memastikan agar penyelenggaraan
telekomunikasi berjalan menurut peraturan (rules) yang ditentukan. Peraturan di sini, pada
umumnya, bertujuan untuk menjabarkan. mengadministrasikan dan mengimplementasikan
kebijakan yang dikodifikasikan dalam Undang-undang dan ketetapan lain yang ditentukan

Menteri Perhubungan.

Liberalisasi berarti pengurangan atau penghapusan restriksi. Umpamanya restriksi dalam
konteks, penghapusan larangan memasuki pasar (entry restriction), atau penghapusan
larangan menyambungkan pesawat telepon selain produk manufaktur tertentu. Begitu pula
dalam penghapusan pembatasan kepemilikan asing dalam saham penyelenggara. Pada

umumnya penggunaan kata liberalisasi dan deregulasi sering hanya berbeda dalam

penekanan.

Privatisasi. Dalam pengertian spesifik, berarti transver atau pengalihan kepemilikan
pemerintah atau saham BUMN penyelenggara telekomunikasi — seluruhnya atau sebagian —

kepada masyarakat melalui bursa atau langsung kepada investor terpilih.

Vi.2. Reformasi Telekomunikasi Indonesia Dalam Tingkat Makro Restrukturisasi Peraturan
Perundangan
4. Dengan definisi di butir 3 sebagai patokan, maka yang dimaksudkan dengan reformasi

SKRIPSI

telekomunikasi Indonesia adalah pembaruan kebijakan yang meliputi restrukturisasi semua
tatanan vang relevan — termasuk tatanan hukum dan industri — serta liberalisasi lingkungan
usaha dalam telekomunikasi — termasuk strategi restrukturisasi kedua BUMN yang menjadi
badan penyelenggara telekomunikasi. Adapun semuanya ini harus diarahkan untuk mencapai
tujuan reformasi yang dirincikan di BAB | butir 7. Selain itu, faktor-faktor ekstern dan intern
yang mendorong sekaligus memberikan rambu-rambu perumusan  kebijakan reformasi

telekomunikasi Indonesia diutarakan di BAB IV dan BAB V.

Meski reformasi yang dilakukan itu praktis meliputi semua aspek, namun ada 3 (tiga) pokok

pembaruan yang esensial sekali. yaitu :

a. Menghapuskan bentuk monopoli memungkinkan persaingan dalaf‘n semua kegiatan
penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara yang memiliki kekuasaan pasar (market

power) yang besar melakukan tindakan yang bersifat anti-persaingan; .

b. Menghapuskan diskriminasi dan restriksi bagi perusahaan swasta besar maupun kecil dan
koperasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi

(dengan perkataan lain : dalam investasi dan/atau operasi di bidang telekomunikasi);
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c. Mengkhususkan peran pemerintah sebagai pembina yang terdiri atas pembuatan
kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi

serta memisahkannya dari fungsi operasi.
Telekomunikasi Indonesia yang di masa depan mempunyai 3 (tiga) ciri utama, yaitu adanya :

a. Cukup pilihan bagi pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi baik dalam jenis

maupun dalam penyelenggara jasa tersebut:

b Partisipasi aktif pihak swasta baik dalam modal maugun dalam penyelenggaraan; serta

c. Regulasi ?

Reformasi telekomunikasi Indonesia bukannya merupakan satu peristiwa, melainkan satu
proses. Bahkan satu proses yang iteratif. Untuk restrukturisasi suatu perusahaan saja
kebanyakan tidak dilakukan sekaligus dalam satu ketika. Justru kebijakan satu reformasi yang
direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang terlalu singkat, tidak akan

mencapai sasarannva.

Pemerintah sadar bahwa pelaksanaan kebijakan reformasi yang digariskan Cetak Biru ini
membutuhkan beberapa tahun. Di samping itu, pemerintah juga sadar dan berketetapan untuk
melaksanakannya secara konsekuen, terbuka dan konsisten. Sebab bagi investor syarat yang
tidak bisa ditawar adalah kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia yang dari segi
kredibilitas. transparansi dan konsistensi tidak diragukan lagi. Jadwal kebijakan reformasi
telekomunikasi yang merupakan peta perjalanan (road map) reformasi diperlihatkan pada

bagan di halaman 111-3 dan Lampiran IV seperti telah diuraikan dalam BAB Il1.

Vi.3. Restrukturisasi Peraturan Perundangan

Penvelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, didasari oleh Undang-undang telekomunikasi
yang mengkodifikasikan kebijakan pemerintah tentang telekomunikasi. Karena Undanag-
Undang pada umumnya hanya menggariskan inti dan pokoX-pokok kebijakan tersebut, untuk
pelaksanaanya ditertibkan perangkat regulasi melalui beberapa jenis instrumen hukum yang
sesuai. Sedang implementasinya dilaksanakan oleh otoritas requlasi vang biasa disebut

regulator. (Lihat lebih jauh butir 13.¢ dibawah) ?

Vi.3.1. Pokok Kebijakan Yang Perlu Dikuhuhkan Dalam Undang-undang

10. Pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang telekomunikasi yang baru

11
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untuk diajukan ke DPR permulaan 1999. Dalam pada itu perangkat regulasi yang mengatur

pelaksanaan Undang-undang tersebut juga dipersiapkan.

Butir-butir berikut menguraik:l-.m pokok-pokok kebijakan yang perlu dikukuhkan dalam Undang-
undang tentang telekomunikasi yang baru sebagai pengganti Undang-undang No. 3 tahun

1989 tentang telekomunikasi. Hal ini diperlukan agar reformasi telekomunikasi Indonesia

menuju masa depan dapat didasari oleh kerangka hukum yang sesuai.

a. Kebijakan pro-persaingan
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Menegaskan bahwa lingkungan telekomunikasi Indonesia berkarakter multi-operator,

berdasarkan persaingan dan pro-konsumen.
Pemisahan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan

Menegaskan bahwa penguasaan telekomunikasi oleh negara dilakukan dalam bentuk
pembinaan oleh pemerintah. Sedang pembinaan meliputi penetapan k‘ebijakan,
pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian terjadi pemisahan antara

pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi.
Non-diskriminasi atas dasar struktur kepemilikan

Kewenangan yang diberikan pada penyelenggara tidak didasarkan pada adanya saham
penyelenggara yang dimiliki pemerintah, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau

jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara.
Tarip berorientasikan biaya

Susunan tarip jasa telekomunikasi ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan

antara lain basis biaya dan mekanisme pasar.

Mekanisme perizinan (licensing)

Prinsip pemberian izin penvelengaaraan telekomunikasi adalah :
a. Tata cara yang sederhana;

b. Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif. serta
¢. Penyelesaian dalam waktu yang singkat

Interkoneksi

Setiap penvelenggara jaringan telekomunikasi wajib melaksanakan interkoneksi bila

diminta oleh dan berhak meminta interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lain.

Pelayanan universal

Dalam lingkungan multi-operator pelayanan universal dapat berbentuk penyediaan sarana
telekomunikasi atau nerupa kontribusi antar penyelenggara jaringan dan jasa

telekomunikasi.
Akses yang setara (equal access)

Agar semua jaringan telekomunikasi dalam lingkungan multi jaringan dapat diakses
pelanggan suatu jaringan, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib menjamin
kebebasan pelanggannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan

kebutuhan telekomunikasi.
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Standar teknik

Spesifik stanaar teknik harus bersifat :

a. Netral terhadap teknologi dan

b. Berdasar pada standar internasional.
Perlindungan konsumen

Penyelenggara telekomunikasi publik wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna,
apabila terbukti bahwa karena kelalaiannya pengguna tersebut menderita kerugian atas

penggunaan jaringan atau jasanya.

12. Perangkat regulasi pertama-tama dimaksudkan sebagai pengaturan untuk :

13.
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Melindungi kepentingan konsumen jasa telekomunikasi dalam hal kualitas pelayanan yang

diterima, harga yang harus dibayar, dan pilihan yang didapat;

Mendorong dan memastikan kelangsungan persaingan yang sehat, berlanjut dan setara

dalam penyelenggaraan telekomunikasi;

Menggalakkan partisipasi swasta (masyarakat) dalam investasi dan operasi dalam bidang
telekomunikasi, termasuk membuka kesempatan usaha bagi perusahaan menengah, kecil

dan koperasi;

Mendorong pemerataan liputan jasa telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia;

Pelaksanaan Undang-undang baru diatur lebih rinci dalam perangkat regulasi yang harus

dapat diketahui umum, seperti disyaratkan Kertas Referensi WTO (lihat Lampiran lII). Berikut

diuraikan beberapa pokok kebijakan regulasi yang relevan.

a.

Persaingan

Dengan menghapuskan monopoli, tidak otomatis akan terjadi persaingan atas dasar yang
setara dan sehat (fair). Maka dari itu, regulasi diarahkan untuk menstimulasi persaingan
disemua penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara telekomunikasi yang dominan

menyalahgunakan kekuasaan pasar (market power) yang dimilikinya.

Investasi swasta

Untuk menggalakkan investasi modal swasta, dalam regulasi diatur peningkatan bertahap
kepemilikan penyelenggara telekomunikasi oleh investor asing. Dalam hal ini kepemilikan

pihak nasional harus selalu lebih besar dari kepemilikan asing.

Catatan — Dalam jadwal komitmen yang disampaikan Indonesia kepada WTQ (lihat BAB V
butir 17) dinyatakan kepemilikan asing dalam saham penyelenggara jasa telepon bergerak
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seluler dapat sampai 35 %. Ini tidak berarti bahwa batas tadi tidak dapat dinaikkan atau
dihapus setiap saat. Yang dilarang WTO adalah diturunkannya batas tadi sebelum atau

pada putaran negosiasi perdagangan yang akan datang.
Otoritas regulasi (regulator)

Liberalisasi telekomunikasi tidak berakhir dengan ditentukannya suatu kebijakan politik.
Transformasi telekomunikasi Indonesia dari monopoli ke persaingan memerlukan
supervisi terus-menerus dan solusi terhadap banyak sekali masalah yang tidak mungkin
semuanya bisa diantisipasi sebelum dimulainya proses. Satu otoritas regulasi atau
regulator yang diberi wewenang cukup dalam rangka legislasi, merupakan kebutuhan
mutlak untuk mengatur dan mensupervisi proses liberalisasi serta menegakkan (enforce)
regulasi telekomunikasi. Lagi pula, Kertas Referensi WTO (Lampiran 1) juga
mensyaratkan adanya regulator yang independen dari penyelenggara sebagai langkah

~ misahan antara regulasi dan operasi.

Pada waktu ini fungsi regulator dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi Departemen Perhubungan. Pemerintah berniat untuk, pada waktunya,
melangkah lebih jauh dengan melembagakan regulator yang kuat, dilengkapi dengan staf
yang sangat kompeten serta diberi kewenangan luas dalam mengatur, mengendalikan,

dan mengawasi telekomunikasi Indonesia serta mempertahankan momentum pelaksanaan

liberalisasi.
Tarip

Seperti dijelaskan di atas (butir 11.d), penentuan tarip (pricing), antara lain berprinsip
pada orientasi biaya dan mekanisme pasar. Untuk pengendalian tarip (price control).
terutama untuk jasa telekomunikasi yang belum sepenuhnya terjadi kompetisi (masih
terjadi penguasaan oleh satu penyelenggara) akan diteruskan pengguna metode price
cap. Dengan metoda ini suatu maksimum (cap) diberlakukan untuk perubahan tarip
periodik bagi satu alau sekelompok (basket) jasa telekomunikasi. Besarnya maksimum itu
ditentukan oleh faktor inflasi dan perbedaan keunggulan produktivitas (productivity gain)
telekomunikasi dibandingkan dengan produktivitas ekonomi Indonesia secara

keseluruhan.
Perizinan (licensing)

Proses penerbitan izin (lisensi) dilaksanakan secara transparan, melalui proses
i

evaluasi/seleksi dengan terlebih dulu mengumumkan :
a. Jumlah ijin yang akan dikeluarkan;
b.  Untuk jenis jaringan atau jasa telekomunikasi apa lisensi akan ditertibkan;

c. Lokasi dan wilayah penyelenggaraan;

d. Kriteria untuk mendapatkan izin;
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e. Sampai kapan permohonan dapat diajukan (harus lebih lama dari 30 hari sesudah

pengumuman);

f.  Biaya yang terkait dengan penerbitan lisensi dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan
Pajak) yang akan dibebankan pada penyelenggara sesudah menerima lisensi

Lisensi juga mencantumkan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi yang harus dicapai
penyelenggaranya dalam waktu tertentu. Begitu pula, ditentukan sanksinya bila syarat
tersebut tidak dipenuhi. Sanksi ini antara lain dapat berupa teguran, denda atau

pencabutan lisensi

Lain dari padz itu, lisensi menentukan kewajiban dan hak penyelenggara yang spesifik
untuk jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang diizinkan. Oleh karena itu terdapat
beberapa kategori lisensi. Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, seperti
jaringan telepon tetap atau jaringan bergerak seluler, lisensi ditertibkan secara individual,
vang pada umumnya didasarkan pada seleksi. Namun untuk beberapa jenis
penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau jasa penjualan ulang (resale), lisensi kelas
(class license) ditertibkan atas dasar notifikasi. Dalam hal ini, kewajiban dan hak serta
syarat atau prosedur lainnya dicantumkan dalam lisensi dan ditertibkan secara umum.
Barang siapa merasa mampu memenuhi apa yang dicantumkan dan bersedia diikat oleh
syarat-syarat lisensi kelas tersebut, cukup mendaftarkan dan mengikuti prosedur untuk

mulai penyelenggaraan jenis jasa telekomunikasi bersangkutan.

Standar

Penentuan standar teknik nasional merupakan bagian integral pengembangan persaingan
yang efisien setelah bidang telekomunikasi mengalami liberalisasi. Tujuan utama standar

teknik adalah :

a. Memastikan bahwa dalam lingkungan multi-operator dan multi-jaringan selalu
terdapat konektivitas antara pelanggan jaringan yang satu dengan pelanggan

jaringan yang lain (any-to-any):
b.  Menjamin interoperabilitas jasa telekomunikasi,
¢.  Melindungi integritas jaringan dan

d. Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia yang terlibat dalam operasi dan

penggunaan jaringan.
Pengelolaan sumber daya terbatas

Pengelolaan sumber daya terbatas, seperti frekuensi radio, orbit satelit dan penomoran
jaringan, harus selal!u aktual dan alokasinya dilakukan secara transparan, adil, fleksibel
dan netral dari segi persaingan. Perlu diingat bahwa spektrum merupakan sumber daya
alam yang langka (scarce), sedang nomor merupakan sumber daya jaringan yang ada

batasnya (finite).

PEMBLOKIRAN SLI 001 ... ANDRIAN H TUMANGGOR



SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Oleh karena itu, rencana penomoran nasional untuk jas telekomunikasi dan pelanggan
jaringan telekomunikasi harus selalu aktual terhadap kepesatan perkembangan

telekomunikasi.

Prinsip pengaturan penggunaan dan pengelolaan spektrum adalah :
a. Responsif terhadap permintaan masyarakat dan frekunsi:

b. Handal dalam mencegah terjadinya gangguan dan

c. Efisien. obyektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa (conflicty mengenai

pengguna frekuensi,

Liberalisasi peralatan terminal pelanggan (CPE) dan non-CPE. Meskipun penyediaan alat
terminal pelanggan telah dibebaskan, uji tipe yang merupakan prosedur administrasi
dalam pengujian teknis guna memverifikai apakah tipe alat bersangkutan sesuai (comply)
dengan standar teknik nasional masih harus dilakukan, sebelum alat dengan tipe
bersangkutan dapat dijual atau disambungkan dengan jaringan telekomunikasi publik.
Meskipun demikian menurut kebutuhan regulator dapat mengesampingkan (waive)
keharusan ini. Mengenai uji tipe peralatan terminal pelanggan, Indonesia terikat pada

kesepakatan MRA (Mutual Recognition Arrangement) dalam rangka APEC

Dalam hal liberalisasi peralatan non-CPE, penyelenggara berhak memilih produk sejenis

dari jumlah produsen yang terbatas untuk menyederhanakan perawatan dan logistik.

Penggunaan lahan milik negara atau swasta. Dalam rangka pergelaran infrastruktur
telekomunikasi, kepada penyelenggara dapat diberikan kemudahan untuk memanfaatkan
dan melintasi lahan negara. Pemanfaatan lahan milik perorangan atau badan swasta

didasarkan atas persetujuan penyelenggara dan pemilik lahan.
Pelayanan universal

Kewajiban menyediakan pelayanan universal (USQO atau universal service obligation)
merupakan fungsi sosial telekomunikasi. Penyediaan pelayanan universal bertujuan
Indonesia secara wajar dapat mengakses pelayanan telepon dengan kualitas dan
pembayaran yang tidak tergantung dimana ia bertempat tinggal. Komponen pengaturan

USO dalam lingkungan multi operator adalah:

a.  Mengadministrasikan proses USO secara transparan;
b. Tanpa diskriminasi;

c. Netral terhadap kompetisi, dan

d. Tidak terlalu memberatkan penyelenggara yang di wajibkan penyelenggaraannya.

(Lampiran IV).
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Berhubung PT. TELKOM sampai dengan tahun 2010 menyelengggarakan jasa
telekomunikasi tetap sambungan lokal secara eksklusif, maka pada waktu ini penyedian
pelayanan universal wajib dilaksanakan PT. TELKOM. Kalau ada defisit yang diderita PT.
TELKOM dalam melaksanakan kewajihan USO-nya, maka kekurangan ini ditutup dari

kontribusi penyelenggara lain melalui proses yang di administrasikan secara transparan.
k. Interkoneksi
Prinsip pengaturan interkoneksi adalah:

a. Penyelenggara jaringan dominan harus mengizinkan semua jaringan lain
mengadakan interkoneksi dengan jaringannya dengan cara yang adil, tanpa

diskriminasi dan dengan pembayaran yang berorientasi biaya;
b. Permintaan interkoneksi dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama;
¢. Model perjanjian interkoneksi mudah didapat dan
d. Adanya regulator yang menjadi wasit dalam sengketa interkoneksi
Resrukturisasi Industri Telekomunikasi

Tatanan industri telekomunikasi yang direstrukturisasi tidak lagi membedakan antara kegiatan bisnis
penyelenggaraan jasa telekomunikast dasar dan penyelenggara jasa telekomunikasi bukan dasar.
Melainkan antara kegiatan bisnis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa
telekomunikasi. Oleh karena itu. dalam pertelekomunikasian Indonesia yang sudah di reformasi akan
terjiadi 2 (dua) jenis persaingan, vaitu persaingan dalam infrastruktur (network competition) dan

persaingan dalam pelayanan (service competition}.

Mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan modal yang tidak sedikit,
persaingan yang hebat antar jaringan terutama jaringan telepon tetap lokal tidak akan terjadi dalam
waktu dekat. Sebaliknva, persaingan antar pelavanan dapat didorong agar lekas berlangsung. Modal
yang diperlukan penvelenggara jasa telekemunikasi relatif tidak begitu besar karena penyelenggara tidak
perlu  membangun sendiri infrastrukturnya melainkan memyewa dari penyelenggara jaringan
telekomunikasi. Regulasi mewajibkan tarip sewa infrastruktur ini berorientasi pada biaya (cost oriented),
sehingga tidak menghambat terjadinya persaingan antar pelayanan. Oleh karena itu usaha menengah,

kecil dan koperasi berpotensi untuk aktif dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi ?

Vi4.1. Penyelenggaraan Telekomunikasi

16.

Pola penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia ditentukan sekali oleh masih atau sudah tidak adanya
eksklusivitas dan duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Butir 17 dan 18 berikut menjelaskan

kebijakan pemerintah mengenai kasus penyelenggaraan telekomunikasi secara eksklusif dan duopoli ?

Vi4.1.1. Hak Eksklusivitas
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17. Seperti diuraikan di BAB V butir 17 serta diperlihatkan oleh bagan di Lampiran Il dan IV, ada beberapa

jasa telekomunikasi yang tetap masih diizinkan untuk diselenggarakan secara eksklusif atau duopoli

sampai waktu tertentu yaitu :

18

Vi4.1.2.

19.

20.

21.

SKRIPSI

a. Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional
diizinkan untuk dilakukan oleh PT. INDOSAT secara duopoli sampai dengan tahun 2004;

b. Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh

nasional diizinkan untuk dilakukan oleh PT. TELKOM secara eksklusif sampai dengan

tahun 2005; serta

c. Penyelenggaran jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diizinkan untuk

dilakukan oleh PT. TELKOM secara eksklusif sampai dengan ta*un 2010.

. Sampai saat ini, pemerintah bermaksud dalam rangka menepati komitmen internasional untuk

mempertai.ankan masa laku penyelenggaraan secara eksklusif dalam penyelenggaraan
jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan iokal dan penyelenggaraan jaringan dan
jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional bagi PT. TELKOM serta
masa laku penyelenggaraan secara duopoli untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap
sambungan internasional bagi PT. INDOSAT. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan
untuk memperpendek masa laku eksklusivitas dan duopoli tersebut tanpa merugikan BUMN

yang bersangkutan.?
Persaingan Dalam Infrastruktur

Seperti terlihat dari bagan di halaman 11-4. liberalisasi pertelekomunikasian Indonesia, untuk
jaringan telekomunikasi tetap, baru bisa terjadi sesudah tahun 2010, yaitu sesudah semua
masa eksklusivitas dan duopnli dalam penyelanggaraan telekomunikasi berakhir (Pada bagan
di halaman !l-4 ditandai dengan adanya perkataan “OPERATOR LAIN" di semua baris
“JARINGAN TELEKOMUNIKASI TETAP" pada kolom “PENYELENGGARA*). Oleh karena itu,
dari sekarang sampai tahun 2010 merupakan masa transisi menuju liberalisasi secara total.
Dalam hal jasa telekomunikasi bergerak sekarangpun telah terjadi persaingan dalam

infrastruktur.

Selain konsisten dengan pemberian eksklusivitas, terjadinya persaingan dalam infrastruktur
untuk telepon lokal berdasarkan kawat (wireline) baru sesudah tahun 2010 mempunyai alasan
lain, yaitu untuk memungkinkan penyelenggara telepon lokal regional (PT. TELKOM dan
mitranya), secara eksklusif sampai dengan tahun 2010, meneruskan investasinya dalam
pembangunan jaringan lokal (line bild). Hal ini pertama-tama diplerlukan untuk menaikkan
teledensitas Indonesia, yang pada waktu ini paling rendah dikawasan Asia Tenggara (lihat
BAB Il butir 18). Kedua, untuk memenuhi permintaan akan sambungan telepon sesuai dengan
perkembangan pasar. Perlu diingat bahwa investasi dalam telepon I:okal jauh lebih masif. bila
dibandingkan dengan investasi dalam jaringan telepon internasional atau jaringan telepon

tetap sambungan langsung jarak jauh nasional.

Sesudah tahun 2005, di bawah UU telekomunikasi yang baru, persaingan dalam infrastruktur

untuk jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional dan jasa telekomunikasi tetap
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sambungan langsung jarak jauh, tidak akan ada masalah bila dilihat dari segi hukum (lihat

Lampiran IV) ?

Persaingan Dalam Pelayanan

Pada waktu ini persaingan dalam pelayanan sudah terjadi, meskipun persaingan dalam
jaringan telekomunikasi tetap belum terjadi. Pada bagan di halaman 1l-4 hal itu diperlihatkan
seperti : jasa telekomunikasi (akses) Internet, nilai tambah (Value Added Service atau VAS),

trunking, paging, dan penyewaan transponder satelit.

Seperti diuraikan di muka, jasa telekomunikasi tersebut diselenggarakan dengan menyewa
infrastruktur dari penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap seperti PT. TELKOM. Secara
teknis, hubungan infrastruktur yang disewa dengan jaringan telekomunikasi tetap (fixed) tidak
merupakan interkoneksi sebagai mana halnya hubungan antara jaringan telepon bergerak

dengan jaringan telepon tetap. Begitu juga dasar hubungan komersialnya.?

Vi.4.2. Penyelenggara Telekomunikasi

24.

25.

26.

Seperti diperlihatkan pada bagan di halaman 1l-4 dan halaman 11-2, pada waktu ini
penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap adalah BUMN yang berstatus badan
penyelenggara. (Pengecualian yang agak material adalah : penyelenggara telepon
internasional kedua yang merupakan usaha patungan antara badan penyelenggara dan
perusahaan swasta). Penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak seluler semuanya
merupakan badan usaha patungan antara badan penyelenggara dan perusahaan swasta.
Sedang penyelenggara jasa telekomunikasi yang disebutkan di butir 22 di atas hampir

semuanya murni badan usaha swasta, dengan status badan lain.

Pertelekomunikasian Indonesia vang sudah direformasi total, semua penyelenggara
telekomunikasi harus mempunyai izin dengan status dan wewenang yang sama untuk jenis
penyelenggaraan telekomunikasi yang sama. Mereka tidak lagi diwajibkan untuk mengadakan
kerja sama untuk menvelenggarakan telekomunikasi, seperti dalam rezim Undang-undang No.
3 yang mengharuskan BL bekerja sama dengan BP untuk menyelenggarakan jasa

telekomunikasi dasar.

Meskipun statusnya menurut kerangka regulasi yang berlaku di bidang telekomunikasi itu
sama. kekuasaan pasar, (market power) yang dimiliki penyelenggara dapat berbeda: bahkan
berbeda jauh sekali. Sebagai contoh, penguasaan pasar penyelenggara yang semula (BP)
besar sekali, karena pangsa pasarnya praktis masih seratus persen. Sedang pangsa pasar
permuladn penyelenggara pendatang baru. bagaimanapun kuatnya, praktis sama dengan nol.
la tidak akan mungKin berkembang tanpa mengadakan interkoneksi dengan jaringan badan
penyelenggara yang dominan tadi. Oleh karena itu, harus dibuat regulasi mengenai
interkoneksi yang aqil (fair) untuk memungkinkan persaingan atas dasar kesetaraan (level

playing field) ?

VI.5. Liberalisasi Lingkungan Berusaha

27.

SKRIPSI

Sejalan dengan definisi butir 3 di atas, liberalisasi dalam konteks BAB ini mempunyai arti
penghapusan restriksi dan diskriminasi, terutama restriksi dan diskriminasi daiam berusaha
atau berbisnis di bidang telekomunikasi Indonesia. Oleh karena itu, liberalisasi telekomunikasi

Indonesia mempumyai 2 (dua) fokus yang penting, yaitu :
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a. Pembukaan pasar telekomunikasi, dan

b. Menghapus diskriminasi atas dasar kepemilikan negara dalam saham penyelenggara. Hal
ini antara lain dilaksanakan dengan me-restrukturisasi-kan semua BUMN di bidang
telekomunikasi, yaitu PT. TELKOM dan PT. INDOSAT.

28. Penghapusan semua hambatan untuk memasuki pasar telekomunikasi Indonesia (market
entry) bagi mereka yang memiliki kelayakan berusaha dalam penyelenggaraan telekomunikasi,
dilaksanakan bertahap. Tahapan ini disesuaikan dengan akhir masa laku penyelenggaraan
telekomunikasi tetap secara eksklusif dan duopoli dari kedua Badan Penyelenggara tersebut

seperti diikhtisarkan butir 17 dan 18 di atas.

VI.5.1. Restrukturisasi BUMN Pe .yelenggara Telekomunikasi

29. Dalam Cetak Biru ini juga perlu diuraikan ikhwal restrukturisasi BUMN penyelenggara
telekomunikasi Indonesia. Berhubung sifatnya lebih mikro dan hanya menyangkut persoalan
kedua penyelenggara BUMN tersebut, maka hai ini dibahas di Lampiran lll. Meskipun
demikian. hal-hal ini esensial sekali dan penyvelesaiannya amat strategis, karena merupakan

prasyarat pelaksanaan kebijakan makro ?
BAB Vi
PENUTUP

Kebijakan pemerintah tentang telekomunikasi Indonesia disusun dengan mengacu pada rencana
pembangunan nasional. Seperti dijelaskan oleh BAB-Bab di muka. Cetak Biru Kebijakan tentang
Telekomunikasi indonesia merupakan bagian dari rencana pembangunan telekomunikasi untuk memasuki
abad ke 21. vang juga dinamakan abad informasi. Mengingat dinamika telekomunikasi vang begitu tinaai.

Cetak Biru dari waktu ke waktu perlu diteliti dan dimana perlu diadakan penyesuaian.

Jakarta. 20 Juli 1999

Menteri Perhubungan Rl

GIRI S. HADIHARDJONO

LAMPIRAN |

RESTRUKTURISAS!I BUMN PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

A. Tujuan

1. Restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi merupakan bagian sentral reformasi

pertelekomunikasian Indonesia. Adapun tujuan restrukturisasi ini adalah supaya :
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Dalam lingkungan yang kompetitif nanti BUMN penyelenggara telekomunikasi tersebut tetap
mempunyai daya saing yang handal, sehingga perannya dalam kelangsungan pembangunan dan

peningkatan kualitas serta perluasan pelayanan kepada masyarakat cukup signifikan.

Liberalisasi pasar telekomunikasi Indonesia dapat lekas terlaksana, sehingga partisipasi badan

usaha lain dalam pembangunan dan perluasan pelayanan dapat meningkat, dan

]
Reformasi pertelekomunikasi Indonesia yang menyeluruh dapat dilaksanakan menurut Undang-
undang tentang telekomunikasi yang baru, dan sejalan dengan UU No. 5/1898 tentang “Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat™.?

Kebijakan

2.

Konsisten dengan aspirasi masyarakat yang anti-monopoli, kewaiiban memupuk budaya bersaing
sedini mungkin dan sejalan dengan kecenderungan global, PT. TELKOM dan PT. INDOSAT periu

direposisi sebagai dua penyelenggara jasa telekomunikasi tetap yang lengkap (full fixed service
provider) dan kompetitif. Maka dari itu, kepada PT.TELKOM akan diberikan izin penyelenggara jasa

telekomunikasi tetap.

Sesuai dengan kebijakan untuk mereposisi PT. TELKOM dan PT. INDOSAT sebagai 2 (dua)

penyelenggara telekomunikasi tetap yang lengkap (full fixed service provider) dan kompetitif, maka
perlu ada restrukturisasi internal di PT. TELKOM dan PT. INDOSAT untuk :

a.

Meniadakan kepemilikan bersama (aoint ownership) oleh PT. TELKOM dan PT. iINDOSAT dalam

suatu perusahaan afiliasi bidang telekomunikasi

Meniadakan kepemilikan anak perusahaan yang bergerak. baik dalam bidang usaha inti maupun
dalam wilayah pelayanan yang sama dengan induk perusahaan; dan
Melepaskan keharusan bekerja-sama dengan badan usaha lain seperti diwajibkan oleh UU No.

3/89.

Masalah KSO
Konsep dasar dibentuknya KSO di 5 wilavah regional PT. TELKOM pada tahun 1996 adalah untuk

4.

SKRIPSI

mempertahankan laju pembangunan dalam periode REPELITA Vi agar

a.

Mempercepat dipenuhinya kebutuhan pembangunan jaringan telekomunikasi dan ditingkatkannya
serta diperluasnya pelayanan kepada masyarakat.

Pertelekomunikasian Indonesia siap memasuki era pasar bebas,

PT. TELKOM dapat lebih cepat mencapai peringkat World Class Operator.

Peran serta swasta nasional dan internasional dalam investasi dan operasi di bidang
telekomunikasi meningkat, tanpa mengurangi kepemilikan pemerintah di PT. TELKOM serta

tanpa mengurangi keuangan PT. TELKOM.

Meskipun sejak dimulaimya pelaksanaan KSO cukup banyak persoalan operasional yang tidak mudah

dicari penyelesaiannya, namun pembentukan KSO telah menaikkan saham PT. TELKOM pada saat

IPO dan sampai dengan terjadinya krisis moneter telah meningkatkan kinerja keuangan PT. TELKOM.

Krisis moneter sebagaimana melanda hampir semua perusahaan di Indonesia, menyebabkan :

a.

Rencana usaha (business plan) yang menjadi dasar dilaksanakannya KSO menjadi tidak sesuai
dengan realita.

Pelaksanaan KSO mengalami hambatan finansial yang serius, dan

Terganggunya kelangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
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Guna menanggulangi dampak krisis moneter untuk jangka pendek, PT. TELKOM dan mitra usahanya
pada 5 Juni 1998 menandatangzni MOU yang berlaku sampai akhir tahun 1999 agar kelangsungan
pembangunan dan pelayanan kepada masyaraka. dapat dilaksanakan. Akan tetapi untuk jangka
panjang, tetap diperlukan tindakan penyesuain skema KSO dengan lingkungan ekonomi yang telah

berubah sejak terjadinya krisis.?

L Solusi jangka panjang masalah KSO

8.

Tercapainya solusi masalah KSO untuk jangka panjang adalah bagian penting dari restrukturisasi PT.
TELKOM. Lagi pula penyelesaian tersebut merupakan prasyarat untuk liberalisasi
pertelekomunikasian Indonesia demi kelangsungan laju pembangunan serta peningkatan dan

perluasan pelayanan kepada masyarakat.

Solusi masalah KSO untuk jangka panjang setidak-tidaknya harus memenuhi kriteria seperti di bawah

ini ;

a Menjamin kelangsungan pembangunan dan peningkatan serta perluasan pelayanan kepada
mas,arakat

b, Meningkatkan profitabilitas dan daya saing PT. TELKOM, dan

¢.  Tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan pada Pemerintah dan PT. TELKOM (nonrecourse),

d  Menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi swasta.

Proses pencapaian solusi jangka panjang masalah KSO dilaksanakan sebagai berikut :

a.  Arah penyelesaian KSO jangka panjang ditentukan oleh Pemerintah;

b. Atas dasar pengarahan tersebut, PT. TELKOM menegosiasikan dengan masing-masing mitra
K30-nya sesuai dengan mekanisme yang digariskan UU No. 1 tahun 1995;

¢ Menagingat situasi dan kondisi KSO di masing-masing wilayak KSO tidak sama. maka solusi yang
akan dicapai dengan mitra yang satu dapat berbeda dari solusi yang disepakali dengan mitra
yang lain.

Beberapa alternatif arahan yang dapat menjadi dasar negosiasi tersebut diuraikan dalam butir-butir

berikut. Sudah tentu masing-masing alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji

dalam perspektif jangka panjang.

Cc.2 Alternatif KSO yang disempurnakan

1

SKRIPSI

Sejalan dengan kondisi perekonoomian yang diperkirakan akan semakin membaik. skema K30 vang
disempurnakan merupakan salah satu pilihan alternatif yang dapat dikaji. Skema ini telah melewati
suaty “learning process” vang cukup berarti bagi kedua pihak dan memberikan hasil usaha yang baik
bagi PT. TELKOM. Meskipun demikian dari hasil evaluasi yang telah dilakukan keberhasilan skema ini
sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kedua pihak dan skema ini belum dapat menampung
kebutuhan pembangunan dalam kurun waktu sambungan internasional. Sedangkan PT. INDOSAT
akan diizinkan untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh
nasional dan sambungan lokal (regional). Langkah-langkah reposisi dan restrukturisasi PT. TELKOM

dan PT. INDOSAT adalah sebagai berikut (lihat Lampiran 1V)

a.  Menetapkan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam bentuk Cetak Biru

“Kebijakan Pemerintah Tentang Reformasi Telekomunikasi”,

b. Mengusahakan pengesahaan UU Telekomunikasi yang baru oleh DPR,
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Memberi izin prinsip kepada PT. TELKOM untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap
sambungan internasional dan kepada PT. INDOSAT untuk jasa telekomunikasi telap sambungan
langsung jarak jauh nasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal (regional),
Menerbitkan semua perizinan PT. TELKOM dan PT. INDOSAT mengenai penyelenggaran jasa
telekomunikasi di luar usaha intinya (core business),

Menyelesaikan masalah KSO antara PT. TELKOM dengan mitra KSO-nya serta mengadakan
restrukturisasi internal PT. TELKOM dan PT. INDOSAT,

Memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. TELKOM untuk menyelenggarakan
telekomunikasi tetap sambungan internasional pada tahun 2005,

Memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. INDOSAT untuk menyelenggarakan
telekomunikasi tetap sambungan jarak jauh nasional pada tahun 2006,

Memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. INDOSAT untuk menyelenggarakan jasa

telekomunikasi tetap sambungan lokal pada tahun 2011.

Selanjutnya, di samping perlu dipikirkan agar skema ini dapat lebih mendorong terwujudnya

kemandirian dan daya saing PT. TELKOM di masa yang akan datang.

C.2.1. Alternatif usaha patungan (JVC)
12. Solusi jangka panjang masalah KSO yang menuju ke arah usaha patungan (JVC) regional merupakan

alternatif lain yang cukup realistis untuk dikembangkan sebagai dasar negosiasi antara PT. TELKOM

dan masing-masing mitra KSQ. Pendapat ini didasari pertimbangan bahwa usaha patungan (JVC) :

Lebih menjamin kelangsungan pembangunan dan perluasan pelayanan masyarakat dengan tidak

a.
menimbulkan beban kewajiban pembiayaan (non recourse) baik bagi pemerintah maupun PT.
TELKOM,

b. JVC merupakan persetujuan kedua belah pihak. sehingga PT. TELKOM tidak usah melakukan
pembayaran menurut Pasal 17 Perjanjian KSO pada saat transformasi KSO menjadi usaha
patungan,

¢ Lebih memberi kepastian berusaha bagi kedua belah pihak bila dibandingkan dengan konsep
kemitraan KSO.

d.  Perianjian JVC dapat dinegosiasikan sehingga sesudah waktu tertentu PT. TELKOM dapat
membeli saham mitranya dan sementara itu profibilitas PT. TELKOM tidak menurun,

e. Sesuai dengan kecenderungan struktur ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pada
investasi swasta.

C.2.2. Afternatif kompetisi

13, Alternatif lain sebagai arah solusi jangka panjang masalah KSO yang dapat dikembangkan adalah

berdasarkan prinsip berikut :

a.

b.

SKRIPSI

Semua pembaﬁgunan yang telah dilaksanakan oleh mitra KSO dialihkan kepada PT. TELKOM,

Sebagai kompensasi untuk pengalihan tersebut pemerintah memberi lisensi penyelenggaraan
jasa telekomunikasi tetap sambungan lokalregional kepada mitra KSO dan sebagian hasil
pengoperasian 1yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM,

Nilai lisensi yang diberikan sebagai kompensasi tadi ditetapkan pemerintah sedang
persyaratannya ditentukan departemen teknis sebagai regulator pertelekomunikasian Indonesia,

Eksklutivitas PT. TELKOM dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal.
Regional akan berakhir saat izin tersebut diberikan kepada Mitra.
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Selain ketiga alternatif tersebut di atas, tidak tertutup kemungkinan adanya solusi jangka panjang
masalah KSO yang lain dan lebih baik serta menguntungkan bagi negara.
LAMPIRAN Il
PROFIL PENYELENGGARA
1. Badan Penyelenggara

PT. TELKOM
Status . Badan penyelenggara
Struktur kepemilikan pemerintah : 75%
Penyelenggara jasa : Telekomunikasi dalam negeri
Pelanggan : >5.000.000 sambungan
Kapasitas jaringan : >6.000.000 sst
Pendapatan setahun (1997) : Rp. 5.8 triliun
Jumlah karyawan : 38.103 orang
PO : November 1985

PT.INDOSAT
Status :  Badan penyelenggara
Struktur kepemilikan pemerintah : B5%
Penyelenggara jasa . Telekomunikasi dalam negeri
Trafik internasional : Keluar 262 juta menit *

Masuk 345 juta menit *
Pendapatan setahun (1987) : Rp. 1.5 triliun
Jumtah karyawan ;2000 orang
IPO : Oktober 1994
Akhir tahun 96
2. Penyelenggara STBS

PT. SATELINDO
Status : Badan lain
Struktur kepemilikan pemerintah : PT.TELKOM 22.5 %
Penyelenggara : PT.INDOSAT 7.5 %
Penyelenggara jasa . Telekomunikasi dalam negeri

Komunikasi satelit

Komunikasi mobil seluler (nasional)

GSM 500

Pendapatan setahun (1997}

Jumiah karyawan

Jumlah pelanggan (1987) : 221.505 (STBS)

PT. TELKOMSEL

Status . Badan lain

Struktur kepemilikan pemerintah . PT.TELKOM 42.72 %

Penyelenggara . :  PT.INDOSAT 35 %

Penyelenggara jasa . Komunikasi mobil seluler nasional
GSM 900
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Pendapatan setahun (1997)
Jumlah karyawan

_ Jumlah pelanggan (1997)

PT. EXCELCOMINDO
Status
Struktur kepemilikan pemerintah
Penyelenggara

Penyelenggara jasa
Pendapatan setahun (1957)
Jumlah karvawan

Jumlah pelanggan (1997)

LAINNYA
Keterangan

3. Penyelenggara jasa telekomunikasi nilai tambah
Contoh

Status kepemilikan

4. Penyelenggara jasa penjualan ulang

Contoh

Status kepemilikan

LAMPIRAN Il

Rp. 491 milyar
1885
335.961 (STBS))

Badan lain

PT. TELKOM melalui PT
Telekomindo

Komunikasi mobil seluler nasional
GSM 900

+2000
78.746 (STBS)

Ada 4 penyelenggara

Komunikasi mobil seluler

Analog AMPS dan NMT regional; merupakan usaha
patungan dengan PT. TELKOM

Baru-baru ini ditertibkan izin prinsip untuk mobil seiuler
digital PCN/PCS (DCS 1800 dan PHS) regional.

7 penvyelenggara trunking
10 penyelenggara paging nasional
40 penyelenggara Internet

Kebanyakan swasta murni

Penyelenggara telepon umum
Penyelenggara Wartel
Penyelenggara premium call
Umumnya usaha kecil dan

Menengah swasta murni

KERTAS REFERENSIWTO

(terjemahan lampiran persetujuan tambahan dalam pengaturan telekomunikasi pada daftar komitmen Indonesia untuk

Jasa Telekomunikasi Dasar dalam Perundingan GBT-WTO Februari 1997)

Lingkup

Berikut ini adalah pengertian-pengertian dan prinsip prinsip pada kerangka pengaturan untuk jasa telekomunikasi
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Pengertian-pengertian

Pengguna adalah konsumen jasa dan penyelenggara jasa

Sarana utama adalah sarana telekomunikasi umum jaringan maupun jasa yang :

(a) Secara eklusif atau pada umumnya disediakan oleh sebuah atau secara terbatas jumlah penyelanggara, dan
(b) Secara ekonomis maupun teknis tidak layak untuk dilaksanakan oleh penyelenggara lain.

Penyelenggara utama (dominan) adalah penyelenggara yang mempunyai kemampuan secara nyata mempengaruhi
persyaratan untuk untuk berpartisipasi (dalam hal biaya dan penyediaan) pada pasar jasa telekomunikasi dasar

dikarenakan :

(a) Pengadilan terhadap sarana utama atau

(b) Kedudukan dipasar

1. Pengamanan dalam berkompetisi

1.3 Pencegahan praktek-praktek anti-kompetisi dibidang telekomunikasi

Tindakan yang tepat harus dilaksanakan dengan tuiuan mencegah penyelenggara yang secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama, merupakan penyelenggara dominan vang dapat melakukan atau melanjutkan

tindakan/praktek anti-kompetisi.
1.2. Bentuk pengamanan
Tindakan anti kompetisi vaing dimaksud khususnya mencakup :
(a) Melakukan praktek anti-persaingan berupa subsidi-silang (crosssubsidization)

(b) Menggunakan informasi yang didapat dari para pesaing lainnya yang dapat berakibat tindakan anti-

persaingan dan

(¢) Tidak memberikan informasi teknis mengenai saran utama yang dibutuhkan kepada penyelenggara
lainnya pada waktu yang tertentu dan informasi komersial yang terkait yang diperlukan untuk

menyelenggarakan jasa.
2. interkoneksi

Bagian ini berlaku dalam menghubungkan dengan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi umum,
dengan tujuan memperbolehkan pelanggan/konsumen satu penyelenggard berhubungan dengan pelanggan
dari penyelenggara lainnya dan mengakses jasa-jasa dari penyelenggara lainnya, dimana diperlakukan suatu

komitmen khusus.

21. Jaminan Interkoneksi
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Interkoneksi dengan penyelenggara utama harus dijamin pada setiap titik pada jaringan yang secara teknis

layak. Interkoneksi semacam itu disedikan:

(a)

(b)

()

Tanpa adanya diskriminasi dalam persyaratan, kondisi (termasuk standar teknis dan spesifikasi),
biaya dan mutu yang yang tidak boleh kurang _dari yang diberikan guna penyelenggaraan jasa-jasa
yang sama olehnya sendiri ataupun guna jasa-jasa yang sama oleh penyelenggara jasa bukan-afiliasi

atau guna anak perusahaan afiliasi lainnya.

Secara tepat waktu, dengan syarat kondisi (termasuk standar teknis dan spesifikasi) dan biaya yang
layak, terbuka, wajar, sesuai kelayakan ekonomi, dan cukup terpisah (unbundled) sehingga
penyelenggara tidak perlu membayar komponen jaringan atau saran jaringan yang tak diperlukannya

dalam menyelenggarakan jasa tersebut; dan

Atas permintaan, pada titik-titik diluar titik terminasi jaringan yang diberikan pada sebagian besar
pengguna, dengan biaya yang mencerminkan biaya pembangunan dari sarana tambahan yang

diperlukan.

Prosedur negoisasi interkoneksi yang tersedia untuk umum

Prosedur interkoneksi oleh penyelenggara utama {dominan) yang berlaku harus tersedia untuk umum.

Pengaturan interkoneksi yang transparan

Penyelenggara Utama harus menyediakan kepada publik, baik perianiian maupun penawaran interkoneksi

sebagai referensi.

Penyelesaian perselisihan interkoneksi

Penyelenggara jasa yang meminta interkoneksi dengan penyelenggara utama dapat mengajukan banding :

(a

(b)

Setiap saat, atau

Setelah jangka waktu yang wajar yang dimaklumkan kepada umum

Kepada badan domestik independen. mungkin berupa badan regulator seperti yang dimaksud dipara. 5

dibawah ini, untuk menyelesaikan perselisihan mengenai persyaratan yang pantas, kondisi dan tingkat biaya

interkoneksi dalam waktu vana wajar, sekiranya hal tersebut sebelumnya belum ada.

Pelayanan Universal ;

Setiap negara WTO, berhak menetapkan jenis kewajiban layanan universal yang diberlakukan. Kewajiban
semacam itu, tidak akan dianggap sebagai anti-kompetisi, asalkan hal tersebut diatur secara transparan,

tanpa dikriminasi dan dengan secara netral dan tidak memberatkan melebihi batas kewajaran untuk jenis

layanan universal yang ditetapkan oleh anggota tersebut.

Kriteria pemberian lisensi (izin penyelenggaraan) yang tersedia bagi publik

Bila lisensi diperlukan, hal-hal berikut harus tersedia untuk umum :

SKRIPSI
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(a) Semua kriteria pemberian lisensi dan waktu yang biasanya diperlukan uiluk mendapatkan keputusan

mengenai permohonan lisensi dan
(b) Persyaratan dan kondisi untuk setiap lisensi
Apabila diminta, alasan untuk penolakan suatu lisensi harus dapat diberikan kepada pemohon.

5. Badan Regulasi

Badan Regulasi harus terpisah dan tidak bertanggung jawab, kepada penyelenggara telekomunikasi jasa

dasar manapun. Ketetapan dan prosedur yang diberlakukan harus tidak memihak salah satu peserta pasar.
6. Alokasi dan penqgunaan sumber daya yang langka

Setiap prosedur mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka, termasuk frekwensi,
penomoran dan hak penggunaan lahan pemerintah, dilaksanakan secara objektif, tepa. waktu dan
transparan. Status alokasi pita frekwensi harus tersedia bagi umum, namun identifikasi rinci mengenai alokasi

frekwensi vang khusus dipakai pemerintah tidak perlu diumumkan.

LAMPIRAN V
GLOSAR ISTILAH

Aliansi Strategis mengikat kerjasama umumnya dengan penyelenggara kelas dunia baik dengan kerjasama
manajemen maupun dengan menjual sebagian saham. dengan tujuan mendapatkan dana sekaligus meningkatkan

mutu pelayanan,

Konvergensi penyediaan beberapa jasa yang semula dilaksanakan melalui sarana yang terpisah, dengan kemajuan
teknologi dapat disediakan secara bersamaan. Dalam hal ini adalah jasa telekomunikasi informatika dan penyiaran,
yang semula disediakan secara terpisah, menyatu menjadi jasa multimedia yang dapat menyediakan ketiga jasa

tersebut sekaligus.

Cost — oriented pricing perhitungan tarif berdasarkan kepada biaya yang wajar dengan memperhitungkan biaya

perangkat, kontruksi, pemeliharaan dan keuntungan yang wajar.

E-Commerce elektronik siaga mengadakan transaksi usaha melalui media elektronika.

Interkoneksi hubungan antar jaringan yang dikelola oleh penyelenggara yang berlainan, sehingga pelanggan dari satu
penyelengaara dapat berhubungan dengan pelangggan dari penyelenggara lainnya ataupun mengakses jaringan/jasa

dari penyelenggara lainnya.

Biaya interkoneksi biaya yang dikenakan oleh satu penyelenggara kepada penyelenggara lainnya, dalam mengakses

jaringan/jasanya.

IPO (lnitial Public Offering) Penjualan saham suatu perusahaan ke pasar bursa.
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Monopoli hak eklusivitas yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk menyelenggarakan suatu jasa tertentu.
Namun saat ini monopoli juga diartikan apabila suatu penyelenggara telah mempunyai pangsa pasar lebih dari 50%.
Dalam hal ini penyelenggara tersebut telah disebut major supplier atau penyelenggara utama dan pemerintah/regulator
memberikan kewajiban-kewajiban tertentu untuk tetap dapat memberikan iklim bersaing yang sehat.

Duo-poli penyelenggaraan suatu jasa hanya Yoleh diselenggarakan oleh dua perusahaan (penyelenggara) saja.

NIS (National Information Superhighway) saran infrastruktur informasi nasional, adalah jaringan telekomunikasi yang
digelar diseluruh wilayah negara Indonesia sebagai tulang punggung sarana telekomunikasi yang dapat menyalurkan
informasi dalam berbagai bentuk, baik suara, data, gambar (multimedia) baik dalam bentuk penyiaran maupun

interaktif, baik pita lebar dan pita sempit.
PMA Penanaman modal asing.
PMDN penanaman modal dalam negri.

JVC joint venture company perusahaan patungan adalah perusahaan yang saham/ kepemilikannya dimiliki lebih dari

satu perusahaan.
Kompetisi persaingan usaha penyelenggara.
Anti-kompetisi praktek-praktek yang dapat menghambat persaingan yang sehat

Persaingan yang sehat adalah persaingan usaha dimana seliap penyelenggara usaha tersebut berpacu dalam
memberikan layanan, dan mutu yang terbaik dengan harga yang wajar, sehingga mendorong kemajuan industri

tersebut.

Lisensi izin penyelenggaraan. Dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi, izin tersebut diberikan oleh pemerintah/
regulator. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri teknis yang bertanggung jawab dibidang telekomunikasi. Dalam
Kabinet Reformasi Pembangunan 1998/1999 adalah Menteri Perhubungan. Biasanya izin diberikan dalam dua tahap :

izin prinsip dan izin operasi.

Reseller penyelenggara jasa telekomunikasi yang menjualkan jasa penyelenggara yang lain tanpa harus membangun
jaringannya sendiri. Penyelengoara tersebut membeli jasa dari penyelengaara pertama dengan diskon dan menjualnya

kembali langsung ke pelanggan. Umpamanya penyelenggara Wartel.

Subsidi-silang (cross-subsidi) Mensubsidi suatu jasa yang secara ekonomis kurang layak dengan jasa yang lainnya

yang lebih menguntungkan (umpamanya yang didapat dari penyelenggaraan jasa atau jaringan secara monopoli).

Universal Service Obligation (USO) Kewajiban Layanan Universal kewajiban membangun daerah-daerah yang
" secara ekonomis tidak layak, demi kepentingan umum atau masyarakat banyak, terutama untuk mendorong ekonomi
daerah pra sejahtera. Biasanya USO ini diwajibkan dilaksanakan oleh penyelenggara utama, yang mendapat hak
monopoli dalam penyelenggaraan.
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Rate - balancing menyesuaikan kembali tarif sesuai dengan biaya yang sebenarnya, dengan
menghilangkan/mengurangi adanya subsidi silang (umpamanya : tarif telepon lokal yang disubsidi silang dari tarif
SLJJ).

VAS Value added service jasa nilai tambah adalah jasa tambahan yang disalurkan melalui sarana jasa lainnya,

misalnya jasa rekaman suara (voice mail) sebagai tambahan jasa telepon.

WTO World Trade Organisation organisasi yang menata aturan penyediaan barang dan jasa antar negara.
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yang lidok membalasi unluk  menjual Lembali jasa telekomunikasi  produk

Penyclenggara jasa feler.omunikasi lainnya. menggunakan peran serfa Swasta dalam
Pengelolaan Oulle! TELKOM rnelalui Warung TELKOM rnelalui kerjasama yang saling

MENGUNIUNGKQAN; ==esemrremmenneom e eno oo e e menemns

bahwa PENGELOLA sesuai dengan Suralny@ NOMOT & cuu.eeeseeeassnrssammmsmeraneeses langgal
’ felah mengajukan permohonan Pengelolaan Outlel TELKOM

.....................................

melalui  WarungTELKOM  di Jalan TN A AL vl L L A4 R g n WU
(Sural Permohonan terlampir sebagai Lampiran l); ——— =
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..................................................... 1anggal  coeeeeiininrirnnane perihal Pengelolaan

Qullet TELKOM melalui WarungTELKOM ., pada prinsipnya menyelujui permohonan
Pengelolaan Qultlel TELEOM melalui WarungTELKOM dari PENGELOLA (copy Sural

Perselujuc_m terlampir sebagai Lampiran 1):

d. bahwa alas permohonan sambungan lelepon unluk keperluan WarungTELKOM,

_"ENGFLOLA telah diberikan Nomor Pelanggan oleh TELKOM. yailu ..".it).[_....:].gé.)c'pon
D WarungTELKOM . yaitu . AL = 08 % '

di atas, maka kedua belah pihak TELKOM dan
n yang dituangkan dalam
WarungTELKOM dengan

seleloh mempertimbangkan hal-hal lersebul
PENGELOLA sepakal uniuk mengikatkan diri sotu dengan yang lai
Perjanjion Kerja Sama Pengelolaan Oulict TELEOM  melalui

kelentuon dan syoral-syarat sebagai berikut @ —-

Pasal 1
PENGERTIAN - PENGERTIAN

-

yang bersangkutan

lain dalarm hubungan kalimal pada pasal-pasal

Kecual dilenlukan
dalam Perjanjion ini. yang dimaksud dengan :

1. Biaya Loyanan (Surcharge) adalah biaya lambahan yang dibebankan kepada
Pengguna fasilitas {elekomunikasi di WarungTELKOM Yang berhasil tersambung dan

besarnya dilentukan oleh PENGELOLA ; ------mm==r—

2. Dinas Berbayar adalah slatus sambungan telepon pelanggan berbayar dengan

dibebaskan dari biaya PS8 dan Abonemen [ -—---

h idenlitas dan ciri TELKOM berupa logo. warna. huruf

3.  Elemgn Brand TELKOM adala
serla idenlitas lain sesuai kefenluan TELKOM yang berlaku : —

4. Elemen Brond Warung TELKOM adalah identilas ciri TELKOM yang khusus digunakan

unluk WarungTELKOM | ---—==="—=" .

ungTELKéM yangd dipergunakan untuk
ka pembinaan Warung TELKOM di seliap
dicantumkan dalam Neon Box

5 |ID WarungTELKOM adalah penomoran War
pengendalion dan pengawasan dalam rangjt
KANDATEL/KANCATEL sebagai idenlitas dan

Warung TELKOM | —o—nnmmmmemmmmenmsmmmsssnon s mmm s '

asc telekomunikasi dalam bentuk suara. feks dan

melalui jaringan TELKOM |

6. Jasa Mullimedia adalah pelayanan j

gambar baik sialis maupun bergerak
ekomunikasi untuk memenuhi kebuluhan
aringan telekomunikasi ;

7. Jasa Telekomunikasi aclalah layanan lel
berielekomunikasi dengan menggunakan j

1. 2 dari 13
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Josa Telekomunikasi Produk TELKOM adalah laoyanan lelekomunikasi produk TELKOM
unluk memenuhi kebU:Uh(]n bertelekomuniko;i - ———

Jasa lelepon adalah pelayanan jaso lelckornunikasi dalam benluk suara, baik sialis
maoupun bergerak melalui jaringar: TELKOM ;- .

e
LADIVRE adaloh Kepala Divisi Regional V Jovea Timur

adalah kamar yang dipakai unluk melakukan hubungan

Lamar Bicora Umurmn (KBU)

lelepon _
r

Momor Pelanggan adalah nomor identitas client (NCLI) yang digunckan untuk
keperluan administrasi pelanggan | —----=---—-

Oulle! 1ELKOM adalah saluran distiibusi uniuk menyalurkan produk-produk TELKOM
kepada pengguna dan pelanggan berupa tempal yang disediakan unluk pelayaran
josa lelekomunikasi produk TELKOM untuk umum yang ditunggu baik bersifat

semenlara maupun lelap | -——----

Pendapalan adalal” semua perolehan pendupalan yang berasal dari beroperasinya
perangkat fasilitas felekomunikasi WarungTELKOM jermasuk namun lidak terbatas
tfransaksi penjualan produk/ jasa fasilitas telekomunikosi WarungTELKOM lainnyaq ; ———

operasi yang bekerja sama dengan

PENGELOLA adolah Badan Hukum/Badan Usoha/K
TELKOM dalom Pengelolaan Oulle! TELKOM melalui WarungTELKOM ;

TELKOM adalah Pengeloloan lempat, penjualan beserta
kasi produk TELKOM uniuk umum yang dilunggu

Pengelolaan outlet
pelayanain produk jasa lelekomuni
baik bersifal sementara maupun telap ;-

jasa telekomunikasi  melalui

Pengguna agalah orang yang menggunakan
Wartng TELKOM ; —omemememamm o msmmmssoooms o men s momnemn e

kesepakalan tertulis antara
elolaan oulle! TELKOM melalui

ulnya disebut PKS. adaiah

Perjonjian Kerjasama selan]
Warung TELKOM uniuk Peng

TELKOM dengan Pengelola
WorungTELIKOM ; —mmemmmmssmsemmmmmm oo mmoms oo ommsen
(PTUS) adalah pesawal felepon yang hanya

Pescwal Telepon Umum Swalayan
digunakan oleh pengguna jasa untuk melakukan percakapan telekomunikasi melalui

WarungTELKOM sesuai dengan Perjanjian ini; ——————""""

Promosi Above The Line adolah promosi yane:, bersifat massal dan nasional, dilakukan

ara lerpusal dapat oleh Kantor Korporale alau Kantor Divre ;

sec

an dilokasi masing-masing | ——

Promosi Below The Line adalah promosi yang clilakuk

———

TELKOM adalah Perusahoan penyclenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi :

kasi berbasis VoIP (01 7)

LKOM unluk akses komuni
da PENGELOLA sesudi

dikenakcn TELKOM kepa

TELKOMGlobal-017 adalah produk TE
dengan biaya percokapan yang
keleniuan TELKOM yang berlaku ; --=---==--==~

Hal. 3 dari 13
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TELLOM5LI-007 (nol nol tujuh) adalah produk TELKOM untuk aks
. , - es
internasional menggunakan jaringan PSTN . - s percakapan

Warung TELKOM adalah OQulle! TELKOM yang Pengelolaannya diserahkan kepada pihak

WarungTELKOM lipe KIRANA adalah WarungTELKOM yang hanya terdiri dari maksimum

2 (dua) sambungan lclepon | ==-—sms—=mmme=

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

JELKOM dan PENGELOLA sepcka! uniuk melakukan kerjasama yang saling

menguniungkan dalam Pengelolaan Ouflet TELKOM melalui WorungTELKOM yang
iakukan oleh PENGELOLA di lokasi ... MaaLrda. dand.... A J.‘-..f‘:ﬁ...‘?:..?.:.‘.g. ......

dengan fasilitas layanan sebagaimana lerluang dalam Lampiran lll Perjanjian ini ; ———

Lingkup kerja soma dalam Pengelolaan Oullel TELKOM melalui WarungTELKOM

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi ; —---
o. Penjualan Produk Jusa dan Pelayanan TELKOM yakni : —-
1) Produk josa teleponi dasar [ --=--=======
2) Produk jasa lginnya ; --—--smmsmemssommmsmm e
3) Produk jasa mullimedia dan atau | ===~
4) Produk josa sambungan lelepon dan alau [ -=---
5) PEIQYONQN ; =-ssmmsmsmmsssmssmmmommmoommmrnem -
b. Penggunaan dan Pemanfaatan Cle
melipuli
1) Neon Box sesuai house slyle TELKOM [ -—--—=-—" —_
2) Pemasangan Stiker dan Leallel
WarungTELKOM lainnya @ —==-—""
pembinaon Manajemen WarungTELKOM melipuli : -
asi dengan memberika

1) Pelaksanaan kunjungan lok n konsullasi dan evaluasi

.minifhol sckali dalam selahun ;
WarungTELKOM minimal dua kali dalam

Pelaksanaan Forum Komunikasi
bangan bisnis ;

alam rangka pembinaan pengem

scighun d

un

3) Program fraining SOM WorungTELKOM minimal sekali dalam selah
) Pasal 3
TATA CARA PELAKSANAAN

clalui WarunngLKOM sebagaimana dimaksud

Dalom pengelolaan Qulle! TELKOM m
luruh aspek leknis dan operasionalnya harus

dalaom Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini. se
sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Pl

Sambungaon telekomunikasi di WarungTELKOM bersiatus dinas berbayar:

‘qunakan dalam perhifungan pendapatan WarungTELKOM adalah data

Dala yong d"
TELKOM ; wossmmmmmmemmemrmmesmissemmmmrmrmes -

Hal. d dur 13

%

SKRIPS
| PEMBLOKIRAN SLI 001 ... ANDRIAN H TUMANGGOR



(1)

(2)

(3

(S)

hH

T kelentuan peraturan pervndong-undangcn yang berlaku ;

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jasa dan alau produk yung dipasarkan di WerungTELKOM hanya Jasa dan atav produk
TELKOM sebagaimana tzrcanium pada Lampiran IV Perjanjian ini ;| ———-—emmmemeeeee .

PENGELOLA yang menghendaki pemindohan alamcl WarungTELKOM nya harus
mengajukan permohonanan pindah aiomai secara tertulis kepada TELKOM c.g GM
LANDATEL.  Pemindahan alamal tersebul dopat dilaksanakan selelah diperoleh
persclujuan tertulis-dari TELKOM dan diperlaxukan seperli pengajuan WarungTELKOM

e aTe Lo LU I

Pusal 4
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Jangka wakiu kerjasama pengelolaan  Ovliet TELKOM melalui WarungTELKOM
sebagaimana dimaksud dalom Pasal 2 Perjanjian ini berlaku selama 3 (liga) tahun

lerhilung sejok Pcrjﬂor.;;un ini ditandalangani oleh kedua belah pihak dan berakhir
nada langgol : .2C - &2 - 200 ].. serta dapat diperpanjang kembali alas

kesepakalon kedua beloh pihak seiama PENGELOLA lidak melanggar PKS maupun

e

Pglponjungor‘- waklu kerfasama sebsgaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini harus
dicjukan secara lerlulis oieh PENGELOLA selambat-lambalnya dalam wakiu 2 (dua)
bulan sebelum berakhirnya maso kerjasama yang ciojukan ke TELKOM ;

Apabila sampai cengan jongkc wakiu scebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
maka TELKOM berhak

PEMGELOLA lidak mengajukan gerpanjongan Perjanjian ini.
memuiuskon Perjanjian ini dan samibungon fasilitas ielekomunikasi WarungTELKOM [ —---
d aya!l (3) Pasal ini masih berminat
maka akan diberlakukan dengan

Apabila PENGELOLA sebagaimana dimaksu
melanjutkan operasional WarungTELKOM tersebut.
ketlenluan seperli pengojuan WarungTELKO/M: baru :

tahun sekali. Apabila dari hasil evaluasi

Perjanjian ini akan dievaluasi minimal 1 [salu)
terjadi peningkalan performansi WarungTEAKOM. maka dapal dilakukan akreditasi
ulang dan peningkclan lipe Warung TELKOM . Sebaliknya apabila dari evaluasl yang
dilokukan oleh TELKOM. PENGELOLA tidak dapal memenuhi ketentuan dan
persyaratan TELKOM maka perjanjian ini dapat dipuluskan secara sepihak walaupun

masa laku sebagaimana dimaksud dalom ayat (1) pasalini belum berakhir ; ~=-—--—-—

. 5 Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA
Disamping hak yong dialur dolam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini. hal-hal sebagai
berikut menjadi hak PENGELOLA © ——---—smmmmmm—s :

Menenlukan biaya penggunaan layonan produ
ketentuan maksimum sebesar larit yang'berlaku ;

una biaya percokopdn dari trafik domestik (Lokal.
OM beserta PPN-nya:

k TELKOM ke Pengguna, dengan

a.
SLJJ)

b. Memungut dari. Pengg
fermasuk Aidime. dan pengunaan produk TELK

c. Memungu! biaya layanan (surcharge) sebagai kompenscs! memberikan
pelayanan yang baik kepada Pencguna. yang besarnya ditentukan 9Ieh
PENGELOLA namun lidak melebihi 10 % dari tarif percakapan pelanggan biasa

serla tidak digabungkan dengan tarif pulsa ;

Hal. 5 duri 13
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rendopalkan Harga khusus dari layanan produk TELKOM yan ij i
Lelentuan TELKOM [ cmmmmmecm e el

Mcndcpcﬁ'k_cn Insentil jika produksi percakapan Lokal dan SLJJ setiap bulannya
kurung dari Rp 1.000.000.- (satu jula) dan Banluan Promosi sesuai kelenluan

TELKOM [ e e —-eee s ez
Mcndopdikcnl jominan lingkal layanan atas Pengelolaan Warung TELKOM
scbagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini; --—— .

dan Pemanlaalan Elemen-elemen Brand

Mendapatkan hak Penggunaan
WaorungTELKOM | ——--- == e S

Mendapalkan Pembinaan Manajemen WarungTELKOM | —

Disamping kewajiban yang diolur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hal-hal

sebagai berikut menjadi kewajlban PENGELOLA : ——--—

a.

m. Menggunakan jaringan TELKOM :

. biaya layanan (surcharge) dalam be
oy

‘Menjaga dan meningkalkan citra TELKOM ;
L ]

Menyedigkan ; ---------mmmmmmmsmme—ecsenemes
1) Ruongon/G.:dung/ddnguno‘.\ yang memadai unluk Pengelolaan pelayanan

jasa telekomunikasi ; -—-- -
2)  RUANQG TUNQQU ; =remmmmmmemmsmmmmssses som s e mm oo m s o n o s s e e
3) KBU unluk pembicaraan lelepon ; --—----
4) Pelugas unluk layanan WarungTELKOM | -—
5) Inslalasi Kabel Rumah/ Gedung (IKR/ G):-
) Perangkal {elekomunikasi yang diperlukan WarungTELKOM sesuai spesifikasi

TELKOM. baik untuk PTUS maupun pesawal Faksimili; —

Menginformasikan secara lransparan kepada Pengguna. tarif percakapan dan
nluk label yang dipasang di WarungTELKOM ;-
Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikiim oleh Pengguna jasa
telekomunikasi melalui WarungTELKOM [ -
{elekomunikasi yang ada di WarungTELKOM kepada

Melaporkan gangguan
TELKOM melalui nomor felepon 147

omunikasi yang dikelola/ dioperasikan agar
termasuk akurasi PTUS yang menyangkut

Menjaga keamanan perangkal lelek
setiap saal berfungsi dengan baik.,
perhitungan pulsa ; ----=--=sssmsmmssssmmomosomommmss s o

serla afribut TELKOM pada  lokasi

Memasang Neon Box dan logo TELKOM
dan tidak memasang Logo

Pengelolaan Qullet TELKOM melalui WarungTELKOM
maupun Sticker dari operalor lain dalam benluk apapun ;

Hanya memasorkan Produk TELKOM :
awabkan dan menyelorkan pendapatan Warung
Pasal 8 Perjanjian ini ;

Memperlanggungj TELKOM
sebagaimana dimaksud dalam

Mengijinkan TELKOM uniuk melakukan promosi produk
WarungTELKOM [ ----mmmmmmmmommmmmomommses -

dan layanan TELKOM di

Berlanggung jawab alas segala akibal yang timbul dalam pemasaran Produk

TELKOM : eememmmmemermeemsnes
komplain pengguna  jasa telekomunikasi  di
kan fanggung jawab PENGELOLA :-

Menangani  keluhan atau
WarungTELKOM sepanjang hal ferscbul merupa

e mmmeeem—. ——————— e

Hal. 6 dari 13
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n. N‘_\Cfv\y‘r:‘IOkan/V membayaor seluruh pendapalan dari lrafik jasa lelekomunitasi
TELKOM sesuai lagihan berikul PPN-nya kepada TELKOM ; - :
o. Menggunakan laril jasa lelekomunikasi WarungTELKOM sesvai ketentuan yan
BOIICIKU © —esmmmmms scemmmeceeccmescessssmsccsessemmnonossesamness e g
Melunasi seluruh tlunggakan yang lerkail dengan WarungTELKOM yang dimiliki ; ——--

q. Membebaskan TELKOM dari tuniutan jwihak keliga manapun yang berkailan
dengan  kepemilikan lokasi/  lanah  yang digunakan untuk WarungTELKOM,
schingga apabila ada lunlulan yang berkailan dengan lokasi/ tanah yang
digunakan univk WarungTELKCM merupakon langguny jawab PENGELOLA unluk
menyelesaikan ; ssm-sesmsmmeammmemsessemensisoomosmamirssm s

cngguna alas kesalahan yang dilakukan

(. Membebaskan TCLKOM dari tluntutan p
oleh Pengelola dalam Pengelolaan WarungTELKOM !

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN TELKOM

Disamping hak yang diatur dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini, hal-hal sebagai

perikut menjadi hak TELKOM
a. Menagih seluruh pendapalan d

diperoleh dari Fengelolaan Outl
oleh PENGELOLA, sesuai fagihon L-11atau bukli pemakaian lainnya ; —

ari trafik josa telekomunikasi produk TELKOM yang
el TELKOM melalui WarungTELKOM yang dikelola

b. Memperoleh sepenuhnya PPN jasa lelekomunikasi ; —-
dan layanan TELKOM di WarungTELKOM [~

hadap perangkal di WarungTELKOM pada
bila diketahui adanya penyimpangan

Melakukan promosi produk

d. Melakukan pengecekan operasional ler
wakiu-waktu lertentu dan mengisolir apo
selling timer pulsa dan atau penyimpangan lainnya ;

e, Memberi peringatan  dan rekomendasi  perboikan WarungTELKOM kepada
PENGELOLA apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat
(1) butir d. Pasal ini terjadi penyimpangar . -

. Mengisolir fasilitas {elekomunikasi yang terkait dengon WarungTELKOM yang
dikelola oleh PENGELOLA, apabila PENGELOLA lidak menyetorkan pendapatan

sebagaimona dimaksud dalam Pasal 8 o

g. Melakukan Bloking/menulup akses layancn
CLOLA yang berprestasi : -

n

val (2) Perjanjian ini ; ——
milik Operator laln dari WarungTELKOM!

h. Mermberikan apresiosi kepada PCNG

L]
Disamping kewagjiban yang dialur dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini, hal-hal

sebagui berikul menjadi kewaliban TELKOM : ----

a. Menyediakan dan memasang jarngan
Telepon. Faksimili uniuk pelayanan jasa telekomunikasi © —-—-

b. Memelihara, menjoga kehandalan perangkal dan memperbaiki perangkat

jelekomunikasi milik TELKOM agar selalu dapat berfungsi dengan baik ;

mMenyediakan ~ dan memasang fasilitas  sambungan tambahan. sepanjong

memungkinkan dengan slalus dinas berbayar :
anan alas pengelolaan Quilet TELKOM

dalam Pasal 12 Perjanjian ini ; —
\ber Daya Manuasia dalam Pengelolaan

telekomunikasi berupa sambungagn

d. Memberikan jaminan lingkal lay melalui
gTELKOM secbagaimana dimaksud

Warun
mMelakukaon Pembincaan Mangjemen Sur
Outle! TELKOM melalui WarungTELKOM ; -

{  Mengijinkan penggunaan logo TELKOM | --==-==-

[lal. 7 dan 13
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Pasal 7
TARIF DAN BIATA

Biaya percakapan Lokal don SLJJ yang dikenakan PENGELOLA kepada Pengguna

maksimal horus sama dengan kelenluan yang berlaku ;

Tanl jasa Faksimili yong dikenakan TELKOM kepada PENGELOLA berdasarkan pulsa
DEMELUICIN | ssvssssmsrmmammammencanasremsssaenonnun it rinamissas #

al-017) yong dikenakan PENGELOLA
alus) dari larif percakapan

tiayo komunikasi berbasis VolP (TELKOMGIc b
b apada Pengguna maksimal 85% (delapanpuluh lima perser
Sul reguler yang berlaky ; ---—--—smmmsmmmssocemmmose e

Taril khusus yang dikenakan TELKOM kepada PENGELOLA unluk layanan produk
TELLOM yang diselenggorakan di WarungTELKOM adalah :
Lori: rfulso Lokal dan SLJJ adalah 70 % (tujuh puluh perseratus) dari tarif pulsa yang
O Yo g [ U I b
b, Taonf Lomunikasi berbasis VolP (TELKOMGlobal-017) cdalah sesuai farif normal
TLEOMGlobal-017 dikurangi diskon yang berlaku
lorif pércakapan TELKOMSLI 007 adalah 90 % (sembilan puluh verseratus) dari tarif
pulsa yang bertaku ;| --——-—-msesmmsmssamoomsemenem—
d. Tarif percaxapan ke STBS dialur sebagai lzerikut :
i) Untuk Percakapan Lokal PSTN ke $T8. PENGELOLA dikenakan tarif sebesar
77.50 % {tujuh puluh tujuh selengch perseratus) dari larif pulsa PSTN ke STB :--
2] Untuk Percckapcn SLJJ PSTH ke S1B. PENGELOLA dikenakan tarif sebesar
77.50 % [(fujuh puluh tujuh setengah perseratus) dari 85% dari tarif pulsa PSTN
ko STB ditambch hak cperator sebesar 15% dari tarif PSTN ke ST | —--———-

3) Unluk percakapan SLJJ PSTN ke s7e Salelit. PENGELOLA dikenakan {arif
sebesar 70% (tujuh puluh pr-_-r:eroius} dari 30% dari tarif pulsa PSTN ke STB

satelit ditambah hak operator ST Saleleit 70% dari farif PSTN ke STB Satelif;--—
4)  Seluruh pendapalon girlime scpenunnyd diselor ke TELKOM ;| ——=-m-—mmms

o PSTN Operator lain, PENGELOLA dikenakan

Q.

¢.  Unluk percakapan SLJJ PSTN Telkom k
taril sebagai berikut :

1). Percakopan menuju Balaom
puluh perseralus) dari 75% dari laril p

sinlan Telecommunicalion sebesar 70% (lujuh
ulsa SLJJ PSTN;

(fujuh puluh perseratus)dari 65%

2). Percakapan menuju Ralelindo sebesar 70%
dari tarif pulsa SLJJ PSTIN-----mmmmmmmemmmme e s

PENGELOLA dapot mengenakan biaya layanan (surcharge) kepada Pengguna yang
besarnya ditenluka.. oleh PENGELOLA namun lidak melebihi 10 % dari tarif Lokal dan

LI
ng diselenggarakan di WarungTELKOM.

Tarif dan biaya leycnon produk TELKOM ya
berpedoman kepccc releniuan yang berlaku © -—

Apabila Iérjodi perubahcn faorif, TELKOM akan memberilahukan kepada PENGELOLA
sebelum larif lersebui diberlakukan ; ------=smmmmmrmmmmmmmmems -- S

Pasal

8
PERHITUNGAN TAGIHAN DAN TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN

Tagihan k da W TELKOM scsuai dengan ke’lcniuc:n yang berlaku dengan
BB i kb 2 kuitansi tagihan (L-11/Simple

menggunakan tarip khusus yang diluangkan dalam T
Receip!) dan harus dibayar oleh penyclenggara WarungTELKOM kepada TELKOM. : —--

funai oleh PENGELOLA melalui

OM berikut PPN-nyo diselor sccara

Taaihan TELK
ditunjuk oleh TELKOM  --smmmeeemmmess

Collecling Agent yang

Hal. 8 duri 13
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Tacnihan sebagairmana Jimarsud dalarr : P ini i
( ga ' 25 alarn ayal (1) Pasalini diselork:an ke .
~eliagp butan paling lambal fang SIS N+ ran kepada TELKOM
Lulcny bl wmeemmmmemeas - ________,____-i__-__J_gg___l_li__EEJ_I_C_I.I_\“i I unluk pendapatan percakapan
lersobu! jatuh pada hari Minggu/ Llibur, maka

Apabila langqal 10 Bulan N+
penycloran diloksanakan pada huri kera paordama berikulnya :

Apalnlu terjadi sclisih anlarag jurniah lcacihcn TELKOM (bulan ke
_ \ slglipiel e N) d i
poembayaran yang diferima oleh PLNGELOLA, maka PENGELOLA} fe?lg%ichn éugpuﬁg

mermbayar sesudi lagilian scbagaimana cimoksud dalam ayatl (1) dan ayat (2) Pasal

e R ISES S st e

Dolam _hol lerjadi krondisi sc:bqgoimonu dimaksud dalam ayal (5) pasal ini. TELKOM
melakukan pc,:mcm:socm aik secaiu adiminislrasi - maupun teknis berdasarkan
peraturan TELKOM untuk mengelahui penycbad feriadinya sclisih sebagaimana

ersebul dalam ayat (5) o

Perhilungn L:cmbuii.iogihunl yang scharusnya. akon dilaksanakan seteloh ada
pemeriksaan sebagaimand dimatisud dalarn ayat (6) pasalini ; === e
riksoan cebagaimand dimaksud dalam ayat (6) pasal ini

Apcbila dari _hc;ii peme
lerdapat kelainan i sisi TELEO A, makan TELKOM akan memberikan reshitusi kepada

PEMGELOLA ; commmmssmrmmmmsmsmmamsmsanemcas —

Pasal ?
KETENTUAN PERP OJAKAN

PP alas josa Iclcl_:omunikosi yang dibayarkan oleh Pengguna kepaoda PENGELOLA,
selutuhnya akan dipunqul oleh TELKLOM sesuui dengan {cgihan billing TELKOM. unluk

diselorkan ke Kantor pelayanan Pojak

omunikasi menjadi tanggund
ke Kanlor Pelayanan Pajak

Pajak-pajok yand limbui diluar penaggunaain jasa lelek

jawab sepenuhnya PENGELOLA uniuk menyelorkan

selempal ;

Pasal 10 .
RISIKO

Dalam melcksanakon pckeriaon-pckef‘joon sebagaimana dimaksud Perjanjian ini,
la peraturan dan keteniuan

PENGELQLA harus mengindahkan dar ¢
pcrundong-undongon qguna menjamin k Jhalan dan keselamatan kerjo pegawai
dan alou orang yYanyg be
sekilarnyd ; -m-=mmmm=-m smTTTTmTIITIITTTIT

Dalam hal
penyelesaian kewdaijiban permbayaran yan
ibalkan pengisoliran don tahkan s

dopal mengaki
pengeloloan Oullet TELKOM melalui WarungTELKOM lainnya ;| ——

miliki lebih dari satu WarungTELKOM maka
¢ lerunda dari salah salu WarungTELKOM
ampai dengan pemulusan PKS

e e e e

PENGELOLA WarungTELIKOM me

Apabila terjadi perubahan {arif, maka PENGELOLA wajib melaksanakan reprogrcming
sollware PTUS WarungTELKOM alas bioya PENGELOLA L e T T
ila ada perubahan kebijakan yang d-etapkan oleh Pemerintah, TELKOM dan

dimaksud paling lambat 30 (tiga

t unluk melakukan perubahan
cbijakan ditetapkan atau me

bhijakan bary dimaksud lanpa menungguy
kan dalam Amandemen ferhadap

Apab
PENGELOLA sepaka
puluh) hari kalender sefelah perubohan I

lenggung waklu yang diletapkan dalam ke
berakhirnya masa laku Perjanjion ini dan diiuang

Y o 5 et ames e S

rasal 11
5 FORCE MAJUURE
Yang dimaoksud dengan Force Mojeurc yailu : AR ——————————eeme T
a. Bencona Alam : -—«-—-—----—-»--------»----—---——--»-—---——-—-—---———-—----—--——..__.-—-——~——~
b. pemberontakan/ huru-hara/ perang . e maranm e SR
S -
Lal. 9 dari 13

N

SKRIPSI
PEMBLOKIRAN SLI 001 ... ANDRIAN H TUMANGG
OR




(2)

3)

(h

(2)

()

(1)

(2)

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sabolase | ——-———mmrm e N =
PernoQokan UMUM § —---smscemsemsmnssommse oo 2
Hal-hol lain yang dinyalakan secara resmi oleh pejabal yang berwenang pQ_C-{-Q

kanlor PEMDA selempal sebagai Force Majeure |

D

Dalam hal terjadi Force Majeure sebaaaimana dimaksud dalam a i
i . = ¢ i < yat (1 asal ini.
Pengelola alau TELKOM wajib memberilahukan secara lertulis dalam wc:LtS 14 hg;i
kalender sejok saal dimulainyo. begilu juga saal berakhirnya dengan dilengkapi
kelerangan resmi dari Pejabal yang berwenang @ e

Semua kerugian dop'biczyo yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibal
terjodinya Force Majcure sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) Pasal ini, bukan
merupakan langgung jowab pihak lainnyo e

Pasal 12
JAMINAN TINGKAT LAYANAN

TELKOM memberikan jaminan lingkal layanan pelayanan sebagai berikut | ————-"""

a. Lama perbaikon gangguan 3x 24 Jam ;-

b. Pembukaan isolir 1 x 224 Jom e am e

C. Besoran kpmpensosi keterlambalon perbeikan gangyucn. pembukaan isolir dan
salah isolir, adalah rala-ra'a pendapatcn per han pada bulan sebelumnya
dikalikan jumlah hari lidak beroperasi akibat gangguan. kelerlambalan buka isolir,”

dan solah iSO ; —mmsrmmmmmmsmmmmssmsemmmmms oo T

Apabila jaringan uniuk Penagelolaan Oullet TELKOM melalui WarungTELKOM tidak
berfungsi secara keseluruhan lebih dari 3 x 24 { tiga 1.ali dua puluh empat ) jam dan
lelah dilgporkan PENGELOLA kepada TELKOM dan sesuai dengan hasil pengecekan
petugas TELKOM terny@lg ; —-—-—-m-meesmmmmT T T T s -

a.  Bukan disebabkan oleh kesalahan PENGELOLA & —
b. Bukan discbabkan oleh pihak ketiga aiau Force Majeure .
aimana disebutkan pada

maka PENGELOLA berhak memperoleh kompensasi sebag
ayat (1) Pasal iNi § —mmmmmmmmmemm e -

al ini bukan kesalahan TELKOM.
kompensasi sebagaimana

Apaobila penyebab gangguan dimaksud ayat (1) Pas
maka TELKOM dibebaskan dari kewaijibban membayar

dimaksud dalam ayal (1) pasal ini ;== X

pasal 13
SANKSI

Apabila PENGELOT_’I\ forlambat menyetor pendapalan yang menjcdi hak TELKOM
sebagaimana dialur dalam Pasal 8 ayal (2) dan ayat (3) Perjonjian int. akan dikenakan
sonksisebagai DErikUl ; -mmmmmmmm=smmmmmm T
a. Kelerdambalan 1 (satu) hari kalender dikenakan sanksi denda sebesar 5% (lima

persaeratusl) pcr hari dari jumlah pcndopatan yang harus diselorkan dan

dikenakan sanksi isolir terhadap seluruh iasilifas telekomunikcsi WarungTELKOM

lanpa pemberilahuan sebhalimnyQ s —
(lima  puluh) hari kalender PENGELOLA tidak
maka TELKOM berhak mencabut
WarungTELKOM dan memuluskan

Pt

b. Apabila sampai dengan 50
menyclesaikan junggakan bulan sebelumnya.
seluruh sambungan {asililas jelekomunikasi di .
Perjonjian ini secaro sepihak lanpa pemberitahuon lebih dahuly | —————""

¢ Apabila tunggakan WarungTELKOM lidak capal disclesaikan dalam jangka wc_lk!y
sebagaimana dimaksud butic b ayat ini maka TELKOM bgrhok rqgng_lsohr
sambungan telekomunikasi Warung TELKOI4 dan alau WARTEL lainnya yang jugga

ki 01Gh PENGELOLA ; —oemesrmmseosemsmr=™ :

melebihi keleniuan tarif yang berlaku.
enakan sanksi uniuk membayar ganti

Apabila PENGELOLA terbukli memunaul biayc
dibayar oleh pengguna. ————

maka alas juniutan pengaguna. PENGELOLA cik
rugi kepada penggund sebesar 3 (tiga) kali biaya yand

Hal. 10 dari 13

A=

SKRIPSI
PEMBLOKIRAN SLI 001 ... ANDRIAN H TUMANGGOR




e

(1)
]
i (1)
1 .
:
(<)
(3)
(4]
(5)
(1)

(

A7 Tidak mengajukan pgrponjongon Perjanjian s

. oyal (1) butirb dan ¢ Perjanjian ini ; ---=-===-
i\ Mclakukan kerjasoma dengan Operator lai

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Apabila letjod kesalahan perhitung lsa v ili ) :
3 A : - 2 gan pulsa yand dilimbulkan oleh pec
vong dapa! merugikan Pengauna maupun PENGELOLA. maka sepegtfrz?\?gkr?-\icf\jrgcsﬂ

IORGGUNG JOWAD PENMGELOLA | —eseesssamsrsssmmsommmmsnemtme s st s oo

Pasal 14
BATASAN GANTI RUGI

Kerusakan alau gongguan pada jaringan akses clan alau jaringan lelekomunikasi
dopa! diberikan ganti rugi oleh TELKOM dengan syaral [ -——- ——— .
a. Tidak discbabian oleh kesalahan PENGELOLA
L. Telah diluporkan kepada TELKOM melalue nomor telepon 147;
c. Sambungan lelekomunikasi sama sekali lidak berfungsi atau- tidak daopat

digunakan melompoui waklu yang dileniukan dalam Jaminan Tingkal Layanan.

lerhilung scjak dilerimanya laporan dari FPENGELOLA ; —-- -—
d. Salahisolir ; --=---- eecseimmemmmmmmsmesemmess=memmecssqmesssoo-—-ess o

lam ayal (1) Pasal ini adalah sclara
m Pasal 12 ayat (1) Perjanjian ini ; —

Lesornya ganli rugi sebagaimona dirnaksud da
dengan kormpensasi schagaimana t2rsebul dala

Pemberion ganti rugi fersebul hanya diberikan 1 (safu) kali dalam 1 (satu) bulan

-

e EIOTRN, e SRR -
LOM dengan cara diperhitungkan pOd(‘:J

Pembayaran ganti rugi diGrukan olch TC
soloran bulcn DericuinyG [ —--sssssmsmmmmosmmsommssmmgmommmsoone

TELKOM dibebaskan dati tongaung jawab alas kerugian dalam bentuk apapun yang
mungkin clau teigh dideritc oleh PLMGELOLA/ Pengguna baik kerugian langsuag
maupun lidak laAgsung scebogai akibal dari berfungsi atau tidak berfungsinya
sambungaon teickomunikasi, termasuk kerugien karena [ --—

c. Perubohan joringan akses can alau nomor.. —
b. Kerusakon ckibat kesalahan PENGCLOLWA | ————-—m=mm—
C

K orusakan kD! FOrCE MUjEUIE : =-wmmsmssmmesmmrsremssmmss o e o e

Pasal 15
_ PEMUTUSAN PERJANJIAN

Perjanjian ini secorc_;.soh daopat diputuskan secara sepinak oleh TELKOM tanpa adanya
tuntulan dari PENGELOLA. apabila PENGELOLA © --—- -
a. Tidok atou belum memuiai xegiatannya dalam waktu 30 (liga p
scjak Perjanjion ini ditendatangani ; —-—--=--=—- 7t
L. Tidak beroperasi dalom wakiu 30 (liga puluh) hari kalender secara ferus menerus,
bukan karena Force Majeure maupun kesalahan TELKOM ;
¢ Menyerchkaon Peng2lolaan Outle! TELKO'M melalui WarungTELKOM kepada pihak
Join. lanpa persetyjuon tertulis dari TELKOM | === -
d. Terbuktimemungul biaya melebihi kelerntuan tarif yong berlaku ;
e. Memindahkan alau mengubaoh fungsi fasililas telckomunikasi maupun perangkal

luinrya dari ketentuan yang ditetopkan aleh TELKOM | -
ebagaimana dimaksud pada Pasal 4

uluh) hari kalender

) ayat (2) Perjanjian ini ; ———
g.. enggurrakan jaringan dari o
~ Mempuniai lunggakon kepa

M dalam bentuk apapun . —

perator lain diluar TELKO
a dimaksud pada Pasal 13

da TELKOM sebagaiman

n. lermasuk menggunakan produk dan

ior lain dalam benluk apapun -
er) milik Operator lain ; ——- -

alou jasa Opera
Memasang iklon (logo maupun stik

i
Pelaksanaan pemulusan sccara sepihak alas Pengelolaan sebagaimand dimaksud
dalam aya! (1) Pasal ini. akan didahului deng¢:an peringatan secara terfulis sebanyak 3
(1iQQ) KOl ; smmmrmmrmmsmmmsmeme e e D - -
deuo belah pihak, TELKOM dan PENGELDLA sepakal unluk mengesampingkan
Hukum Perdata terhadap

berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kilob Undang-Undang

Hal. 11 dari 13
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scgalu sesualu yang berlalian den OO SR ;
S : gan pemulusan Perjanjian ini, seh

?_CH’O”J'GH dapal dilagkukan secara soh cukup dengan pcmberitolr?ggr? ?e?m;\i]slucsjon'
CLKOM kepada PENGELOLA lanpa perlu menunggy adanya Kepulusan HAKIM ; - o
Dalam hal lerfjadinya pemutusan Perjanjian karend hal-hal le

ini. TELKOM barhak melakukan imdakan : - sebul pada ayal (1) Pasal

a. mencabul seluruh  jaringan jelekomunikasi TELKOM di WaorungTELKOM yang

bersangkulan | st ressmmmassesimmmsemm
b. Menagih seluruh pendapatan Warung TELKOM yan menjadi h ; -
belum disetor oleh PENGELOLA [ ==---- — e, b B i \,ongh
c. Membebankan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir b ayat ini ke
WarungTELKOM dan alau WARTEL lain yang masih terkait dan atau oéo klgli!oﬁ.
Lepemilikan dengan PENGELOLA | -rwermmsrm=mrmmmmermmmmm o e 7
d. Menurunkan Logo TELKOM / WarungTELKOM yang terpasang  di tempat

PENGELOLA ; - L

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelayanan di WarungTELKO!A terjadi perselisinan antara PENGELOLA
dengan Pengguna jasa telekomunikasi. maka sepenuhnya menjadi tfanggung jawab
PENGELOLA. TELKOM hanya bertanggung jawab sepanjang menyangkut pelayanan
yang langsung melibatkan TELKOM | - -

.
-

k loin yang menyangkul kepemilikan tanah

Apabila terjadi perselisihan dengan piha
4JTELKOM, maka sepenuhnya menjadi

dan bangunan tempat berdirinya Warve
tanggung jawab PENGELOLA | ——-—=="""""

Apabila di kemudian hari terjadi perselisinan dalam penafsiran dan alau pelaksanaan
kelenluan-ketentuan dalam Perjanjian ini, TELKOM dan PENGELOLA sepakat unluk

menyelesaikan secara musyawarah | --=-----=s

Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak menghasilkon

kala sepakat, maka TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk menyerahkan semua
sengkela yang dilan Negeri setempat ; -—=——"

fimbul dari Perjanjian ini kepada Penga

Pasal 17
LAMPIRAN-LAMPIRAN

satlu kesaluan yang tidak dapat
sama serta mengikat seperti halnya

dari Perjanjian ini merupakan
ai kekuatan hukurn yang

Lampiran-lampiran

dipisahkan dan mempun

pasal - pasal lain dalam Perjanjian ini :
Al

| ini ferdiri dari © =-————"""""

Lampiran-lampiran yang dimaksud dalam ayatl (1) Pasa

a. Lampiran | - Sural Permohonan NGMOr: coveennes 1ang@al @ cooeevenennmeennnee

TENIANG wreeinriernmnemenmeneeees
b. | Lampiranll TANGQA! ceevianiiranmnesenees

B -7 1 ¥ | O A

o Lampiraf it . - Fasililas Layanan WeirungTELKOM | smssmemmemmrmmmrieem e

d. | Lampiran IV - Daftar Jasa dan Produk TELKOM Yang Dipasarkan

e. LampiranV - sural Pernyalaan bersedia mematuhl ketentuan yangd berlaku -
——————————————————————————————————— di TELKOM. T

- Akle Pendirian ‘perusahaan dan perubahannya . —

- syral Pernyalaan lidalk mempunyai funggakan pembayaran —

kepada TELKOM. — —

e e e i

A Lampiran Vi
g. Lampiran Vil

- Surafl 1zin Usaha Perdagangan :
1

h. Lampiran VI

: Hal. %i 1]
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casal 10
KETENIUAN LAIN-LAIN

nluan-kelenluan dan syaral-svaral dalam Perjanjian ini berlaku ser
yong menandatangani, pengganti-penggantine

Segala tele
menqgikal bagi kedua beluh pihak :
dan pihak-pihak yang mendapal keunlungan dar padanya :

Hol-hal yong belum dialur dalam Perjcryicn ini akan diselesaikan bersama mela
perundingan  anlora TELKOM: dan PCHICELOLA dan  diluangkon dalam benl
Amondoemen serla merupakan bagion yang fidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ir

Apabila di kemudian har dilerbii-an  peraluron  perundang-undangan maupt
peraluran korporasi TELKOM  mengena WaurungTELKOAM, TELKOM dan PENGELO
sepokal untuk menyesuaikan Perjanjian ini sebagaimana meslinyg [ ==-==---mmssssmmsmmm=es

Perjanjian ini dibuat daloam rangkap 2 (dua! Asli yang masing-masing sama bunyinya
alas kertas bermaolerai cukup seria Meniounyai kekuatan hukum yang sama selclc
dilandatangani don dibubuhi cap Perusahaan kaciva belah pihak. Copy/ salinan de

) JGELOLA | ==meem- memmmmem o mmeees

aslinya dibual rangkap 2 (dua) atas biayc P

aluhi dan dilaksanakan oleh

Demikian Perjonjian ini dioval dengan iktikad boik unituk dip
Ledua belah pihak dan mulai berlaku sejok dilsncaicnguni oleh TELKOM dan PENGELOLA

v—— \n
& :':ii‘f'.“;:\i*—-f FENGELA

1

R G
e -
Sy -"’r\)\
N e

cchmehg ) ~

.,'

IIal\IJ dani
V-
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PERJANJIAN KERJA SAMA.
ANTARA "
PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDQNESIA Thk.

DENGAN

KOPERAST KARYA BERSAMA

TENTANG

il v sl i B st ok i ik ek

PENYELENGGARAAN WARUNG TELEXOMURIKASI
(1Y A "w

l&-‘l"‘ tot icadern e

© JL. LIDAH KULON 3 / 10
SURABAYA

No. Pelanggan : 526 97 4 4

Alamat

KANTOR DINAS INTERKONEKSI DAN KEMITRAAN SURABAYA BARAT
UNIT BELAYANAN INTERKONEKSI DAN KEMITRAAN
DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR

JL'KEBALEN TIMUR Nﬂ.ZlSURABA‘YA o

pks- i ARTEL-BBERLAKUS /285052005

SKRIPSI PEMBLOKIRAN SLI 001 ... ANDRIAN H TUMANGGOR




; |
i
|
4
i
:
5
i
]
3
.
i

(VR . RS

s

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA b
PT (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN '

KOPERASI KARYA BERSANMA
 TENTANG

PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI
Nomor : TEL134/HK810/RE5-102/SBB/2002. -

Pada hari ini, Senin Tanggal_ duapuiuhtujuh bulan M ¢ i tahun dua ribu dua (27-05-200Z), bertempat di
Kantor Dinas Unit Pclayanan Interkoncksi dan Kemitraan Arca Surabaya Barat antara pihak-pihak :

I.  Perusahaan Perseroan (Perscro)” PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA™, yang anggaran dasamya
telah diumumkan dalam Berita Negara R.I Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara
“RJI Nomor 210, scbagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam  Berita
Negara R.I Nomor 92 tanggal 17 November 2000, Tambahan Berita Negara RI Nomor 336,
berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :--

NAMA : SARTONO

JABATAN © MANAGER UNIT PELAYANAN INTERKONEKSI DAN KEMITRAAN -
AKEA SURABAYA BARAT -

ALAMAT : JL. KEBALEN TIMUR No.2 SURABAYA

dalam perjanjian int selanjutnya disebut TELKOM «-emeeemmmmmmm o e e e e e

1I. NAMA PERUSAHAAN : KOPERASI KARYA BERASAMA

BERKEDUDUKAN DI - : SURABAYA
NOMOR NPWP : 1.838.719.1-604

NOMOR PKP -

NAMA WARTEL D -

NOMOR PELANGGAN :5269744 -
TYPE WARTEL D AT

dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

NAMA © - :"KABUL YADINURJITO
JABATAN : KETUA PENGURUS (-
ALAMAT : JL.SIMOREJO SARI 3/19 SURABAYA

IDENTITAS DIRI : KTP. 12.561.

dalam perjanjian ini sclanjutnya disebut PENYELENGGARA

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal scbagai berikut :

~a. Bahwa TELKOM scsuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku merupakan Badan Usaha

Milik Negara yang mcmiliki kewenangan untuk menjadi Penyelenggara JaringanTelekomunikasi
dalam Negeri; -

b. Bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akanjasa telekomunikasi, pcrlu.scgcra.
diatasi dengan peran serta Pihak Lain untuk menyelenggarakan Warung Telekomunikasi melalui
kerjasama yang saling menguntungkan;

c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. >4 Tahun 1998 tanggal 2 September 1998 - tentang

ay

T - . ( /)

N
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e Kcputusan Kepala Divisi Regional V Jawa Timur Nomor: 173/ YN.000/ RE.5-02/1998 ztanggal 5
Nopember 1998 Tentang Kebijakan Pemasaran / Pengoperasian Layanan Umum;

chumsa{l Kepala Divisi Regional V' Jawa Timur Nomor : KV.07/ HK220/ RE.5-13/2002 tanggal
16 Januari 2002 tentang Kcbijakan Warung Telekoniunikasi (WARTEL) di Wilayah Divisi Reginnal

V' Jawa TiMUE ------==sss=mmsmmmmmmms s e oo oomoeocanen

. Surat Mnanager Arca UPIM SBB No. TEL.69/YNOOO/RES-102/SBB/2002 tgl.20-05-2002 perihal Un- (/ A
dangan Pcnandatanganan PKS WARTEL " A* di JLLIDAH KULON 3/10 Surabaya.———————

2

$

3 ch'ua belah pihak TELKOM dan PENYELENGGARA sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian

; Kerja sama ini dengan kctentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal berikut

3 ini.'““'""""""“"""""'""-----—-"--. ----------- —

i = =
3. Pasal 1 :

i PENGERTIAN-PENGERTIAN

1

: (1) Telckomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara

‘¢an informasi dalam beatuk apapun, melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik

lainnya;----=------

B T T

Badan-Pcnyelcnggara atau Badan Lain bagi

(2) Jasa Telekomunikasi adaiah jasa yang discdiakan oleh
n fasilitas tele-

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekcmunikasi dengan menggunaka

.komunikasi;--=sr=r--=m-mneammemooe-

adalah sambungan telepon tetap (fixed) yang diselenggara-

(3) PSTN (Public Switch Telephone Network)
an telepon C-Phone yang diselenggarakan TELKOM: —

kan olch operator PSTN, termasuk sambung

STB (Sambungan Telcpon Bergerak) adalzh sambungan telcpon lanpa. kabel l yang menggunakan

e (4

system seluler atau AMPS. <----s--emeem-

(5) SLI {(Sambungan Langsung Internasional) adalah hubungan telepon antar negara “tanpa bantuan

operator persambungan. i

(6) Perangkat Telckomunikasi.adalah semua peralatan / sarana yang dipergunakan dan atau dimanfaatkan

untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi;--—--

rcakapan Telckomunikasi yang dapatmenampil-

(7) Terminal PDPT adalah perangkat Pencatat Data Pe
kan data percakapan telepon;--—--------

ikasi dan kelengkapannya yang

(8) Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomun
digynakan dalam rangka bertelekomunikasi;

as Berbayar adalah sambungan tclekomunikasi yang tidak dikenakan

* (9) Sambungan Telekomunikasi Din
g langganan bulanan (abonemen), tetapi dikenakan biaya pemakaian

biaya pasang baru (PSB) dan uan
pulsa bulanan; - - S

telekomunikasi dengan fasilita.é_outgoir_lg only (hanya bisa

(10) Sambungan Induk (SI) adalah sambungaﬁ

T Ul 21
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Cri,unadan schiapai sarana pcnyclcnggaraanja_s::

memanggil) YRNR disediakan TELKGHG untuk dip
pelayanan FATONRERE RTINS 1 R

an telekomunikati yang tidak scsuai dengan spesifikasi dan

(11) Smmbungan Gelap (SG) adalal sambung
peraturan TELK O eeesressnmmsmmsssnnrsansegessnsesssansss

a discbut WARTEL adalall tempat yang disediakan untuk
gu baik bersifat scmentara maupun letap,

(12) Warung Telckomunikasi yang sclanjutny
pclny:\uanjnsn telekomunikasi untuk umum yang ditung.
yang menggunakan sambungan telekomunikasi TELICOM - wemmnmisiastesessrnss

arung teleromunikasi yang “mengoperasikan sckurang kurangnya 2.(d;.ia) buah

(13) Wartel A adalah w

T (I
(14) Wartel 8 adalah warung telchomunikasi vang mecngoperasikan scbanyak banyaknya 2 (dua) buzh

" oo teomsssss o s oo e i—

; (15) Penyclenggaraan WARTEL adalah  kegiatan penyediaan dan pclayanan sarana sera fasilitas
% telckomunikasi schinggn.r:;ncmungkinkau tersclenggaranyd WARTEL;----=--mmmsem—""""" —————e
; (16) Penyclenggara WARTEL adalah perorangai, badan usaha atau koperasi yang bekerjasama dengan
'?‘ TELEOM dalam menyclenggarakan WAR'I;EZL;----------------------------------—--‘-—----——-——--—--—-—--

i ' : ) :

3 (17) Kamar Bicara Umnum (KBU) adalah bilik dalam WARTEL ‘ynng khusus dipergunakan untuk
4 melakukan hubungan tclckomunikasi  melalui sambungan induk scbagaimana dimaksud pasal |
g butir (10);-smssssesmmmsormammenesemsemmeess e —_—

E

g (18) Pclayanan sclain untuk  umum adaiali penggunaan sambungan tclckomunikasi WARTEL yang .
] dimanfaatkan hanya olch kalangan lertcnlu yang meliputi tetapi tidak terbatas pada orang-orang yang
4 sceara rutin berada i lokasi bangunan WARTEL;-- ---mmmmm—mmn" e s e e
-

f: (19) Pendapatan WARTEL adalah scluruh pendapatan pcnyclcuggnra:nnjasn telckowmnunikasi dalam negeri
3 dan luar negeri dan fasilitas tclekomunikasi lain yany; discdiakan di WARTEL:-- —
(20) Sharing Pendapatan adalah pembagian pendapatan WARTEL yang incnjadi  hak penyclenggara
% sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kegja Snmn;--—-——---—---—--—-"---—-----"-—"u——-“-———-ff‘
8

§ (z1) L-11 adalah kt-_ilnnsi pambayaran rekening jasa :clckomun_ikssi; ------------------ e
‘ a untuk pcnycicnggara.an WARTEL

diberikan TELKOM kepada Penyclerggar

PR LS L cememmemmmmasmaSTeoS =SS

———— ._.--.—....._-_-_._-...._.-—__.

(22) ljin adalah hak yang
vang, dituangkan dalam PKS ini----
tcknis antara lain : ketentuan muty, sifat

rincian ketentuan  teknis dan  non
cuatu alat/ peralatan atau perangkat

1 (23) Justifikasi adalah
kerapian perakitan dari

i kelistrikan, syaral operasi, ukura,
tclekemunikasi yang. ditctapkan olch TELKOM:

1 olch Dircktoral Jenderal Pos

yang, dikcluarkat

(24) Sertifikat adalah suatu pernyataan lulus pengujian
JdanTeclckomunikasi: e meiessmmesemmmescemsmsssemzmssesessoSsoneTTITTEE [ e —————— '
(25) Pengisoliran adalah- pemutusan - scmcntard sambungan telekomunikasi schingga sambungan terscbut
______________________________________________ S

tidak dapat digunakan scbagaimana mestinya;

(26) M ENTECRI adalah Menteri Perthubungang

(27) DIREKS! adalah Dircksi PT. TELKOM:

1V Jawa Timur.-

(28) KADIVREV adalah Kepala Divisi Regiona

SKRIPSI
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. Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

-TE%L-.KOM lincnycrahkan penyelenggaraan WARTEL kepada PENYELENGGARA  sebagaimana
PENYELENGGARA mencrima penyerahan dari TELKOM untuk menyelenggarakan WARTEL

- Type “A” dengan jumlah satuan sambungan 4 (cmpat) SST di JL LIDAH KULON 3/10

Surabaya.

Lingkup Kerjasama penyelenggaraan WARTEL dalam perjanjian ini adalah pelayanan jasa
telckomunikasi sebagai berikut @ ------memmmmmmmemmemnenes e '

a. WARTEL A meliputi percakapan telepon, pelayanan jasa facsimile, jasa tclegram senta

jasa multimedia - e -

b. WARTEL B hanya meliputi percakapan telepon saja. -=--------===-
Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, scluruh aspck teknis dan
operasional harus sesuai ketentuan dan atau peraturan TELKOM yang berlaku s=mmemmmemmrmnmmememmoen
i scbagaimana terscbut dalam ayat (2) pasal ini tidak termasuk

Pelayanan jasa tclckomunikas
nternasional melalui operator sehingga TELKOM - berhak menutup

pelayanan jasa telekomunikasi i
akses terscbut, --------

Dalam penyelenggaraanWARTEL scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, PENYELENGGARA

bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM.

P’asal 3
STATUS SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI WARTEL

Sambungan Tclckomunikasi WARTEL berstatus Sambungan Tekomunikasi Dinas Berbayar.———-

Pulsa yang timbul akibai penggunaan sambun;,;an tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pulsa
berbayar yang dijadikan dasar perhitungan pendapatan WARTEL, disamping unsur-unsur pendapatan

lainnya yang disclenggarakan aleh PENYELENGGARA. ---

ini setelah dikurangi dengan hak
sisa pendapatan tersebut ayat 2)
M yang harus dibayar oleh

Pendapatan  scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal
PENYELENGGARA sesuai dengan ketcntuan yang berlaku,
dituangkan dalam kwitansi tagihan (model L-11) dan menjadi hak TELKO

PENYELENGGARA--——--------=-m--- -

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PENYELENGGARA

PENYELENGGARA berkewajiban untuk :---
: ,

a. Menyediakan :----- _
1. ' Mcubelair yang memadai untuk ruang kerja dan ruang tunggu.-
2. | Alat tulis menulis
3.’ Catu daya listrik WARTEL.---

4. Dafar Tarip scsuai dengan ketentuan
ditempatkan di ruangan yang mudah terbac
5. Pcrangkat telckomunikasi tambahan yang

TELKOM.

tarip jasa telekomunikasi TELKOM untuk
a olch pengguna jasa WARTEL. —
diperlukan yang telah dirckomendasikan oleh

4’11
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a WARTEL;

Mencmpatkan teinaga herja yang beitugas mclayani pengguna Jes

d.  Mcmasang papan nama dan rambu WARTEL scsuai kelentuan yang berlaku;

(KU) scbagai ruangan  khusus untuk

c. Membuat dan menyediakan Kamar Bicara Ux—num
alui sarana telekomunikasi WARTEL;-

pengeuna jasa dalam melakukan pembicaraan tclepon mel

an telekomunikasi WARTEL hanya untuk pelayanan umum dan bukan
aimana dimaksud dalam pasal 1 butir (16),—

. Mcoggunakan  sammbung
untuk pelayanan selain untuk winum scbag

%

Menjaga dan meningkatkan citrd TELKOMsmmeesasossmmmenssmemmomsess -
ang dikirim oleh pemakai jasa tclckomunikasi

h. Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita y
timbul scbagai akibat pclaksanaan

' melalui WARTEL serta scgala informasi dan atau data yang

~ perjanjian ini;
dapatan WARTEL yang
11) sctiap periode

Meinpertanggungjawabkan dan menyctorkan kepada TELFOM  pen
menjadi hak TCLKOM berikut PPNnya berdasarkan kwitansi tagihan (L-

sclor,

j. Penyctoran terscbut huruli dilaksanakan melalui loket-loket peinbayaran yang telah ditetapkan

TELKOM; meemssemmnmaamoansaacomammnasannaasmmasnnammsnsesmns -
arip jasa telekomunikesi yang

k. Menerapkan tarip jasa tclekomunikasi di WARTEL sama dengan t

diberiakukan TELKOM --mesemenmmmmmmmmmssiosmmmsmmmsssummnsmmanns

. Menberikan tanda terima pembayaran kepada pemakai jasa telekomunikasi yang melalui

WART ELiennrennmmmrmmneaessscessassansmmnssmsmnnesmnnnsnnmosossammmssnaomssssansossss

ar lokasi WARTEL terscbut didirikan WARTEL
angpap layak olch TELKOM,;

m. Penyclenggara tidak keberatan apabila di sckil
lain atau pelayanan jasa telckomunikasi scjenis yang di

untuk umum sckurang-kurangnya 18 (delapan belas)

n.  Membuka pelayanan jasa telekomunikasi

“ jam scliap harig

0. Mclaporkan sccepalnya gangguan saluran tclekomunikasi  yang terjadi pada WARTEL
FepadaTELKOM;seramrsrasamsmrmsasramsassnsmmommsrm e mn s et

-\' .- . . -

p. Menjaga kehandalan perangkat WARTEL agar sclalu dalam kondisi baik dan siap pakai untuk

pelayanan jasa telckomunikasi;

Mclaksanakan konfigurasi instalasi perangkal WARTEL scbagaimana gambar konfigurasi

terlampir dan menjaga kerapihan instalasi perangkat tersebut;

Mentaali semua ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan penyclenggaraan WARTEL; —

(2) PENYELENGGARA berhal:
alam ncgeri antar PSTN TELKOM yang

Mencrimaa komisi pendapatan jasa !clckpfnunikasi d
besarnya 30 Ya (tiga pululi per seratus)i-----sr-ssemmsssrrmmsemmors

asi dari PSTN TELKOM ke sambungan

b. Mererima bagian  pendapatan jasa telekomunik
B) yang besarnya sebagai berikut: ———

telckomunikasi Operator lain (SLI, PSTN lain dan ST

1) Dari Operator SLI, berhak mendapatkan 8 % dari pcxldalialﬂ“ in‘tcmasional ‘yang diperolch ‘
Q, \
L : U sl |
|
_ |
! : SKR
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kan bagian pendapatan pulsa percakapan PSTN
cngah per seratus) dari hakTELKOM atas

i WARTELpada sctiap bulannya;
2) Dari Operator STD. ULerhak mcgdapat
TELKOM ke S1 1 scbesar 22,5% (duapuluh dua set

pendapatan tersebut; ---emm--- o eeeemmmmmmmmmmmmmeaTs
3) Dari Operator PSTN lain, berhak mendapatkan bagian pendapatan pulsa percakapan sL

PSTN TELKOM ke PSTN operator Jain cobesar Komisi scbagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf a. pasal ini kali 75% dari pendapatan percakapan SLIJ terscbut;

SN

. Dari pelayanan telegram, menerima komisi dari TELKOM scbagai berikut @ -

al pendapatan tclcgramdalam negeri,

1) Dalam,negeri = 20% dari tot
apatan tclegram luar NCRETi; =-smmmmmmemm="""

2) Luar nepgeri = 8% dari total pend

d. Perhitungan scbagaim
TELKOM scsuai aturan yang erlak: seseammsssnssasmssanmmnmsemmapasmmsanooecs

status Dinas Berbayar sciumiah yang

sambungan tclckomunikasi  dengan
at dipergunakan untuk memanggil).——

c. Mendapatkan
fasilitas outgoing only (hanya dap

dipersyaratkan dengan

(3) ,ITENYELENGGARA tidak berhak atas pendapatan: dan dari Airtime karena pcndapalan‘ tersebut

haya menjadi hak Operator ST Bmsrarmmrsressmmssmmms s s

-sepent!
telekomunikasi  dari

(4) PEYELENGGARA tidak berhak mem

PPasal 5

(1) TELKOM berkewajiban :
Menyediakan dan memasang sambungan lclckomunik.isi dengan status Dinas Berbayar sesuai
e

dengan lipe AL -eoenmaemsissaicsmsemmms e s ane s A

(2) TELKOM berhalcatas:

maupun pendapatan lain "yang sah. yang berkaitan dengan
pendapatan PENYELENGGARA scperti

P

Scluruh pendapatan WARTEL
penyclenggaraan WARTEL sctelah dikurangi bagian
diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) perjanjian ini:

a.

awal ke lokasi, ‘baik tcknis maupun non tcknis, guna memastikan
akan WARTEL scrta memberikan saran-saran

—

b.” Mclakukan pemeriksaan av
kesiapan PENYLELENGGARA dalam menyclenggar
berkaitan dengan pemenuhan persyaratan yang dipcrlukan;

—

a pengaduan baik dari

WARTEL sctiap ad
u-waktu jika

<ecara berkala atau sewakt

it i e S S S

\is dan operasional

c. Meclakukan pcmc:iks':\:m tcki
na jasa dan

PENYCELENGGARA maupun dari pcnggu
TELKOM memerlukaninya; ---ss=-e=-==ms77 00
| WARTEL kepada PENYELENGGARA 2pabila

omendasi perbaikai
al (2) pasal ini terjadi penyimpangan;———

4. Memberi peringatan dan rck
an terscbut hurul c ay

berdasarkan hasil pemeriksa

an titik layanan sctiap penyclenggaraan WARTEL berikutnya.——

e \

c.- Menentukan dan atau mengijink

e e i et e .

P
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(3)

C))

(&)

(6)

(M

(3)

" perikutnya yang mqmpakan hari kerja.—- e e e e

(9

(10)

(2)

3)

’f’-—-—-—f.... s i e
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I’asal 6
PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN PENYETORAN

Pt.fn_d;ip:it'an WARTEL yang berasal dari penyclenggaraan jasa telepon dalam negeri dan luar negeri
dihitung berdasarkan pulsa yang tercatat pada sentral telepon TELKOM.-—-—---—-~--—---~--------.---'. .....

Apabila terjadi sclisih antara jumlah tagihan TELKOM (bulan ke N) dengan jumlah pendapatan yang
diterima olch PENYELENGGARA, maka PENYELENGGARA terlebih dahulu menyetorkan
pendapatan yang menjadi hak TELKOM sesuai tagihan tersebut dalam perjanjian ini pasal 4 ayat (1)
huruf i, pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) huruf a. e o ame oS e e S

Dalam hal terjadi kondisi tersebut ayat (2) pasal ini, TELKOM melakukan pemeriksaan baik
secara administrasi maupun tcknis berdasarkan peraturan TELKOM untuk mengetahui pinyebad

perbedaan LCrEEDUR —onansmmssmmsmammsinannomsmmsaaenema=

perhitungan kembali pendapatan yang scharusnya akan dilaksanakan sctelah ada hasil pemeriksaan
scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini,-e--==-ore=rTT T T gomsmmmmmemmmmo e e

Apabila dari hasil pemerixsaan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini terdapat kelainan di sisi TELKOM,
maka TELKOM akan memberikan restitusi kepada PENYELENGGARA, ---msmmssmmmesmmm™ o

Penyctoran Pendapaian WARTEL sciiap bulan gari PENYELENGGARA kepada TELKOM
wajib dilaksanakan PENYELENGGARA sejak awal diterbitkan Kwitansi Tagihan (L11) oleh
TELKOM sampai dengan paling lambat tanggal 10 setiap perigde bulan tagihan yang berlaku.—-——

Penyctoran Pendapatan WARTEL oleh PENYELENGGARA yang dilaksanakan setelah tanggal 10
sctiap periode bulan taginan maka akan dihitung scbagai Keterlambatan,-=-=--==--==="==""""" T

Apabila tanggal 10 setiap bulan tagihan yang berlaku jatuh pada hari Minggu, Hari Raya, hari libur
atau hari yang diliburkan olch pemerintzh, maka jatuh tempo paling lambat adalah hari pertama

= e e T ———

Apabila terdapat perbedaan jumlah pulsa scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini,

. PENYELENGGARA tetap wajib menycior hak TELKOM sesuai jadwal dimaksud dalam ayat (6)

pasal ini sebesar tagihan bulan yang bersangkutan. —

Scluruh yang  terkail dengan penyclcnggaraan WARTEL termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) jasa telckomunikasi harus disetor oleh PENYELENGGARA kepada TELKOM scbagai

Wajib Pungut untuk diteruskan ke Kantor Pajak .—--—-—-—---——----—---—----——-—--——-—-—-—-—-—-——-———

Pasal 7
JANGKA WAKTU KERJASAMA .

baik untuk WARTEL A maupun

Kerjasama menurut perjanjian ini berlaku sclama 3 (tiga) tahun,
tanggal duapuluhenam bulan

Wartel B -yang dihitung scjak tanggal perjanjian ini sampai dengan
Meiifahtm Duaribu lima (26-05—2005), T T T

Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang apabila pcrformansi penyclenggara dalam masa waktu
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dapat memenuhi ketentuan dan pesyaratan yan
tclah; di tentukan olch Telkomememr—remser " = ,

Perjanjian ini akan dievaluasi minimal 1(satu) tahun sckali. Apabila dari cvaluasi ynngdilnkuknn olch ~

Telkom, berdasarkan pasal 4 ayat (1) hurup b sampai dengan T. tidak dapat memenuhi ketentuan dan

persyaratan Telkom maka perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak walaupun masa Iaku'scbagai
mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir.

e
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7

(8)

(1)

(2)

(3) Apabila dalam pelayanan di WARTEL

(4) -Dalain hal PENYELI

" Kedua belah pihak, TELKOM dan PENY

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
a. Mengsalir sambungan telchomunikasi terscbut dalam pasal 5 ayat (1) hurufa | —=ssemmemmmmmm—r

b. Menagil hepada PENYELENGGARA kekurangan sctoran yang menjadi hakTELl.(OM.---—-—

Sclain dikenai sanksi pengisoliran, khusus peianggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf edanatauf,:
PENYLELENGGARA diwajibkan untuk .

a. Mengembalikan  kepada TELKOM semua sharing pendapatan  yang sudah lcrlanji:rdilcrima

PENYELENGGARA sclama 6 (cnam) bulan (crakivir; -

b. Membayar kepada TELKOM  Dbiaya abonemen atas scimua sambungan  telckomunikasi
WARTEL dengan taiil abonemen segmen bisnis sclama 6 (enam) bulan. '

PENYELENGGARA terlambat |:;;::aubay.1r tagihan (l.-11) atau kekurangan sctoran
bulan (N).  maka PECNYELENGGARA

1) untuk sctiap hari"keterlambat-

Apabila
pendapatan yang mennjadi hak  TELKOM pada taghan
akan dikenakan sanksi denda scbhesar | % dawi besarnva tagiban (L-1

an, dengan batas maksimuam sampai dengan akbir bulan tagihan bejalan; ----

hal PENYELENGGARA tidak memenuhi kewajiban sampai dengan akhir bulan  scbagai-

Dalam
maka semua sambungan tclekomunikasi WARTEL yang

mana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini,
bersangkutan diiSolins--secsmsssssmasasasassnensmnss s ss s

alam ayat (5) pasal ini dikenakan

Sanksi Isolir terhadap scimua sambungan telckomunikasi terscbut d
scjak tanggal 11 sampai dengan akhir bulan;

clign PENYELENGGARA belum menyetorkan penda-
(3) dan (1) pasal ni, maka PENYELENG-
black list dan pemutusan
PENYELENGGARA

Apabila sampai dengan akhir bulan tagihan k
patan atau mclunasi kckurangan terscbut dalain ayat
GARA akan dikenakan sauksi pencabutan sambungan telekomunikasi,
perjanjian sccara scpibak olchTELKOM, dengan tidak mengurangi kewajiban

untuk mclunasi scluruh tunggakaniya; ------ ===-=-=ssesssmmmsssmsossoossmmmsesss

CLENGGARA scpakat untuk mengesampingkan berlakunya
ang Hukum Perdata tcrhadap scgala scsuatu  yang
sal ini. schingga pemutusan perjanjian
SAN DIREKTUR JENDERAL POS
at (1), ayat (2) dan ayat (3),

ketentuan pasal _J260 Fitab Undang-Und
sesuatu bertalian  dengan pemulusan  perjanjian menurut pa
dapat dilakukan sccara sah dengan proscdur  sesuai FEPUTU
DAN TELEKOMUNIKASI  Nomor: 21/DIUUEN/1993 Pasal 22 ay
tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari lakin.

IPasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIIIAN

Apabila  dikemudian  hari terjadi persclisihan dalani penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-
ELENGGARA scpakat untuk menyclesaikan

ketentuan dalam perjanjian ini, - TELKOM dan PENY

nya sccar musyawaraliz---

Bila musyawarali terscbut dalam ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kescpakatan, TELK‘OM (13[1
nua sengketa  yang timbul dari pegjanjian int

PENYELENGGARA scpakat untuk menyerahkan sci 1 ¢
kepada Badan Arbitrasc Nasional Indoncsia (BANI)  untuk disclcsaikan p:!da lmgkat pertama dan

terakhir menurut proscdur BANI,
(crjadi - perselisihan dengzan pemakai jasa tclekomunikasi
alui WARTEL terscbut. penyelesaian sepenuhnya

yang berkaitan dengan _i:tsnv1c|ckmnuuik:nsi mcl
menjadi tanggung jawab l‘ENYELENGG/\R/\; ---------

pembayaran jasa telekomunikasi
abkan olch penaikan tarif maupun
crika_n' restitusi berupa uang

INGGARA terbukti melakukan pcalariknh
a melebilii tarip TELKOM  baik yang disch

kepada pengguna jas
PENYELENGGARA diwajibkan memb

pengubahan pengatur waklu,

SKRIPSI PEMBLOKIRAN SLI 001 ... ANDRIAN H TUMANGGOR
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tunai kepada pengguna ja SRR A S i]  SF e =G
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Sepanjang diperlukan dan diminta olch PENYELENGGARA, TELKOM berkewajiban memberikan
konsultasi berkaitan dengan perselisihan terscbut dalam ayat (3) pasal ini. ;

. Pasal 11 '
KESELAMATAN KERJA DAN KZTERTIBAN UMUM

Dalam inclaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud  dalam perjanjian ini,  pihak
PENYELENGGARA harus mengindahkan dan mentaati scgala peraturan-peraturan serta ketentuan—
ketentuan guna menjamin keschatan dan keselamatan kerja pegawai-pcgawainya, pekerja-pekerjanya
atau orang lain yang bekerja padanya, serta keschatan dan keselamatan umum sekitamya.--

PENYELENGGARA wajib mentaati asas ketertiban  umum yang tclah diatur olch Pemerintah
maupun kcbiasaan masyarakat setempat.-ss===---zsnssm—=smmoes

Pasal 12 oo
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Pihak PENYELENGGARA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian
terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian
pihak PENYELENGGARA dan pegawai-pegawainya, pckerja-pekerjanya ataupun orang lain yang
bekerja padanya.------mmss-reommmeem— - '

Bilaimana kcrusakan atas kerugian yané dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan scbagai akibat
dari kescngajaan atau kelalaian petugas/ pegawai yang ditunjuk TELKOM, maka pihak
PENYELENGGARA dibebaskan dari tanggung jawab terscbut dalam ayat (1) Pasal ini.-——=-———

«ul dan atau keaslian semua perangkat WARTEL

TELKOM tidak bcnanggung_jawab terhadap asal u
atau tuntutan pihak lain yang

yang digunakan PENYELENGGARA scria kerugian dan
diakibatkannya, baik material maupun bukan material. -==--ssmmmmsmssmmoe

I’asal 13
AMANDEMERN

Sctiap perubahan isi perjanjian ini, baik pcrsyaralari maupun lingkup pckerjaan, akan mengikat
kedua belah pihak apabila dinyatakan sccara lertulis dan  disctujui olech TELKOM dan

PENYELENGGARA dcngan membuat dan menandatangani Amandemen PKS ini.—

Klwsus untuk perubahan nomor telepon dapat dilakukan tanpa membuat amandemen, namun cukup

dengan surat pemberitahuan dari TELKOM.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

‘Scgala ketentuan — ketentuan dan  syarat-syaral dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat para
ipihak yang menandatangani, pewaris-pewarisnya, pengganti-penggantinya scrta mereka yang

'memperolch keuntungan dari padanya; =

perubahan tarifT jasa telekomunikasi atau besamya
asal 4 ayat (2) hurul a. sampai dengan <., akan

Jika dalam masa perjanjian kerjasama ini terjadi
komisi WARTEL scbagaimana dimaksud dalam p
. B R
bR

—
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